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Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG
PAPUA 1963—-1969

ABSTRAK

Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebenar-
nya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak 1945
hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua untuk
mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat (Trikomando)
diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua lebih kuat
daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah menjadikan
hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer. Mengacu
pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini yang
masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih dominan
daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses
pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963—1969? dan proses
pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963—1969.

Kata Kunci: perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua

DDC: 322.4

Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron

AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA
ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua
dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang
dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen
bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara
masih masif terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi
di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat
proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua,
sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan
semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem
di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis-progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila:
sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Kata Kunci: konflik Papua, tindakan represif, dan dialog
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DDC: 302.2
Al Araf Assadallah Marzuki

PENGUATAN DEMOKRASI CYBER DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019

ABSTRAK

Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif, dan
DPD periode 2019-2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era
digital, ruang siber (cyber space) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk
menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan
permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga
munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk
menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak
terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers.
Kedua, terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya
dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita
yang menyalahi aturan tesebut.

Kata Kunci: demokrasi, cyber law, demokrasi cyber

DDC: 320.8

Nyimas Latifah Letty Aziz

MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF
DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

ABSTRAK

Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah.
Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa-bangsa dan
negara-negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang
merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan
upaya-upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.
Pemerintah memberikan ruang bagi daerah-daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai-nilai budaya
lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa
nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun
identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian
deskriptif analisis melalui studi literatur.

Kata kunci: desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah

DDC: 364.1
Melpayanty Sinaga

KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER
NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI - PAPUA NEW GUINEA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan
RI- PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat
trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang
dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang
dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan
metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan
lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak
pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur-jalur
perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI — PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara
perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang
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kurang maksimal ditambah dengan pos-pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan
para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan-jalan sempit atau gang yang tidak dapat
dideteksi oleh petugas kemanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk
melakukan transaksi barter narkoba.

Kata Kunci: barter, kejahatan transnasional, perbatasan
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Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA
MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL
LINTAS BATAS

ABSTRAK

Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah
lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi
apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu artikel ini berupaya mengeksplorasi
pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan,
khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan
Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai
upaya untuk menjamin suman security dan melawan perdagangan ilegal. Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan
Indonesia-Papua Nugini dinilai dapat mengancam human security masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh
karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah
tidak secara eksplisit menekankan terminologi human security, tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah
menunjukkan upaya untuk menjamin suman security masyarakat di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Kata kunci: keamanan manusia, pembangunan infrastruktur, perbatasan Papua, perdagangan ilegal

DDC: 320.5

Djuneidi

MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA
ABSTRAK

Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019,
yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma’aruf Amin yang berhadap-hadapan dengan kubu Prabowo Subianto
& Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian militerisme
tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan dan
berdampak negatif,bahkan cenderung “perang verbal”, “perang politik identitas” yang menggunakan segala cara
melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari generasi muda
(milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara-Indonesia (NKRI)
serta miskinnya pengetahuan dan pemahaman haluan (ideologi) negara sehingga mudah terinfiltrasi pemahaman
lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas mengancam keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para
pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan ideologi bangsa ini
menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik-baiknya melalui dunia pendidikan, olah-raga, dan dalam setiap
dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.

Kata Kunci: Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimism
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Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser
GROWTH OF INDONESIA NATIONALISM AMONG THE PAPUANS 1963—-1969

ABSTRACT

Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the seed stage,

not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta never prepared
and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not surprising when

the People’s Triple Command (Trikora) was announced by the President, Soekarno, on December 19, 1961 in Yog-

yakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963 integration until today,

the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta, as the target of military
operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether the current aspiration of
Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates that the Papuan nationalism
is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics: (1) who were the actors involved
in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans in Biak in 1963-1969? (2) How was
the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in Biak done in 1963-1969?

Keywords: the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans

DDC: 322.4

Damianus Benediktus Gene Djol dan Eusabius Separera Niron

THE AMBIVALENCE OF STATE REPRESSION ON PAPUA CONFLICT

ABSTRACT

The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and
to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review
of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces
on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in
Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local
democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the
notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the
local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a
critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism
and socio-democracy.

Keywords: Papua conflict, repressive actions, dialogue
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Al Araf Assadallah Marzuki

STRENGTHENING INDONESIA’S CYBER DEMOCRACY AFTER
THE 2019 ELECTION

ABSTRACT

In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members, and
Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the most
complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election
process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for
the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news,
press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author
suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax
news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing
regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute.
Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block
them, but also impose fines for those who violate the regulations.

Keywords: democracy, cyber law, cyber democracy

DDC: 320.8
Nyimas Latifah Letty Aziz

BUILDING A NATIONAL IDENTITY IN THE DECENTRALIZATION AND
REGIONALAUTONOMY PERSPECTIVE

ABSTRACT

This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization and
regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes it from the
other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the negative influences
coming from outside. Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area ranging from Sabang to Merauke
within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To maintain Indonesia s national identity,
the government needs to make efforts to unite the nation, one of which is through decentralization and regional
autonomy policies. The government provides a space for regions to develop their areas and maintain local cultural
values as a national unifier. This is a good means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of
national identity. This article raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective
of decentralization and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research.
The data used are data from interviews and literature studies.

Keywords: decentralization, national identity, regional autonomy

DDC: 364.1
Melpayanty Sinaga

TRANSNATIONAL CRIMES THROUGH BARTERING DRUGS IN
THE BORDER AREA OF RI - PAPUA NEW GUINEA

ABSTRACT

This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua New
Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime in
Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is
different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational
crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one
for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information
from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field
observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia
and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due
to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation
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allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea
routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.

Keywords: barter, transnational crime, border
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INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PAPUA BORDER REGION:
EFFORTS TO ASSURING HUMAN SECURITY AND FIGHTING ILLEGAL
CROSS-BORDER TRADE

ABSTRACT

All this time, border development, particularly Indonesia border area in Papua, is left behind from the development
of other regions. Indeed, border regions have great opportunities to become a driving force for economic activity
when they are supported by adequate infrastructure development. Therefore, this article explores the development of
the land border region between Indonesia and Papua New Guinea. The concept of border development, specifically
infrastructure development, is adopted in this article as a basis for discussing the dynamics of Indonesia’s border
area in Papua. The development of Indonesia’s border areas in Papua in this article will be analyzed as an attempt
to guarantee human security and fight illegal trade. The increase of illegal trade in Indonesia and Papua New
Guinea border region could threaten the human security of the Indonesian people in the Papua Border regions.
Therefore, the government took several development policies to improve the welfare of people in Papua border
through the construction of border infrastructure. Even though human security policies which have adopted by
the government did not explicitly stress the human security terminology, but the policies show that the government
efforts to assure human security in Indonesia-Papua New Guinea border area.

Keywords: human security, infrastructure development, Papua border, illegal trade

DDC: 320.5

Djuneidi

MEASURING THE SENSE OF NATIONALISM OF INDONESIAN YOUNG
GENERATION

ABSTRACT

The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election, which is
between the supporters of Joko Widodo & Ma'aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very relatable
to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was collapsed
by mass and students’ demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered as "a
verbal war" and "a political identity war" that use all means such as social media, attitudes, and social behavior.
The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to the sense
of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the ideology
of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology which is
Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian heroes
have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding of the
history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through the
world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.

Keywords: Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism
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ABSTRACT

Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the
seed stage, not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta
never prepared and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not
surprising when the People's Triple Command (Trikora) was announced by the President, Soekarno, on December
19, 1961 in Yogyakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963
integration until today, the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta,
as the target of military operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether
the current aspiration of Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates
that the Papuan nationalism is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics:
(1) who were the actors involved in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans
in Biak in 1963-1969? (2) How was the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in
Biak done in 1963-1969?

Keywords: the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans

ABSTRAK

Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah
sebenarnya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak
1945 hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua
untuk mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat
(Trikomando) diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua
lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah
menjadikan hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer.
Mengacu pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini
yang masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih
dominan daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat
dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963-1969?
dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963-1969.

Kata Kunci: perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua

PENDAHULUAN

Generalisasi tentang nasionalisme Indonesia
yang selama ini terjadi dalam berbagai aspek
kehidupan, tidak dapat dipertahankan. Bahkan,

daerah Indonesia lainnya. Pemahaman akan hal
ini sangat penting karena selama ini terjadi keke-
liruan dalam memaknai kesadaran nasionalisme
di Papua.

sangatlah berbahaya apabila melihat kesadaran
nasional sebagai proses yang sama dari satu dae-
rah ke daerah lain di setiap wilayah di Indonesia.
Perjalanan sejarah di Papua mempunyai proses
penyemaian, pertumbuhan, dan perkembangan
nasionalisme Indonesia yang berbeda dengan

Konsep “negara-bangsa” yang dipromosikan
pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta
sebagai bangsa bukanlah semata-mata didasarkan
atas kesamaan etnis, budaya, agama dan memiliki
pengalaman serta keinginan yang sama melainkan
negara-bangsa ini dibangun atas proyek politik.



Papua pada masa itu masih di bawah kekuasaan
Pemerintah Belanda sejak 1828 hingga 1962.
Ketika berlangsungnya peristiwa Proklamasi
17 Agustus 1945, Papua belum resmi menjadi
bagian dari NKRI hingga 1969.

Namun dewasa ini, ketika konflik terjadi
dan sering diwarnai dengan demonstrasi yang
disertai dengan pengibaran bendera Kejora dan
bukan bendera Merah Putih di wilayah-wilayah
lainnya di Papua dan juga di Denpasar, Jogja dan
Jakarta, keindonesiaan orang Papua dipertanya-
kan dan diragukan. Yang menarik pula dari aksi
demonstrasi yang terjadi adalah masyarakat yang
terlibat demonstrasi yang menuntut referendum
dan Papua merdeka bukanlah hanya masyarakat
pantai utara, barat dan selatan seperti Jayapura,
Biak, Sorong, Manokwari dan Merauke.
Melainkan masyarakat dari daerah pegunungan
tengah Papua, seperti Paniai dan Jayawijaya
yang baru mendapat sentuhan pengaruh luar
pada awal dan akhir abad dua puluh. Masyarakat
pegunungan tengah Papua ini semakin agresif
dalam mempertahankan pandangannya. Kondisi
ini berbeda bila dibandingkan dengan berbagai
konflik yang terjadi di Papua sejak integrasi 1963
hingga pra-kongres rakyat Papua 2000 yang
lebih banyak didominasi oleh kelompok elit dan
masyarakat dari daerah pantai utara, barat, dan
selatan Papua yang lebih awal melakukan kontak
dengan pengaruh luar sejak abad ke-16 dan 17.

Menurut Hutubessy dan Engel (2019: 80),
berbagai aksi yang terjadi menentang Pemerintah
Indonesia cenderung digerakkan oleh mahasiswa
di berbagai kota, khususnya di Jogyakarta. Situasi
problematik Papua pasca-integrasi dengan
Republik Indonesia telah menjadi perhatian
penting bagi dunia internasional. Bahkan, kajian
ini menyatakan bahwa penyebab aksi gerakan
mahasiswa Papua tidak terlepas dari sejarah masa
lalu yang meliputi nasionalisme yang berbeda,
kekerasan yang berakibat terjadinya pelanggar-
an hak asasi manusia (HAM) terhadap bangsa
Papua, serta ketimpangan sosial pasca-integrasi
dengan Indonesia.

Pernyataan Hutubessy dan Engel itu menun-
jukkan bahwa masalah nasionalisme di Papua
merupakan salah satu aspek penting yang tidak
boleh diabaikan dalam mencari penyebab konflik
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di Papua. Ironisnya, pemerintah pusat mempu-
nyai pemahaman yang keliru terhadap perjalanan
sejarah orang Papua pada masa lalu, khususnya
menyangkut perjalanan nasionalisme Indonesia
di Papua. Selama ini, ketika mengatasi konflik
di Papua, masalah nasionalisme di Papua selalu
diabaikan oleh berbagai pihak. Padahal, menurut
Widjojo dkk (2009: 8), salah satu sumber konflik
di Papua justru disebabkan oleh perbedaan tajam
dalam konstruksi nasionalisme Indonesia dan
nasionalisme Papua. Bahkan, Chauvel (2005:
1) menegaskan bahwa sebenarnya nasionalisme
Papua yang muncul dewasa ini lebih kuat dari-
pada yang terjadi pada 1961 ketika bendera
Bintang Kejora pertama kali dinaikkan.

Selama ini pemerintah melihat penyebab kon-
flik di Papua cenderung dari aspek pembangun-
an, khusususnya ekonomi. Menurut Surpiyono
(2014), Pemerintah Indonesia sejak integrasi 1963
telah membudayakan nasionalisme Indonesia di
Papua melalui kehadiran pembangunan. Begitu
pun dengan pendapat Kapolri Tito Karnavian
pada tanggal 28 Agustus 2018 di Rupatan Mabes
Polri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa
persoalan Papua itu hanya masalah ekonomi,
Papua membutuhkan pembangunan, terutama di
daerah pegunungan (Masalah Papua, 2018).

Namun, pemikiran Tito di atas ini ditolak
oleh Direktur Eksekutif Yayasan Tifa Darmawan
Triwibowo yang mengatakan bahwa: Jenderal
Tito mungkin sudah lupa bahwa masalah dan
konflik di Papua tidak hanya bersumber dari
persoalan ekonomi. LIPI dalam bukunya Papua
Road Map menegaskan bahwa masalah Papua
disebabkan oleh empat faktor, yaitu berbagai
pelanggaran HAM di masa lalu, marjinalisasi
dan diskriminasi terhadap orang Papua asli,
serta dekonstruksi identitas sejarah dan politik
masyarakat asli Papua (Masalah Papua, 2018).

Meteray (2012: xi) juga menolak anggapan
sementara orang bahwa konflik di Papua de-
wasa ini semata-mata disebabkan oleh masalah
ekonomi. Sejak 1963, pemerintah telah melakukan
berbagai pendekatan, baik ekonomi, sosial dan
budaya, serta keamanan. Djopari (1993:154—163)
menegaskan bahwa pendekatan militer dan kese-
jahteraan telah dilakukan sejak awal integrasi
1963—1984 dalam bentuk intensitas yang berbeda.



Oleh karena itu, Meteray (2012:276, 2014:7)
berpendapat bahwa berbagai pendekatan yang
dilakukan oleh pemerintah sejak integrasi 1963
hingga dewasa ini tidak dapat menjawab berbagai
permasalahan, bahkan konflik di Papua terus
meningkat. Hal ini terbukti sejak integrasi 1963
di Papua hingga dewasa ini, pemerintah telah
menjadikan hampir seluruh wilayah Papua yang
belum nasionalis, termasuk daerah pedalaman,
sebagai daerah sasaran operasi militer. Padahal,
lebih lanjut Meteray (2012:55) menyatakan bah-
wa keinginan orang Papua menjadi bagian dari
Indonesia sebenarnya bukan keinginan dari orang
Papua sendiri. Bibit keindonesiaan baru disemai
di Papua ketika kemenangan sekutu pada 1944 di
Jayapura. Kehadiran sekutu membuka lembaran
baru bagi elit Papua untuk mulai mengenal kein-
donesiaan melalui Soegoro Atmoprasodjo dalam
kursus Pamong Praja pada 1945.

Dengan demikian, pertemuan para elite
Papua di Jayapura merupakan awal orang Papua
termasuk Biak mengenal nasionalisme Indonesia.
Namun, pertemuan elite Papua dengan tokoh
nasionalis Indonesia, seperti Soegoro, tidak
mampu memperkuat nasionalisme Indonesia di
kalangan orang Papua, baik di Jayapura maupun
di Biak. Bahkan, pada akhir 1961 nasionalisme
orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme
Indonesia. Apakah lemahnya keindonesiaan di
antara orang Papua, termasuk Biak di akhir 1961
masih memengaruhi masyarakat Papua di masa
kini untuk menuntut referendum dan memisahkan
diri dari NKRI semakin kuat? Bila demikian,
kajian ini akan melihat aktor- aktor yang terlibat
dalam proses pertumbuhan kesadaran nasiona-
lisme Indonesia di kalangan orang Papua di
Biak pada 1963-1969, dan proses pertumbuhan
kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan
orang Papua di Biak pada 1963-1969.

BEBERAPA KAJIAN TENTANG
NASIONALISME INDONESIA
DI PAPUA

Selama ini, belum banyak studi yang dilakukan
mengenai nasionalisme Indonesia di Papua,
khususnya menyangkut pertumbuhan nasiona-
lisme Indonesia di Biak 1963—1969. Drooglever
(2010:107-108), misalnya, menyimpulkan bahwa

sampai dengan Perang Dunia II perkembangang-
an nasionalisme Indonesia belum menyentuh
orang Papua dan sesudah Perang Dunia II pun
tidak ada gerakan nasionalis Indonesia di antara
orang Papua yang anti Belanda. Sarjana barat
lainnya, Chauvel (2005:1) menegaskan bahwa
nasionalisme Papua dewasa ini lebih kuat dari
1961. Pernyataan Chauvel ini menunjukkan
bahwa nasionalisme Indonesia orang Papua
lemah dibandingkan dengan nasionalisme Papua,
terutama menjelang persetujuan New York 1962.

Sementara itu sarjana Indonesia yang
mengkaji nasionalisme di Papua sangatlah ter-
batas, antara lain adalah Pigay dan Antoh. Pigay
menegaskan bahwa “orang Papua sejak awal
sudah mengadakan perlawanan menentang orang
asing karena didorong oleh ideologi nasionalisme
Papua. Semangat nasionalisme ini telah lama di-
tanamkan oleh Pemerintah Belanda tersosialisasi
dari generasi ke generasi selama lebih kurang
seperempat abad lamanya. Penananam ideologi
nasionalisme Papua dimulai awal 1940-an ketika
Van Echoud mendirikan sebuah Sekolah Pamong
Praja di Jayapura (Pigay, 2000: 285). Berkaitan
dengan nasionalisme Indonesia, Pigay (2000: 372)
mengatakan bahwa tindakan pemerintah pusat se-
lama berintegrasi politik sejak 1963 pelaksanaan
nation building dan character building untuk
mengindoktrinasikan simbol-simbol kebangsaan
Indonesia sangat kaku. Seakan akan rakyat Papua
berada di tengah zaman kolonial; perlakukaanya
tidak berbeda dengan sistem kolonial.

Kajian Antoh (2000: 67) tidak dapat memberi
pemahaman yang jelas tentang perbedaan nasio-
nalisme Papua dan Indonesia. Antoh cenderung
menyamakan nasionalisme Papua selain sebagai
nasionalisme Papua yang pro-Indonesia juga
sebagai nasionalisme Papua yang pro-Belanda
sehingga sering sulit untuk memahami perbedaan
antara dua nasionalisme itu. Namun demikian,
Antoh mengakui bahwa terdapat nasionalisme
Indonesia di Papua.

Sementara itu, Meteray (2012: 259:267)
menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang
mendasar menyangkut proses dan karateristik
nasionalisme Papua dan Indonesia sejak 1945
hingga 1962. Nasionalisme Papua mengalami
proses panjang sejak 1925 melalui pendidikan
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formal berpola asrama yang dilakukan secara
terencana dan terkoordinasi hingga akhirnya
dibentuk partai politik dan Dewan Nieuw Guinea.
Sebaliknya, proses penyemaian keindonesiaan di
Papua baru dimulai pada 1945 dengan cara yang
sangat singkat tanpa melalui pendidikan formal
dan perencanaan matang. Sejak 1945 hingga
1961, cara yang digunakan adalah perjuangan
fisik, seperti pemberontakan serta himbauan,
rapat-rapat dan pembentukan partai politik.

Menurut Meteray (2012:268), nasionalisme
Indonesia yang bertumbuh di Papua baru dalam
tahap penyemaian di beberapa wilayah, seperti
di Jayapura pada akhir 1945, Serui 1946, Biak
1948, dan Sorong 1950. Sebagian besar wilayah
di Papua, baik di pantai maupun pedalaman,
belum tersentuh keindonesiaan. Ketika nasiona-
lisme Indonesia mulai bertumbuh, sayangnya
kurang mendapat ruang yang memadai, sehingga
pertumbuhan masionalisme di Papua mengalami
perbedaan dari satu wilayah ke wilayah lain.
Meteray (2011: 283) bahkan menegaskan bahwa
sejak 1925 sampai 1962 nasionalisme Papua lebih
dominan daripada Indonesia.

Kajian lainnya tentang pertumbuhan nasiona-
lisme Indonesia di Jayapura periode 1945—1949
oleh Meteray dan Jamal (2018: 42) menunjukkan
bahwa upaya mengindonesiakan orang Papua
diperankan oleh Soegoro Atmoprasodjo. Dia
adalah orang Indonesia pertama yang sangat
berperan memengaruhi orang Papua menentang
Belanda sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945.
Aktor lainnya adalah seorang wanita asal
Manado, yaitu J. Gerungan serta aktor utama
asal Papua lainnya, yaitu Marthen Indey asal
Jayapura dan Corinus Key asal Biak. Kajian ini
memperlihatkan bahwa berbagai aksi menentang
Pemerintah Belanda adalah semata-mata atas ide
Soegoro Atmoprasodjo dan bukan atas inisiatif
orang terpelajar Papua. Untuk mempercepat dan
mendapat simpati dari orang Papua, penyebaran
nasionalisme Indonesia dilakukan, meskipun
hanya berupa himbauan, diskusi, rapat, dan
pembentukan partai politik.

Selanjutnya, kajian lain yang dilakukan
oleh Lumintang dan Meteray (2017: 45) tentang
pertumbuhan nasionalisme Indonesia di Jayapura
sejak 1963 hingga 1965 menunjukkan bahwa
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proses bertumbuhnya nasionalisme Indonesia
di Jayapura didominasi pendekatan keamanan,
pendidikan, dan pemerintahan sesuai dengan ke-
bijakan pemerintah. Sementara aktor-aktor yang
berperan berasal dari militer/keamanan dan para
petugas di dunia pendidikan. Kemudian, kajian
lain tentang pertumbuhan nasionalisme Indonesia
pascaintegrasi di Jayapura 1966—1969 dilakukan
oleh Meteray, Wabiser, dan Timisela (2018: 38).
Hasil kajian itu membuktikan bahwa upaya untuk
memenangkan Pepera pada 1969 menyebabkan
berbagai persiapan telah dilakukan oleh peme-
rintah Pusat di Jakarta agar peristiwa Pepera yang
berlangsung di Papua dapat dimenangkan oleh
Indonesia. Maka, upaya untuk menumbuhkan
nasionalisme Indonesia pada periode 1966-1969
di Jayapura dilakukan secara terencana dan per-
siapan yang matang melalui pendidikan di pen-
didikan formal dan non-formal yang antara lain
berupa sekolah, rapat, dan himbauan. Sementara
itu, aktor yang terlibat dalam menumbuhkan
nasionalisme Indonesia adalah militer dan para
petugas di bidang pendidikan.

Terdapat pula kajian yang agak relevan
dengan kesadaran keindonesiaan di Biak oleh
Meteray (1987: 116—117) tentang perjuangan
rakyat di Biak 1945-1962. Hasil kajian meng-
ungkapkan bahwa ada keterlibatan orang Biak
dalam mengembalikan Papua ke dalam wilayah
NKRI. Kajian ini paling tidak memberi gambaran
tentang peran orang di Biak memahami wilayah
mereka sebagai bagian dari daerah yang diprokla-
masikan 17 Agustus 1945.

MEMAHAMI KONSEP
PENYEMAIAN DAN
PERTUMBUHAN NASIONALISME
INDONESIA DI PAPUA

Kajian Meteray (2011) tentang “Penyemaian
Dua Nasionalisme: Papua dan Indonesia di
Nederlands Nieuw Guinea Pada Masa Pemerintah
Belanda, 1925-1962” menunjukkan bahwa Papua
yang merupakan bagian dari wilayah Republik
Indonesia sejak rapat PPKI 18 Agustus 1945
mempunyai pengalaman sejarah yang berbeda
dengan daerah lainnya di Indonesia. Perbedaan
ini dibuktikan dengan masih berkuasanya
Belanda di Papua sejak 1898 hingga 1962.



Ketika hendak mengintegrasikan Papua ke da-
lam NKRI pasca-1945, Pemerintah Indonesia di
Jakarta sesungguhnya tidak pernah melakukan
upaya resmi menyemai nasionalisme Indonesia
di Papua. Kehadiran beberapa aktor Indonesia
lainnya di Papua yang mencoba menyemai
dan menanamkan nasionalisme Indonesia telah
mendorong integrasi Papua dengan RI. Oleh
karena itu, pemahaman tentang proses mun-
culnya nasionalisme Indoensia di Papua perlu
dipandang penting mengingat pertumbuhannya
dan perkembangannya mempunyai corak yang
berbeda. Perbedaan ini mulai tampak dari proses
awal bersemainya nasionalisme Indonesia pada
1945 di Papua.

Untuk memahami fenomena penyemaian
nasionalisme Indonesia di Papua, terlebih
dahulu perlu dikaji kata penyemaian dalam ka-
jian Meteray (2011:29). Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia, kata penyemaian berasal dari
kata dasar semai(n). Sebagai kata benda, semai
berarti ‘benih tumbuhan (yang sudah berkecam-
bah) yang akan ditanam lagi di tempat lain’.
Kemudian, kata menyemai sebagai kata kerja
adalah ‘menanam (menaburkan) benih (biji-biji-
an) di tempat yang tersedia untuk menghasilkan
bibit tanaman yang akan ditanam lagi di tempat
lain’. Apabila kata menyemai ditambahkan akhir-
an —kan, maka menyemaikan berarti ‘memupuk
atau menyebarkan’, sementara kata penyemaian
adalah sebagai kata benda disebut pesemaian
yang artinya ‘tempat menyemaikan bibit,
baik pohon maupun biji’. Sementara itu, kata
penyemaian sebagai kata benda berarti ‘proses,
cara, perbuatan menyemaikan’.

Meteray (2011:30) menyatakan bahwa
pengertian kata penyemaian memperlihatkan
bahwa, istilah penyemaian tidak hanya diguna-
kan dalam bidang pertanian melainkan dapat
digunakan dalam kajian sejarah. Maka, istilah
penyemaian digunakan sebagai metafora untuk
menggambarkan bagaimana proses penyemaian
dua nasionalisme Indonesia di Papua yang
menyangkut aspek menanam, merawat, dan
memanen. Dengan demikian, pemakaian kata
penyemaian dalam kajian Meteray ini mengacu
pada benih kepapuaan dan keindonesiaan yang
ditanam oleh para penggagasnya, baik yang
berasal dari Papua, Indonesia, maupun Belanda.

Kajian ini memperlihatkan dengan jelas siapa saja
yang terlibat dalam proses dua penyemaian ini,
baik dalam proses penanaman, pemberi sema-
ngat untuk menyebarkan bibit dua nasionalisme,
maupun siapa saja yang bertanggung jawab
terhadap proses pertumbuhan di kemudian hari.
Di samping itu, kajian ini tidak hanya memper-
lihatkan dengan jelas daerah mana yang benih
penyemaiannya dapat berkembang dan daerah
mana yang mengalami kegagalan, namun juga
memperlihatkan faktor-faktor penyebab ke-
gagalan dan keberhasilan benih-benih tersebut.
Kajian ini pun tidak hanya berhenti pada proses
penyemaiannya, tetapi juga berkaitan dengan
pertumbuhan dan perkembangan dari dua nasio-
nalisme, yaitu Papua dan Indonesia di Papua.

Menurut Meteray (2011:30), penggunaan
kata penyemaian merupakan suatu konsep
baru dalam kajian sejarah yang selama ini
kurang mendapat perhatian para sejarawan
ketika membahas nasionalisme di Indonesia.
Bagi Meteray, penyemaian merupakan kata
kunci untuk mengetahui sampai seberapa jauh
kesadaran sekelompok masyarakat terhadap
negaranya. Konsep penyemaian ini juga sangat
penting bagi suatu nation state yang memiliki
tingkat keanekaragaman sangat tinggi seperti
Indonesia. Penggunaan kata penyemaian sebagai
suatu konsep metaforis dalam sejarah, khususnya
di Indonesia, akan dapat menghilangkan genera-
lisasi yang selama ini sering dilakukan, baik
oleh negarawan, politisi, dan akademisi dalam
memahami masalah nasionalisme di Indonesia.

PEMBUKAAN SEKOLAH
PAMONG PRAJA DI JAYAPURA
DAN PENYEMAIAN BIBIT
NASIONALISME INDONESIA
DI BIAK

Biak merupakan salah satu daerah di bagian
utara Papua yang berdekatan dengan Serui yang
sejak lama melakukan kontak dengan daerah luar
Papua. Andaya (1993: 88) menjelaskan bahwa
kurang lebih ribuan tahun yang lalu telah terjadi
migrasi orang Biak yang berada di sekitar teluk
Cenderawasih dan kepulauan Padaido dengan
penduduk di bagian timur Halmahera dan kepu-
lauan Raja Ampat. Sementara itu, kontak orang
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Biak dengan bangsa barat, yaitu VOC dimulai
pada 1610 dan kemudian ketika masuknya
agama Kristen di Biak pada 1908 dan bangsa
Jepang pada 1942. Dengan demikian, tidaklah
mengherankan apabila menurut Pemerintah
Belanda, dari bidang pendidikan, masyarakat
Biak memiliki bakat tertentu, terutama dalam
hal-hal teknis, sehingga pemahaman tentang
kesehatan dan keinginan untuk mempelajari
sesuatu serta hal-hal yang secara umum telah
dimiliki oleh masyarakat Biak berbeda dengan
masyarakat di bagian pantai selatan (Rapport
Inzake nederlands Nieuw Guinea Over het jaar
1954:33). Sesudah Perang Dunia II, tepatnya
1944, secara administratif Biak merupakan salah
satu onderafdeeling dari Afdeeling Noord Nieuw
Guinea. Onderafdeeling Biak terdiri dari distrik
Biak Utara, Wardo Utara, Soepiori dan Numfoor.
Biak yang merupakan sebuah pulau kecil dengan
sumber daya alam yang terbatas, namun jumlah
penduduk yang cukup padat. Selama pendaratan
Sekutu, Biak menjadi tempat kedua sesudah
Jayapura. Banyak penduduk asli Biak merasakan
kebaikan tentara sekutu selama kehadiran di Biak,
seperti memperoleh makanan dan pakaian.

Untuk segera mendapat kepercayaan dari
rakyat Biak, berbagai cara digunakan Pemerintah
Belanda, seperti segera menggiatkan kembali se-
kolah-sekolah yang ditutup akibat perang. Semua
lulusan sekolah guru di Miei ditempatkan kembali
untuk mengajar, sedangkan bagi guru-guru yang
memiliki ijazah Sekolah Rakyat tiga tahun diberi
kesempatan untuk bekerja sebagai tenaga pada
bidang pelayaran, kesehatan, tentara, dan polisi.
Namun, bagi guru-guru yang tidak berkeinginan
mengajar, mereka diberi kesempatan yang
seluas-luasnya untuk menjadi Bestuur (Pamong
Praja zaman Belanda).

Pendidikan Pamong Praja yang diadakan di
Hollandia (sekarang Jayapura) Jayapura selama
enam bulan dimulai pada bulan Januari dan
berakhir pada Juli 1945. Putra asli Biak yang
mengikuti pendidikan itu antara lain adalah Frans
Kaisieppo, Eduard Rumbrar, Markus Kaisiepo,
Marttinus Rumayau, dan Lukas Rumkorem.
Sekolah Pamong Praja ini dikepalai oleh Soegoro
Atmoprasodjo, bekas pemuda Taman siswa
dan seorang eks-Digulis yang dibawa kembali
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Pemerintah Belanda menjadi kepala Sekolah
Pamong Praja. Sebagai pengajar, Soegoro
berupaya menananamkan ajaran kemerdekaan
dan patriotisme kepada murid-muridnya dengan
harapan bahwa ide kemerdekaan Indonesia dapat
merembes ke dalam diri para siswa, termasuk
yang berasal dari Biak. Soegoro Atmoprasodjo,
menurut Corinus Krey, adalah orang pertama
yang memperkenalkan nilai-nilai nasionalisme
Indonesia kepada siswa di kota Nica (sekarang
Kampung Harapan: Jayapura) antara lain melalui
lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sementara itu,
Marcus Kaisiepo siswa asal Biak, menjelaskan
bahwa dia mendengar berita proklamasi melalui
radio di kota Nica dan bersama beberapa teman
di Sekolah Pamong Praja mendiskusikan makna
dari proklamasi itu.

Pada September 1945, Lukas Rumkorem
salah satu siswa yang dikirim ke Jayapura,
membentuk partai politik pertama di Biak. Lukas
Rumkorem mengadakan rapat di Nusi pada
September hingga November 1945 dan pada
Januari 1946 di Bosnik. Kegiatan yang dilakukan
Lukas Rumkoren ini ternyata diketahui oleh HPB
(Hoofd Plaatselik Bestuur) yang diinformasikan
oleh beberapa orang asal Yapen. Dari orang
Yapen tersebut diperoleh informasi tentang ada-
nya rapat rahasia dan upaya mendapatkan senjata
api. Perkara ini tidak dilanjutkan karena HPB ini
cuti sakit (Meteray: 2012, 80). Namun, laporan
ini akhirnya juga diketahui oleh residen sehingga
Lukas Rumkorem dianggap sebagai pegawai
yang tidak loyal dan tidak dapat dipercayai kare-
na telah mengintimidasi rakyat. Aktivitas Lukas
Rumkorem lainnya adalah mengirim surat kepada
kepala distrik di Serui.

Dari berbagai tindakan yang dilakukan Lukas
Rumkorem akhirnya ditahan pada pertengahan
Agustus 1947 dan dikirim ke penjara di Jayapura
sambil menunggu pengadilan. Menurut sumber
yang lain, yaitu laporan Report of the Committee
New Guinea pada 1950, Lukas Rumkorem
adalah pendiri Perserikatan Indonesia Merdeka
(PIM) pada 7 Oktober 1945. Ketika menjawab
pertanyaan yang diajukan komisi tersebut
tentang PIM, Lukas Rumkorem menjelaskan
alasan ditahan selama dua setengah tahun di
penjara karena dituduh merencanakan membunuh



Marcus Kaisiepo dan Frans Kaisiepo (Meteray,
2012: 81). PIM yang didirikan tersebut bertujuan
untuk memberikan informasi kepada rakyat Biak
tentang perkembangan yang terjadi di luar Biak,
terutama keadaan di Jawa menjelang proklamasi
kemerdekaan. Namun, dalam perkembangannya,
PIM tidak dapat melaksanakan kegiatannya
karena terdapat pengawasan yang ketat dari pe-
merintah Belanda. Meskipun demikian, partai ini
akhirnya juga mendapat dukungan dari Corinus
Krey setelah tiba di Biak dari Jayapura pada 7
Agustus 1949. Pada 1 Oktober 1949 diadakan
pertemuan di rumah kepala kampung Yenures,
David Rumaropen, untuk mengadakan reor-
ganisasi PIM. Maka, pada 5 Oktober 1949 PIM
diaktifkan kembali di Bosnik, di rumah kediaman
Lukas Rumkorem, dengan Lukas Rumkorem
sebagai ketua PIM, Corinus Krey sebagai wakil
ketua PIM, J. Tarumaselly sebagai penasehat,
Petrus Warikar sebagai sekretaris. Oleh karena
kegiatan Lukas dianggap menentang Pemerintah
Belanda, Lukas Rumkorem ditangkap dan
dipenjara di Jayapura ( Daftar Riwayat Hidup
Corinus Krey,:1990). Kehadiran PIM di Biak ini
tampak dalam surat Inggamer sebagai angota
PIM kepada Silas Papare pada 14 desember 1949
(Arsip Pribadi Yoris Raweyai, Surat Inggamer di
Biak, 14-12-49 kepada S. Papare di Djogjakarta,
Biak, 14-12-49). Kegiatan yang dilakukan adalah
pertemuan secara rahasia untuk menyebarluaskan
upaya mendukung pemerintah Indonesia di Biak.
Kegiatan ini kemudian diketahui oleh pemerintah.
Akibatnya, Corinus dan kawan-kawannya ditahan
dan dikirim ke penjara Jayapura.

Sementara itu, de Bruijn yang pada waktu
itu menjabat kepala distrik di Biak (Penders,
2002:87-88), mengorganisasi dewan daerah
‘Kakain karkara” yang didirikan pada 20
November 1947. Lembaga ini berfungsi untuk
mendorong masyarakat untuk memaksimalkan
kemampuan mereka membangun kampung.
Selama gerakan Koreri berlangsung, banyak
masyarakat Biak yang menderita. Banyak sekolah
dan gereja ditutup, bahkan dirusak.

Gerakan koreri muncul sebagai reaksi
terhadap perubahan sosial yang terjadi akibat
kehadiran bangsa Barat, Jepang, dan Indonesia
lainnya. Banyak masyarakat Biak yang merasa

takut mencoba untuk menjauhkan diri selama
berlangusngnya pergerakan itu. Menurut lapor-
an tahunan pemerintah Belanda pada 1948,
masyarakat Biak cenderung mengaitkan kegiatan
politik dengan gerakan Koreri. Hal itu membuat
banyak masyarakat Biak tidak tertarik pada ke-
giatan politik (NA., De Brujin Residentie Niew
Guinea, Javerslagen Biak 1947&1948.). Dengan
demikian, sampai dengan awal 1948 tidak ada
aktivitas politik. Keengganan masyarakat Biak ini
tidak disebabkan oleh tidak adanya orang Biak
yang tertarik pada politik, tetapi karena pengala-
man masyarakat selama masa pergerakan Koreri.

MERESPONS NASIONALISME
INDONESIA DI ANTARA ORANG
BIAK PADA 1948

Walaupun di Biak pada masa itu belum terjadi
kontak secara intensif dengan Makasar dalam
bidang politik, kehadiran Petero Jandi asal
Makasar telah memperlihatkan bahwa secara
tidak langsung terdapat hubungan antara Biak dan
Makasar. Pada pertengahan 1947 Petero Jandi
bekerja di dapur umum di pangkalan udara Biak.
Namun, akibat minuman keras, Petero Jandi
dipecat dan dikembalikan ke Makasar. Meskipun
begitu, Petero Jandi kembali lagi ke Biak pada
Desember 1947 ( NA. Algemene Secretariec Ba-
tavia Nieuw Guinea 1919-1949 Invent nr. 56 Title
Biak Affaire Date 1948). Setelah mengadakan
kontak dengan Departemen Sosial di Makasar,
Petero Jandi memperoleh pekerjaan di Kamp
NICA Biak sebagai asisten tukang kayu di kantor
HPB. Dia tinggal bersama Stefanus Josef yang
juga pegawai kepercayaan de Bruijn. Kedekatan
Stefanus Josef dengan de Bruijn berawal ketika
de Bruijn bertugas sebagai pengawas di danau
Wissel Paniai. Ketika pendudukan Jepang, Ste-
fanus Josef bekerja dengan Jepang, namun ketika
kedatangan Sekutu, Stefanus Josef menjadi orang
kepercayaan de Bruijn (1978: 294). Sesudah
perang, Stefanus Josef ditunjuk oleh de Bruijn
sebagai kepala penjara di Biak. Stefanus Josef
serumah dengan Petero Jandi setelah de Bruijn
mendapat jaminan bahwa Petero Jandi adalah
seorang pekerja yang baik. Pada saat Solait yang
menjabat sebagai bestuursassistent di Biak se-
dang berlibur di Ambon, Stefanus Josef ditunjuk
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sebagai bestuursassistent dan juga bertugas
mengawasi para tahanan di penjara Biak. Namun,
sebagai akibat dari pertemuannya dengan Petero
Jandi, diadakanlah rencana untuk melakukan
pemberontakan melawan Pemerintah Belanda di
Biak (de Bruijn, 1978: 294). Menurut Stefanus
Josef, Petero Jandi adalah seorang ektrimis
yang sangat terkenal dan terlibat dalam berbagai
perlawanan dan sering ditangkap dan akhirnya
dikirim ke Biak.

Hanya setahun di Biak, Petero Jandi dapat
memobilisasi pemuda-pemuda di Biak. Stefanus
Josef dan Petero Jandi berhasil memengaruhi dua
tahanan di penjara Biak, yaitu seorang asal Biak
yang bernama Hermanus Rumere dan seorang
berasal Ambon yang bernama Watti. Stefanus
Josef dan Watti memimpin penyerangan pada
pusat amunisi dan penjara Biak pada 14 Maret
1948. Salah satu tokoh penting dalam rencana
penyerangan itu adalah Hanoch Rumbrar yang
merupakan salah seorang juru tulis pamong praja
di Korido dan merupakan bawahan langsung
HPB yang juga dekat dengan Stefanus Josef (de
Bruijn, 1978: 294). Hanoch Rumbrar menjadi
mediator antara Petero Jandi dan masyarakat.
Sejak Januari hingga Februari, Hanoch Rumbrar
ditugaskan untuk mengadakan kampanye di ma-
syarakat dengan menyatakan dua hal. Pertama,
dalam kaitan dengan kolonisasi, Pemerintah
Belanda bermaksud mengambil tanah milik orang
Papua. Kedua, seluruh wilayah di kepulauan ini
sudah memperoleh pemerintahan mereka sendiri
sementara Papua belum karena Belanda masih
menginginkan mempertahankan kekuasaannya
di sini. Selama Pemerintahan Belanda masih di
sini, maka rakyat akan dipaksa untuk membayar
pajak (NA.Algemene Secretarie Batavia Nieuw
Guinea 1919-1949 Invent nr. 56 Title Biak Affaire
Date 1948).

Sementara itu, sejak Januari hingga 10 Maret
1948, Petero Jandi bersama Stefanus Josef juga
mengadakan propoganda di kampung-kampung,
dengan mengunjungi beberapa keluarga untuk
mendapat dukungan. Kampanye itu mempro-
paganda perlunya perjuangan seluruh rakyat
Indonesia, termasuk rakyat di Biak untuk menen-
tang Belanda. Dalam propoganda itu dikatakan
bahwa apabila masyarakat tidak dapat dilepas
dari Belanda, maka Papua tidak akan berdiri
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sendiri dan tidak pernah akan menjadi bagian
dari “Republik Soekarno”. Belanda akan menja-
dikan Papua sebagai koloninya dan menjadikan
Papua sebagai salah satu provinsi dari Belanda
(Algemene Secretarie Batavia Nieuw Guinea
1919-1949 Invent nr.56 Title Biak Affaire Date
1948). Petero Jandi juga mencoba mengadakan
pendekatan dengan beberapa kepala kampung di
Biak. Namun, rakyat di kampung-kampung me-
nolak untuk bekerja sama. Penolakan itu bukan
karena mereka pro-Belanda, melainkan karena
rakyat masih mengalami trauma dengan peristi-
wa Manseren pada 1942-1943 (NA. Algemene
Secretarie Batavia Nieuw Guinea 1919-1949
Invent nr. 56 Title Biak Affaire Date 1948).
Keterlibatan dalam kegiatan PKII bagi orang
Biak akan menimbulkan banyak risiko dan akan
membangkitkan kembalinya gerakan Manseren
Koreri (NA. Jaarsverslag 1947 van de residentie
Nieuw Guinea, Van Eechoud 23 April 1948).

Untuk memperkuat perlawanannya, Petero
Jandi juga berupaya mencari dukungan dari
PKII di Serui. Dikatakan pula bahwa Stefanus
Josef dan Petero Jandi pernah mengirim dua
surat ke kelompok Ratulangi, khususnya kepada
Saleh (salah satu nasionalis Indonesia yang
diasingkan bersama Ratulangi di Serui). untuk
menyampaikan rencana 14 Maret ini, namun
tidak pernah mendapat balasan. Meskipun
demikian, ada telegram dari istri Saleh kepada
Petero Jandi yang mengatakan “Toenggoe malam
Djoemahat dan Sabtoe. Hari Minggoe teroes ke
Djokjakarta.” Nampaknya, ada keinginan Petero
Jandi dan Stefanus Josef untuk bertemu dengan
kelompok Ratulangi yang hendak kembali ke
Jakarta melalui Biak (NA. Algemene Sevretaie
batavia Niieuw Guinea 1919-1949 Invent nr.56
Title Biak Affaire Date 1948). Namun, sumber ini
memberi simpulan bahwa kelompok Ratulangi
seharusnya mengetahui aksi ini, tetapi tidak
terlibat di dalamnya.

Seminggu sebelum aksi ini dilaksanakan,
de Bruijn sedang melakukan perjalanan dinas.
Stefanus Josef menggunakan kesempatan tersebut
untuk melakukan pertemuan dengan para tahanan
di penjara. Dalam pertemuan itu direncanakan
untuk mengadakan aksi penyerangan terhadap be-
berapa tempat penting milik Pemerintah Belanda
di Biak. Menurut rencana, aksi pertama bertujuan



menyerang markas tentara KNIL di Sorido dan
aksi kedua menyerang pusat radio sentral dan pos
militer di lapangan Boruku dan Mokmer untuk
mendapatkan peralatan persenjataan. Penyerangan
ini ditujukan untuk membunuh semua orang
Eropa di Biak dan setelah menguasai Biak, aksi
ini kemudian akan dilanjutkan membebaskan
para tahanan di Serui, dan kemudian menyerang
Manokwari dan Sorong.

Pada 13 Maret 1948, Petrus Korwa dan
Herman Rumere menggunakan truk polisi untuk
menjemput beberapa putra Papua yang sudah
dipersenjatai dan ditugaskan untuk mengadakan
penyerangan. Pada malam itu Petero Jandi
menyerang stasion radio dengan dibantu enam
pemuda Biak dari kampung Mokmer yang
dipersenjatai. Namun, sebelum waktu yang
ditentukan, salah seorang pemuda asal Biak,
Terrianus melakukan penembakan terhadap
salah seorang sersan Belanda Schipper sehingga
keadaan tidak dapat dikontrol. Dengan demikian,
terjadilah baku tembak antara pemuda asal Biak
dengan tentara KNIL. De Bruijn diberi informasi
bahwa penjara pada saat kejadian telah kosong
dan beberapa pembantu polisi pun tidak berada
di tempat. Kejadian ini menunjukkan bahwa
tindakan Stefanus Josef ini dianggap sangat
mengecewakan de Bruijn (Meteray, 1987: 75).
Pada hari Senin Stefanus Josef ditangkap, semen-
tara Petero Jandi, Hanoch Rumbrar, dan lainnya
ditangkap pada hari Selasa. Kejadian ini menye-
babkan 40 orang Papua, termasuk Stefanus Josef,
dipenjara di Jayapura dan kemudian dipindahkan
ke penjara Cipinang Jakarta dan dibebaskan
pada 1950. Sementara itu, pelaku utama seperti
Petero Jandi dihukum mati di Jayapura. Petrus
Korwa dan Hanoch Rumbrar yang awalnya
menyembunyikan diri di hutan selama seminggu,
akhirnya ditangkap dan dipenjara selama 10 hing-
ga 15 tahun. Pelaku lainnya Terianus Simbiak
dihukum 15 tahun, Marcus Watimena 10 tahun,
Petrus Korwa 8 tahun. Mereka dipenjara di Digul
(Meteray, 1987: 76).

Menurut Pemerintah Belanda, peristiwa 14
Maret 1948 semata-mata merupakan inisiatif oleh
orang Indonesia, seperti Petero Jandi dan Stefanus
Josef, dengan hanya melibatkan beberapa orang
Papua. Sumber ini juga menyebutkan bahwa

terjadinya penyerangan ini disebabkan oleh
adanya konflik antara orang Ambon dan Papua di
Biak. Ada perbedaan tajam antara orang Ambon
dan Papua, baik dalam pekerjaan maupun dalam
kehidupan sehari-hari. De Bruijn menemukan
bahwa orang Ambon di Biak menempati posisi
yang penting daripada orang Papua sehingga
menurut pandangan pegawai pemerintah Belanda,
peristiwa 14 Maret merupakan tuntutan adanya
kesamaan dan perbaikan hidup orang Papua di
Biak (De Bruijn, NA. Jaarsverlag 1947&1948,
nr.188).

Namun, ada pula pendapat dari pihak peme-
rintah bahwa terjadinya aksi 14 Maret disebabkan
oleh kurang adanya kontrol oleh pemerintah
setempat terhadap orang Indonesia yang tiba
di Biak dengan kapal KPM. Terdapat dua anak
buah Ratulangi yang diturunkan di Sorong dari
Kalianda. Bidan Ratulangi berpindah menjadi
perawat Eropa yang bertugas di Serui, tetapi
tidak diketahui oleh para dokter di Serui. Tidak
ada petugas intel yang dapat mengawasi kegiatan
politik. Keberhasilan Petero Jandi dapat bekerja
di Biak selama dua bulan juga menunjukkan
tidak ada pengawasan yang baik di Biak (NA.
Algemene Secretaie Batavia Nieuw Guinea 1919-
1949 Invent nr. 56 Title Biak Affaire Date 1948 ).

Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa
Stefanus Josef dan Petero Jandi mengakui
bahwa mereka telah mengirim surat-surat ke
Saleh tentang tujuan aksi 14 Maret, namun surat
tersebut tidak ditanggapi. Sementara itu, menurut
pemerintah Belanda di Biak, terjadinya peristiwa
14 Maret merupakan aksi yang dimotori oleh
Petero Jandi dan pergerakan Palombangkeng
di Sulawesi Selatan sehingga menurut sumber
ini aksi tersebut tidak berkaitan dengan PKII di
Serui (Rapportage Indonesia Invent 777 Title
Oversicht en Ontwikkeling Van den Toestand
date December 1947-December 1948).

Walaupun peristiwa 14 Maret ini tidak
berkaitan langsung dengan aktivitas PKII di
Serui, aksi ini memperlihatkan bahwa keinginan
Petero Jandi dan Stefanus Josef untuk menen-
tang pemerintah Belanda mencerminkan aksi
yang dilakukan itu bertujuan untuk menyatukan
Papua dengan NKRI. Menurut de Bruijn, aksi 14
Maret ini terjadi karena adanya perkembangan
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politik yang berlangsung di Jawa dan mempunyai
pengaruh hingga di Papua, khususnya di Biak.
Kehadiran kapal KPM setiap bulan membawa
pengunjung yang secara tidak langsung mem-
bawa benih-benih pemberontakan terhadap
Pemerintah Belanda (Bruijn, 1978: 294). Aksi ini
memperoleh dukungan dari para pemuda Papua
di Biak dan dengan cara sukarela melibatkan diri
dalam aksi tersebut tanpa memikirkan berbagai
resiko. Aksi yang dipimpin oleh Petero Jandi dan
Stefanus Josef ini dapat disejajarkan dengan aksi
Soegoro Atmoprasodjo.

Di samping itu, terdapat pula upaya yang
dilakukan kelompok PKII di Serui untuk
memperluas pengaruhnya di Biak. Namun,
pengaruhnya sangat terbatas. Hal ini diakui oleh
de Bruijn bahwa memang terdapat kontak antara
Biak dan Japen, tetapi pengaruhnya sangat kecil.
Memang dikatakan bahwa pernah terjadi konflik
antara orang Biak dan Serui menyangkut politik,
meskipun konflik yang ada ini lebih mengarah
pada pernyataan—pernyataan politik yang seakan
menandakan bahwa Serui sebagai daerah pro-In-
donesia dan Biak pro-Belanda. Hal ini terungkap
dalam pernyataan seperti “Jika Biak menang,
maka pemerintah Belanda akan berlanjut.
Sementara jika Serui menang, maka pemerintah
RI yang akan melanjutkan.” Bahkan, dikatakan
pula “Kamoe orang Biak bodoh. Kita orang
Japen, Serg. Papare soedah pigi di Makasar
ada bawa chabar for kita orang di Japen nanti
Soekarno datang boenoeh kamoe orang Biak”
(NA.Jaarsverslagen Biak 1947&1948 Van de
BruyinResidentie Niew Guinea).

Berbeda dengan Jayapura dan Serui, motiva-
tor aksi menentang Pemerintah Belanda di Biak
dipelopori oleh seorang pemuda asal Makasar,
yaitu Petero Jandi yang kehadirannya di Biak
tidak ada kaitannya dengan berbagai kebijakan
Pemerintah Belanda di Papua. Petro Jandi ber-
tugas sebagai pemimpin di lapangan dan arsitek
pemberontakan ini. Menurut Hanoch Rumbrar,
Petero Jandi adalah buronan Pemerintah Belanda
di Makasar dan melarikan diri ke Biak. Dengan
keberaniannya, dia mengadakan konsolidasi
dengan Stefanus Josef yang menjadi pemimpin
utama pemberontakan bersama beberapa pemuda
asal Biak. Stefanus Josef pada saat itu ditugasi
mengawasi rumah tahanan di Nicakamp. Stefanus
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Josef berasal dari Ambon dan lulus OSVIA di
Makasar dan pernah bergerilya bersama de
Bruijn yang menjadi HPB di Enarotaly semasa
pendudukan Jepang. Sementara tokoh penting
lainnya adalah Hanoch Rumbrar asal Biak yang
bertugas sebagai juru tulis di Korido, bekas
siswa sekolah guru di Miei, namun tidak sempat
menyelesaikan pendidikan karena pendudukan
Jepang.

Walaupun pemberontakan ini direncanakan
dengan baik, dukungan masyarakat di Biak ter-
hadap upaya Petero, Josef, dan Hanoch Rumbrar
sangat kurang. Hal ini tampak dari keterlibatan
dalam peristiwa 14 Maret yang hanya berasal
dari sebagian pemuda asal Biak tanpa mendapat
dukungan dari masyarakat Biak di sekitarnya.
Faktor penyebab kurang terlibatnya masyarakat
Biak adalah tidak ada figur nasionalis yang
ideologis dari Indonesia.

KONDISI PERTUMBUHAN
NASIONALISME INDONESIA
DI BIAK PADA 1958

Pada 1958 di Biak terdapat organisasi yang ber-
nama Tentara Tjadangan Tjenderawasih (TTT)
yang kembali dipelopori oleh Lukas Rumkorem
sekembalimya dari tahanan di Jayapura. Dengan
mendapat dukungan dari beberapa pemuda di
Biak, dilakukanlah pertemuan rahasia dan akhir-
nya dibentuklah TTT pada 1958. Menurut J. Taru-
maselly, seorang simpatisan TTT telah memiliki
cabang-cabang lainnya di daerah-daerah lain di
Papua. Pengurus TTT cabang Biak adalah: Lukas
Rumkorem sebagai penasehat, David Woisiri
sebagai ketua, J. Tarumaselly sebagai sekretaris,
Faidiban sebagai bendahara, dan dibantu oleh
beberapa pemuda, yaitu Marten Mayor, Albert
Marantika, Aris Kadun, Yonathan Saroy, dan
Rafael Maselkosu. Para pemuda yang umumnya
terlibat dalam organisasi ini adalah mereka yang
tidak terlibat dalam peristiwa 14 Maret 1948. Di
samping itu, para pemuda yang terlibat ini tidak
terbatas pada pemuda Papua asal Biak, tetapi juga
dari luar Papua (Meteray, 1987: 94).

Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah
rapat-rapat rahasia karena pada masa itu terjadi
pengawasan yang ketat dari pemerintah Belanda.
Dalam pertemuan itu yang dibahas antara lain



kondisi di daerah luar Biak, khususnya di Jakarta.
Kegiatan lainnya adalah mengirim pemuda ke
luar Biak untuk bergabung dengan para gerilya-
wan yang akan menyusup ke Papua (Departemen
Angkatan Darat, Staf Umum Angkatan Darat,
1961: 132). TTT juga melakukan kontak dengan
konsulat Republik Indonesia di Singapura. Dalam
surat balasan dari Konsulat Jenderal Indonesia
di Singapura pada 12 Nopember 1958, diinfor-
masikan bahwa surat sebanyak sembilan buah
telah diterima (J. Tarumaselly:1949). Pengiriman
surat-menyurat dilakukan dengan kapal laut KPM
dan dengan memanfaatkan warga keturunan Cina
yang mendukung perjuangan rakyat di Biak.
Pada masa itu orang-orang Cina diberi kebe-
basan untuk melakukan usaha mereka (Meteray,
1987:97). Kegiatan lainnya adalah melakukan
pemotretan terhadap lokasi-lokasi penting di
Biak, seperti lapangan terbang, markas angkatan
laut, pos-pos penjagaan Belanda yang strategis.
Tugas pemotretan yang merupakan tugas yang
sangat berbahaya dilakukan oleh J. Tarumaselly
dan T. Rumngeur. Data-data ini kemudian akan
dikirim ke luar Biak, yaitu ke Kedutaan Besar
RI di Singapura, Ambon, Jayapura, dan Serui.
(Meteray, 1987:97).

Kegiatan TTT ini ternyata tidak dapat dilan-
jutkan karena akhirnya diketahui oleh Pemerintah
Belanda di Biak. Maka, diadakanlah penangka-
pan terhadap David Woisiri, Rafael Maselkosu,
J. Tarumaselly, Jonathan Saroy, dan Frits
Werluken, salah seorang pengurus TTT cabang
Serui. Tuduhan yang diberikan adalah melakukan
kegiatan menentang Belanda dan mendukung
kemerdekaan RI di Papua (J. Tarumaselly:1949).

PROSES PERTUMBUHAN
NASIONALISME INDONESIA
DI BIAK PASCA TERIKORA 1961

Berbicara di depan mahasiswa Sekolah Tinggi
Militer di Bandung, Soekarno mengatakan
bahwa pembebasan Papua dari Belanda sudah
di tangan (The New York Times, 1 January
1961). Sockarno juga mengatakan: “kami tidak
ingin menunggu lama lagi” dan Soekarno juga
telah memerintahkan kekuatan militer untuk
membebaskan Papua (The New York Times, 1
January 1961). ada 19 Desember 1961, Soekarno
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mengumumkan Tri Komando Rakyat (TRIKO-
RA) untuk menggagalkan pembentukan negara
boneka Papua, mengibarkan bendera Merah
Putih di seluruh wilayah Papua, dan menyiapkan
mobilisasi umum.

Dengan diumumkan Trikora, dimulailah
konfrontasi total terhadap Belanda. Presiden RI
sebagai Panglima Tertinggi ABRI mengeluarkan
Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 tentang
Pembentukan Komando Mandala. Komando
Mandala ini merupakan aparat yang menye-
lenggarakan operasi militer untuk merebut Irian
Barat atas segala kegiatan operasional ABRI
serta para sukarelawan. Di berbagai kesempatan
kunjungan Presiden Soekarno di beberapa daerah
di Indonesia selama 1962 antara lain di Medan,
Palembang Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta,
upaya mempertahan Papua terus digalakkan
dalam setiap pidatonya. Dalam pidato di depan
Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta
18 Maret 1962, Presiden Soekarno mengatakan:

Ya saudara-saudara, sekali lagi, kepada para
veteran yang dulu bertempur hebat-hebatan
untuk mendatangkan satu negara Republik
Indonesia Kesatuan berwilayah kekuasaan
antara Sabang sampai Merauke, kepada
saudara-saudara saya ulangi lagi, Trikoman-
do Rakyat tidak dicabut kembali, bahkan
harus dipergiat. Malahan saya tandaskan
lagi disini buat ke dua kalinya apa arti Tri-
komando. Trikomando berarti membebaskan
Irian Barat daripada kolonialisme Belanda
Trikomando berarti, agar supaya kita me-
masukkan Irian Barat itu kedalam wilayah
kekuasaan Republik kembali, dengan segala
jalan. Pegang teguh perkataan ini: dengan
segala jalan! Jalan apa? Diplomasi. Jalan
apa, kataku pada waktu Idulfitri? Infiltrasi,
gremetono Irian Barat! Dengan jalan per-
tempuran -pertempuran kecil, dengan jalan
pertempuran-pertempuran besar, dengan
jalan pertempuran total, kataku. Pokoknya
dengan segala jalan halal menurut agama,
halal menurut mental kita sebagai bangsa,
harus kita bebaskan Irian barat dari pada
penjajahan belanda atau penjajahan apapun.

Bila mengacu pada isi Trikora 1961 di atas,
semua kekuatan dipersiapkan untuk membangun
nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua
secepat mungkin. Menurut Djopari (1995: 82 ),
“dengan melihat situasi politik pada periode 1963
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hingga 1964 awal integrasi di Irian Jaya fokus
pembangunan diletakkan pada pembangunan
ideologi dan politik, yaitu untuk menanamkan
Pancasila dan nasionalisme Indonesia”.

Pada 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu
perjanjian antara Indonesia dengan Pemerintah
Belanda di New York, bertempat di Markas Besar
PBB. Perjanjian ini terkenal dengan Perjanjian
New York. Adapun isi Perjanjian New York
adalah sebagai berikut “(Djopari:1995: 38):

1. Pemerintah Belanda akan menyerahkan Papua
kepada Penguasa Pelaksana Sementara PBB
(UNTEA=United Nations Temporary Execu-
tive Authority) pada 1 Oktober 1962.

2. Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera PBB
akan berkibar di Papua berdampingan
dengan bendera Belanda, yang selanjutnya
akan diturunkan pada tanggal 31 Desember
untuk digantikan oleh bendera Indonesia
mendampingi bendera PBB.

3. Pemerintah UNTEA berakhir pada tanggal
1 Mei 1963, pemerintahan selanjutnya
diserahkan kepada pihak Indonesia.

4. Pemulangan orang-orang sipil dan militer
Belanda harus sudah selesai pada tanggal 1
Mei 1963.

5. Pada tahun 1969 rakyat Papua diberi kesem-
patan untuk menyatakan pendapatnya tetap
dalam wilayah RI atau memisahkan diri
dari RI melalui Penentuan Pendapat Rakyat
(Pepera).

Pasal XVIII Perjanjian New York (Indonesia-
Belanda) tahun 1962 memuat ketentuan rinci
mengenai pelaksanaan hal penentuan nasib
sendiri (Act of Free Choise) yang diatur untuk
dibuat oleh Indonesia dengan “nasihat, bantuan,
dan partisipasi” PBB yang meliputi empat butir
sebagai berikut. Pertama, konsultasi atau musya-
warah dengan sembilan dewan perwakilan men-
genai prosedur dan cara-cara untuk mengetahui
kebebasan pernyataan kehendak rakyat. Kedua,
dalam jangka waktu ditetapkan oleh persetu-
juan tersebut, ditentukanlah tanggal yang pasti
untuk pelaksanaan Act of Free Choise. Ketiga,
suatu formulasi yang jelas sehingga penduduk
dapat menentukan apakah mereka ingin tetap
bergabung dengan Indonesia atau memutuskan
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hubungan mereka dengan Indonesia. Keempat,
suatu jaminan bagi semua penduduk pribumi
untuk ikut memilih dalam rangka penentuan
nasib sendiri yang akan dilakukan sesuai dengan
praktlk internasional (Djopari, 1995: 38).

Sejalan dengan berbagai persiapan Penentuan
Pendapat Rakyat (Pepera), pemerintah Indonesia
terus berupaya membangun kepercayaan ma-
syarakat Papua menuju pelaksanaan Pepera.
Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya
untuk meningkatkan hubungan Papua dengan
Jakarta. Pada 29 September hingga 19 Oktober
1962 dikirim delegasi dari Papua sebanyak 19
orang mengunjungi wilayah Indonesia, termasuk
bertemu Presiden Soekarno di Jakarta (penerbit-
an Sekretariat Koordintor Urusan Irian Barat,
1964:29).

Pada 1 Mei 1963 berlangsunglah penyerahan
pemerintahan atas Papua dari UNTEA kepada
Indonesia. Esoknya pada 4 Mei 1963 tiba kapal
penjelajah Indonesia di pelabuhan Hollandia
(Jayapura). Pada kapal tersebut ada Presiden
Soekarno bersama duta besar Amerika dan
Jepang. Dari atas kapal, Soekarno menjelaskan
sejarah berakhirnya penjajahan Belanda dan
kembalinya Papua ke Indonesia. Pada kesemapat-
an itu Soekarno mengajak orang Papua untuk
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan
meneriakkan “pekik merdeka.” Menurut laporan
W.A. Vawdrey, pegawai kantor pada kantor peng-
hubungan Australia, orang Papua yang hadir di
sana dibawa oleh Brimob dan kemudian Brimob
juga mengantar kembali. Pada 5 Mei 1963,
Presiden Soekarno meletakkan karangan bunga
pada monumen yang dibangun di dekat Sentani
untuk memperingati para pasukan yang telah
gugur pada waktu itu (Drooglever, 1995:644).

Setelah dilaksanakan penyerahan pemerin-
tahan di Papua kepada Republik Indonesia, resmi-
lah berlakunya peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan dan berlaku sejak penyerahan
pemerintahan kepada Indonesia. Peraturan perun-
dang-undangan itu mengatur kedudukan wilayah
Papua yang baru, yakni dalam kerangka NKRI
serta bentuk, susunan, dan wewenang pemerintah
daerah Papua yang baru.

Dengan adanya penyerahan pemerintahan
wilayah Papua kepada Republik Indonesia,



daerah Papua sejak saat itu bagian dari NKRI,
baik de jure maupun de facto, termasuk dalam
lingkungan kekuasaan penentuan peraturan pe-
rundang-undangan. Dengan demikian, pemerin-
tah Indonesia mempunyai wewenang menetapkan
peraturan perundang-undangan untuk Irian Barat.
Seluruh aparatur penyelenggaraan pemerintahan
Provinsi Papua sejak 1 Mei 1963 adalah sebagai
berikut:

1. Gubernur Kepala Daerah

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong
Royong

3. Badan Pemerintah Harian

>

Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sek-
retaris Daerah dan membawakan Biro-biro.

Dinas-dinas

Perusahaan daerah

Satuan-satuan wilayah pemerintahan
Badan-badan khusus

Pantja Tunggal

A S R A

Pada tanggal 1 Desember 1963 para wakil
rakyat Papua menyatakan kebulatan tekad setia
pada NKRI. Yang bertanda tangan berjumlah 34
orang dengan 2 utusan dari Biak, yaitu Ds. F.J.S
Rumainum dan Frans Kaisieppo. Kemudian,
pernyataan bersama karyawan pendidikan asal
Papua berjumlah 16 orang. Karyawan yang
berasal dari Biak adalah L. Manidbodibo dan N.
Urbinas (Sekretariat Koordinator Urusan Irian
Barat, 1964: 47-50). Di bawah ini isi pernyataan;

PERNYATAAN KEBULATAN TEKAD

Pada ini hari tanggal 1 Desember 1963, kami
pemuka-pemuka rakyat serta wakil-wakil golong-
an dari masjarakat Irian Barat telah mengadakan
musjawarah di Kotabaru ibu negeri propinsi Irian
Barat membitjarakan masalah pembangunan di
Irian Barat untuk mengatasi amanat penderitaan
rakjat.

Sesuai dengan ini maka kami telah membulatkan
tekad untuk mengutamakan masalah pembangun-
an tersebut sesuai dengan Penetapan Presiden no.
14/1963 dan kami bersedia membantu pemerintah
dan angkatan bersendjata untuk membasmikan
anasir jang bersifat subersif dan yang bertujuan
mengatjau rakjat Irian Barat supaja pembangunan
didarah ini terhalang adanja.
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Berdasarkan ini maka kami telah setudju meng-
adakan pernjataan sebagai berikut:

PERNJATAAN

1. Kami hanja mengakui adanja Satu Negara
Kesatuan Republik Indonesia jang berwilajah
dari Sabang hingga Merauke.

2. Kami hanja mengakui satu lambang negara
ialah Sang Saka Merah Putih

3. Kami hanja mengakui adanja satu bangsa
dari Sabang hingga Merauke ialah bangsa
Indonesia

4. Kami hanja mengakui satu Front Nasional,
jaitu Front Nasional jang dipimpin oleh Bung
Karno sendiri dan jang berpusat di Djakarta.

II Selanjutnya

1. Kami tidak mengakui apa jang disebut
Negara Papua Barat, karena ini adalah alat
provokasi pemerintah kolonial Belanda
untuk memetjah-belah Negara Kesatuan
republik Indonesia.

2. Kami tidak mengakui bendera Papua Barat,
karena ini adalah merupakan alat provokasi
pemerintah kolonial Belanda untuk menipu
rakyat Irian barat dan dunia internasional
teristimewa Perserikatan Bangsa-bangsa,
dengan maksud mempertahankan kolonial-
isme dan imperialisme didaerah Irian Barat
sampai selama-lamanja.

3. Kami tidak mengakui adanja bangsa Papua
atau Negrito karena ini adalah merupakan
alat provokasi dari pemerintah kolonial
Belanda untuk memetjah belah kesatuan
bangsa Indonesia.

4. Kami tidak mengakui apa jang disebut Front
Nasiona Papua jang berpusat sekarang dineg-
eri Belanda, karena ini adalah merupakan alat
provokasi dari pemerintah kolonial Belanda
serta kaki tangannja untuk mengatjaukan
keamanan, ketertiban serta pembangunan di
Irian Barat.

Demikianlah pernjataan ini dibuat di Kotabaru
pada tanggal jang tersebut diatas dan ditandatan-
gani oleh kami.

Pernyataan di atas ini ditandatangani oleh 34
orang yang berasal dari Papua, termasuk Biak.
Sementara itu, kegiatan penting lainnya adalah”
Penandatanganan Piagam Kotabaru” pada 3
Februari 1963. Isi Piagam Kotabaru yang terdiri
dari 6 (enam) pernyataan (Koordinator Urusan
Irian Barat: 1964: 291-292). Di bawah ini ter-
dapat 3 dari 6 pernyataan sebagai sebagai berikut:
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1. Bahwa kami putera-puteri Irian Barat tanpa
menengenal perbedaan suku, aliran keya-
kinan dan golongan, telah bersatu padu seia
sekata dan bahu membahu untuk memba-
ngun wilayah Irian Barat dalam lingkungan
negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa kami putera-puteri Irian Barat adalah
pendukung cita-cita persatuan kebangsaan
Indonesia yang adil dan beradab dan yang
telah dimulai sejak zaman kebesaran sriwi-
jaya dan Majapahit

3. Bahwa kami putera-puteri Irian Barat memi-
kul tanggung jawab atas kemanan ketertiban
dan kesentosaan wilayah Irian Barat sebagai
daerah dan modal perjoangan rakyat dan re-
publik Indonesia dengan sepenuh penuhnya
tenaga dan jiwa.

Dalam sambutan Sudjarwo setelah penan-
datanganan Piagam Kotabaru, dinyatakan bahwa:

Resolusi yang mengesankan yang ditandatan-
gani di Kota Baru tanggal 3 Pebruari 1963
oleh pemimpin-pemimpin dari praktis semua
golongan penting di Irian Barat yang dinamakan
Piagam Kota Baru. Mereka bersiap menyambut
pemerintah Republik Indonesia ini di daerah ini
dengan penuh pengertian, sebagai pemerintah
yang tidak asing lagi bagi mereka, bahkan sebagai
pemerintah nasional yang sebenarnya, berdasar-
kan proklamasi kemrdekaan bangsa Indonesia
17 Agustus 1945 yang telah menggelorakan ke-
merdekaan rakyat dari Sabang sampai Merauke.
..... Kami yakin bahwa pengertian dan keinsafan
rakyat Irian Barat itu akan merupakan faktor yang
penting bangi penyelesaian persetujuan Indonesia
Belanda sesudah 1 Mei.

Upaya lainnya adalah diselenggarakan kun-
jungan para pelajar asal Papua pada 13 Desember
1963 hingga 10 Januari 1964. Para pelajar ini
terdiri dari 25 pelajar yang berasal dari Jayapura
dan Biak. Kehadiran mereka didampingi oleh
2 pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Papua. Kehadiran para pelajar ini untuk
menyaksikan pembanggunan yang berlangsung di
Jawa. Salah satu komentar pelajar SMA asal Biak,
Stefanus Namfuni ketika mengunjungi pabrik
Saridele Yogyakarta mengatakan antara lain
bahwa “Bangsa Indonesia tidaklah ketinggalan
dalam pembangunan” (Sekretariat Koordinator
Urusan Irian Barat, 1964:72). Pada kesempatan
itu pula, para pelajar asal Papua ini membuat
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pernyataan kebulatan tekad pada 10 Januari
1964 di Bandung. Pernyataan kebulatan tekad
wakil pelajar di Kotabaru (sekarang Jayapura)
dan Biak dilakukan dengan berdasarkan Sumpah
Pemuda 28 Oktober 1928. Di samping itu, para
pelajar dengan tegas menyatakan bahwa Papua
adalah bagian mutlak dari bangsa Indonesia.
Pelajar yang mewakili Biak antara lain adalah
Mathias Rumsarwir, Stefanus Nafuni, Willem
Rumpombo, dan Steven Faidiban.

Sejak 1963, berbagai upaya pemerintah
Indonesia dilakukan untuk membangun keper-
cayaan terhadap pemerintahan baru di Papua.
Kegiatan umumnya berupa mengirim orang
Papua, termasuk Biak, ke Jayapura untuk
melakukan beberapa kegiatan. Kemudian, pada
13 Desember 1963 hingga 10 Januari 1964 di-
adakan kunjungan para pelajar sekolah-sekolah
dan tokoh masyarakat, adat dan pendidik di
Papua termasuk dari Biak ke Jawa. Kunjungan
ini di beberapa tempat penting seperti di Jakarta,
Bandung, Jogyakarta, dan Magelang. Salah satu
karyawan pendidikan asal Biak, L. Mandibodibo
membuat pernyataan untuk membaktikan diri
pada Pancasila dan Manipol Usdek sebagai acuan
pada 12 Maret 1964. L. Mandibodibo adalah
satu dari 13 orang karyawan pendidikan yang
mengadakan kunjungan ke Jawa (Sekretariat
Koordinator Urusan Irian Barat, 1964:128).

Sementara kegiatan yang dilakukan di
Jayapura adalah menghadiri musyawarah besar,
yaitu musyawarah ke-1 Rakyat Provinsi Irian
Barat. Musyawarah ini dihadiri wakil-wakil
rakyat dari seluruh daerah di Papua dan dilakukan
secara berjenjang sejak 30 April hingga 9 Mei
1964 (Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat,
1964:246-260). Kegiatan tersebut antara lain:

1. Pernyataan deklarasi Kebulatan Tekad
Golongan Wanita Irian Barat tanggal 5 Mei
1964 dihadiri wakil Biak : B. Urbinas dan
Koibur;

2. Musyawarah golongan suku adat tanggal 3
Mei 1964 diwakili oleh B. Maker;

3. Musyawarah golongan rohaniawan 8 Mei
1964: Achmad Chotip, M. Rumbino, Ds. M
Robaha, Ds. Prawar;

4. Musyawarah golongan pemuda 6 Mei 1964:
Ds. Ondi, Th, Mandowen, Nn Zainab;



Penandatanganan deklarasi Rakyat Provinsi
Irian Barat pada tanggal 9 Mei 1964 di Jayapura
oleh putra asal Biak, yaitu Frans Kaisieppo
mewakili golongan suku/adat, Pendeta Ds. F.J.S.
Rumainum, berasal dari golongan rohaniawan,
Otto Wospakrik sebagai wakil ketua, dan Ds. A.
Prawar sebagai wakil ketua.

PROSES MERAWAT
NASIONALISME INDONESIA
DI BIAK PASCA 1963-1969

Pada Desember 1962, para sukarelawan mulai
didatangkan di Biak dengan menggunakan
pesawat elektro dan herkules. Para sukarelawan
yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia
ini bukan hanya pria melainkan juga wanita yang
siap ditugaskan di Papua. Mereka berasal dari
berbagai instansi antara lain, guru, dokter, pega-
wai kantor pos, dan sebagainya. Sebelum dikirim
ke Biak, para sukarelawan mendapat kursus se-
lama 6 bulan di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Materi yang diterima adalah selain pembekalan
semi-militer juga mengenai budaya masyarakat
Papua. Menurut A.F.Manja (wawancara, Manja,
Juni 2019), salah satu sukarelawan gelombang
pertama yang menginjak Biak pada 1962 (asal
Dobo, Provinsi Maluku), Presiden Soekarno le-
wat pembinaan di Kelapa Dua menyatakan bahwa
“harus mengajar orang Papua sebagai tanggung
jawab moral manusia”.

Para sukarelawan ini juga diingatkan untuk
dapat melakukan pendekatan yang tepat dengan
masyarakat di Biak. Menurut Manja (wawancara,
Juni 2019), beberapa cara diajarkan selama pem-
bekalan di Depok. Yang harus mereka lakukan
ketika mereka berada di tengah masyarakat antara
lain adalah: “pertama, buka mata selebar-lebarn-
ya, buka telinga selebar-lebarnya dan tutup mulut
serapat-rapatnya.”

Setiap minggu para sukarelawan ini harus
melapor semua kegiatan yang mereka peroleh
di lapangan dan melaporkan pada pejabat
perwakilan di Biak setiap hari Sabtu. Dengan
laporan ini, semua informasi akan dikirim ke
Jakarta sehingga pemerintah akan menganalisis
dan membuat kebijakan selanjutnya. Apabila ada
hal- hal yang tidak sesuai diharapakan, maka
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akan dibahas secara khusus agar jangan sampai
melakukan hal-hal yang menentang masyarakat.

Hasil wawancara dengan beberapa sukarela-
wan yang tiba di Biak pada awal 1963 antara lain,
Manja, Jena (perempuan asal Jawa Timur), Jon
Tirayoh (berasal dari Manado, Provinsi Sulawesi
Utara), menunjukkan bahwa umumnya kehadiran
para sukarelawan dapat diterima dengan baik oleh
masyarakat di Biak.

Manja adalah satu dari dua puluh sukarela-
wan asal propinsi Maluku yang menjadi angkatan
pertama yang ditugaskan sebagai guru di Biak.
Manja bersama rombongan pertama berangkat
dari Jakarta menuju Jayapura kemudian tiba
di Biak pada 7 Desember 1962. Selain Manja,
ada juga S. Eluwajaan, J. Kuhon, M. Marthen.
Mereka adalah rombongan pertama asal Maluku
yang ditugaskan di Biak. Sementara itu, Jon
Tirayoh asal Sulawesi Utara adalah salah satu
anggota sukarelawan dari 34 orang Indonesia
lainnya yang diterjunkan di Papua. Tirayoh
(wawancara, Juli 2019) lahir di Jakarta dan tiba di
Biak pada Februari 1963. Dia berprofesi sebagai
guru bahasa Inggris yang ditugaskan di SMP
YPK Biak. Tirayoh menyatakan bahwa tidak
banyak mengalami kesulitan dalam menjalankan
tugasnya pada waktu di Biak dan daerah di seki-
tar Biak, termasuk di Serui. Ketika ditugaskan,
Tirayoh sering menggunakan kesempatan untuk
melakukan kegiatan olah raga dan seni suara demi
menarik dukungan masyarakat Biak dan Serui.

Biak pada masa itu merupakan salah satu
daerah di Papua dipersiapkan untuk memenang-
kan Pepera. Maka, pada waktu kunjungan Rolz
Bennet 26 Mei 1964, kota Biak disiapkan dan
tangsi polisi diduduki tentara yang bertugas
demi menjaga ketertiban. Orang-orang Papua
ditempatkan di sepanjang jalan dengan span-
duk-spanduk antara lain, “kami mendahulukan
makanan Indonesia daripada dasi dan bir”. Pada
saat itu, pertemuan yang diadakan pemerintah
dengan Rolz Bennet juga dihadiri oleh orang
Papua. Pada kesempatan itu, pendeta Alex Prawar
membacakan pidato yang disodorkan kepadanya.
Dia mengumandangkan pujian bagi Indonesia.
Sementara itu, orang Papua yang hadir menun-
jukkan ketidaksetujuan dengan isi pidato Prawar
(Drooglever, 2009: 657).
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Harus diakui bahwa kehadiran Pemerintah
Indonesia di Biak membuka pengalaman baru
dalam perjalanan orang Biak sebagai bagian
dari Indonesia. Respons orang Biak terhadap
kebijakan pemerintah Indonesia sejak 1962
sangat dipengaruhi oleh peran para elite Biak
itu sendiri. Menurut Weyai (wawancara, Juni
2019), masyarakat Biak selama itu mengikuti saja
semua yang dihimbau oleh pemerintah. Banyak
orang Biak mendapat jabatan sebagai staf di
berbagai dinas. Sementara itu, masyararakat yang
tidak mendukung kebijakan pemerintah memilih
melarikan diri ke hutan. Pernyataan Weyai ini
didukung oleh kajian Djopari (1993:114 ) yang
menyatakan bahwa pada pertengahan tahun
1968 terjadi pemberontakan di Biak Utara yang
dipimpin oleh Jan Pieter Karma yang menyerang
pos ABRI di Korem serta beberapa pos lainnya di
wilayah Biak Utara. Pemberontakan dilanjutkan
oleh Melkianus Awom pada 1969.

PENUTUP

Nasionalisme Indonesia sudah merupakan harga
mati didasarkan pada Proklamasi 17 Agustus
1945 dan batasan wilayah pada rapat PPKI 18
Agustus 1945. Peristiwa ini mengandung makna
bahwa semua penduduk yang berada di bekas
wilayah Pemerintahan Hindia Belanda adalah
milik NKRI, sehingga dengan sendirinya semua
penduduk yang ada di bekas wilayah ini harus
memiliki nasionalisme Indonesia. Nasionalisme
Indonesia tidak membatasi diri hanya ras tertentu,
tetapi membuka diri untuk semua suku, agama
dan ras. Oleh karena itu, berbagai upaya yang
dilakukan para nasionalis Indonesia di Papua,
khususnya di Biak sejak 1963 hingga 1969,
adalah sesuai isi Persetujuan New York, yakni
Pepera harus dimenangkan oleh Indonesia. Untuk
memperkuat nasionalisme Indonesia, pemerintah
pusat terus melakukan beberapa kegiatan demi
memenangkan Pepera. Kegiatan tersebut antara
lain berupa pengiriman para sukarelawan dari
berbagai bidang ke Papua, termasuk di Biak sejak
awal 1963. Di samping itu, diadakan pengiriman
tokoh agama, suku, pemuda, perempuan, pendi-
dikan, pelajar dan mahasiswa ke beberapa kota
besar di luar Papua. Kegiatan penting lainnya
adalah diadakan pula musyawarah besar rakyat
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Papua di Jayapura yang disertai dengan ikrar
rakyat Papua untuk setia pada NKRI melalui
Piagam Kotabaru di Jayapura pada 1963.
Selama periode 1963 hingga 1969, upaya
yang dilakukan pemerintah pusat memang
sepintas dianggap terencana dan persiapan yang
matang melalui jalur pendidikan formal dan
nonformal serta pertemuan, kunjungan, dan
himbauan. Namun, kenyataannya proses kein-
donesiaan yang berlangsung pada masa itu lebih
berada pada proses mengindoktrinasi. Memang
dapat dikatakan bahwa nilai-nilai keindonesiaan
di Biak sedang bertumbuh, namun tidak melalui
perencanaan yang matang dan proses yang wajar.
Hal ini dapat terlihat ketika menjelang Pepera,
aksi perlawanan terhadap pemerintah terus ber-
langsung sementara banyak tokoh Papua yang
sebelumnya mendukung Indonesia akhirnya
menjadi anti-Indonesia. Hal ini menunjukkan
bahwa respon rakyat di Biak sangat lemah.
Umumnya, pencetus keindonesiaan di Biak
datang dari luar Papua. Maka, sekalipun bibit
keindonesiaan yang dibawa antara lain oleh Lukas
Rumkorem dan Frans Kaisipeo dapat memoti-
vasi beberapa elit Biak lainnya, nasionalisme
Indonesia yang bertumbuh di hati orang Papua
di Biak mempunyai karateristik tersendiri yang
berbeda dengan masyarakat Indonsia lainnya.
Hal itu bukan hanya karena orang Papua tidak
pernah mengalami tahapan penindasan, seperti
yang terjadi di luar Papua. Pengindonesiaan bagi
orang Papua lebih banyak diperankan oleh orang
Papua dan orang Indonesia lainnya yang ada di
Papua yang sama-sama juga masih dalam tahap
mendalami keindonesiaan. Dengan demikian,
walaupun peristiwa dikumandangkan Trikora
pada Desember 1961 berhasil membangun
semangat menggelora dari rakyat di seluruh
Indonesia, termasuk di Papua untuk mengusir
Belanda di Papua, kesadaran kepapuaan orang
Papua termasuk di Biak tidak semakin punah/
lemah. Bila demikian kenyataannya, nasiona-
lisme keindonesiaan di Biak perlu dikaitkan
dengan pemikiran Matindas (2010). Menurut
Matindas, paham nasionalisme harus berhenti
dari sekadar dihayati sebagai romantisme akibat
dibesar-besarkannya ideologi nasionalisme terse-
but menjadi berhala semu. Paham nasionalisme
harus ditegakkan oleh pengertian dengan logika



yang memadai, bukan dibiarkan tanpa pengertian
jelas dan yang penting dirasakan sebagai api
emosi yang besar membakar semangat. Paham
nasionalisme harus dijernihkan dalam konstruksi
logika yang jelas dan dibutuhkan, agar dapat
berfungsi sebenar-benarnya.

Matindas juga menandaskan bahwa nasio-
nalisme yang benar adalah yang mampu
menghindarkan negara dari segala kehancuran
(Matindas, 2010: 21- 22). Sementara Hans Kohn
(dalam Benni E. Matindas, 2010: 22)), menya-
takan bahwa nasionalisme adalah peristiwa histo-
ris dan hanya gejala historis. Nasionalisme bukan
berakar pada sesuatu yang universal dan selalu
valid. Maka, nasionalisme tidak bisa dijadikan
dasar negara yang objektif. Nasionalisme hanya
ditentukan oleh variabel yang banyak dan dapat
berubah-ubah yakni ide-ide politik yang ber-
munculan dan susunan masyarakat dari pelbagai
negeri yang serba berbeda. Pemikiran Matindas
dan Hans Kohn di atas ini sangat penting agar
tidak ada generalisasi dalam melihat pertumbuh-
an nasionalisme di Indonesia, termasuk di Biak.
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ABSTRACT

The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and
to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review
of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces
on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in
Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local
democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the
notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the
local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a
critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism
and socio-democracy.

Keywords: Papua conflict, repressive actions, dialogue

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat
Papua dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang
dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen
bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara
masih masif terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi
di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat
proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua,
sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan
semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem
di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis-progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila:
sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Kata Kunci: konflik Papua, tindakan represif, dialog

PENDAHULUAN dibandingkan dengan konflik yang terjadi di Aceh
Masyarakat Papua sejatinya merindukan sebuah dan Timor Timur. Konflik yang berkepanjangan
kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. ini, kemudian menarik untuk diteliti dan dicari
Kerinduan ini muncul sebagai akibat dari konflik akar persoalannya guna menemukan jalan keluar
berkepanjangan yang sudah dan sedang terjadi di atas konflik tersebut. Lembaga [Imu Pengetahuan
tanah Papua'. Secara historis, konflik di tanah Indonesia (LIPI) menjadi salah satu lembaga
Papua sudah terjadi sejak masa kolonial Belanda yang telah melakukan penelitian atas persoalan
hingga Reformasi. Bahkan, menurut Heidbuchel di tanah Papua selama lima tahun terhitung
(dalam Budiarti, 2017) konflik yang terjadi ini juga sejak tahun 2004. Hasil temuan dari penelitian
merupakan konflik separatis terlama yang terjadi ini dibukukan dalam Papua Road Map (PRM)
dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, jikalau yang ditulis oleh Muridan S. Widjojo (dalam

Budiarti, 2017), menyebutkan bahwa ada empat
isu strategis yang melatarbelakangi konflik Papua

' Term tanah Papua pada tulisan ini merujuk pada wilayah

teritorial Papua dan Papua Barat.
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yakni sejarah integrasi Papua ke Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan iden-
titas politik orang Papua, kekerasan politik dan
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), gagal-
nya pembangunan di Papua, dan inkonsistensi
dari pemerintah dalam implementasi Otonomi
Khusus (Otsus), serta marjinalisasi orang Papua.

Bertolak dari empat isu strategis tersebut,
terdapat empat agenda penyelesaian konflik
Papua yang ditawarkan yaitu: 1) rekognisi yang
berorientasi pada pemberdayaan Orang Asli
Papua (OAP) sebagai kompensasi atas marji-
nalisasi dan diskriminasi yang mereka alami; 2)
pembangunan paradigma baru dengan orientasi
pada pemenuhan hak dasar rakyat Papua di
bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan
publik; 3) dialog yang dilandasi rasa saling
percaya sebagai bagian dari upaya berdamai
dengan sejarah masa lalu dan untuk menyamakan
persepsi melihat masa depan; 4) rekonsiliasi yang
berorientasi pada pengungkapan kebenaran atas
kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami
masyarakat Papua dan kesediaan otoritas negara
untuk mengakuinya sebagai kekeliruan masa lalu
(Widjojo, 2009). Berdasarkan laporan dari buku
Updating Papua Road Map?* yang diterbitkan
oleh LIPI pada tahun 2017, agenda penyelesaian
konflik terutama dialog antara Pemerintah dan
masyarakat Papua pernah ditawarkan kepada
pemerintah pada masa kepemimpinan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dan Ir. Joko Widodo.
Namun, hingga kini dialog yang diharapkan tidak
kunjung terlaksana. Padahal, dialog merupakan
jalan untuk menemukan akar masalah dan solusi
atas konflik di tanah Papua.

Akan tetapi, dalam penyelesaian konflik
Papua pendekatan represif oleh aparat ke-
amanan yang mengatasnamakan negara masih
masif terjadi. Pendekatan represif yang dilakukan
sebenarnya tidak akan menyelesaikan konflik
yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif
malah akan membangkitkan trauma kekerasan
masa lalu dan menghambat proses pembangunan
serta perkembangan demokrasi lokal di tanah
Papua. Tindakan represif yang dilakukan oleh
negara di tanah Papua, sering didasarkan pada
alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun,

2 Selanjutnya dalam tulisan ini disingkat UPRM
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tindakan represif ini di lain sisi membangkitkan
semangat nasionalisme dari masyarakat Papua
sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu, tujuan
dari penulisan ini adalah untuk mengoreksi
pendekatan represif yang dilakukan oleh negara
kepada masyarakat Papua dan melihat bangkitnya
nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat
dari tindakan represif tersebut. Untuk itu, tulisan
ini akan dibagi dalam beberapa bagian yaitu 1)
tindakan represif negara dan pelanggaran HAM,;
2) persoalan pembangunan; 3) bangkitnya nasio-
nalisme bangsa Papua.

TINDAKAN REPRESIF NEGARA
DAN PELANGGARAN HAM

Papua adalah daerah terakhir yang menyatakan
diri untuk masuk dalam NKRI. Masuknya Papua
ke dalam NKRI melalui perjanjian internasional
yaitu Perjanjian New York pada tahun 1962.
Berdasarkan catatan sejarah, Perjanjian New York
tidak berjalan mulus karena terdapat sengketa.
Sengketa dari perjanjian New York dimulai
ketika terdapat ketidaksetujuan dari Dewan
Papua Nieuw Guinea atas pembahasan proposal
Bunker® dan masa depan Papua antara beberapa
tokoh Papua dan Belanda.* Terkait dengan pro-
posal Bunker, Dewan Papua Nieuw Guinea ingin
masyarakat Papua untuk dilibatkan dalam proses
tersebut dan mendapatkan hak kebebasan untuk
menentukan nasib sendiri. Hal ini dikarenakan

3 TIsi dari proposal Bunker menyarankan agar Belanda dan
Indonesia duduk bersama mengakhiri perselisihan pere-
butan Papua dan penyerahan administrasi pemerintahan
dari Belanda kepada Indonesia melalui sebagai mediator
dalam dua tahun, serta pada tahun kedua pemerintahan
interim PBB ini akan diganti dengan pegawai-pegawai
Indonesia dan terakhir akan dilakukan penyerahan
kendali administrasi penuh kepada Indonesia. Materay
(2011), Drooglever (2009) dalam, Pakey, Papua Mencari
Jalan Perdamaian: Telaah Konflik dan Resolusi di Bumi
Cenderawasih (Jakarta: Kompas, 2018), hlm. 84-85.

Terkait dengan ini, berdasarkan Dewan Papua Nieuw
Guinea mengeluarkan lima poin resolusi: (1) Papua akan
menambah wakil permanennya di PBB, (2) Pemerintah
Indonesia harus menghentikan agresi militer di wilayah
Papua, (3) tidak adanya penyelesaian konflik Indone-
sia-Belanda tidak dapat diterima kecuali ada jaminan
kebebasan atas hak menentukan nasib sendiri bagi orang
Papua, (4) sukarelawan korps Papua dalam waktu singkat
akan meningkat menjadi 1.200 orang, (5) Dewan Nieuw
Guinea akan mengirim delegasi untuk menjelaskan
pandangan orang Papua kepada Pemerintah Indonesia.
Pakey, op.cit., him. 29.



terdapat kepentingan elit yang tidak bisa diartikan
sebagai suara seluruh masyarakat Papua.

Perjalanan sejarah sosial dan politik masya-
rakat Papua selama kurun waktu 1962-1969 an-
tara masa integrasi Papua merupakan masa yang
sangat buruk dan suram. Dalam benak masya-
rakat Papua pengalaman integrasi merupakan
pengalaman mimpi buruk selama delapan tahun
yang mencekam di bawah “lars” dan “laras”
kezaliman, karena selama itu realitas politik,
hukum, dan kemanusiaan di tanah Papua sarat
dengan berbagai pelanggaran HAM, peniadaan
hak sejarah, hak politik, hak atas keadilan, hak
budaya, serta hak rakyat di bidang sosial ekonomi.
Kejahatan sistemik terhadap kemanusiaan di
Papua terus dipertahankan serta dibawah tekanan
dan stigmatisasi sebagai separatis, bodoh, malas,
buta huruf, terbelakang, dan terasing (Pakey,
2018, 44).

Perjanjian New York yang diprakarsai oleh
Amerika yang kemudian hari menjadi landasan
bagi pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat
(Pepera) pada tahun 1969. Akan tetapi dalam
pelaksanaannya Pepera tidak berjalan sesuai
dengan kesepakatan pada perjanjian New York.
Drooglever dalam Pakey (2018, 92-93) menyebut-
kan bahwa pada tahun 1962-1969 terjadi suatu
proses penyimpangan dari ketentuan perjanjian
New York yang mengatur bahwa Papua akan
segera dialihkan oleh Belanda kepada PBB dan
pada akhir tahun 1969 akan dilakukan apa yang
diinginkan oleh Belanda sebagai suatu proses
plebisit, yaitu one man one vote, tetapi kemudian
diubah menjadi act of fiee choice yang menjamin
rakyat Papua, berdasarkan praktik internasional,
untuk memilih sesuai hati nurani, apakah merdeka
atau bergabung dengan Indonesia. Namun, yang
terjadi adalah Pemerintah Indonesia menggerakan
seluruh kekuatan politik dan militer untuk untuk
memenangi Pepera tersebut.

Selain itu, pelaksanaan Pepera juga jauh
dari kata demokratis. Karena menjelang Pepera
dan sampai pada pelaksanaan Pepera, terjadi
kekerasan militer terhadap orang Papua.
Pelaksanaan act free choice sarat dengan pelang-
garan HAM berupa pembunuhan, pengintimida-
sian, pemaksaan, penghilangan, penculikan, dan
bentuk politik uang lainnya (Pakey, 2018, 116).

Berdasarkan kenyataan ini, maka bagi sebagian
orang proses integrasi Papua ke dalam negara
Indonesia lebih merupakan bentuk aneksasi. Oleh
karenanya, bagi sebagian masyarakat Papua,
bergabungnya Papua ke dalam negara Indonesia
bukan merupakan keinginan masyarakat Papua,
tetapi lebih merupakan “paksaan” yang dilakukan
oleh negara Indonesia dengan tindakan represif.

Sebagian dari masyarakat Papua yang tidak
setuju terhadap proses ini kemudian menuntut
kemerdekaan Papua. Kelompok yang menuntut
kemerdekaan ini kemudian disebut sebagai
kelompok separatis oleh negara. Masyarakat yang
pro-kemerdekaan Papua menolak label separatis
tersebut. Theys Eluay sebelum dibunuh pada
2001 mengatakan bahwa, Papua bukan separatis
sebab mereka tidak secara sukarela bergabung
dengan Indonesia (Karma, 2014, xiii). Label
separatis yang disematkan kepada orang Papua,
kemudian menjadi alasan atas praktik pelangga-
ran HAM yang terjadi di tanah Papua sejak Orde
Baru hingga Reformasi saat ini. Label separatis
sesungguhnya masih debatable apabila merujuk
pada sejarah integrasi Papua. Kelompok yang
disebut separatis ini kemudian diidentikan dengan
Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Sejak Orde Baru berkuasa, pendekatan
militer yang represif menjadi pilihan dalam
menangani persoalan di Papua. Wajah Indonesia
bagi masyarakat Papua terepresentasikan dalam
bentuk aparat keamanan. Selama orde baru
berkuasa, rakyat Papua tumbuh bersama dengan
teror dan kekerasan dari negara (Pakey, 2018,
116). OPM sering kali dijadikan basis pembe-
naran dari berbagai tindakan represif dan praktik
kekerasan yang dilakukan oleh negara. Walaupun
hampir semua orang Papua distigmatisasi
sebagai OPM. Kekerasan yang dilakukan oleh
negara terus berlangsung sampai masa reformasi.
Beberapa kasus kekerasan, semisal peristiwa
Abepura berdarah pada 7 Desember 2000, kasus
Uncen berdarah pada 16 Maret 2006, tragedi
penangkapan 300 peserta Kongres Rakyat Papua
pada 19 Oktober 2011, dan penangkapan massal
peserta demonstrasi pro-kemerdekaan Papua Mei
2016. Selain itu, tindakan represif juga dilakukan
oleh negara dengan menangkap pemimpin politik
gerakan sipil rakyat Papua, seperti Filep Karma,
Yusak Pakage, Benny Wenda, Selfius Bobi,
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Buktar Tabuni, Vicktor Yeimo, Edison Waromi,
dan Forkorus Yoboisembut. Bahkan beberapanya
dibunuh seperti Theys Eluay, Kelly Kwalik,
Mako Tabuni, Hubertus Mabel, Danny Kogoya,
dan Yawen Wayeni. Dalam setiap peristiwa
yang disebutkan di atas, keterlibatan dari negara
sangat nampak dan tidak bisa untuk dimungkiri
(Mambrasar, 2017).

Sejarah mencatat bahwa terjadi peningkatan
peristiwa pelanggaran HAM pada tahun 2015 dan
2016, jikalau dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya. Dalam periode ini juga terjadi
krisis demokrasi di tanah Papua. Berdasarkan
laporan International Coalition for West Papua
(ICP) tahun 2017, sepanjang tahun 2015-2016
terdapat 16 kasus pembunuhan di luar hukum dan
pembunuhan sewenang-wenang dengan 20 orang
meninggal dunia. Penyalahgunaan kekuasaan dan
senjata api oleh aparat keamanan merupakan
penyebab utama dari kasus pembunuhan di
luar hukum dan sewenang-wenang sepanjang
tahun 2015 hingga 2016. Dalam beberapa ka-
sus, tindakan ini dilakukan sebagai respon atas
aktivitas politik atau karena korban berafiliasi
dengan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan.
Jumlah kasus yang dilaporkan setiap tahun sejak
tahun 2012 hingga tahun 2016 untuk kasus pem-
bunuhan di luar hukum dan sewenang-wenang
tidak menunjukan perubahan yang signifikan,
meskipun juga tidak konstan di setiap tahunn-
ya. Beberapa kasus yang terjadi pada periode
ini di antaranya, pembunuhan terhadap Deni
Pahabol (17 tahun) yang merupakan aktivis
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada
Maret 2015, penembakan oleh Sersan Asher
(anggota infantri militer dari Komando Distrik
Militer 1710) terhadap sekolompok orang dari
Suku Kamoro yang sedang melakukan upacara
adat drum dan menewaskan Herman Mairimau
danYulianus Okoware pada Agustus 2015, dan
penembakan terhadap Onesimus Rumayom oleh
aparat kepolisian Manokwari dalam aksi unjuk
rasa pada Oktober 2016 (ICP Secretariat dan Budi
Tjahjono, 2018, 36-45).

Sedangkan Amnesty International Indonesia
(2018) mencatat bahwa terdapat 69 kasus dugaan
pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keaman-
an di Papua antara Januari 2010 sampai Februari
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2018. Dari 69 kasus, mayoritas kasus terjadi dalam
konteks peristiwa yang tidak berkaitan dengan
seruan kemerdekaan atau referendum di Papua,
yakni berjumlah 41 kasus. Selain itu, terdapat 28
kasus pembunuhan yang dilakukan oleh aparat
keamanan karena berkaitan dengan aktivitas
politik, terutama isu tuntutan kemerdekaan atau
referendum untuk Papua. Terdapat 95 korban jiwa
dalam kasus dugaan pembubuhan di luar hukum.
Dari jumlah tersebut, 85 korban di antaranya
merupakan warga etnis Papua. Sementara itu,
dari keseluruhan 69 kasus yang terjadi, 34 kasus
di antaranya dilakukan oleh pihak kepolisian,
23 kasus dilakukan oleh pihak militer, 11 kasus
dilakukan oleh kedua pihak (Polisi dan Militer),
serta 1 kasus lainnya dilakukan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP).

Praktik kekerasan seperti yang terjadi di
Papua, tidak selayaknya harus terjadi dalam
negara yang menganut dan menjalankan paham
demokrasi seperti Indonesia. Demokrasi berpijak
pada pengandaian dasar bahwa manusia itu setara
antara yang satu dengan yang lain. Demokrasi
sebagai suatu gagasan politik juga mengandung
beberapa prinsip yaitu: (1) penyelenggaraan
kekuasaan berasal dari rakyat, (2) setiap peme-
gang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat
mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang
hendak dan telah ditempuhnya, (3) diwujudkan
secara langsung maupun tidak langsung, (4) rotasi
kekuasaan dari seorang atau kelompok ke orang
atau kelompok lainnya, dalam demokrasi peluang
akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan
dilakukan secara teratur dan damai, (5) adanya
proses pemilu secara teratur dalam menjamin
hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih, (6)
dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat
menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti
hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul,
dan berserikat (Gaffar, 2005, 15).

Dengan melihat realitas kekerasan dan
tindakan represif yang terjadi di Papua sejak
Orde Baru hingga Reformasi, dan dibandingkan
dengan nilai-nilai demokrasi, maka dapat dika-
takan bahwa negara Indonesia tidak konsisten
dalam menerapkan demokrasi. Dan Papua adalah
pengecualian dari demokrasi yang diterapkan
oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan wajah dari



kekuasaan-berdaulat sangat nampak dalam
demokrasi. Kekuasaan-berdaulat adalah konsep
dari Giorgio Agamben yang menggambarkan
kekuasaan yang tidak tertandingi oleh kekuatan
apapun karena menempatkan diri sebagai repre-
sentasi tunggal dari seluruh rakyat. Karena telah
merepresentasikan kekuasaan seluruh rakyat,
kekuasaan-berdaulat menjadi kekuasaan yang
tidak tersentuh. Kekuasaan-berdaulat tidak hanya
digunakan oleh Agamben untuk menggambar-
kan kekuasaan dalam konteks monarki dan
totalitarianisme, melainkan juga dalam konteks
demokrasi. Masuknya kekuasaan-berdaulat dalam
demokrasi melalui normalisasi keadaan-daru-
rat. Keadaan-darurat lazim dipahami sebagai
keadaan khusus yang merupakan pengecualian
dari normalitas tatanan demokrasi. Dalam
keadaan-darurat kekuasaan eksekutif dapat secara
sepihak menangguhkan hukum, mengabaikan
prosedur-prosedur konstitusional, membenarkan
kekerasan dan mengabaikan hak-hak kebebasan
warga negara (Sudibyo, 2019, 6).

Bertolak dari pemikiran Agamben, dalam
persoalan Papua Pemerintah Indonesia sering-
kali melakukan normalisasi keadaan-darurat.
Normalisasi keadaan-darurat tampak dalam
tindakan negara dalam menghadapi kelompok
masyarakat Papua yang dilabel separatis. Demi
alasan keamanan negara, banyak masyarakat
Papua yang dilabel separatis mengalami pe-
langgaran HAM. Masyarakat Papua terinklusi
serta sekaligus tereksklusi dari tatanan hukum.
Masyarakat terinklusi dalam hukum karena
sebagai warga negara, mereka diwajibkan untuk
patuh dan taat pada hukum. Tetapi, di sisi yang
lain masyarakat Papua juga tereksklusi dari
tatanan hukum karena tidak mendapatkan per-
lindungan hukum dan menjadi korban kekerasan
yang mengatasnamakan negara. Kekerasan yang
terjadi dimungkinkan karena adanya penanggu-
han atas hukum dan hukum berada dalam status
non-operasional ketika dibutuhkan. Atas nama
keamanan negara, orang-orang Papua yang dila-
bel separatis rentan untuk menjadi korban dari
tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara.

Oleh karena itu, negara seharusnya kon-
sisten dalam menjalankan demokrasi dan tidak
latah untuk menerapkan keadaan-darurat ketika

menangani konflik Papua. Ketika penerapan
normalisasi keadaan-darurat selalu ada saat
menghadapi konflik, maka pelanggaran HAM
akan sangat mungkin terjadi dan negara dapat ter-
jebak dalam kebijakan yang utilitaristis’. Keadaan
yang demikian, Papua akan tetap menjadi salah
satu pengecualian dari demokrasi Indonesia.

PARADOKS PEMBANGUNAN
DI TANAH PAPUA

Diskusi seputar pembangunan selalu dikaitkan
dengan upaya untuk memperbaiki kualitas hidup
masyarakat. Pembangunan kemudian selalu
dinobatkan sebagai upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kemudian
melakukan tindakan yang oleh Tania Murray Li
(2012) dinamakan “the will to improve”. Pe-
merintah (negara) berupaya menempatkan diri
sebagai wali masyarakat, sebuah kedudukan yang
diteguhkan oleh klaim bahwa pemerintah yang
paling mengetahui bagaimana masyarakat harus
hidup, apa yang terbaik bagi masyarakat, dan apa
yang dibutuhkan masyarakat melalui intervensi
teknis (teknikalisasi permasalahan) pembangunan
yang justru gagal mengatasi problem ketimpang-
an, kesenjangan, dan kemiskinan.

Pembangunan di Papua adalah sebuah
ironi. Tanah Papua merupakan tanah yang kaya
akan hasil alam dan kandungan hasil bumi di
dalamnya. Kekayaan alam yang berlimpah, pada
kenyataannya tidak membuat masyarakat Papua
sejahtera. Berbagai kebijakan pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah pada pelaksanaanya
belum mampu mengoptimalkan kekayaan alam
yang ada bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun
2019, persentase penduduk miskin di Provinsi
Papua pada maret 2019 sebesar 27,53%.
Sedangkan jumlah penduduk miskin di Provinsi
Papua Barat pada Maret 2019 sebesar 22,17%.
Dalam skala nasional, persentase penduduk
miskin di Provinsi Papua dan Papua Barat ada-
lah yang tertinggi jikalau dibandingkan dengan
provinsi lain di Indonesia.

5 Kebijakan Utilitaristik adalah kebijakan yang men-
gorbankan nasib sedikit orang demi kebahagiaan lebih
banyak orang.
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Kemiskinan merupakan salah satu indikator
dari kegagalan pembangunan di tanah Papua.
Kegagalan ini ditengarai disebabkan oleh bebe-
rapa faktor. Pertama, gagalnya pembangunan di
Papua dikarenakan pendekatan yang salah oleh
pemerintah dalam melihat persoalan di tanah
Papua. Dalam lima tahun terakhir, persoalan di
Papua seolah direduksi hanya menjadi persoalan
ekonomi dan infrastruktur. Perihal ini begitu
nampak dalam program ambisius pemerintah
yang berfokus pada pembangunan infrastruktur,
semisal jalan Trans Papua. Dalam perencanaan,
jalan trans Papua memiliki panjang 4.330 km dan
berada di Provinsi Papua dan Papua Barat dan
ditargetkan akan tersambung seluruhnya pada
akhir tahun 2019. Dan pada tahun 2018 jalan
yang belum tembus sepanjang 171,7 km.¢

Dalam pembangunan jalan Trans Papua,
ada banyak masyarakat Papua yang harus
kehilangan tanahnya. Sedangkan tanah bagi
masyarakat Papua adalah sumber penghidupan
dan kesatuan masyarakat adat di Papua memi-
liki relasi historis dengan tanahnya (Suryawan,
2017, 156). Contohnya, masyarakat Nduga
melihat pembangunan jalan Trans Papua yang
bagi pemerintah bertujuan untuk membuka
akses untuk mengangkat keterbelakangan, tetapi
bagi masyarakat upaya pemerintah ini sebagai
tindakan yang mengacak-acak kehidupan mereka.
Hal ini dikarenakan masyarakat Nduga memiliki
zonasi dalam membagi wilayah hidup mereka
yang terdiri dari dataran rendah yang panas dan
dataran tinggi pegunungan Lorentz. Dalam sistem
zonasi ini, tanah dipisahkan antara pemukiman,
kebun, daerah berburu, dan memungut secara
horizontal sesuai dengan kondisi tanah dan suhu.
Dalam laporan World Wildlife Fund, pemukiman
masyarakat berada di daerah paling bawah. Di
atasnya terdapat hutan yang dibagi lagi. Ada hutan
yang dekat dengan kebun disebut warik. Hutan
ini akan dipakai apabila kebun akan diperluas
dan juga menjadi daerah babi mencari makan. Di
atasnya ada hutan wariknggiyem yang menjadi
tempat menjerat kus-kus, berburu burung, dan

¢ Lihat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia,Jalan
trans Papua Terus Dibangun, Pemerintah Targetkan
2019 Tersambung Semua. Di akses pada tanggal 16
September 2019 dari https://setkab.go.id/jalan-trans-pap-
ua-terus-dibangun-pemerintah-targetkan-2019-tersam-
bung-semua/..
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sumber protein lainnya suku Nduga. Di atas hutan
wariknggiyem ada hutan kibiari, tempat banyak
tanaman buah merah. Harmoni dari zonasi ini
terganggu saat jalan Trans Papua dibangun di
daerah itu. Masyarakat Nduga melihat, wilayah
mereka berburu menjadi terbuka, demikian juga
wilayah memungut dan memelihara babi. Orang
luar menjadi bebas untuk masuk di tanah yang
merupakan rumah dan hak mereka.’

Masifnya pembangunan ekonomi dan infra-
struktur di Papua selalu mengusung epistemologi
modernisasi sebagai jalan pembebasan dan per-
ubahan sosial bagi masyarakat tradisional Papua
dari kondisi keterbelakangan atau kemiskinan,
akan tetapi dalam kenyataan justru menimbulkan
persoalan baru yang justru mencerabut manusia
Papua dari akar budaya dan makna hidupnya
(Fakih, 2002). Hal ini membenarkan tesis Berger
(2005) yang mengingatkan bahwa “modernisasi
menuntut harga yang tinggi pada tingkat makna.
Mereka yang tidak bersedia membayar harga
yang tinggi ini harus dipandang dan diperlaku-
kan dengan hormat, dan tidak boleh diremehkan
sebagai yang terbelakang dan irasional”.

Pola pembangunan seperti ini, pada akhirnya
hanya akan membuat masyarakat tercabut dari
akar kebudayaannya. Dan pola pembangunan
dengan model ini tetap dipertahankan oleh
pemerintah sejak Orde Baru hingga Reformasi.
Dalam praktik di lapangan pola pembangunan
masih dilakukan dengan pendekatan top-down.
Selain itu, pola pendekatan seperti ini juga me-
nimbulkan konflik vertikal antara masyarakat
dan pemerintah, maupun konflik horizontal
antara sesama masyarakat Papua. Konflik antara
masyarakat dapat terjadi karena kepentingan
pembangunan yang sering terrepresentasikan
oleh kelompok kapitalis, dapat memanfaatkan
kepatuhan masyarakat dalam struktur adat yang
masih sangat kental di wilayah Papua. Perihal ini
sangat nampak dalam relasi antara tokoh adat dan
kelompok kapitalis yang mempunyai kepentingan
dalam program pembangunan tersebut. Walaupun
jalan Trans-Papua sebenarnya mampu untuk
meningkatkan mobilitas dan membuka keteriso-
lasian guna menggerakan perekonomian, pada

7 Bagian ini merupakan hasil ringkasan dari reportase
Kompas. Edna C Pattisena, “Dengarkan Suara Nduga”,
Koran Kompas cetak Rabu, 28 Agustus 2019.



kenyataannya karena pendekatan yang salah
malah kontraproduktif terhadap rencana pemba-
ngunan. Oleh karenanya, pembangunan memiliki
makna yang kurang baik bagi masyarakat Papua,
karena pembangunan dipandang sebagai proses
pemaksaan nilai-nilai Jakarta kepada orang
Papua.

Selain persoalan yang disebutkan di atas,
masyarakat Papua juga membutuhkan perlin-
dungan dan penghargaan atas kebudayaannya.
Banyak konflik di Papua disebabkan kebijakan
dari pemerintah daerah lebih pro terhadap
investor tinimbang masyarakat. Kekayaan alam
yang terkandung di dalam bumi Papua dan tanah
yang subur menjadikan Papua salah satu pilihan
untuk investasi. Masuknya investasi di tanah
Papua, sering memunculkan konflik. Konflik
terjadi karena investasi yang dilakukan harus
merusak hutan-hutan milik masyarakat adat.
Padahal, seperti yang sudah dijelaskan sebe-
lumnya bahwa masyarakat Papua memiliki relasi
yang kuat dengan alam dan hutannya. Ketika
tatanan hidup masyarakat dirusak oleh kegiatan
investasi, pada saat yang bersamaan seringkali
masyarakat Papua tidak mendapatkan perlind-
ungan. Contohnya yang terjadi pada Suku Moi,
distrik Klamono, Kabupaten Sorong, Provinsi
Papua Barat. Kehadiran perusahaan kelapa sawit
PT Hendrison Inti Persada pada tahun 2004,
mengakibatkan suku Moi terancam kehilangan
hutan dan tanahnya. Bagi masyarakat suku Moi,
hutan mempunyai peran sentral, karena hutan
adalah sumber pengetahuan, sumber makanan,
dan sumber kepercayaan. Dengan beroperasinya
perusahaan sawit, terjadi penebangan kayu liar
yang mengakibatkan suku Moi harus kehilangan
tempat keramatnya. Selain hilangnya tempat
keramat dari Suku Moi, air sungai juga menjadi
kotor sedangkan masyarakat bergantung pada air
sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan
investigasi dari ELSAM, tidak ada kebijakan dari
pemerintah daerah untuk melindungi suku Moi
dari kerusakan hutannya akibat investasi kelapa
sawit. Situasi ini akhirnya tidak hanya mengan-
cam kekayaan alam yang dimiliki oleh suku Moi,
tetapi juga mengancam tatanan sosial masyarakat
adat suku Moi (Sani, 2016, 27-34).

Program pembangunan yang diharapkan
dapat menghadirkan perubahan di tanah Papua,

harusnya ramah dan menghargai kebudayaan
masyarakat Papua, terutama orang asli Papua.
Mengingat orang asli Papua masih hidup dalam
struktur masyarakat adat, sehingga memiliki
keterikatan yang erat dengan tatanan kebudayaan.
Jangan sampai, program pembangunan menjadi
alasan atas alienasi yang terjadi terhadap orang
asli Papua. Dan saat ini, alienasi terhadap ma-
syarakat Papua sebenarnya sedang terjadi dan
harus mendapatkan perhatian dari pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah. Isu depopulasi
orang asli Papua, adalah bukti alienasi terhadap
orang asli Papua. Sebagaimana yang dilaporkan
dalam buku Updating Papua Road Map, bahwa
depopulasi orang Papua adalah salah satu sumber
konflik yang terjadi di tanah Papua.

Kedua, dalam pembangunan sudah se-
harusnya masyarakat Papua untuk dilibatkan.
Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
harus dalam posisi yang setara dengan pemerin-
tah. Keterlibatan yang dimaksudkan di sini adalah
partisipasi dari seluruh masyarakat Papua mulai
dari proses perencanaan hingga implementasi
program-program pembangunan. Sejauh ini,
keterlibatan masyarakat masih sangat minim da-
lam proses pembangunan karena masih kuatnya
stigma bahwa masyarakat Papua itu terbelakang,
sehingga tidak bisa untuk dilibatkan dalam
pembangunan. Tidak dilibatkannya masyarakat
Papua dalam proses pembangunan, akhirnya
menjadikan masyarakat Papua sebagai penonton
di tanahnya sendiri. Dampak dari tidak terlibatnya
masyarakat secara keseluruhan dalam pembangu-
nan akhirnya menjadikan program pembangunan
tidak mendapatkan legitimasi yang kuat dan
rentan untuk gagal. Salah satu contohnya adalah
produk UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus). UPRM
menyatakan bahwa UU Otsus seharusnya mampu
menyelesaikan permasalahan di Papua, karena
empat akar masalah di Papua sudah terakomodasi
di dalam pasal-pasal UU Otsus. Namun, dalam
pelaksanaannya UU Otsus tidak dapat memenuhi
ekspektasi pemerintah yaitu menyelesaikan per-
soalan di Papua. Gagalnya UU Otsus ini dikare-
nakan UU Otsus tidak memiliki legitimasi yang
kuat. Legitimasi UU Otsus rendah karena proses
penyusunannya tidak melibatkan secara langsung
masyarakat Papua terutama elemen OPM, PDP,
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dan kelompok Pro-kemerdekaan Papua. Selain
itu, UU Otsus juga tidak mendapatkan legitimasi
penuh dari kelompok pro nasionalis Indonesia
karena dianggap menyimpan agenda tersembunyi
kelompok separatis. Oleh karena itu, kedua
pihak baik nasionalis Papua maupun nasionalis
Indonesia tidak memiliki komitmen yang kuat
untuk menyukseskan UU Otsus (Widjojo, 2009,
153). Selain itu, gagalnya UU Otsus juga dikare-
nakan kurangnya pengawasan yang dilakukan
oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Sehingga penggunaan dari dana Otsus tidak tepat
sasaran dan tidak memberikan perubahan yang
signifikan kepada masyarakat.

Melihat kegagalan yang terjadi dalam
pembangunan di Papua, sudah seharusnya
pemerintah melihat persoalan di Papua dengan
perspektif Papua. Ketika pemerintah melihat
dan membangun Papua dengan perspektif
Jakarta, maka persoalan di Papua tidak akan
terselesaikan. Karena kompleksitas persoalan di
Jakarta dan Papua sangatlah berbeda. Malah yang
akan terjadi, yaitu munculnya masalah baru dan
penolakan dari masyarakat atas program pem-
bangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.
Membangun Papua dengan perspektif Papua,
hanya dapat dilakukan dengan syarat utama,
menghargai dan menempatkan orang Papua
dalam posisi dialog yang simetris. Masyarakat
Papua sangat mengharapkan suara mereka untuk
didengarkan dan diperhatikan oleh pemerintah
pusat dan pemerintah daerah. Dan sudah seha-
rusnya pemerintah membangun Papua dengan
pendekatan yang lebih humanis dan bukan
melalui pendekatan represif. Pendekatan represif
dapat memunculkan konflik baru dan menjebak
masyarakat Papua dalam trauma kekerasan
masa lalu yang berkepanjangan. Penderitaan
akibat tindakan kekerasan yang terjadi di masa
lalu, harus disembuhkan terlebih dahulu dengan
melakukan pendekatan-pendekatan baru yang
lebih humanis. Jikalau tidak, maka potensi
konflik akan selalu ada, dan dalam situasi seperti
ini maka pembangunan yang diupayakan tidak
akan berjalan dengan maksimal. Seperti yang
dikatakan oleh Adriana Elisabeth (2012) bahwa
setiap program di Papua harus memperhatikan
dua kata kunci: Perdamaian dan Pembangunan.
Oleh karena perdamaian dan pembangunan saling
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berhubungan maka akar persoalan kegagalan
pembangunan maupun konflik di Papua harus
dipahami secara tepat. Pendekatan pembangunan
dan perdamaian di Papua harus mampu mempu-
nyai rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap
program yang ditawarkan, membangun rasa sa-
ling percaya (mengurangi kesenjangan perbedaan
antara Jakarta dan Papua) dan meningkatkan
kepercayaan diri sebagai bagian yang setara dari
bangsa Indonesia.

Dalam menyelesaikan persoalan pembangun-
an di tanah Papua, diperlukan pula pemberdayaan
terhadap masyarakat Papua. Pemberdayaan ma-
syarakat adalah upaya untuk meningkatkan kapa-
sitas masyarakat baik secara individu maupun
kelompok dalam memecahkan persoalan terkait
upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian,
dan kesejahteraan. Pemberdayaan merupakan
upaya untuk meningkatkan harkat-martabat
masyarakat (Supardan, 2010, 195-196). Untuk
pelaksanaan teknisnya, pemberdayaan ma-
syarakat dapat dilakukan dengan berfokus pada
pembenahan dan peningkatan kualitas pendidikan
dan kesehatan. Hal ini dikarenakan kondisi pen-
didikan dan kesehatan di tanah Papua yang masih
sangat memprihatinkan. Mengingat (1) masih
terbatas dan tidak meratanya tenaga pengajar
yang berkualitas dan sarana prasarana pendidikan
pendidikan serta belum terakomodasinya nilai-
nilai budaya Papua dalam kurikulum pendidikan,
(2) terbatas dan tidak meratanya tenaga kesehatan
yang berkualitas, terbatasnya sarana-prasarana
kesehatan yang berkualitas, rendahnya gizi
masyarakat, tingginya angka kematian ibu
hamil dan anak, tingginya angka kasus Human
Immunodeficiency Virus (HIV), tuberkulosis (TB)
dan malaria, serta diskriminasi yang dilakukan
petugas kesehatan (Budiarti, 2017). Bertolak dari
situasi di tanah Papua, maka pembenahan dan
peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
adalah syarat utama dan jalan dalam upaya
memberdayakan masyarakat Papua.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya meru-
pakan langkah untuk mempersiapkan masyarakat
untuk menghadapi pembangunan. Sebagaimana
yang tercatat dari hasil penelitian Dr. Ngadisah,
MA (2003, vii), mempersiapkan masyarakat se-
belum sebuah proyek pembangunan adalah suatu
keharusan, karena pelaksanaan pembangunan



yang meninggalkan masyarakatnya, akan ber-
akibat kontraproduktif bagi pembangunan itu
sendiri. Hasil-hasil pembangunan fisik dapat
dihancurkan dalam waktu singkat bila masyarakat
marah karena mereka tidak dapat terlibat dalam
proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat
sangat penting bukan hanya agar mereka dapat
menikmati hasil, tetapi keterlibatan dalam setiap
proses memberikan kebanggaan, harga diri, dan
rasa memiliki.

BANGKITNYA NASIONALISME
PAPUA

Ketika berbicara nasionalisme Papua, maka
akan merujuk pada masa kolonial Belanda,
karena banyak penelitian yang menyatakan
bahwa nasionalisme Papua dimulai pada 1920-
an. Dalam penelitian Bernarda Meteray, dengan
menggunakan konsep “penyemaian”, menyatakan
bahwa nasionalisme orang Papua sejalan dengan
perkembangan sejarah, budaya, dan relasi ma-
syarakat Papua dengan dunia luar. Penyemaian
mulai dirintis pada tahun 1920 oleh IS Kijne,
guru yang didatangkan dari zending Belanda.
IS Kijne mampu menumbuhkan kesadaran etnis
rakyat Papua melalui agama, pendidikan dan
kesenian.®

Sedangkan tumbuhnya kesadaran akan
keindonesiaan di Papua, dipelopori oleh para
pengajar di Sekolah Pamong Praja di Jayapura
yang didirikan oleh Van Eechoud. Para pengajar
di sekolah ini adalah orang Indonesia, seperti
Soegoro Atmoprasodjo yang merupakan bekas
tawanan Belanda di Boven Digul dan J. Gerungan
seorang dokter wanita yang ditunjuk Pemerintah
Hindia Belanda sebagai kepala rumah sakit
di Hollandia Binnen. Pendidikan di sekolah
Pamong Praja ini bertujuan untuk menanamkan
nasionalisme Papua. Namun, pada kenyataannya
para pengajar yang notabene merupakan orang
Indonesia menanamkan juga nasionalisme
Indonesia yang anti-Belanda kepada para murid
yang adalah orang Papua (Pakey, 2018, 26).

Kesadaran etnis rakyat Papua dan kesadaran
akan ke-Indonesia-an kemudian berubah menjadi
nasionalisme Papua. Perubahan ini disebabkan

8 M. F. Mukthi “Nasionalisme Dua Sisi” Hitstoria.com.
Diakses pada tanggal 16 September 2019.

oleh pergumulan politik antara Belanda dan
Indonesia, yang kemudian menjadi lahan perse-
maian nasionalisme Papua dengan munculnya
penolakan atas kesepakatan Konferensi Meja
Bundar (KMB) oleh beberapa tokoh Papua dan
berdirinya beberapa partai Politik. Pada tahapan
inilah mulai tumbuh Papua yang dibayangkan.’
Papua yang dibayangkan merujuk pada nasiona-
lisme sebagai sebuah ekspresi politik yang tertuju
pada cita-cita politik di masa depan.'’ Karena
pada masa ini sudah tumbuh cita-cita Papua yang
bebas dari kolonialisme dan dapat menentukan
nasibnya sendiri secara bebas.

Menurut Chauvel (dalam Meteray 2012, 19)
salah satu faktor penyebab munculnya nasiona-
lisme Papua terletak pada perjalanan sejarah
Papua yang menyangkut perbedaan dan per-
saingan antara orang Papua dan orang Indonesia
lainnya, seperti Ambon, Kei, Manado, dan Sangir,
baik sebelum Perang Pasifik 1942 maupun se-
lama kurun waktu 1944-1962. Di sisi yang lain
menurut Singh, menjelaskan berkembangnya
nasionalisme Papua antara lain dipengaruhi oleh
pengalaman masa lalu, baik yang menyangkut
kontak orang Papua dengan non-Papua, yakni
Belanda termasuk aktivitas para misionarisnya,
maupun pendudukan Jepang serta peran orang
Indonesia sebelum Perang Pasifik tahun 1942
(Meteray, 2012, 20). Nasionalisme Papua
sebagai suatu bangsa semakin menguat pasca
masa Integrasi Papua ke dalam NKRI. Perihal
yang melatarbelakangi menguatnya nasionalisme
Papua adalah penolakan dari sebagian masyarakat
Papua atas sejarah dari proses integrasi yang
dinilai penuh dengan paksaan dan manipulasi.
Juga pendekatan kekerasan yang dilakukan rezim
Orde Baru dengan alasan nasionalisme.

Bangkitnya nasionalisme Papua merupakan
salah satu bentuk dari ambivalensi tindakan
represif negara atas konflik yang terjadi di tanah

9

Papua yang dibayangkan merujuk pada konsep bangsa
sebagai komunitas terbayang dari Benedict Anderson.
Menurut Benedict Anderson bangsa atau nasion adalah
komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang
bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan.
Bangsa disebut sebagai sesuatu yang terbayang dikare-
nakan para anggota bangsa terkecil pun tidak bakal tahu
dan takkan kenal sebagian besar anggota lain.

1" Amiruddin al-Rahab “Mengenal Wajah Nasionalisme

Papua”. Kompas.com. Diakses pada tanggal 16 Septem-
ber 2019.
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Papua. Tindakan represif yang dilakukan oleh
negara Indonesia merupakan tindakan yang se-
ring mengatasnamakan kedaulatan dan keutuhan
Indonesia serta sebagai perwujudan bela negara.
Pada situasi ini, kita dapat melihat bahwa terdapat
tegangan antara nasionalisme Indonesia dan
nasionalisme Papua. Melalui tindakan represif
aparat negara, terdapat upaya terselubung untuk
memaksakan nasionalisme Indonesia atas Papua.

Menurut Meteray (2012) proses penyemaian
nasionalisme Indonesia di Papua menempuh jalan
yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia.
Selama periode 1945-1962 Indonesia tidak
memiliki wewenang untuk meng-Indonesia-kan
orang Papua secara terbuka, karena itu menjadi
tidak tuntas dan kurang menjangkau sebagian
besar masyarakat Papua. Pasca-1963 proses
peng-Indonesia-an orang Papua dilakukan dengan
kekerasan dan pemaksaan, karena itu sebagian
orang Papua bergabung ke dalam NKRI bukan
secara suka rela (Wilson, 2017).

Perihal tindakan kekerasan yang menga-
tasnamakan nasionalisme terjadi karena adanya
pemahaman yang sempit akan nasionalisme
dan didorong oleh kesombongan nasionalisme
Indonesia. Padahal yang perlu untuk dipahami
bahwa nasionalisme suatu bangsa lahir dari se-
jarah yang berbeda-beda dan kompleks, sehingga
tidak bisa untuk dipaksakan dan digeneralisasi.
Sayangnya, Indonesia sering terjebak dalam
situasi seperti ini karena pemahaman yang
keliru akan nasionalisme. Kita dapat melihat
bagaimana kesombongan nasionalisme Indonesia
melalui tindakan kekerasan atas Timor-Timur dan
Papua. Terkait dengan ini Daniel Dhakidae dalam
pengantar buku /magined Communities karya
Benedict Anderson menulis “Aceh adalah contoh
paling berdarah, Papua pentasan paling mengusik
nurani dan rasa kemanusiaan, dan akhirnya, tentu
saja, Timor Timur adalah contoh paling menya-
kitkan dan menyiksa dari semuanya” (Anderson,
2001, xiv). Ungkapan ini menegaskan bahwa
ambisi nasionalisme Indonesia dibangun dalam
pertumpahan darah dan kekerasan. Seharusnya
nasionalisme didasarkan pada rasa persaudaraan,
dan kesetiakawanan untuk membangun identitas
di masa depan. Namun, pada kenyataannya na-
sionalisme terlalu mudah untuk dikelabui oleh
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penguasa dengan modal bela negara!'. Sebagai
contoh, semangat nasionalisme yang dibangun
selama pemerintahan Orde Baru lebih banyak
dilandasi oleh pemikiran dan praktik-praktik
otoritarianisme dan sentralisme, di mana peranan
militer sangat dominan. Mereka berasumsi bah-
wa melalui cara itu semangat kebangsaan bisa
ditumbuhkembangkan. Berbagai gejolak yang
muncul di daerah dicap separatis dan ditanggapi
dengan tindakan represif, dengan alasan demi
menjaga keutuhan NKRI. Berbagai bentuk upaya
penyeragaman dan indoktrinasi merupakan upaya
membangun nasionalisme. Semua upaya itu tidak
hanya kontraproduktif dan mengingkari hakikat
kebhinekaan Indonesia, juga gagal mencapai
tujuannya (Antoh, 2007, 137).

Kebijakan pemerintah dengan pendekatan
represif ketika menghadapi konflik di Papua
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sangat
bertentangan dengan semangat demokrasi yang
menekankan kebebasan dan kesetaraan. Melalui
tindakan yang represif, kebebasan masyarakat
Papua dikekang dan mereka tidak bebas untuk
berekspresi serta mengartikulasikan kepen-
tingannya dalam alam demokrasi. Tindakan
represif dari negara juga seolah menegaskan
bahwa masyarakat Papua berada dalam posisi
yang tidak setara dengan masyarakat lain di
wilayah Indonesia. Tindakan represif yang terus
terjadi semenjak masa integrasi hingga reformasi,
menunjukan bahwa tidak ada kebaruan dalam
penanganan konflik di Papua. Tindakan represif
oleh negara yang mengakar di tanah Papua kemu-
dian akan membangkitkan “memoria passionis”
atau ingatan penderitaan dari masyarakat Papua.

Di samping tindakan represif oleh negara
yang masih terus terjadi dan tidak adanya
penyelesaian masalah pelanggaran HAM di masa
lalu, maka persoalan di tanah Papua semakin
menumpuk dan menuntut komitmen dari negara
untuk menyelesaikannya. Persoalan di Papua
menjadi kian kompleks dengan gagalnya pem-
bangunan yang dilakukan untuk mensejahterakan
masyarakat Papua. Kegagalan pembangunan
dikarenakan pemerintah masih menggunakan
perspektif Jakarta dalam mengartikan kebutuhan

I Uly Mega Septiani, “Komunitas Terbayang ala Indo-
nesia” Didaktikaunj.com. Diakses pada tanggal 17
September 2019.



masyarakat Papua. Alhasil pembangunan dengan
alokasi anggaran yang besar, tidak memberikan
dampak yang signifikan. Malahan, pemba-
ngunan sering menjadi sumber konflik antara
masyarakat dan pemerintah. Boleh dikatakan
bahwa pembangunan yang dikembangkan
tidak kontekstual dengan kondisi, situasi, dan
keadaan masyarakat Papua. Dalam beberapa
kasus, program pembangunan yang diharapkan
mampu memberikan manfaat malah merusak
tatanan budaya masyarakat Papua yang sangat
identik dengan tanah, alam dan kebudayaannya.
Masyarakat harus kehilangan tempatnya untuk
berburu karena masuknya pembangunan jalan
Trans Papua, sebenarnya hanyalah salah satu
contoh dari model pembangunan yang tidak
kontekstual.

Tindakan represif negara yang masih sering
terjadi di tanah Papua dan gagalnya pembangu-
nan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Papua, akhirnya menjadikan
masyarakat Papua terluka secara sosial dan
psikis. Secara sosial masyarakat Papua terluka
karena ketidakberpihakan sistem negara dalam
memenuhi kebutuhan akan hak-hak dasarnya,
semisal memperoleh penghidupan yang layak,
memperoleh akses pendidikan dan kesehatan
yang berkualitas, serta rasa aman dalam lingkung-
an sosial. Sedangkan secara psikis, masyarakat
Papua terluka karena praktik kekerasan yang
terus terjadi di tanah Papua hingga saat ini.
Berkenaan dengan sejarah tindakan kekerasan
yang terjadi di Papua, tokoh agama Katolik,
Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM mengatakan bahwa
semenjak jatuhnya rezim Presiden Soeharto
dan memulai Reformasi di negara Indonesia,
kekerasan terus bertambah, termasuk di tanah
Papua terus meningkat kekerasan dan semakin
brutal. Rezim Orde Baru dipersalahkan sebagai
faktor penyumbat bertahun-tahun membungkam
dan memasung hak rakyat (Pakey, 2018, 275).
Tindakan kekerasan yang terus berulang di tanah
Papua kemudian melahirkan trauma, ketakutan,
dan depresi bagi masyarakat Papua, terutama
mereka yang menjadi korban dari tindakan
kekerasan. Rasa terluka, kesamaan penderi-
taan, dan kuatnya ikatan sebagai suatu bangsa
menjadi alasan bangkitnya nasionalisme Papua.
Bangkitnya nasionalisme Papua tergambar secara

jelas dalam gerakan-gerakan perlawanan yang
menuntut keadilan di tanah Papua. Gerakan per-
lawanan ini semakin menguat ketika, Reformasi
1998 berhasil menumbangkan rezim Soeharto
yang berkuasa selama 32 tahun. Tidak dapat
dimungkiri bahwa tumbangnya Soecharto, turut
juga membangkitkan optimisme masyarakat
Papua untuk berani menyuarakan ketidakadilan
yang terjadi secara masif di tanah Papua dan lebih
terbuka dengan mobilisasi massa yang lebih besar
ke jalan-jalan. Menurut ELSAM sebagaimana
dicatat dalam buku UPRM, pada tahun-tahun
pertama setelah kejatuhan Soeharto, orang Papua
dibebaskan untuk mengekspresikan aspirasi dan
perasaan mereka yang telah lama terpendam
termasuk melakukan protes dan bahkan menuntut
kemerdekaan (Wilson, 2017, 98).

Demokratisasi yang terjadi pasca rezim orde
baru pada tahun 1998, turut mempengaruhi kaum
muda Papua yang mayoritas bersekolah di luar
Papua untuk menemukan pola perjuangan dan
membentuk nasionalisme Papua yang baru. Pola
perjuangan kaum muda Papua sangat dipengaruhi
oleh gerakan mahasiswa 1998 dari kelompok
militan di Indonesia. Perjuangan dari kaum muda
Papua ini telah mentransformasi suatu bentuk
nasionalisme baru yang lebih inklusif (Wilson,
2017, 129). Nasionalisme ini berbeda dengan
nasionalisme dari generasi sebelumnya yang
bersifat ekslusif dan berbasis pada ikatan kultural.

Nasionalisme Papua yang dibentuk oleh
kaum muda dikatakan inklusif karena kebang-
saan Papua mulai didefenisikan oleh kaum muda
Papua, tidak saja dalam identitas kesukuan dan
ras tetapi juga dalam identitas bangsa dan rakyat
tertindas dalam sistem ekonomi-politik global
yang bernama kapitalisme. Dimensi-dimensi
ekonomi-politik yang menindas bangsa Papua
membuat nasionalisme baru ini lebih berwatak
kelas, dan segera bersemai menjadi embrio iden-
titas kolektif gerakan perlawanan kaum muda.
Nasionalisme “bangsa tertindas” ini berbeda
dengan nasionalisme kultural yang kental dengan
primordialisme dan kargoisme. Nasionalisme
Papua bukan nasionalisme sempit, primordial,
dan etnosentris, tetapi nasionalisme bagi semua
manusia yang ada di Papua, melindungi plura-
lisme, gender, lingkungan, dan pro-kemanusiaan.
Menurut kaum muda, nasionalisme yang berbasis
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pada perbedaan warna kulit atau rasisme dan
stereotip itu adalah warisan dari kolonialisme
(Wilson, 2017).

Nasionalisme yang dijiwai oleh kaum muda
Papua, juga turut mempengaruhi pola perjuang-
an yang dilakukan dengan mengedepankan
prinsip-prinsip demokratis dan partisipatoris.
Misalnya, strategi dari KNPB yang memediasi
rakyat untuk medirikan dan bergabung dalam
Parlemen Rakyat Daerah (PRD) di 23 Kabupaten/
kota di Papua. Pola perjuangan dari kaum muda
ini, tentunya sangat berbeda dengan generasi
sebelumnya dengan nasioanalisme yang masih
didasarkan pada ikatan-ikatan kultural yang sarat
dengan primordialisme dan bersifat eksklusif.
OPM pada masa Seth Rumkorem dan Jacob Prai,
adalah contoh organisasi perjuangan dengan latar
belakang nasionalisme yang bersifat eksklusif,
karena ruang partisipasi bagi rakyat untuk terlibat
sangat kecil dan perjuangan dilakukan secara
tertutup. Berbeda dengan kelompok muda yang
mengusung nasionalisme yang inklusif seperti
KNPB, masyarakat luas dilibatkan dalam per-
juangan dan tidak bergerak dalam ruang kelem-
bagaan tradisional. Akan tetapi, kelompok kaum
muda mencoba untuk mengorganisir kelompok
sosial yang lebih beragam. Nasionalisme dari
kaum muda yang inklusif seharusnya dapat
dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memba-
ngun komunikasi dan mengusahakan dialog atas
konflik di Papua. Namun, dalam menanggapi
nasionalisme dari kaum muda Papua, pemerin-
tah masih tetap menggunakan cara-cara represif
yang melanggar HAM dan hak demokratis yang
dijamin oleh UUD 1945 (Wilson, 2017).

Suara-suara kritis yang mengkritik pemerin-
tah, seringkali dibungkam dengan label separatis
yang dibuat oleh negara. Karena dianggap sepa-
ratis, tidak ada perlindungan hukum dalam status
mereka sebagai warga negara, sehingga seolah
ada pembenaran untuk tindakan kekerasan negara
atas mereka yang dilabel separatis. Tindakan
represif selalu dibenarkan dengan narasi demi
keadaulatan negara dan untuk kepentingan
yang lebih besar, yaitu kesatuan dan persatuan
Indonesia. Pendasaran argumentasi seperti
ini, dapat digunakan sebagai pembenaran atas
term minoritas dan mayoritas serta terdapat
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kesenjangan antar keduanya. Walaupun kita se-
ring mendengar pernyataan pemerintah Indonesia
bahwa di negara ini semua orang diperlakukan
sama dan setara, melampaui sekat-sekat minoritas
dan mayoritas.

Gerakan-gerakan sosial yang ada di Papua
merupakan manifestasi dari rasa nasionalisme
bangsa Papua. Nasionalisme ini lahir karena
adanya konflik berkepanjangan, gagalnya pem-
bangunan, dan tindakan represif negara. Oleh
karenanya persoalan yang terjadi di Papua tidak
dapat diselesaikan dengan tindakan represif.
Karena tindakan tersebut hanya akan semakin
memperparah situasi di tanah Papua. Perlu lang-
kah yang lebih humanis dengan tidak menggu-
nakan senjata dalam penyelesaian konflik Papua.
Masyarakat harus diberikan kebebasan untuk
berekspresi dan berpendapat, agar pemerintah
dapat mengetahui perihal apa saja yang menjadi
kebutuhan sesungguhnya dari masyarakat Papua.
Pemerintah dituntut juga untuk memfasilitasi fo-
rum yang mempertemukan masyarakat Papua dan
pemerintah guna membahas masalah-masalah
yang terjadi di Papua dan merumuskan secara
bersama-sama jalan keluar atas persoalan konflik
di tanah Papua. Menurut Sidney Jones dalam
laporan “Radikalisasi dan Dialog di Papua”
memperingatkan bahwa semakin lama Jakarta
menolak untuk membahas masalah-masalah itu,
semakin radikal tuntutan yang akan muncul."

PENUTUP

Upaya penyelesaian problem Papua sudah banyak
ditawarkan oleh para akademisi dan pemerhati
masalah kemanusia dan keadilan di Indonesia.
Akan tetapi menurut penulis, ada tawaran solusi
yang jauh lebih kritis-progresif dan humanis.
George Hormat (2019), menawarkan solusi
yang menarik yakni : Pancasila dapat dijadikan
sebagai leitstar (bintang penuntun) sekaligus /eit-
motiv (dorongan pokoknya) dalam penyelesaian
problem Papua, yakni : sosio-nasionalisme dan
sosio-demokrasi."

12 Farid Husain, “Menuju Dialog Papua” Harian Kompas.
Edisi Kamis, 12 September 2019

3 George Hormat,“Menjadikan Pancasila sebagai
“Leitstar” Penyelesaian Masalah Papua”. Artikel
(Online),Kompasiana.com. Diakses pada, minggu
29 september 2019.



Pertama, menyelesaikan problem Papua
dalam bingkai sosio-nasionalisme. Pendekatan
sosio-nasionalisme mengedepankan semangat
kebangsaan, kemanusiaan dan dialog yang par-
tisipatif. Kebangsaan tidak bisa berdiri sendiri,
tetapi harus pula diimbangi dengan pendekatan
kemanusiaan. Pendekatan yang mengutamakan
kebangsaan di atas kemanusiaan akan berujung
penggunaan kekerasan dalam menangani ke-
resahan dan aspirasi rakyat Papua. Pendekatan
kebangsaan an sich inilah yang sejak dahulu,
dan cenderung dipertahankan hingga kini dalam
meredam keresahan dan aspirasi orang-orang
Papua. Padahal sudah terbukti, sejak Timor Leste,
Aceh, dan Papua, pendekatan represi militer bu-
kan saja tidak mampu menyelesaikan problem,
malah memperluas dan memperdalam sentimen
separatis. Prinsip kemanusiaan atau internasio-
nalisme berarti memandang orang-orang Papua
sebagai sesama saudara, sesama umat manusia.
Tentu saja itu berarti setara derajatnya, setara
hak-haknya, setara martabatnya dengan etnis
dan penduduk pulau atau provinsi manapun di
Indonesia. Memandang Papua dengan kacamata
kemanusaian berarti bukan wilayah geografis
Papua yang harus dirangkul; bukan kekayaan
tambangnya, bukan hutan-hutan yang bisa
dipersembahkan bagi investor sawit yang harus
dicintai, melainkan manusia, orang Papua.

Kedua, sosio-demokasi adalah perasan dari
prinsip demokrasi politik dan keadilan sosial.
Demokrasi politik asli Indonesia adalah demokra-
si musyawarah, dialog, bertukar pikiran, gagasan
agar saling memahami sehingga tercipta mufakat.
Oleh karena setiap kelompok masyarakat baik
suku-suku, agama, kaum perempuan, kaum muda
di Papau harus dilibatkan secara aktif dalam
dialog dan dalam pengambilan kebijakan public
disemua aspek pembangunan di tanah Papua.
Sosio-demokrasi juga berarti demokrasi politik
harus dibarengi demokrasi ekonomi, demokrasi
yang mencegah penguasaan sumber daya agraria,
sumber daya alam, dan aset produksi strategis
berada di tangan segelintir elit ekonomi. Wujud
dari adanya demokrasi ekonomi adalah keadilan
sosial. Proses pembangunan harus menempatkan
massa-rakyat Papua sebagai subyek politik de-
ngan mempertimbangkan hak massa-rakyat Papua

atas sumber daya alam (tanah, hutan, hewan, dan
lainnya) sebagai sumber hidup dan kehidupan.
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ABSTRACT

In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members,
and Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the
most complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election
process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for
the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news,
press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author
suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax
news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing
regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute.
Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block
them, but also impose fines for those who violate the regulations.

Keywords: democracy, cyber law, cyber democracy

ABSTRAK

Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif,
dan DPD periode 2019—2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era
digital, ruang siber (cyber space) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk
menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan
permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga
munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk
menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak
terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers.
Kedua, terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya
dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita
yang menyalahi aturan tesebut.

Kata Kunci: demokrasi, cyber law, demokrasi cyber

PENDAHULUAN Pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin
adalah petahana pada pemilu kali ini karena ber-
dasarkan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan
bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang
jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat
dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya
untuk satu kali masa jabatan.” Dengan demikian

Pada 17 April 2019 Indonesia melangsungkan
pesta demokrasi secara serentak untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,
anggota legislatif, dan anggota DPD periode
2019-2014 secara serentak. Pemilihan umum ini
dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan
Ma’ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%,

kemudian diikuti oleh pasangan Prabowo Subian- J oko. Widodo b.erhak meng.ajukan ke_mbali. se-
to dan Sandiaga Uno dengan perolehan suara bagai calon Presiden Re}.nl.lbhk Indonegla Per¥0de
44,50%. (CNN Indonesia, 21 Mei 2019). 2019-2024 dengan memilih calon Wakil Presiden

Ma’ruf Amin.
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Pada tanggal 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia (KPU RI) secara
resmi telah mengumumkan hasil dari Pemilihan
Umum yang memenangkan pasangan Joko
Widodo dan Ma’ruf Amin, akan tetapi hasil dari
pemilihan umum tersebut tidak diterima baik oleh
Badan Pemenangan pasangan Prabowo Subianto
dan Sandiaga Uno (BPN Prabowo-Sandi) karena
dianggap adanya kecurangan, kesewenangan, dan
ketidakadilan, sehingga BPN Prabowo-Sandi
melakukan upaya hukum dengan mengajukan
gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden pada
tanggal 24 Mei 2019 di Mahkamah Konstitusi
(Umar Agus W, Tribunnews, 25 Mei 2019).

Dalil kecurangan, kesewenangan, dan keti-
dakadilan ini mengarah pada pelanggaran yang
bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang
meliputi penyalahgunaan birokrasi dan BUMN,
penyalahgunaan penegakan hukum, diskriminasi
perlakukan, penyalahgunaan program kerja
pemerintah dan/atau APBN, dan pembatasan ke-
bebasan pers. Kemudian disebutkan pula adanya
kekacauan dalam permohonan sistem informasi
penghitungan suara KPU yang mengakibatkan
banyaknya kesalahan input data suara yang tidak
sesuai dengan data (informasi) yang terdapat
pada Form C1 yang dipindai KPU sendiri di 34
provinsi. Oleh sebab itu, BPN Prabowo-Sandi
menilai KPU telah melakukan ketidaktelitian,
ketidakprofesionalan, dan memiliki aplikasi
sistem perhitungan yang belum sempurna (Indra
Komara, Detik, 14 Juni 2019). Akan tetapi, apa
yang disangkakan oleh pasangan calon nomor
urut dua tersebut tidak terbukti benar, hal ini
sebagaimana dalam putusan perkara perselisihan
hasil pemilihan umum (PHPU) Nomor 01/PHPU-
PRES/XVII/2019 yang dalam pokok permohonan
dan menolak seluruh permohonan pemohon
untuk seluruhnya.

Adapun pertimbangan putusan Mahkamah
Konstitusi dalam sengketa Pilpres 2019 tersebut
yang dihimpun dalam database kompas.com
sebagai berikut:

1. Dukungan Kepala Daerah

» Dalil: Prabowo-Sandiaga memperma-
salahkan dukungan sejumlah kepala
daerah terhadap Jokowi-Ma’ruf yang
dianggap bukti adanya pelanggaran
terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
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Pertimbangan MK: Menurut Mahka-
mah, hampir seluruh hal dalil tersebut
merupakan kewenangan Bawaslu yang
sudah ada putusan. Mahkamah baru
akan menangani jika lembaga yang
diberi kewenangan tidak menindaklan-
juti aduan.

Aparat TNI-POLRI Tidak Netral

Dalil: Prabowo-Sandiaga menuduh
TNI-Polri tidak netral. Mereka mem-
permasalahkan langkah Presiden Jokowi
yang meminta TNI-Polri menyosial-
isasikan program pemerintah.

Pertimbangan MK :MK menilai, im-
bauan Jokowi itu wajar sebagai Kepala
Negara. Selain itu, tidak ada ajakan
dari Jokowi kepada TNI-Polri untuk
mengampanyekan calon tertentu.

Pelatihan Saksi yang Menyingung Kecurangan

Dalil: Prabowo-Sandi mempermas-
alahkan pelatihan saksi yang digelar
TKN Jokowi-Ma’ruf. Salah satu materi
pelatihan menyebut kecurangan sebagai
bagian dari demokrasi.

Pertimbangan MK: Menurut MK,
berdasarkan keterangan saksi, pada
saat itu tidak ada pelatihan untuk ber-
tindak curang. Hasil konfirmasi pihak
panitia, istilah “kecurangan bagian dari
demokrasi” harus dipahami secara utuh.
Istilah itu hanya untuk menarik minat
peserta pelatihan dan memahami bah-
wa kecurangan bisa saja terjadi dalam
pemilu.

Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan
Masif

Dalil: Prabowo-Sandi mendalilkan ada-
nya kecurangan terstruktur, sistematis,
dan masif (TSM) yang harus diusut MK.

Pertimbangan MK: Menurut Mahkamah,
persoalan tersebut menjadi kewenangan
Bawaslu. Dalam Peraturan Bawaslu
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyele-
saian Pelanggaran Administratif Pemilu
telah diatur apa saja yang menjadi objek
pelanggaran administrasi pemilu yang
TSM.



5. Penyalahgunaan APBN

Dalil: Prabowo-Sandi menuduh ada pen-
yalahgunaan APBN untuk kepentingan
Pilpres. Salah satunya berupa kebijakan
menaikkan gaji PNS, TNI, dan Polri.

Pertimbangan MK: Menurut MK,
pemohon tidak merujuk definisi hukum
mengenai money politics. Hal tersebut
membuat dalil pemohon menjadi tidak
jelas, apakah itu sebagai modus politik
vang atau vote buying. Terlebih lagi,
pemohon tidak dapat membuktikan
adanya pengaruh dalil tersebut pada
perolehan hasil suara. Menurut hakim,
pemohon hanya mendasarkan pada
logika dan nalar untuk mengaitkan
kenaikan gaji dengan pengaruhnya atas
pilihan dukungan PNS, TNI, dan Polri.

6. Ajakan Berbaju Putih

Dalil: Prabowo-Sandiaga memperma-
salahkan ajakan Jokowi-Ma’ruf agar
mengenakan baju putih ketika ke TPS.
Menurut mereka, ajakan tersebut me-
rupakan pelanggaran serius.

Pertimbangan MK: Menurut Mahka-
mah, selama persidangan tidak ada
fakta yang menunjukkan intimidasi
yang disebabkan ajakan mengenakan
baju putih. Selain itu, tidak ada fakta
pengaruh ajakan tersebut terhadap
perolehan suara.

7. Penghitungan Suara Pilpres 2019 Versi 02

Dalil: Prabowo-Sandi meminta MK me-
netapkan hasil Pilpres sesuai versi per-
hitungan mereka, yaitu Jokowi-Ma’ruf
mendapat 63,57 juta (48 persen) dan
Prabowo-Sandiaga 68,65 juta suara (52
persen).

Pertimbangan MK: MK menilai Pra-
bowo-Sandi tidak bisa menunjukkan
bukti yang cukup bagaimana perolehan
suara versi mereka itu bisa didapat.
Pemohon tidak melampirkan bukti
rekapitulasi yang lengkap untuk seluruh
TPS. Formulir C1 yang dilampirkan
juga merupakan hasil foto atau fotokopi,
bukan hasil C1 resmi yang diserahkan
ke saksi pemohon.

8. Nol Suara Prabowo-Sandi

Dalil: Prabowo-Sandi menyebut ada
sekitar 5.268 TPS di mana suara Pra-
bowo-Sandiaga nol. Tim 02 merasa hal
itu mustahil terjadi. Ada indikasi kuat
terjadi kecurangan.

Pertimbangan MK: Menurut Mahka-
mabh, berdasarkan diksi yang digunakan,
tim 02 tidak bisa memastikan jumlah
dan lokasi TPS yang dipersoalkan.
Kalaupun benar ada TPS yang Pra-
bowo-Sandiaga tidak mendapat suara,
menurut Mahkamah hal itu tidak serta
merta bisa dikatakan mustahil. Faktan-
ya, Jokowi-Ma’ruf juga tidak mendapat
suara di sejumlah TPS.

9. TPS Siluman

Dalil: Pemohon mendalilkan ditemukan
2.984 TPS siluman. Hal ini dikaitkan
dengan tudingan penggelembungan
895.200 suara. Angka-angka tersebut
diperoleh dengan membandingkan
jumlah TPS yang ditetapkan KPU se-
banyak 810.352 TPS, dengan data TPS
di Situng sebanyak 813.336.

Pertimbangan MK: Menurut Majelis,
kubu 02 tidak mampu menunjukkan
di daerah mana TPS siluman tersebut
berada. Selain itu, tidak dijelaskan
bagaimana penggelembungan suara
dilakukan dan untuk keuntungan siapa.

10. BIN Tak Netral

Dalil: Prabowo-Sandi menuduh BIN
tidak netral dalam Pilpres 2019. Salah
satu alasan yang dipakai adalah kehad-
iran Kepala BIN di acara HUT Ketua
Umum PDI-P.

Pertimbangan MK: Menurut pertim-
bangan hakim, bukti kedekatan antara
Kepala BIN Budi Gunawan dan Ketua
Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Mega-
wati Soekarnoputri tidak bisa serta merta
menjadi alasan tuduhan ketidaknetralan
BIN dalam pemilu. Hadirnya Budi
Gunawan selaku Kepala BIN di acara
ulang tahun PDI-P merupakan suatu
yang biasa. Sebab, acara tersebut juga
dihadiri oleh pejabat negara lainnya.
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11.

12.

13.

14.

Pembukaan Kotak Suara

Dalil: Pemohon mempersoalkan pembu-
kaan kotak suara di depan minimarket
berdasarkan rekaman video.

Pertimbangan MK: MK menilai, bukti
itu tidak valid karena tak ada keterangan
tambahan mulai dari siapa petugas di
video hingga alamat minimarket. Tidak
dijelaskan juga apa korelasi video itu
dengan perolehan suara capres 01 dan
capres 02.

Berita dari

Dalil: Pemohon menggunakan pembe-
ritaan sejumlah media daring sebagai
bukti. Pemberitaan yang dikutip terkait
sejumlah peristiwa yang dianggap bukti
adanya kecurangan TSM.
Pertimbangan MK: Menurut MK,
fotokopi berita daring itu tidak dapat
dijadikan alat bukti. Sekalipun peristiwa
tersebut benar terjadi, menurut Mahka-
mah masih harus dibuktikan dengan
bukti lain yang menyatakan adanya
pengaruh terhadap pemilih.

Keberpihakan Pers

Dalil: Pemohon menuduh ada keber-
pihakan pers ke kubu Jokowi-Ma’ruf
dalam Pilpres 2019.

Pertimbangan MK: Menurut Mahka-
mah, kebebasan pers dan media tidak
bisa sedikit pun diganggu oleh siapa
pun kecuali sesuai kewenangan yang
diatur undang-undang. Masing-masing
lembaga pers memiliki kebijakannya
sendiri dan tidak bisa didikte.

Kehilangan 2.871 Suara dalam Sehari

Dalil: Pemohon menuduh ada keber-
pihakan pers ke kubu Jokowi-Ma’ruf
dalam Pilpres 2019.

Pertimbangan MK: Menurut Mahka-
mah, kebebasan pers dan media tidak
bisa sedikit pun diganggu oleh siapa
pun kecuali sesuai kewenangan yang
diatur undang-undang. Masing-masing
lembaga pers memiliki kebijakannya
sendiri dan tidak bisa didikte.
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15. Surat Suara Tercoblos

*  Dalil: Pemohon mempermasalahkan su-
rat suara tercoblos sebelum pemungutan
suara 17 April 2019.

e Pertimbangan MK: Mahkamah tidak
mendapat keyakinan atas seluruh bukti
video yang diajukan. Setelah mencer-
mati video, MK tidak menemukan fakta
lanjutan, apakah surat suara tersebut
dihitung atau dinyatakan rusak ketika
penghitungan suara di TPS. Tidak jelas
pula di mana lokasi kejadian hingga be-
rapa jumlah surat suara yang tercoblos.
Mahkamah tidak memiliki keyakinan
bahwa surat suara tercoblos dalam bukti
tersebut memiliki korelasi dengan dalil
pemohon.

Dari dalil-dalil dan pertimbangan-pertim-
bangan dalam putusan tersebut, yang menjadi
pokok permasalahan yang merupakan bagian dari
demokrasi siber yaitu pemberitaan daring dan
keberpihakan pers yang dianggap telah menjadi
salah satu penyebab kekalahan pasangan urut
Prabowo-Sandi.

Sebelum diajukannya gugatan sengketa
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masa
pendukung Prabowo-Sandi, pada tanggal 21-
22 Mei 2019 melakukan demonstrasi untuk
memprotes hasil perhitungan suara KPU di
sekitar gedung Badan Pengawas Pemilu Republik
Indonesia (Bawaslu RI). Aksi tersebut yang ber-
mula merupakan aksi protes damai, kemudian
berubah menjadi ricuh akibat adanya provokator
di antara pengunjuk rasa. Akibat dari demonstrasi
ini pemerintah melakukan tindakan sementara
untuk membatasi akses media sosial dengan
alasan untuk mencegah penyebaran diinformasi.

Pembatasan media sosial tersebut yang
dilakukan oleh pemerintah banyak dinilai oleh
berbagai pihak telah menciderai demokrasi
di dunia siber. Hal ini mengingat demokrasi
merupakan bentuk kedaulatan yang dimiliki
oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasinya
dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden.
Padahal, sebelum diselenggarakannya pemilihan
umum 2019 pemerintah tidak pernah melakukan
upaya pembatasan media sosial guna untuk
mencegah penyalahgunaan disinformasi.



Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas,
tulisan ini membahas demokrasi siber pasca pemi-
lu2019. Paparan mencakupi makna demokrasi si-
ber, pelaksanaan demokrasi siber oleh pemerintah
dan hal yang bisa dilakukan untuk menguatkan
demokrasi di ruang siber, terutama pendewasaan
masyarakat dalam berdemokrasi di ruang siber.

DEMOKRASI SIBER DI INDONESIA

Istilah Demokrasi Siber

Internet dalam penetrasinya tidak lepas dari
nilai-niliai delibratif demokrasi, seperti halnya ke-
sukarelaan (voluntarism), kesamaan (egaliterian),
dan praktik berjenjang (networking) dalam ber-
masyarakat (Jati, 2016). Kehidupan dalam pene-
trasi tersebut membuat masyarakat dapat dengan
mudah untuk membentuk kelompok-kelompok
masyarakat berdasarkan kesamaan minat maupun
gagasan tertentu. Dengan adanya ruang untuk
meluapkan jati diri sehingga membentuk masya-
rakat yang dinamis dan heterogen yang semula
dilakukan dalam komunikasi konvensional dan
membuat publik ramai dan aktif dalam bersosial
media di jaringan internet. Bukan hanya itu saja,
ruang maya membuat banyak masyarakat untuk
berpikir kritis dalam menilai suatu peristiwa yang
terjadi seperti fenomena perpolitikan yang sedang
berlangsung.

Keberlangsungan cyber space melahirkan
relasi antara internet dengan demokrasi untuk
mencapai tujuan, yaitu aktivisme dan preservasi.
Aktivisme adalah gerakan politik, sedangkan
preservasi adalah ruang untuk mewujudkan
demokrasi. Dengan demikian dapat dimaknai
bahwa aktivisme dan preservasi merupakan wa-
dah untuk membuat suatu gerakan di ruang maya
untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi.
Melalui informasi, masyarakat diharapkan memi-
liki kemampuan untuk dapat menentukan pilihan
yang terbaik baginya, sehingga demokrasi dapat
terdistribusi dengan baik dan adil bagi seluruh
kalangan masyarakat tanpa memandang strata
sosial. Menurut John Rawls (1999), sebagaimana
kondisi demokrasi dalam dunia siber, mengatakan
bahwa informasi akan mendorong terwujudnya
keadilan formal, yaitu keadilan yang memberi-
kan kedudukan yang sama kepada masyarakat.

Kemudian Don Ihde (dalam Francis Lim, 2012)
menjelaskan bahwa seharusnya teknologi dibuat
untuk mengabdi kepada kepentingan-kepentingan
kemanusiaan, hal ini dikarenakan keberadaan
teknologi merupakan kepanjangan tangan dari
manusia termasuk diantaranya teknologi komu-
nikasi dan informasi.

Teknologi komunikasi dan informasi yang
tercipta dari penetrasi cyber space telah mela-
hirkan media baru. Dalam pemikiran Lievrouw
dan Livingstone (2006), kekhasan media baru
terlihat dalam tiga hal, yakni soal materi, praktik
komunikasi, dan pengorganisasian sosial. Ketiga
hal tersebut melahirkan proses interaksi dan ber-
komunikasi menjadi sangat mudah. Oleh sebab
itu, penyaluran dan partisipan masyarakat dapat
terealisasi dengan baik. Jika dahulu penyampaian
pendapat dilaksanakan secara vertikal (langsung),
kini penyaluran pendapat tersebut dapat dilaku-
kan secara horizontal (tidak mengenal ruang),
sehingga demokrasi yang bersifat partisipatoris
dapat diwujudkan dalam sarana komunikasi
baru berbasis teknologi informasi. kiefAkan
tetapi perkembangan demokrasi yang seperti
ini memunculkan masalah baru. Hal ini sejalan
dengan pemikiran Karl Max (dalam Rustono
Faarady Marta, 2017) yang mengatakan bahwa
teknologi komunikasi dan informasi hanya men-
jadi alat bagi kaum kapitalis untuk memanfaatkan
keuntungan tersendiri. Tidak semua masyarakat
dapat menikmat akses internet. Sehingga pem-
bagian jaringan komunikasi tersebut hanya bisa
dimanfaatkan oleh orang-orang yang sanggup
membayar biaya pemanfaatan teknologi.

Dalam era digital ini telah terjadi suatu
“Automatizion of Transformations” (Alaydrus,
2015) yang artinya setiap orang dapat dengan
mudah mengakses segala informasi yang dibu-
tuhkan secara otomatis dan cepat tanpa adanya
halangan yang membatasi. Dengan demikian,
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
menunjukkan bahwa eksistensi demokrasi telah
memasuki babak baru, yaitu kebebasan beraspi-
rasi dan berpartisipasi bagi masyarakat dalam
suatu negara berdemokrasi. Ruang baru telah
menciptakan manusia untuk ikut serta terlibat
dalam berbagai peristiwa yang telah terjadi serta
masyarakat dapat memberikan tanggapan atau
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menyampaikan apa yang ingin disampaikan
melalui media sosial. Segala hal yang terjadi ini
sifatnya ialah baik apabila kita mampu menyika-
pinya dengan baik pula, akan tetapi hal semacam
ini juga akan membawa dampak yang negatif
pula apabila kita menyikapi kemajuan zaman ini
tanpa filter yang baik pula. Arus teknologi ini
telah membawa tantangan bagi kelangsungan hi-
dup demokrasi di seluruh dunia, masyarakat akan
semakin menjadi sakral bagi kelangsungan hidup
demokrasi di era digital, dan masyarakat akan
menjadi sebuah perhatian tersendiri bagi para
pembuat keputusan dalam mengambil langkah
terkait aspirasi mereka (masyarakat siber) melalui
media sosial.

Sifat dari media sosial memiliki arti kebe-
basan yang menjadi landasan bagi demokrasi, hal
ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan
oleh Harbermas (George, 2017) yang menggam-
barkan demokrasi di analogikan dengan Kedai
kopi di Inggris dan kedai minum di Prancis akan
dijadikan landasan sebagai suatu kaum yang ingin
berkembang dan saling berbagi informasi tentang
perdagangan, perpolitikan, dan gaya hidup baru.
Harbernes juga berpendapat bahwa adanya
kanal-kanal komunikasi yang tidak terdistorsi
memberikan penekanan yang sangat penting bagi
sarana utama dalam pembebasan terhadap parti-
sipasi di ranah publik. Ruang untuk masyarakat
dapat melakukan interaksi dengan masyarakat
yang luas. Selain itu, kanal yang bersifat objektif
dan imparsial memberikan wadah baru untuk
membantu kelompok minoritas agar turut serta
aktif dalam ruang baru tersebut. Dengan kata
lain, komunikasi yang tidak terdistorsi member-
ikan posisi dan hak yang setara bagi kelompok
minoritas. Sebagaimana yang dikemukakan
oleh Herbermas mengenai konsep ranah publik
yang seharusnya tidak terinstitusionalisasi dapat
diakses oleh publik dan tidak dapat diganggu
gugat oleh siapa pun termasuk klaim-klaim oleh
negara maupun pasar. Kewenangan yang tidak
mementingkan hak dan posisi dapat mengancam
keseimbangan dan menyudutkan kelompok mi-
noritas. Lebih lanjut lagi, ruang publik bukanlah
suatu keharusan yang dimiliki secara alamiah
melainkan ruang publik merupakan kesatuan
yang terdiri dari beberapa ruang karena ruang
publik mencerminkan masyarakat yang pluralitas.
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Keberagaman ruang publik seharusnya dapat
menampung opini-opini masyarakat khususnya
dalam kebebasan berpendapat.

Sejalan dengan pemikiran Harbermas,
Marshall McLuhan (Dedy Kusuma Habibi, 2018)
dalam gagasannya dalam karya Understanding
Media: The Extension of Man mengajukan suatu
konsep untuk menyediakan perwakilan peme-
rintah secara tidak langsung melalui teknologi
informasi yakni dalam hal ini media baru yang
selalu tumbuh dan berkembang dalam menjang-
kau masyarakat di mana pun berada. Dalam karya
tersebut dijelaskan pula bahwa pemerintah dalam
representasinya secara tidak langsung menja-
dikan negara dan masyarakat secara keseluruhan
terlihat begitu rumit dan samar untuk dipahami
oleh masyarakat. Oleh sebab itu, berkembangnya
teknologi media baru bukan hanya menjadikan
dunia sebagai akses informasi secara lokal
melainkan sebagai sebuah partisipasi baru yang
dimana setiap orang dapat turut serta dan terlibat
dalam isu-isu global maupun persoalan lokal.

Pada dasarnya sistem demokrasi harus diwu-
judkan kedalam tiga karakteristik yang pertama
adanya independensi dari media yang mengarti-
kan bahwa independensi bersifat merdeka, tidak
adanya campur tangan baik dari pemerintah
maupun pihak swasta termasuk dalam campur
tangan pasar. Kedua, adanya prinsip akuntabilitas
dalam media yakni pertanggungjawaban secara
profesional baik terhadap masyarakat umum
maupun khalayak sosial. Terakhir, adanya sistem
keberagaman, baik keberagaman politik maupun
keberagaman sosial dalam media. Sebagaimana
yang dikemukakan oleh Antony Giddens (Manap
Solihat,2015) dalam karyanya The Third Way
yang menyatakan bahwa sistem media alternatif
memerlukan adanya pencampuran antara prinsip
liberalisme dan sosialisme. Dalam pemikirannya
pasar mendapatkan kedudukan yang terhormat
akan tetapi peran dari pasar tidak dapat meng-
gantikan peran negara. Secara keseluruhan dari
apa yang disampaikan Antony Giddens masih
memberikan ruang untuk menjamin terciptanya
demokrasi. Demokrasi yang dimaksud bukan
mengandung arti pemerintahan melainkan negara
dalam arti luas yang terbentuk karena adanya
kesepakatan rakyat. Sebagai media alternatif yang



bersifat demokratis dibangun dengan landasan
sebagai berikut.

1. Dibangun dengan tujuan media sebagai inti
dalam melayani publik;

media dibentuk untuk masyarakat;

media swasta bersifat komersial;

media sebagai agen pemasaran sosial;
media sebagai alternatif dalam berkomuni-
kasi.

nhkwbn

Landasan sebagaimana diatas merupakan inti
dari mekanisme pasar yang bekerja berdasarkan
prinsip-prinsip fairness dan impersial. Kondisi
demikian, memiliki orientasi untuk melakukan
pemberitaan yang objektif dan memberikan
pelayanan publik untuk menjamin keberagaman
sosial maupun keberagaman politik sebagaimana
semboyan kita Bhineka Tunggal lka. Dalam
demokrasi yang terwujud di media harusnya
lebih mengedepankan pada fungsinya yaitu mem-
berikan sumber informasi kepada setiap orang
mengenai apa yang terjadi sesungguhnya dan
memberikan fungsi edukasi yakni mengajarkan
bagaimana fakta-fakta yang terjadi secara ob-
jektif. Wacana publik yang dibentuk oleh media
menjadikan sebagai platform terbentuknya opini
publik, sehingga dalam hal ini masyarakat dalam
menyikapi suatu permasalahan mengacu pada apa
yang telah diberitakan oleh media. Oleh sebab
itu, media merupakan peran yang sangat penting
dalam keberlangsungan demokrasi siber.

Keterbukaan informasi memberikan tanta-
ngan tersendiri terhadap demokrasi. Penyebaran
informasi tersebut tanpa adanya filter dapat
mengancam makna dari kebebasan demokrasi.
Dengan demikian diperlukannya suatu norma
yang mengatur pembatasan-pembatasan dalam
berekspresi yakni dengan memperhatikan
kaidah-kaidah yang berpedoman pada Pancasila.
Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi
pada dasarnya merupakan alat lintas batas da-
lam menyajikan akses informasi bagi publik.
Kebebasan memperoleh informasi dan memberi-
kan informasi dapat berpotensi melahirkan politik
di dunia digital. Poin pentingnya kemampuan
publik untuk memperoleh informasi menjadikan
publik terbuka dalam menyampaikan opini terkait
dengan masalah, fenomena masyarakat, dan
dalam penentuan pengambilan kebijakan oleh
pemerintah.

Memasuki era demokrasi saat ini bagaikan
pedang bermata dua. Di satu sisi terlihat begitu
baik, harmonis, penuh kebahagiaan dalam mena-
warkan janji-janji yang membuat masyarakat
terpukau. Di sisi lain, tersembunyi risiko-risiko
yang siap mengintai dari sudut kegelapan yang
dapat menciderai makna demokrasi. Penggunaan
teknologi yang berlandaskan demokrasi disebut
pula sebagai elektronik demokrasi (e-demokra-
si). Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh
Stephen Coleman dan Donald F. Morris (dalam
Ahmad Alwaji, 2014) yang mendefinisikan arti
e-demokrasi sebagai penggunaan teknologi in-
formatika dan komunikasi untuk memfasilitasi
dan meningkatkan kinerja demokrasi. Dari teori
tersebut kemudian dikembangkan menjadi sub
bagian dalam elektronik demokrasi, yaitu e-go-
vern ment, e-votting,e-forum, dan lain-lain.

Terbentuknya elektronik demokrasi dilandas-
kan pada suatu ideal yang dibangun dari pengelo-
laan teknologi, informasi, dan komunikasi yang
bersumber pada prinsip-prinsip demokrasi yaitu
meningkatkan partisipasi, transparansi, akuntabil-
itas, serta kesetaraan hak dan kewajiban sebagai
warga negara khususnya hak untuk mendapatkan
informasi. Demokrasi yang ideal dalam penetrasi
elektronik diharapkan mampu dapat memotong
sistem birokrasi yang begitu rumit, sehingga
negara mampu menghidupkan akses publik yang
tidak dibatasi oleh ketidakadilan atas informasi.
Dengan demikian, demokrasi elektronik dapat
dikatakan sebagai wadah baru untuk menciptakan
sebuah inovasi dalam proses berpolitik sebagai
sarana demokrasi. Ruang publik yang bernuansa
elektronik dapat dikatakan sebagai pelengkap
untuk memperkuat demokrasi. Hal ini sebagaima-
na yang disampaikan oleh Morriset (2013) yang
menawarkan terdapat enam hal penting dalam
menguatkan demokrasi di internet, yaitu akses
sebagai jalur untuk mencapai tujuan, informasi
dan edukasi sebagai penyaluran ilmu pengeta-
huan, diskusi sebagai bentuk kebebasan dalam
mengemukakan pendapat, musyawarah sebagai
alat untuk menentukan keberlangsungan (deli-
beratif), pilihan dan aksi sebagai bentuk protes
atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dari
keenam gagasan yang disampaikan oleh Morriset
terdapat satu gagasan penting yang harus dimi-
liki dalam demokrasi elektronik, yaitu akses.
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Demokrasi di internet hanya akan menjadi kuat
apabila setiap warga negara memiliki hak yang
sama untuk dapat mengakses internet. Sebaliknya
apabila setiap warga negara tidak memiliki hak
yang sama maka partisipasi demokrasi tidak dapat
terjadi karena masih terdapat wilayah-wilayah
yang secara geografis belum dijangkaunya akses
internet. Teknologi yang baik seyogyanya dapat
memberikan suatu solusi atas masalah akses
masyarakat dengan diskusi di ruang baru.

Diskusi internet dengan berbagai latar
belakang pengalaman maupun pendidikan
dapat memberikan gambaran masyarakat yang
majemuk sehingga dapat memberikan suatu
solusi atas permasalahan. Keterbatasan peran
masyarakat dalam media baru mengakibatkan
sedikitnya informasi yang diterima. seharusnya
keterbatasan dapat dihilangkan dengan adanya
internet sebagai ruang baru untuk mendapatkan
informasi dan pendidikan bagi setiap warga
negara. Diskusi tersebut melahirkan dialog yang
dapat menstimulasi bukan hanya sekedar diskusi
mengenai kehidupan bernegara melainkan dapat
pula berdiskusi mengenai bagaimana memajukan
suatu bangsa. Kehadiran internet memberikan
fasilitas kepada masyarakat untuk dapat berdialog
secara tidak langsung dengan para pemimpin
yang menjalankan pemerintahan baik itu melalui
kanal resmi pemerintah maupun kanal tidak resmi
seperti surat terbuka yang dibuat masyarakat
digital melalui media sosial untuk memberikan
masukan bagi pemerintah.

Keterbukaan masyarakat dengan pemerintah
menggambarkan demokrasi dalam arti tidak
mengenal lagi batas atau strata sosial dengan
demikian pertimbangan-pertimbangan yang lahir
dari masyarakat maupun pemerintah telah men-
jembatani ruang baru untuk melakukan proses
musyawarah khususnya dalam mengambil kepu-
tusan. Oleh karena itu, agar musyawarah dapat
terjadi, segala bentuk masukan, gagasan, dan/atau
penolakan diperlukannya suatu wadah khusus
agar aspirasi yang telah terkumpul tidak lenyap
begitu saja. Internet memungkinkan demokrasi
yang berjalan dalam masyarakat digital menjadi
solusi permasalahan dalam berdemokrasi seperti
pilihan dalam berdiskusi untuk menyampaikan
kebebasan berpendapat mendapatkan ruang baru
atas partisipan dalam menjalankan keberagaman
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alternatif yang diambil. Tanggung jawab peme-
rintah bukan hanya untuk mengedukasi persoalan
yang ada melainkan pula bertanggungjawab
untuk memastikan proses pengambilan suara
atas pilihan masyarakat dapat berjalan secara adil.
Oleh karena itu, proses demokrasi di era digital
harus diberikan ruang tanpa adanya batasan
sehingga terciptanya ruang-ruang baru dalam
berdemokrasi.

Lahirnya Demokrasi Siber di Indonesia

Di Indonesia, setelah rezim Soeharto tumbang,
media Indonesia memasuki babak baru yaitu era
digital. Internet merupakan media komunikasi
yang benar-benar baru setelah runtuhnya rezim
Soeharto. Sejarah mencatat bahwa media baru
tumbuh bersamaan dengan perkembangan
teknologi. Awal mula perkembangan teknologi
ditandai dengan ditemukannya mesin cetak oleh
Gutenberg pada abad ke-18. Kemudian pada ta-
hun 1920 muncul lah jurnalis radio yang ditandai
dengan penemuan radio. Setelah itu pada abad
ke-20 lahir lah jurnalis broadcasting yang ditandai
munculnya televisi. Dalam perkembangan saat ini
pada tahun 2013, pemanfaatan teknologi yang
ditandai dengan munculnya pengguna internet
masyarakat perlahan mulai beralih kedalam media
baru yakni media siber. berdasarkan lembaga riset
Markplus Insight, Jumlah penggunaan internet
Indonesia terus tumbuh hingga mencapai 100 juta
jiwa ditahun 2015 (Cyntia, 2016).

Peningkatan jumlah internet di Indonesia
diwarnai dengan munculnya media sosial. Dalam
hal ini Indonesia dikenal sebagai pengguna media
sosial yang paling aktif. Sebut saja penggunaan
Twitter dan Facebook di Indonesia tercatat
sebagai pengguna yang paling aktif. Selain itu,
Indonesia juga dikenal sebagai pengguna yang
paling giat mencari informasi. Kehadiran media
sosial menjadikan masyarakat candu terhadap
pemakaian teknologi baru. Media memainkan
peran penting dalam berdemokrasi. Hal ini
sejalan dengan pemikiran Edmun Burke (AJI
Indonesia, 2013) yang mengatakan bahwa media
merupakan landasan berpijak demokrasi sebagai
pilar keempat. Dalam hal ini Burke menjelaskan
bahwa media dapat berperan sebagai peng-
awas demokrasi, khususnya sebagai pengawas



kinerja pemerintah dalam konsep trias politika
yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep
trias politika tersebut dalam demokrasi dalam
peranan media dianggap sebagai anjing penjaga
dalam menyajikan berita. Kerap disebutkan
bahwa media merupakan darah kehidupan bagi
demokrasi. Sebab demokrasi yang ideal adalah
demokrasi yang memiliki pertukaran informasi
yang simetris. Dalam konteks demokrasi digital,
jurnalis memegang peranan penting dalam disem-
inasi informasi publik. Sementara itu, informasi
merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai
atmosfer yang melahirkan benih-benih demokrasi
yang diantarnya kesetaraan, berkembangnya
pertumbuhan, dan keterbukaan akses dalam
menyampaikan gagasan. Oleh karena itu, etika
yang dijalankan oleh seorang jurnalis melekat
erat dengan praktik berdemokrasi. Lahirnya jur-
nalis ke dalam keberagaman menunjukkan bahwa
demokrasi dalam dunia digital tidak mendiko-
tomikan media, sehingga media dapat berperan
dan menjalankan fungsinya sesuai degan prinsip
keterbukaan dan independensi.

Lahirnya media di Indonesia tidak lepas
dipengaruhi dari kondisi bangsa kita, yang mem-
bicarakan persoalan politik, sosial, budaya, regu-
lasi, dan isu teknologi yang terus muncul. Dengan
demikian, peradaban dunia yang ingin memasuki
dan menggunakan pemanfaatan penuh teknologi
dan informasi kini mulai dirasakan di Indonesia.
Internet hadir dan memporak-porandakan tatanan
kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi
yang begitu masif melahirkan konten yang diha-
dapkan pada pertumbuhan pengguna teknologi,
sebut saja masyarakat digital yang saat ini sedang
merasakan euforia kebebasan berekspresi di me-
dia sosial. Akan tetapi kebebasan ekspresi yang
dimiliki oleh masyarakat memiliki kekhawatiran
tersendiri, yaitu dihadapkan dengan problematika
antara kebebasan berekspresi yang dijamin oleh
hak asasi manusia dengan keamanan serta tuduh-
an adanya pencemaran nama baik yang diarahkan
kepada antarpengguna media sosial maupun
kepada perusahaan swasta maupun pemerintah.

Selain dari permasalahan di atas, industri me-
dia cetak juga sedang dihadapkan pada transfor-
masi digitalisasi. Dengan maraknya masyarakat
yang beralih dari media konvensional ke media

digital membawa dampak yang sangat signifikan
terhadap media konvensional, yaitu menurunnya
minat pembaca yang berdampak pada keuangan
perusahaan. Persoalan menjadi kompleks ketika
internet memberikan kemudahan bagi siapa saja
yang melakukan transformatif digital khususnya
media, akan tetapi transformasi digital ini dinilai
banyak merugikan masyarakat, karena dengan
kemudahan membuka media baru, jurnalis baru
di media sosial kerap sekali tidak memiliki kode
etik jurnalis, akibatnya banyak beredar berita
yang tidak benar (hoaks). Selain itu, layanan in-
formasi berbasis teknologi informasi menjadikan
masyarakat bergembira karena publik mendapat-
kan beragam informasi yang luas, beragam, dan
murah. Karena segalanya dapat diakses melalui
satu perangkat yakni internet. Akan tetapi bagi
media, perubahan ini membawa arus perubahan
yang dapat menggoyang perindustrian bisnis
permediaan.

Dengan demikian, sebagaimana yang telah
dikemukakan diatas, bahwa peran media seperti
anjing penjaga, dalam era saat ini sudah tidak
relevan lagi, hal ini dikarenakan elemen media
sosial telah menjadikan ruang baru sebagai
jembatan dalam pengaruh gelombang demokrasi
saat ini. Sebut saja perubahan media kedalam
digital menjadikan ruang baru untuk melakukan
penyebaran pendapat yang kemudian dapat
mengorganisasikan massa untuk melakukan aksi
baik melalui tulisan maupun unjuk ras. Hal ini
sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia pada
tahun 1998.

Wajah baru media saat ini terlihat dari visual
yang ditampilkan oleh masing-masing platform,
yakni mulai dari kecepatan yang disajikan dan
kualitas dari konten yang disampaikan. Yang
membedakan media sosial konvensional dengan
media digital, yaitu terlihat dari proses interak-
sinya. Media digital bukan hanya menyajikan
pemberitaan saja, melainkan juga menyediakan
ruang-ruang untuk melakukan komentar, berdi-
skusi, forum, maupun membuat blog pribadi.
Dalam pengertian seperti ini, media baru sebagai
alat diseminasi informasi telah menghilangkan
batas, yaitu jarak dan waktu. Berbagai macam
berita bisa dimiliki, dibaca kapan pun, dan
sebanyak-banyaknya tanpa khawatir rusak atau
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hilang. Melalui Internet berbagai macam peris-
tiwa dan informasi yang disajikan media baru
dapat dengan mudah diakses melalui perangkat
elektronik berbasis internet.

Kemunculan internet dan beralihnya masya-
rakat ke era digital membuat pemangku kebijakan
untuk melahirkan peraturan yang berguna untuk
melindungi masyarakat digital dalam menjaga
keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
Dalam hal ini lahirlah Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik atau yang dikenal dengan sebutan UU
ITE. Undang-undang ini merupakan undang-un-
dang pertama di bidang Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi
yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir
yang meletakkan dasar pengaturan di bidang
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Rezim hukum baru dalam dunia digital dike-
nal sebagai hukum siber atau hukum telematika.
dalam dunia internasional rezim ini dikenal
dengan sebutan cyber law. Istilah hukum ini digu-
nakan sebagai dasar pijakan dalam pemanfaatan
teknologi dan informasi berbasis kebijakan yang
menjadikan patokan masyarakat digital dalam
melangsungkan kehidupan. Sedangkan hukum
telematika merupakan perwujudan dari kon-
vergensi hukum telekomunikasi, hukum media,
dan hukum informatika. Istilah lain yang juga
digunakan adalah hukum teknologi informasi
(law of information technology), hukum dunia
maya (virtual world law), dan hukum mayantara.
Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan
yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer
dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal
maupun global (Internet) dengan memanfaatkan
teknologi informasi berbasis sistem komputer
yang merupakan sistem elektronik yang dapat
dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang
sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan
penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau
transaksi secara elektronik, khususnya dalam
hal pembuktian dan hal yang terkait dengan
perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui
sistem elektronik.

Sementara itu, berkaitan dengan kebijakan
berdemokrasi, landasan berpijak masyarakat
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digital dalam menjalankan demokrasi siber tidak
pernah lepas dari konstitusi kita, yakni kedaulatan
berada di tangan rakyat, rumusan tersebut lah
yang menjadi sari pati Indonesia menjalankan
demokrasi. Di dalam Undang-Undang Dasar
(UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945,
secara jelas menempatkan kedaulatan rakyat
pada pasal 1 Ayat 2, yang menegaskan bahwa
“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilak-
sanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan
diterjemahkan dalam bentuk Pemilihan Umum
(Pemilu). Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 menyebut-
kan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil sekali dalam lima tahun”.

Konstruksi Penguatan Demokrasi Pasca
Pemilu 2019

Pelaksanaan Pemilu sebagai terjemahan dari prin-
sip kedaulatan rakyat, memperlihatkan beberapa
persoalan tentang demokrasi-Pemilu. Apabila
kita korelasikan pemaparan sebelumnya dengan
perkembangan demokrasi Slber sebelum dan
sesudah dilaksanakannya pemilu 2019, adapun
peristiwa hukum yang terjadi berkaitan dengan
pemilu 2019, yaitu:

1. Pertama, munculnya istilah kecebong dan
kampret. Kecebong merupakan sebutan yang
diberikan oleh pendukung Prabowo-Sandi
kepada pendukung Jokowi-MA’aruf, dan
kampret adalah sebutan yang diberikan
oleh pendukung Jokowi-Ma’aruf kepada
pendukung Prabowo-sandi. Masing-masing
pendukung ini saling mengeluarkan gagasan
dan upaya dukungan kepada masing-masing
pasangan calon dalam pilpres 2019. Upaya
yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu
dengan mencari kelemahan-kelemahan dan
kelebihan-kelebihan dari masing-masing
pasangan calon. Tindakan yang dilakukan
oleh kedua belah pihak tersebut, berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ten-
tang Pemilihan Umum dapat dikategorikan
sebagai bentuk dari kampanye yaitu kegiatan
peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih
dengan menawarkan visi, misi, program,
dan/atau citra dari peserta pemilu.



Kampanye pemilu merupakan bentuk
dari bagian pendidikan politik masyarakat
dan dilaksanakan secara bertanggungjawab.
Kemudian berdasarkan Pasal 273 UU
7/2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa
peserta kampanye pemilu terdiri dari anggota
masyarakat, dan dalam hal ini kecebong dan
kampret merupakan bagian dari masyarakat
yang menyampaikan aspirasinya di media
sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa apa
yang dilakukan oleh kecebong dan kampret
merupakan bagian dari demokrasi yang
dilindungi haknya berdasarkan peraturan
hukum selama tidak menyalahi aturan-aturan
hukum.

Kedua, meningkatnya ujaran kebencian dan
hoaks menjelang pemilu 2019 (Leo Dwi
Jatmiko, 2019), Ferdinadus Setu, Plt. Kepala
Biro Humas Kemenkominfo, mengatakan
bahwa selama bulan Maret 2019 berhasil
mengidentifikasikan sebanyak 457 kabar
bohong, meningkatkan kabar bohong ini
terjadi menjelang hari pencoblosan 17 April
2019. Isu hoaks ini merupakan isu yang ber-
kaitan dengan pemilihan calon presiden 2019
yang ditandai dengan isu politik, kesehatan,
fitnah kepada seseorang, agama, dan peme-
rintahan. ujaran kebencian dan penyebaran
berita bohong bukan merupakan bagian dari
demokrasi, meskipun demokrasi memiliki
makan kebebasan. Padalah kebebasan yang
dimaksud adalah kebebasan untuk menen-
tukan pilihan karena berdasarkan rasional
pikiran dan hati, bukan dengan melakukan
ujaran kebencian ataupun penyebaran berita
tidak benar adanya. Sejalan dengan ciri-ciri
demokrasi, yakni adanya perlindungan hu-
kum guna untuk menciptakan kepastian hu-
kum, maka sudah sewajarnya seseorang yang
melakukan ujaran kebencian dan penyebaran
berita bohong seharusnya dapat diproses oleh
penegak hukum karena tindakan tersebut
merupakan bentuk dari tindak pidana. Akan
tetapi perlu pembuktikan terlebih dahulu
apakah pelaku memang melakukan tindak
pidana tersebut.

Ketiga, adanya pembatasan media sosial.
Pembatasan tersebut dilakukan dengan

membatasi beberapa akses platform fitur.
Media sosial yang dibatasi, yaitu di antara-
nya Facebook, Instagram, dan WhatsApp.
Alasan pemerintah melakukan pembatasan
media sosial berdasarkan keterangan Men-
kominfo adalah untuk membatasi penyebaran
hoaks agar tidak terjadi provokator dengan
membagikan foto, video, meme, atas ujuk
rasa tersebut yang dinilai dapat memicu
emosi masyarakat sehingga masyarakat
menjadi terprovokasi. Lebih lanjut menurut
Menkominfo, pembatasan terhadap akses
sosial media akan memperlambat pengun-
duhan dan pengunggahan video saja, serta
pembatasan ini bersifat bertahap dan semen-
tara. Menkopolhukam menambahkan bahwa
kebijakan ini diambil karena ada skenario
untuk melakukan kekacauan, menciptakan
antipati kepada pemerintahan yang sah dan
menyerang aparat keamanan, sehingga pada
akhirnya untuk mencegah hal-hal yang tidak
diinginkan dan agar masyarakat mendapat-
kan informasi yang akurat. Akan tetapi
banyak sejumlah pengguna media sosial
tidak dapat menggunakan akses media sosial
baik layanan chating maupun penggunaan
data tersebut.

Landasan hukum pemerintah melakukan upa-
ya pembatasan media sosial merujuk pada Pasal
40 Ayat 2a Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa
“Pemerintah wajib melakukan pencegahan penye-
barluasan dan penggunaan informasi elektronik
dan atau dokumen elektronik yang memiliki mua-
tan yang dilarang sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan.” Selanjutnya dalam
Pasal 40 Ayat 2b menyebutkan bahwa, “Dalam
melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud
dalam Ayat 2a, pemerintah berwenang melaku-
kan pemutusan akses dan atau memerintahkan
kepada penyelenggara sistem elektronik untuk
melakukan pemutusan akses terhadap informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar hukum.”

Dari ketentuan Pasal tersebut disebutkan
bahwa yang menjadi alasan penting untuk dapat
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dilakukannya pemutusan akses yaitu adanya
muatan yang melanggar hukum. Ketentuan
yang dimaksud melanggar hukum merujuk pada
perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, yaitu:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmi-
sikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan, yang memiliki muatan
perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik, dan muatan pemerasan dan/atau
pengancaman.

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan berita bohong dan menyesat-
kan yang mengakibatkan kerugian konsumen
dalam Transaksi Elektronik dan informasi
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa ke-
bencian atau permusuhan individu dan/atau
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan
atas suku, agama, ras, dan antar golongan
(SARA).

Berdasarkan ketentuan tersebut, apakah
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat
dikatakan telah sesuai dengan prinsip demokrasi
di dunia siber. Menurut hemat penulis apa yang
dilakukan oleh pemerintah tidak sepenuhnya
benar dan tidak sepenuhnya salah. Hal ini
dikarenakan berdasarkan regulasi yang ada, pe-
merintah diberikan wewenang untuk melakukan
pemblokiran atau memutus akses sementara.
Akan tetapi pembatasan media sosial tersebut ha-
ruslah dilihat terlebih dahulu sejauh mana urgensi
pembatasan media sosial tersebut diberlakukan,
mengingat masih banyak masyarakat yang
membutuhkan media sosial untuk mendapatkan
informasi, pendidikan, bersilaturahmi dengan
keluarga, untuk tujuan ekonomi, dan lain-lain.
Jika pun pembatasan tersebut didasarkan atas
kekhawatiran pemerintah karena adanya ancaman
yang dapat membahayakan kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, harusnya ketika
pemerintah mengeluarkan pendapat tersebut
harus dibuktikan terlebih dahulu dengan mem-
buat pemberitahuan kepada masyarakat atas
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bahaya tersebut. Hal ini dikarenakan Indonesia
merupakan negara hukum sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dengan memerhatikan
segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan
oleh pejabat publik harus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pembatasan akses media sosial
dapat dikatakan tidak mencerminkan keadilan
kepada masyarakat, pada dasarnya keadilan
dibuat untuk melindungi kepentingan ma-
syarakat dan dibuat tidak sepihak, melainkan
harus adanya persetujuan dari masyarakat yang
dimaksud. Padahal dalam konsiderans Peraturan
Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang
Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
menyebutkan bahwa internet merupakan salah
satu media perwujudan hak asasi manusia untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi yang
dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari apa yang disampaikan dalam pem-
bahasan sebelumnya, terkait dengan perma-
salahan demokrasi di ruang siber yang meliputi
penyebaran berita hoaks, independensi pers, dan
hingga munculnya pembatasan media sosial yang
dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi
penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi
di ruang siber. Yaitu:

Pertama, berita hoaks sering kali muncul
dari media daring yang tidak terdaftar, artinya
media tersebut lahir tanpa mekanisme proses
pendirian badan usaha sebagaimana mestinya.
Sebagai contoh untuk mendirikan portal media
berita dengan domain .com tidak memerlukan
persyaratan seperti SIUP, TDP, Akta Pendirian
badan usaha, melainkan hanya dengan KTP
saja sudah bisa mendaftarkan domain tersebut,
Kemudahan dalam membuat website inilah yang
menjadi salah satu penyebab dalam penyebaran
hoaks, seharusnya untuk mendirikan media berita
online diperlukannya suatu izin pendirian badan
usaha pers.

Kedua, terhadap media berita daring yang
tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh



pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran
atas media tersebut, tetapi juga menjatuhkan pi-
dana denda terhadap media berita yang menyalahi
aturan tesebut.

Ketiga, dalam ketentuan Pidana Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak
ada sanksi tegas, yaitu pidana denda bagi media
daring yang melanggar kode etik pers, yang ada
adalah sanksi sebagai berikut.

1. Tindak pidana bagi setiap orang yang secara
melawan hukum dengan sengaja melakukan
tindakan yang berakibat menghambat atau
menghalangi pelaksanaan dalam Pasal 4
ayat (2) dan (3) yang berbunyi; terhadap
pers nasional tidak dikenakan penyensoran,
pembredelan atau pelarangan penyiaran;
dan untuk menjamin kemerdekaan pers,
pers nasional mempunyai hak mencari,
memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan
dan informasi.

2. Pidana denda bagi perusahaan pers yang
melanggar Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang
berbunyi Pers nasional berkewajiban
memberitakan peristiwa dan opini dengan
menghormati norma-norma agama dan rasa
kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak
bersalah; dan pers wajib melayani hak jawab,
serta melanggar Pasal 13 yang berbunyi,
perusahaan iklan dilarang memuat iklan: a.
yang berakibat merendahkan martabat suatu
agama dan atau mengganggu kerukunan
hidup antar umat beragama, serta bertentan-
gan dengan rasa kesusilaan masyarakat; b.
minuman keras, narkotika, psikotropika,
dan zat aditif lainnya sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; c. peragaan wujud rokok dan atau
penggunaan rokok.

3. Pidana denda bagi perusahaan pers yang
melanggar pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 yang
berbunyi perusahaan pers wajib berbadan
hukum Indonesia; dan Perusahaan pers wajib
mengumumkan nama, alamat dan penanggu-
ng jawab secara terbuka melalui media yang
bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers
ditambah nama dan alamat percetakan.

KESIMPULAN

Apa yang disampaikan dalam pembahasan di
atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi siber
yang di maksud adalah bukan hanya demokrasi
dalam partisipan secara pemilu saja, melainkan
pula dapat diartikan sebagai demokrasi untuk
memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk
memanfaatkan ruang sebebas-bebasnya dengan
ketentuan tidak melanggar norma-norma yang
berlaku di masyarakat, sehingga msyarakat
mendapatkan hak-hak yang seharusnya dimiliki,
yaitu hak untuk mendapatkan informasi mau-
pun hak untuk menyuarakan pendapat pribadi
terhadap pemerintahan tanpa adanya hambatan
maupun pembatasan oleh penguasa. Terkait de-
ngan permasalahan demokrasi di ruang siber yang
meliputi penyebaran berita hoaks, independensi
pers, dan hingga munculnya pembatasan media
sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun
konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan
demokrasi di ruang siber, yaitu: pertama, berita
hoaks sering kali muncul dari media daring
yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendi-
rikan media berita daring diperlukannya suatu
izin pendirian badan usaha pers, maka dari itu
diperlukannya regulasi mengenai perizinan badan
usaha pers. Kedua, terhadap media berita daring
yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya
oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pem-
blokiran atas media online tersebut, tetapi juga
menjatuhkan pidana denda terhadap media berita
yang menyalahi aturan tersebut. Dengan adanya
pidana denda ini diharapkan dapat memberikan
efek jera dan kekhawatiran akan dikenakannya
pidana denda bagi pemilik berita daring yang
tidak memiliki izin.
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ABSTRACT

This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization

and regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes
it from the other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the
negative influences coming from outside. Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area
ranging from Sabang to Merauke within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
1o maintain Indonesia’s national identity, the government needs to make efforts to unite the nation, one
of which is through decentralization and regional autonomy policies. The government provides a space
for regions to develop their areas and maintain local cultural values as a national unifier. This is a good
means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of national identity. This article
raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective of decentralization
and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research. The
data used are data from interviews and literature studies.

Keywords: decentralization, national identity, regional autonomy

ABSTRAK

Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan
otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya
dengan bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena
pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari
Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas
nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mempersatukan bangsa, salah
satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah-
daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai-nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini
merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk
identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat
dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis
melalui studi literatur.

Kata kunci: desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah

PENGANTAR

Identitas nasional merupakan kekhasan yang dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi dasar
dimiliki suatu negara yang membedakannya negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan
dengan negara-negara lain di dunia. Identitas negara. Selain itu, Indonesia memiliki lambang
nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia negara Garuda Pancasila, bendera merah putih,
mengacu pada cita-cita luhur yang dibangun oleh dan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia.
para pejuang bangsa sehingga menjadi satu tujuan Kesemuanya itu dibingkai dalam Negara Kesa-
bersama berlandaskan pada Pancasila sebagai tuan Republik Indonesia (NKRI).
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Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD NRI) 1945, khususnya di pasal
18B ayat (2) berbunyi “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan
undang-undang. Di sini jelas ada pengakuan
negara mengenai kekhususan atau keistimewaan,
keragaman, dan masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya (Aziz, 2016, p. 2).

Indonesia sebagai negara kesatuan yang
memiliki kedaulatan tunggal, memiliki wilayah
yang luas dengan beraneka ragam suku, agama,
ras, budaya, dan bahasa. Berdasarkan data survei
BPS (2010), Indonesia memiliki 300 kelompok
etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya
1.340 suku bangsa. Suku terbesar di Indonesia
adalah suku Jawa yang jumlahnya mencapai 41%
dari total penduduk Indonesia. Sedangkan suku
terkecil ada pulau Kalimantan dan Papua yang
jumlahnya hanya ratusan orang. Namun, pem-
bagian kelompok suku ini tidaklah jelas, karena
adanya perpindahan penduduk dan pencampuran
budaya yang saling memengaruhi (indonesia.
go.id, 2017).

Sila pertama dari Pancasila adalah “Ketu-
hanan yang Maha Esa”. Dengan demikian di
Indonesia terdapat kelompok-kelompok agama
dan golongan yang diakui oleh Negara, yakni
Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong
Hu Cu. Dari beberapa agama yang diakui tersebut,
mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.
Berdasarkan data Globalreligiousfutures, jumlah
penduduk Indonesia pada 2010 yang beragama
Islam (muslim) sebanyak 209,12 juta jiwa atau
setara 87,17% dari total penduduk yang mencapai
239,89 juta jiwa. Pada 2020, penduduk muslim
Indonesia diprediksi akan bertambah menjadi
263,92 juta jiwa dan meningkat menjadi 256,82
juta jiwa pada 2050. Namun, secara persentase
penduduk yang beragama Islam akan menyusut
menjadi 86,39%. Nasrani (Katolik dan Kristen)
sejumlah 33,200 juta, Hindu sejumlah 4,150 juta,
Budha sejumlah 1,74 juta, agama lokal sejumlah
700 ribu, lainnya 410 ribu, tidak beragam 240
ribu, dan Yahudi 10 ribu ( (Kusnandar, databoks.
katadata.co.id, 2019).
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Selain suku dan agama, faktor pembentuk
identitas nasional adalah bahasa dan budaya.
Sebagaimana diketahui dengan keaneka ragaman
suku di Indonesia yang jumlahnya ribuan, maka
budaya yang ada juga beraneka ragam. Budaya
yang tumbuh dan berkembang di setiap wilayah
di Indonesia menjadi salah satu jati diri bagi
bangsa Indonesia. Keanekaragamanan suku dan
budaya juga membentuk bahasa-bahasa daerah.
Oleh karena itu, pada 28 Oktober 1928, seluruh
pemuda di Indonesia yang terdiri dari sembilan
(9) organisasi pemuda saat itu (Jong Java, Jong
Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Batak,
Jong Celebes, Jong Islamieten Bond, Sekar
Rukun, Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia
(PPPI), dan Pemuda Kaum Betawi) mengikrarkan
diri dalam sumpah pemuda (Sahroji, 2017). Isi
sumpah pemuda ialah bertumpah darah yang
satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa
Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan,
bahasa Indonesia. Artinya, satu tanah air, satu
bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia.

Selain keempat unsur di atas, faktor lainnya
yang juga menjadi pembentuk identitas nasional
adalah nilai-nilai primordialisme atau sikap
kecintaan terhadap suku bangsa, nilai-nilai
sejarah lokal, dan rasa solidaritas sosial sebagai
warga negara yang mengacu pada Pancasila dan
Bhinneka Tunggal Ika, serta sifat, sikap dan
perilaku para pemimpin baik di level nasional
maupun lokal. Kesempatan-kesempatan ini mulai
terbuka lebar pascaberakhirnya Orde Baru dengan
ditandainya era reformasi.

Pascareformasi 1998, era demokrasi mulai
terbangun dengan adanya kebijakan desentralisasi
dan otonomi daerah. Pada era ini, kepemimpinan
lokal mulai bermunculan. Daerah-daerah yang
selama ini merasa kewenangannya dibatasi
mulai mendapatkan peluang untuk mendapatkan
kewenangan lebih dalam batas wilayah-wilayah
tertentu. Sehingga pada masa ini pemekaran
daerah banyak terjadi di berbagai wilayah di
Indonesia. Sistem perpolitikan di Indonesia juga
turut mengalami perubahan yang tadinya pada
masa Orde Baru hanya ada tiga (3) partai menjadi
multi partai. Keberadaan otonomi daerah juga
membuka kesempatan bagi kepala daerah dan
wakil kepala daerah untuk dipilih secara langsung
oleh rakyat. Kepala daerah dan wakil kepala



daerah terpilih mendapatkan legitimasi hukum
yang kuat sehingga tidak mudah digoyang oleh
legislatif. Begitu pula dengan pemilihan presiden
dan wakil presiden yang telah dilaksanakan se-
cara langsung sejak 2009 sampai dengan saat ini
(2019) memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat.

Pada posisi ini, rakyat dapat melakukan
pesta demokrasi setiap lima tahun sekali. Begitu
pula dengan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah dapat dilakukan secara langsung.
Proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah secara langsung dilakukan pertama kali
pada tahun 2005. Tujuan pelaksanaan pilkada
langsung ini ialah untuk membangun kembali
nilai-nilai demokrasi di aras lokal. Rakyat diberi-
kan kesempatan lebih dalam berdemokrasi untuk
memilih pemimpin-pemimpin di daerah-daerah
yang memiliki pemahaman akan nilai-nilai bu-
daya lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.
Bahkan, putra-putra daerah memiliki peluang be-
sar untuk memimpin daerahnya. Namun, otonomi
daerah dan pilkada langsung juga memberikan
ruang munculnya raja-raja kecil di daerah, poli-
tik dinasti, bahkan primordialisme yang sangat
kental. Ini menjadi kekhawatiran bagi nasional
akan munculnya rasa kedaerahan yang kental dan
penafian terhadap nilai-nilai nasional.

Negara melalui UUD NRI 1945 di pasal 18B
ayat(1) menyatakan bahwa “Negara mengakui
dan menghormati satuan-satuan pemerintahan
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa
yang diatur dengan undang-undang.” Sementara
ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati ke-
satuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dengan undang-undang (Aziz, 2016,
p- 2).

Meski Negara mengakui keberagaman terse-
but, bukan berarti daerah-daerah bisa menerapkan
aturan-aturan sendiri. Tetap ada payung hukum
dalam pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan
di daerah. Merujuk pada pasal 18B ayat (1) dan
(2), jelas negara mengakui adanya desentralisasi
baik itu asimetris maupun simetris. Pemberlakuan
desentralisasi simetris kepada daerah-daerah
otonomi umum, sedangkan pemberlakuan

desentralisasi asimetris kepada daerah-daerah
yang memiliki status otonomi khusus dan
istimewa. Saat ini daerah yang mendapatkan
status otonomi khusus hanya DKI Jakarta, Aceh,
Papua, dan Papua Barat. Sementara daerah yang
mendapatkan status istimewa adalah Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY).

Lantas keberadaan desentralisasi dan oto-
nomi daerah ini apakah akan menjadi modal pe-
mersatu bangsa atau justru menjadi pembelahan
bangsa dalam konstruksi kebangsaan Indonesia?
Mengingat banyak perubahan yang terjadi pas-
careformasi karena munculnya aturan-aturan atau
kebijakan-kebijakan baru beserta turunannya.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, artikel
ini membahas empat hal, yaitu pengertian iden-
titas nasional, implementasi dalam membangun
identitas nasional dan distorsinya; desentralisasi
dan otonomi daerah sebagai modal pemersatu
bangsa; solusi atas permasalahan bangsa sebagai
penutup.

IDENTITAS NASIONAL: JATI DIRI
BANGSA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
identitas adalah ciri-ciri, keadaan khusus pada
seseorang atau disebut juga jati diri (kbbi.web.
id). Sedangkan karakter adalah sifat- sifat, watak
atau tabiat. Apabila dikaitkan pemahaman tentang
identitas nasional tidaklah dapat dipisahkan
dengan jati diri suatu bangsa sehingga dapat
dikatakan identitas nasional merupakan iden-
titas bangsa (kebangsaan), jati diri bangsa atau
kepribadian bangsa.

Bangsa menurut KBBI adalah kelompok
masyarakat yang bersamaan asal keturunan,
adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerin-
tahan sendiri. Kebangsaan adalah kesadaran diri
sebagai warga dari suatu negara (kbbi.web.id).
Menurut Giddens, bangsa adalah seperangkat
bentuk kelembagaan pemerintahan yang mem-
pertahankan monopoli administratif atas suatu
wilayah dengan batas-batas yang dibatasi, atur-
annya diberikan sanksi oleh hukum dan dikontrol
langsung atas terjadinya kekerasan yang sifatnya
internal maupun eksternal (Giddens, 2011).
Sementara Anderson, mendefisinikan bangsa
sebagai suatu komunitas politik yang inheren
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terbatas dan berdaulat, seperti musyawarah
(Anderson, 2000).

Pendapat lainnya, Kohn, bangsa terbentuk
karena adanya persamaan bahasa, ras, agama,
peradaban, wilayah, negara dan kewarganegaraan,
di mana dalam hal ini bangsa yang terbentuk dan
berkembang tersebut melalui suatu proses sejarah
(Kohn, 1984). Sementara Renan mendefinisikan
bangsa sebagai suatu jiwa (asas kerohanian), soli-
daritas, dan hasil sejarah. Bangsa bukan sesuatu
yang abadi, dan wilayah dan ras bukanlah penye-
bab timbulnya bangsa. Dalam hal ini, wilayah
merupakan ruang di mana suatu bangsa hidup,
dan manusialah yang membentuk jiwanya se-
bagai akibat dari kejayaan dan kemuliaan di masa
lalu. Adanya keinginan untuk hidup bersama di
masa kini dan masa depan. Penderitaan bersama
merupakan modal sosial dalam kebangsaan. Oleh
karena itu, kebangsaan memerlukan musyawarah,
keinginan hidup bersama, pengorbanan, dan
pembinaan (Renan, 1990).

Merujuk pada beberapa definisi tentang
kebangsaan maka dapat disimpulkan bahwa
kebangsaan ialah kesadaran diri suatu warga
negara yang berada pada ruang atau wilayah
yang sama, yang memiliki kesamaan cita-cita
untuk bersama-sama membangun wilayahnya
yang membentuk adanya suatu identitas nasional
tanpa mengabaikan nilai-nilai sejarah dan lokal.
Keberadaan identitas nasional inilah yang kemu-
dian mengatur apa yang menjadi hak dan kewa-
jiban warga negara sehingga terwujud asas-asas
demokrasi yang adil, merata, dan berkelanjutan.

Kesamaan cita-cita tersebut terwujud melalui
lambang negara, bendera negara, bahasa negara,
dan lagu negara. Lambang Negara Indonesia
adalah burung Garuda. Lambang negara terse-
but diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 1951 tentang bentuk dan ukurannya.
Di tengah-tengah burung Garuda terdapat
gambar Pancasila sebagai dasar negara dengan
semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya
berbeda-beda tetapi tetap satu. Penetapan urutan
lambang garuda termuat di dalam UU 1945 hasil
amandemen pada pasal 36A. Arti kepala garuda
menghadap ke kanan menunjukkan kebenaran
dengan jumlah bulu sebanyak 17,8,19, dan 45
menggambarkan tanggal dan tahun kemerdekaan
Republik Indonesia.
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Bendera negara Indonesia berwarna merah
putih. Penetapan warna ini merupakan simbol
identitas nasional yang termuat dalam UUD
1945 pasal 35. Arti warna merah pada bagian atas
ialah sifat keberanian dari bangsa Indonesia. Arti
warna putih di bagian bawah ialah kesucian atau
kebenaran. Bahasa pemersatu bangsa Indonesia
ialah Bahasa Indonesia yang termuat dalam UUD
1945 pasal 36. Pada mulanya bahasa Indonesia
berasal dari bahasa Melayu yang kemudian di-
angkat menjadi dasar bahasa nasional. Alasannya
bahwa bahasa melayu merupakan bahasa
pergaulan suku-suku di Indonesia, digunakan
dalam berbagai prasasti, dan dapat diterima oleh
berbagai kalangan masyarakat di nusantara.

Simbol pemersatu lainnya yang menjadi
identitas nasional adalah lagu kebangsaan
Indonesia Raya yang selalu dinyanyikan setiap
upacara di berbagai kesempatan dan peringatan
ulang tahun kemerdekaan RI. Penetapan aturan
lagu kebangsaan ini di dalam UUD 1945 hasil
amandemen pasal 36B yang kemudian diatur
dalam peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun
1958. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh
W.R. Supratman, yang dikenal sebagai salah satu
pahlawan nasional.

Keempat simbol nasional tersebut merupa-
kan sarana pemersatu bangsa untuk memperkuat
kedaulatan negara. Sebelum Indonesia merdeka,
tepatnya 28 Oktober 1928 yang saat ini dikenal
dengan Sumpah Pemuda, para pemuda Indonesia
telah mengikrarkan diri memiliki satu tanah air,
tanah air Indonesia; memiliki bangsa yang satu,
bangsa Indonesia; menjunjung bahasa persatuan,
bahasa Indonesia. Ketiga hal inilah yang menjadi
modal awal pemersatu bangsa, satu tanah air, satu
bangsa dan satu bahasa dan menjadi pengikat
suatu bangsa yang sejatinya membentuk inden-
titas nasional.

Lantas, kenapa identitas nasional menjadi
penting? Identitas nasional memegang peranan
penting dalam dunia global untuk membedakan-
nya dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Ada
enam (6) hal yang menjadi pertimbangannya,
yakni secara politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan, dan keamanan. Secara politik, untuk
mengatur pemerintahan di mana identitas nasion-
al menjadi dasar dalam pembuatan aturan politik
dan pemerintahan. Salah satunya dengan adanya



kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.
Aturan-aturan tentang partai politik dan pelak-
sanaan pemilihan kepala daerah. Kesemuanya
ini untuk memenuhi apa yang menjadi hak dan
kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan
nilai dan peraturan yang berlaku.

Secara ekonomi, identitas nasional meme-
gang peranan penting untuk mengontrol sumber
daya ekonomi melalui lokal wisdom. Pemerintah
melalui kebijakan lokal memberikan ruang
bagi para warga untuk bekerja, dan mendorong
persebaran dan mobilitas barang dan jasa. Tujuan
lainnya ialah juga untuk membangun kerjasama
antardaerah sehingga tercipta pertumbuhan
ekonomi yang terintegrasi.

Secara sosial, dengan adanya identitas nasio-
nal membuat adanya keterikatan sosial seperti
keterikatan adanya norma-norma, nilai-nilai,
simbol-simbol, dan tradisi-tradisi yang sama
yang saling menguatkan. Apalagi ikatan-ikatan
tersebut disatukan oleh sejarah yang sama, meski
keberagaman tersebut tidak hilang justru semakin
memperkuat dan saling mengisi kekurangannya.

Secara budaya, pengaruh globalisasi dengan
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
berdampak positif dan negatif. Interaksi antar-
bangsa tidak dapat dielakkan dan budaya serta
nilai-nilai asing dengan sangat mudahnya masuk
dan dapat memengaruhi nilai-nilai lokal yang
dianut oleh suatu bangsa. Keberadaan identitas
nasional menjadi penting sebagai penyaring
budaya-budaya dan nilai-nilai asing yang tidak
sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma di
masyarakat lokal. Kekhasan budaya lokal justru
bisa menjadi sarana suatu bangsa untuk bisa ber-
saing dan eksis di kancah global karena adanya
pembedaan dengan bangsa lainnya. Sehingga
dengan demikian mudahnya suatu bangsa terse-
but bisa dikenali dengan kekhasannya. Apalagi
Indonesia memiliki simbol-simbol yang khas
seperti Pancasila, lagu Indonesia Raya, semboyan
Bhinneka Tunggal Ika, dan bahasa Indonesia.
Kesemuanya ini juga untuk memberikan penghar-
gaan kepada para pahlawan nasional yang sudah
memerjuangkan kemerdekaan Indonesia sehingga
kesemuanya itu bisa terwujud.

Secara pertahanan dan keamanan, Indo-
nesia merupakan negara kepulauan yang me-
miliki perairan sangat luas yang perlu dijaga

kedaulatannya. Dengan memiliki identitas nasio-
nal, maka warga memiliki rasa cinta tanah air
dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Sehingga
serangan dan pengaruh budaya dan nilai-nilai
asing tidak dengan mudah menggoyah persatuan
dan kesatuan bangsa.

Kesemuanya ini dapat diwujudkan melalui
kepemimpinan yang secara Islam memiliki
sifat-sifat jujur (shiddig), dapat dipercaya
(amanah), menyampaikan apa adanya (tabligh),
dan cerdas (fathonah). Pendapat lain, Edwin
Ghisseli mengemukakan, sifat kepemimpinan ha-
ruslah memiliki kemampuan sebagai pengawas,
prestasi dalam pekerjaan, kecerdasan, ketegasan,
kepercayaan diri, dan inisiatif (Handoko, 1995,
p. 297).

Menurut George R. Terry, pemimpin harus
memiliki sifat, yakni tahan/kuat menghadapi
rintangan, stabil secara emosi, pengetahuan
tentang hubungan antarmanusia, jujur, obyektif,
ikhlas, mampu mengajari, komunikasi yang baik,
keterampilan sosial, dan kemampuan manajerial.
Sementara menurut Ordway Tead, pemimpin
haruslah memiliki sifat tahan, ulet, dan kuat
secara jasmani dan rohani; paham arah dan tujuan
organisasi; antusiasme; mampu menyenangkan
semua pihak, integritas, penguasaan teknis; te-
gas; cerdas; dan mampu mengajari; serta dapat
dipercaya (Kartono, 1995, p. 37)

Merujuk pada beberapa pendapat di atas
untuk membangun identitas nasional dalam
suatu wilayah negara atau pun daerah, lembaga/
institusi, organisasi, memerlukan kepemimpinan
yang memiliki sifat-sifat jujur; amanah; komu-
nikatif; cerdas secara intelligence quetiont (1Q)
dan emotional quetiont (EQ); inisiatif, inovatif
dan kreatif; sehat lahir batin; kuat dan tangguh;
tegas; percaya diri, dan kemampuan manajerial.

Pemahaman tentang sifat kepemimpinan
ini menjadi modal penting suatu bangsa un-
tuk membangun bangsanya. Sejak Indonesia
merdeka sampai dengan saat ini telah terjadi
tujuh kali pergantian kepemimpinan presiden.
Pasca Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945
sampai dengan 1966, Indonesia dipimpin oleh
Presiden Soekarno. Presiden Soekarno mer-
upakan bapak proklamator Indonesia. Presiden
Soekarno memiliki sifat kepemimpinan yang
penuh dengan inisiatif dan inovatif, percaya
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diri, kuat dan tangguh, komunikatif, dan cerdas.
Utamanya, Presiden Soekarno memiliki semangat
nasionalisme yang kuat dan mampu menciptakan
persatuan dan kesatuan bangsa dengan memper-
hatikan asal-usul daerah, suku, golongan, dan
juga partai. Tidak hanya di level nasional, bahkan
sampai mancanegara, Presiden Soekarno menjadi
sumber inspirasi bagi pergerakan kemerdekaan
bangsa-bangsa Asia Afrika untuk lepas dari
negara-negara Barat, seperti Amerika dan Eropa.
Namun, kelemahan dari kepemimpinan Presiden
Soekarno ialah pada sejarah kepemimpinannya
terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945
dengan mengangkat dirinya sebagai Presiden
seumur hidup, dan munculnya paham nasionalis,
agama, dan komunis (NASAKOM).

Berakhirnya kepemimpinan Presiden
Soekarno maka berakhir pula Era Orde Lama.
Pada periode tersebut dimulai dengan Era Orde
Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto
(12 Maret 1967 sampai dengan 21 Mei 1998).
Presiden Soeharto memiliki sifat kepemimpinan
yang sederhana, berani, tegas, konsisten, kuat dan
tangguh. Namun, di tahun-tahun selanjutnya peri-
ode kepemimpinannya menjadi dominan, otoriter,
dan sentralistis. Jumlah partai politik yang
tadinya multi partai menjadi tri partai (Golkar,
PPP, dan PDI). Partai yang beraliran Islam ber-
gabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan
(PPP). Partai-partai nasionalis dan non muslim
menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
PNS diarahkan untuk memilih partai golongan
karya (Golkar). Presiden Soeharto juga dikenal
sebagai ahli strategi dalam militer. la mampu
melihat peluang, ancaman, dan tantangan yang
dihadapi bangsa ke depannya. Kemampuannya
mempersiapkan langkah langkah strategis dalam
pembangunan, membuatnya dikenal sebagai
Bapak Pembangunan.

Kepemimpinan Presiden Socharto berakhir
dengan adanya Era Reformasi yang dimulai
pada tahun 1998. Kepemimpinan Presiden
Soeharto digantikan oleh Presiden B.J. Habibie
(21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999).
Pergantian kepemimpinan ini karena adanya de-
sakan krisis ekonomi di Indonesia dan dorongan
situasi politik. Presiden Habibie merupakan
pemimpin yang cerdas, inovatif, inisiatif, kreatif,
dan demokratis. Namun juga memiliki kelemahan
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dalam pengambilan keputusan yang terburu-buru.
Pada masa kepemimpinan Presiden Habibie era
otonomi daerah dimulai dan bermunculanlah
daerah-daerah pemekaran baru. Tetapi, pada masa
kepemimpinannya juga Timor Leste lepas dari
NKRI. Kepemimpinan Presiden Habibie tidaklah
berlangsung lama, hanya satu (1) tahun saja.

Setelah Presiden B.J. Habibie, presiden
keempat Indonesia adalah Presiden Abdurrahman
Wahid (20 Oktober 1999 sampai dengan 23
Juli 2001). Ia adalah tokoh petinggi agama di
Nahdlatul Ulama (NU) dan merupakan kyai
yang sangat liberal pemikirannya dan penuh ide.
Kepemimpinannya tidak berlangsung lama, kare-
na kemudian pada 23 Juli 2001, sidang istimewa
MPR RI melengserkannya sebagai presiden.

Kepemimpinan selanjutnya dipimpin oleh
Presiden Megawati Soekarnoputri untuk periode
23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004.
Presiden Megawati memiliki kepemimpinan
yang intuitif, cukup demokratis, dan anti ke-
kerasan. Namun, kepemimpinannya hanya satu
periode meneruskan kepemimpinan Presiden
Abdurrahman Wahid.  Setelah Megawati, presi-
den keenam RI adalah Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, atau lebih dikenal SBY. Presiden
SBY merupakan presiden pertama yang dipilih
langsung oleh rakyat sehingga memiliki legiti-
masi yang kuat. Namun, Presiden SBY berasal
dari Partai Demokrat yang jumlah kursinya di
parlemen tidak banyak sehingga dalam pengam-
bilan kebijakannya kurang mendapat dukungan
dari parlemen. Presiden SBY memiliki pencitraan
yang baik di mata rakyat. SBY memiliki sifat
kepemimpinan yang cerdas, santun, demokratis,
dan stabil. Presiden SBY menjabat sebagai
presiden untuk dua (2) kali periode jabatan, yaitu
periode I pada 20 Oktober 2004 sampai dengan
20 Oktober 2009. Periode Il pada 20 Oktober
2009 sampai dengan 20 Oktober 2014,

Presiden ketujuh RI adalah Presiden Joko
Widodo. Ia menjabat presiden pada 20 Oktober
2014 sampai dengan 20 Oktober 2019. Ia
terpilih kembali pada pilpres bulan April 2019
untuk masa jabatan 20 Oktober 2019 sampai
dengan 20 Oktober 2024. Pada periode pertama
kepemimpinannya, ia adalah pemimpin yang se-
derhana, inisiatif, inovatif, dan kreatif. Pada masa
kepemimpinannya di periode pertama cukup



banyak program-program yang dikeluarkan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun
hasilnya masih belum terlalu signifikan untuk
penurunan pengangguran dan penciptaan lapa-
ngan kerja (Ichwanuddin, 2019). Pertumbuhan
ekonomi masih di level 5 persen. Padahal untuk
keluar dari middle income trap, Indonesia seha-
rusnya memiliki pertumbuhan ekonomi di atas 6
persen (Sukmana, 2019).

Merujuk pada kepemimpinan nasional di
atas, maka setiap periode kepemimpinan ada titik
keberhasilan dan kelemahan dari masing-masing
kepala negara untuk membangun dan mem-
perkokoh konstruksi kebangsaan, dalam hal ini
ialah identitas nasional. Tentunya keberhasilan
penguatan identitas nasional tidak hanya berada
di pemimpin nasional, tetapi juga memerlukan
dukungan warga negara. Penguatan-penguatan
di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, perta-
hanan dan keamanan menjadi modal bangsa untuk
memperkokoh kebangsaan dan keindonesiaan.
Rasa saling memiliki, pantang menyerah dan
rela berkorban demi kemajuan bangsa dan ne-
gara menjadi modal dasar mewujudkan identitas
nasional yang kuat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sikap
nasionalisme (kebangsaan dan keindonesiaan),
Presiden dan aparatur sipil negara (ASN) haruslah
menempatkan kepentingan bangsa sebelum
negara, kelompok atau individu. Di sini negara
berperan untuk memberikan perlindungan iden-
titas kepada warganya. Pemerintah membentuk
semua personil non-politik dan politik dalam
melayani negara. Rasa nasionalisme memiliki
prioritas utama untuk menempatkan bangsanya
sebelum negara lain, tidak melakukan sesuatu
demi keuntungan pribadi, mengambil tindakan
bagi kepentingan bangsa tanpa pengaruh dari luar,
mengutamakan kepentingan dan kemakmuran
bangsa, dan punya rasa memiliki dan patuh pada
aturan hukum dan kebijakan negaranya. Namun,
untuk mewujudkan itu semua juga terdapat tan-
tangan dan kendalanya. Lantas apa yang menjadi
problem pada tataran implementasinya? Untuk
menjawab permasalahan-permasalahan tersebut
berikut ini penjelasannya.

IMPLEMENTASI DALAM
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL
DAN DISTORSINYA

Era globalisasi telah menghadirkan munculnya
berbagai tantangan terhadap identitas nasional.
Untuk itu diperlukan suatu tawaran tentang
konsep identitas nasional. Merujuk pada kondisi
Indonesia yang sangat beragam mulai dari suku,
agama, ras, dan budaya yang sangat mengakar,
nilai nilai primordialisme dibungkus dalam NKRI
untuk membangun nasionalisme (kebangsaan dan
keindonesiaan). Konsep ini merupakan kombi-
nasi dari identitas institusional (formal dan non
formal), identitas budaya dan identitas komunitas
(lokal dan nasional).

Pada tataran global, krisis identitas nasional
muncul di tingkat politik, ekonomi, sosial dan
budaya. Kondisi demikian terjadi disebabkan oleh
ketidakefektifan pemerintahan di suatu negara.
Merujuk pada kondisi yang terjadi di Indonesia,
pasca reformasi 1998, Indonesia telah melakukan
banyak perubahan dalam sistem perpolitikannya.
Sistem tri partai diganti kembali dengan sistem
multi partai. Ruang demokrasi mulai dibuka
kembali melalui pemilihan presiden dan wakil
presiden (pilpres) secara langsung dan pemilih-
an anggota legislatif (pileg) secara langsung.
Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung
juga dilakukan secara serentak (konkuren).
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah juga
diberlakukan sejak 1999. Selain itu, kesempatan
membangun model pemerintahan yang demokra-
tis telah dimulai dari pinggiran (desa) dengan
adanya kebijakan pemerintah menggelontorkan
dana desa sejak 2015 (Aziz, 2016).

Secara politik dan ekonomi, penetapan ke-
bijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta
pemberian dana desa memiliki arah dan tujuan
untuk perbaikan sistem pemerintah yang baik dan
berkelanjutan (good and sustainable governance),
mengurangi rentang kendali pemerintahan (span
of control), dan memeratakan pembangunan dan
kesejahteraan masyakarat. Secara sosial, dengan
adanya pembangunan ekonomi yang adil dan
merata akan berdampak pada kesejahteraan
masyarakat, misalnya tersedianya lapangan kerja,
pengurangan pengangguran, perbaikan pendi-
dikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan
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kualitas hidup dan lingkungan, penurunan angka
krimininalitas, penurunan angka kemiskinan dan
kematian, dan sebagainya.

Secara budaya, dengan adanya kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah, memberikan
peluang kepada daerah untuk menerapkan /local
wisdom. Pemilihan kepala daerah memberikan
kesempatan bagi putra-putra dacrah memban-
gun dan mengembangkan daerahnya melalui
pengembangan nilai nilai budaya lokal. Selain itu
pemanfaatan dana desa juga bisa digunakan untuk
pemberdayaan masyarakat dalam mengembang-
kan nilai-nilai seni budaya lokal, mulai dari seni
tari, musik, makanan, busana, dan sebagainya,
yang menjadi pendorong bagi wisatawan baik
di tingkat lokal, nasional bahkan mancanegara.
Di sini akan terjadi integrasi budaya lokal dan
nasional yang juga akan memperkuat identitas
nasional.

Namun, kesemuanya ini memerlukan proses
yang tidak sebentar. Banyak kendala dan tantang-
an yang dihadapi pada tataran implementasinya.
Kebijakan otonomi daerah dan dana desa yang
diterapkan di Indonesia, selain memberikan nilai
positif juga memiliki kelemahan. Keberadaan oto-
nomi daerah juga memunculkan adanya raja-raja
kecil di daerah; politik dinasti yang mewariskan
kepemimpinan antarkekerabatan (oligarki); prak-
tik-praktik korupsi yang merajalela, aturan atau
kebijakan daerah yang memberatkan masyarakat,
misalnya penetapan pajak daerah yang tinggi; dan
sebagainya.

Hal lainnya yang juga menjadi kendala,
yaitu dengan pemberian dana desa tidak disertai
dengan kapasitas aparat desa untuk mengelola-
nya, juga turut menjadi problem penyimpangan
penggunaan dan peruntukan dana desa. Banyak
kepala desa yang akhirnya masuk bui karena
adanya penyimpangan dalam penggunaan dana
desa (Cahyono & Aziz, 2019). Sejak 2015-2019,
pemerintah telah mengalokasikan dana desa
sejumlah Rp257 triliun dan sudah disalurkan ke
74.950 desa di seluruh Indonesia. Pemerintah
sudah membangun satu juta meter jembatan sejak
dana dikucurkan. Sementara jalan desa terbangun
18 kali dari panjang Pulau Jawa yang mencapai
1.100 kilometer. Rencananya, pemerintah akan
meningkatkan alokasi anggaran desa menjadi
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Rp400 triliun yang akan dikucurkan hingga 2024
(Suprayitno, 2019).

Namun, menurut laporan Indonesia
Corruption Watch (ICW), sejak dana desa
dikucurkan 2015 sampai dengan 2018, korupsi
dana desa meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat
sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa
dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian
sebesar Rp 40,6 miliar. Pada tahun 2015, korupsi
dana desa tercatat sebanyak 17 kasus. Kemudian
pada tahun 2016, jumlahnya meningkat menjadi
41 kasus. Tahun 2017, jumlah korupsi dana
meningkat dua kali lipat menjadi 96 kasus. Pada
tahun 2018 semester I tercatat 27 kasus korupsi
dana desa. Dari kasus kasus korupsi dana desa,
aktor yang banyak melakukan korupsi adalah
kepala desa (kades). Tahun 2015 sebanyak
15 kades yang terkena kasus korupsi; 2016
jumlahnya dua kali lipat menjadi 32 kades; dan
tahun 2017, jumlahnya meningkat dua kali lipat
menjadi 65 kades. Selain kades, kasus korupsi
dana desa juga dilakukan oleh perangkat desa
sebanyak 41 orang (Ihsanuddin, 2018).

Hal lainnya yang juga berpengaruh terhadap
penguatan nasionalisme (kebangsaan dan keindo-
nesiaan) adalah keberadaaan fungsi partai politik
(parpol). Indonesia menerapkan sistem multi
partai pada masa Orde Lama kemudian berubah
menjadi sistem tri partai di masa Orde Baru dan
di era Reformasi ini kembali ke multi partai,
tentunya memiliki plus minusnya. Sistem multi
partai membuka ruang demokrasi bagi banyak
pihak untuk menyalurkan dan ide-idenya; ma-
syarakat mendapatkan kebebasan untuk memilih
partai sesuai dengan visi politiknya; kesempatan
untuk mendirikan partai sesuai dengan ideologi,
mulai menjadi anggota sampai dengan menjadi
ketua partai politik (parpol); membuka ruang
kaderisasi parpol yang lebih luas; parpol dapat
melakukan kontrol sosial yang lebih luas; dan
sebagainya.

Namun, sistem multi partai juga memiliki
kelemahan, yakni partai yang banyak menye-
babkan pemerintah tidak memiliki kestabilan
karena tidak adanya dukungan penuh dari sebuah
partai, tetapi dukungan tersebut harus melalui
koalisi. Sistem multi partai cenderung bergerak
lamban dalam memberikan dukungan terhadap



peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu,
program-program yang dibuat oleh pemerintah
juga menjadi kurang efektif karena banyaknya
kepentingan yang bermain di situ. Kelemahan
lainnya, dengan sistem multi partai dapat
menurunkan fungsi nasionalisme terhadap negara
karena banyak paham ideologi yang muncul.

Sementara sistem tri partai yang diterapkan
di Indonesia pada masa Orde Baru juga memiliki
kelemahan, yaitu pertumbuhan partai-partai kecil
menjadi terhambat; masyarakat memiliki pilihan
terbatas; ruang kaderisasi parpol menjadi lebih
sempit; parpol kurang dapat melakukan kontrol
sosial yang lebih luas; dan sebagainya. Tetapi,
sistem tri partai ini juga memiliki kelebihan,
yaitu pemerintahan dapat berjalan lebih stabil
karena mendapatkan dukungan penuh dari par-
tai; program pemerintah dapat berjalan dengan
lebih efektif; arah pertumbuhan ekonomi dapat
lebih dikontrol; fungsi nasionalisme dapat lebih
ditingkatkan; dan sebagainya.

Ketiga hal di atas, pada tataran implemen-
tasinya berpengaruh pada penguatan dan pengem-
bangan identitas nasional dalam membangun
konstruksi kebangsaan dan keindonesiaan. Semua
ini dapat bertindak untuk memperkuat persatuan
nasional atau justru melemahkannya. Kondisi
demikian memerlukan solusi perbaikan dari
pemerintah pusat yang menyatukan. Apabila
dibiarkan terus menerus terjadi, justru akan
merusak persatuan identitas nasional.

Padahal, sebagaimana kita ketahui bahwa
identitas nasional merupakan modal pemersatu
bangsa. Identitas nasional menjadi tanda suatu
bangsa dan membedakannya dengan bangsa-bang-
sa lain di dunia. Hakekat identitas nasional yang
telah kita miliki adalah Pancasila dan penerapan-
nya. Aktualisasi berbangsa dan bernegara yang
tercermin dari sila-sila di Pancasila merupakan
pedoman kuat dalam pelaksanaan keseharian
masyarakat Indonesia. Apabila ini bisa diterap-
kan dengan nyata maka akan mampu mengatasi
pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar.
Lantas bagaimana menurunkan konsep nasional
ini ke dalam tataran regional (daerah), mengingat
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki
wilayah yang luas. Kebijakan nasional ini dapat
diturunkan melalui kebijakan desentralisasi dan

otonomi daerah sebagai upaya membangun jiwa
nasionalisme dari daerah-daerah.

DESENTRALISASI DAN OTONOMI
DAERAH: MODAL PEMERSATU
BANGSA

Desentralisasi dan otonomi daerah merupa-
kan dua konsep yang berbeda, meski dalam
pelaksanaannya saling melengkapi satu sama
lainnya. Desentralisasi lebih mengedepankan
tentang mekanisme pengaturan hubungan
kekuasaan dan kewenangan di dalam struktur
pemerintahan. Sementara konsep otonomi daerah
lebih mengedapankan tentang masalah hak dan
kewajiban daerah (antara pemerintah daerah dan
masyarakat) di dalam pelaksanaan pengambilan
keputusan dan implementasi kebijakan daerah.

Menurut Chema dan Rondinelli, desen-
tralisasi merupakan perpindahan kewenangan,
kekuasaan, dan tanggung jawab antarlevel peme-
rintahan yang meliputi pembagian kekuasaan dan
sumber daya untuk membuat dan menjalankan
kebijakan publik dalam masyarakat. (Rondinelli,
2007, pp. 1-20). Sedangkan menurut UU No. 23
Tahun 2014 Bab 1 pasal 1 ayat 8, desentralisasi
adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh
pemerintah pusat kepada daerah otonom ber-
dasarkan asas otonomi.

Asas otonomi merupakan prinsip dasar
penyelenggaraan pemerintahan daerah ber-
dasarkan otonomi daerah. Sementara pengertian
otonomi daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014
Bab 1 pasal 1 ayat 6, otonomi daerah adalah
hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat se-
tempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Dengan demikian jelas bahwa
desentralisasi dan otonomi daerah memiliki
makna yang berbeda tetapi dalam pelaksanaannya
saling melengkapi di dalam kerangka NKRI.

Desentralisasi di Indonesia dibagi menjadi
dua (2), yakni desentralisasi simetris dan desen-
tralisasi asimetris. Desentralisasi simetris berlaku
bagi daerah otonomi umum. Sedangkan desen-
tralisasi asimetris berlaku bagi daerah otonomi
khusus atau istimewa. Yang membedakan kedua
daerah otonom tersebut ialah bagi daerah otonomi
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umum berlaku UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Sedangkan untuk daerah
otonomi khusus atau istimewa berlaku UU No.
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah se-
bagai payung hukumnya, dan untuk hal hal yang
belum diatur di dalam UU Pemerintahan Daerah
selanjutnya diatur di dalam UU otonomi khusus
atau UU istimewa. Selain regulasi, kekhususan
yang dimiliki oleh daerah otonomi khusus atau
istimewa ialah adanya dana otonomi khusus dan
dana istimewa. Sementara ini di Indonesia telah
ada lima (5) daerah yang mendapatkan status
otonomi khusus atau istimewa, yaitu DKI Jakarta
sebagai ibu kota negara sekaligus pusat pemerin-
tahan memiliki status khusus yang pengaturannya
diatur di dalam UU No. 29 Tahun 2007 (saat ini
dalam proses revisi).

Empat (4) daerah lainnya adalah Aceh yang
mana pengaturan kewenangannya diatur dalam
UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh; UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi
khusus bagi Papua; UU No. 35 Tahun 2008 juncto
UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus
bagi Papua Barat; dan UU No. 13 Tahun 2012
tentang keistimewaan Yogyakarta. Provinsi Aceh,
Papua dan Papua Barat mendapatkan keistime-
waan dengan adanya pemberian dana otonomi
khusus (dana otsus) yang jumlahnya sebesar dua
(2) persen dari Dana Alokasi Umum Nasional
(DAUN) dengan jangka waktu selama duapuluh
(20) tahun. Sedangkan Yogyakarta, diberikan
dana istimewa (dais) yang besarnya tergantung
kemampuan keuangan negara (APBN) dengan
jangka waktu terbatas. Lain halnya dengan keem-
pat daerah ini, Jakarta memang berstatus daerah
khusus tetapi DKI Jakarta tidak memiliki alokasi
dana otsus atau dais sebagaimana di keempat
daerah khusus dan istimewa tersebut.

Pemberian otsus bagi Aceh, Papua dan Papua
Barat lebih kepada alasan politis supaya dae-
rah-daerah tersebut tetap berada dalam wilayah
NKRI, dan alasan ekonomi karena terjadi konflik
berkepanjangan maka daerah-daerah tersebut
mengalami ketertinggalan dalam pembangun-
an dari daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Sedangkan pemberian status keistimewaan
kepada Yogyakarta lebih kepada alasan sejarah
karena Yogyakarta pernah menjadi ibu kota ne-
gara Indonesia dan alasan faktor budaya. Alasan
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historis dan budaya ini turut pula mendorong
daerah lainnya di Indonesia menuntut diberikan-
nya otonomi khusus (Suryani, 2019).

Sementara di daerah otonomi umum, dana
yang diterima oleh daerah adalah dana alokasi
umum, dana alokasi khusus dan dana bagi
hasil. Tujuan dari pemberian otonomi khusus
dan otonomi umum adalah sama, yakni untuk
mengurangi rentang kendali pemerintahan (span
of control), meningkatkan pelayanan publik,
pemerataan pembangunan, dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan
efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya
daerah. Di sini perlu kerja sama pemerintah dan
masyarakat melalui program pemberdayaan dan
penguatan masyarakat, serta penguatan kelem-
bagaan demokrasi lokal. Partisipasi masyarakat
ini dalam bentuk penyaluran aspirasi, pemikiran
dan kepentingan dalam penyelenggaraan peme-
rintahan daerah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa provinsi
di Indonesia saat ini berjumlah 34 provinsi
dengan 416 kabupaten (termasuk 1 kabupaten
administratif di provinsi DKI Jakarta), dan 98
kota (termasuk 5 kota administratif di provinsi
DKI Jakarta). (otda.kemendagri.go.id, 2018).
Ketiga puluh empat (34) provinsi ini memiliki
keragaman etnis, agama dan budaya. Keberadaan
otonomi daerah dan otonomi khusus yang mem-
berikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur
urusan rumah tangganya sendiri, kecuali yang
menjadi urusan pemerintah pusat tidaklah men-
jadikan daerah terpecah pecah dan berdiri sendiri.
Meski keberadaan otonomi daerah dan otonomi
khusus menonjolkan nilai nilai lokal tetapi tidak
berarti identitas masyarakat menjadi bangsa
Indonesia dinafikan. Justru keberagaman yang
ada memperkuat identitas bangsa dalam kesatuan
bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Cita-cita ini telah lama disampaikan oleh
Bung Hatta sejak tahun 1932. Pandangan poli-
tiknya tentang Arah Indonesia Merdeka menya-
takan desentralisasilah, bukan sentralisasi yang
menjadi dasar bagi cita-cita tolong menolong
dalam asas kolektivisme yang tumbuh dalam
masyarakat Indonesia. Pada bagian lain, Hatta
mengatakan bahwa Indonesia yang terbagi-bagi
atas pulau-pulau dan berbagai golongan bangsa
perlu mengagendakan otonomi agar tiap-tiap



golongan, kecil dan besar, mendapatkan hak
untuk menentukan nasibnya sendiri (Hatta, 1953).

Sayangnya, agenda desentralisasi ini belum
dapat terwujud pada masa Orde Lama dan
Orde Baru, sejatinya baru dapat diwujudkan
pasca Reformasi 1998. Tujuan reformasi ialah
untuk tercapainya demokrasi, kesejahteraan, dan
keadilan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, arah
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ialah
sebagai bagian dari agenda demokratisasi. Cara
pandang menempatkan desentralisasi sebagai
bagian dari demokrasi juga dikemukakan oleh
Smith (1985). Namun, dalam konteks demokra-
tisasi sebagai wadah agenda desentralisasi harus
pula mencakup reformasi dan restrukturisasi
lembaga perwakilan, sistem pemilihan, dan
penegakan keadilan atas dasar supremasi hukum
(Syadzily, 2019).

Pada konteks ini, saat ini sudah ada lemba-
ga-lembaga khusus di daerah otonomi khusus dan
istimewa sebagaimana yang ada di Aceh, Papua,
Papua Barat, DKI Jakarta, dan DIY. Lembaga-
lembaga khusus yang ada di Aceh, misalnya Wali
Nanggroe, Majelis Adat Aceh (MAA), Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Majelis
Permusyawaratan Ulama (MPU), Dinas Syariah
Islam, dan sebagainya. Di Papua dan Papua
Barat terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Papua/
Papua Barat dan Majelis Rakyat Papua/Papua
Barat (Aziz, 2016). Di DKI Jakarta, terdapat
empat (4) deputi yang membedakannya dengan
daerah-daerah lainnya di Indonesia, yakni deputi
bidang industri, perdagangan dan transportasi;
deputi bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
deputi bidang pengendalian kependudukan; dan
deputi bidang budaya dan pariwisata ( (Djohan,
2019). Sedangkan DIY memiliki parampara praja,
yang fungsinya seperti watimpres, dan asisten
keistimewaan yang saat ini diganti namanya
menjadi paniradya kaistimewaan, yang fungsinya
lebih luas dari asisten kaistimewaan (Sunartono,
2018). Sementara untuk daerah otonomi umum
mengikuti struktur kelembagaan yang ada di
pusat.

Sistem pemilihan di era reformasi berbeda
dengan sebelumnya. Sejak adanya otonomi dae-
rah, maka kepala daerah dipilih secara langsung
oleh masyarakat dan pelaksanaannya mulai
diserentakkan sejak tahun 2015. Namun, untuk
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daerah otonomi khusus dan istimewa terdapat
perbedaan dengan dengan daerah-daerah otonomi
umum lainnya. Misalnya di Aceh terdapat partai
politik lokal, yaitu partai Aceh (PA) yang berang-
gotkan mantan-mantan kombatan Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) (Cahyono, 2016). Di Papua ber-
laku sistem noken yang pilihannya berdasarkan
pilihan kepala suku (Tryatmoko, 2016). Kondisi
demikian mengundang pro kontra karena tidak
sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Begitu pula
di DIY, kepala daerah sudah ditetapkan di dalam
UU No. 13 Tahun 2012 tentang pengaturan dan
pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur
DIY. Posisi Sultan Yogyakarta selain pemimpin
kerajaan juga sebagai kepala daerah. Posisi ini
mengundang pro kontra di masyarakat (Aulia,
2018).

DKI Jakarta memiliki perbedaan dengan
daerah-daerah lainnya di Indonesia. Sebagaimana
diatur dalam UU No. 29 Tahun 2007 (dalam
proses revisi), secara struktural DKI Jakarta
memiliki otonomi tunggal di tingkat provinsi dan
memiliki kota administratif; memiliki 4 deputi;
memiliki dewan kota; memiliki wakil di setiap
jenjang pemerintahan; dan gubernur memiliki hak
protokoler dan dapat menghadiri sidang kabinet.
Pemerintah DKI Jakarta memiliki kewenangan
khusus tata ruang, SDM dan lingkungan hidup;
pengendalian pendudukan dan pemukiman; trans-
portasi; industri dan perdagangan; pariwisata dan
kebudayaan (melestarikan dan mengembangkan
budaya masyarakat Betawi). Sistem pemilihan
kepala daerahnya (gubernur dan wakil gubernur)
dipilih secara langsung berpasangan, dan pe-
menangnya harus lebih dari 50%. Untuk jumlah
anggota DPRD-nya paling banyak 125% dari
jumlah penduduk (Djohan, 2019).

Selain dalam hal politik dan pemerintah,
daerah-daerah otonomi khusus dan istimewa juga
memiliki perbedaan dalam pengelolaan keuangan
dengan diberikannya dana otsus dan istimewa
kepada Aceh, Papua/Papua Barat, dan DIY. Hal
inilah yang membedakan daerah otonomi umum
dengan daerah otonomi khusus, karena adanya
pengelolaan fiskal yang berbeda (Aziz & Zuhro,
2018). Sementara DKI Jakarta meski memiliki
status khusus tetapi tidak memiliki dana kekhu-
susan dari APBN. Meski masing-masing daerah
otonomi khusus dan istimewa memiliki regulasi



sendiri, payung hukumnya tetap mengacu pada
UU pemerintahan daerah.

Pasca reformasi, bagi daerah otonomi umum
telah terjadi beberapa kali perubahan undang
undang pemerintahan daerah mulai dari UU No.
22 Tahun 1999 berisikan hakekat otonomi yang
luas dan prinsip otonomi yang materil dengan
dua tingkatan pemerintahan di level provinsi
dan kabupaten/kota. Kemudian direvisi menjadi
UU No.32 Tahun 2004, dan yang membeda-
kannya dengan UU sebelumnya ialah tentang
prinsip otonomi yang sifatnya materil dan format.
Selanjutnya, undang-undang pemerintahan dae-
rah direvisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun
2014 yang pada prinsipnya sama dengan UU No.
32 Tahun 2004.

Pada era reformasi ini, kebijakan desen-
tralisasi tidak hanya menyangkut politik
dan administrasi, tetapi juga diikuti dengan
desentralisasi fiskal yang melahirkan UU No.
25 Tahun 1999. Kemudian pada tahun 2004
direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah. Kebijakan desentralisasi
fiskal membuka ruang pendapatan bagi Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mengalami
kenaikan yang sangat signifikan.

Pada tahun 2001, realisasi belanja ke daerah
mencapai Rp84,8 triliun (5,4 persen dari Produk
Domestik Bruto/PDB). Tahun 2006, meningkat
menjadi Rp220,4 triliun (6,8 persen dari PDB).
Tahun 2010, meningkat kembali menjadi Rp322,4
triliun. Untuk tahun 2015, alokasi anggaran ke
daerah sebesar Rp634,8 triliun (Syadzily, 2019,
p. 43). Kondisi demikian menjadi daya tarik
bagi daerah-daerah untuk membentuk daerah
otonom baru, dengan motivasi untuk mengelola
pemerintahan secara mandiri dan otonom. Begitu
pula dengan usulan daerah khusus dan istimewa
juga berdatangan dari daerah-daerah yang mera-
sa memiliki perbedaan dengan daerah-daerah
lainnya di Indonesia berkaca pada Aceh, Papua/
Papua Barat, dan DIY. Namun, mengingat fakta
di lapangan sejak 2004 sampai dengan 2018, total
bupati/wali kota dan wakilnya yang tertangkap
kasus korupsi mencapai 101 orang (Kusnandar,
2019). Oleh karena itu, saat ini pemerintah
pusat melakukan moratorium terhadap usulan
pemekaran daerah, daerah otonomi khusus atau
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istimewa. Daerah-daerah diminta untuk lebih
fokus pada pemberantasan korupsi dan pening-
katan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan
masyarakat.

Kasus-kasus yang terjadi baik di daerah
otonomi umum maupun otonomi khusus dapat
menjadi ancaman bagi bangunan identitas nasio-
nal. Padahal kalau kita kembalikan pada tujuan
mulia desentralisasi dan otonomi daerah ialah
pengakuan kepada nilai nilai lokal dan mencip-
takan pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan
dalam pembangunan nasional maka ini menjadi
modal yang kuat untuk memperkokoh identitas
nasional. Kekhasan dari masing-masing daerah
menjadi nilai tambah dalam keaneka ragaman bu-
daya yang justru memperkuat identitas nasional
Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara. Daya
tarik lokal menjadi khasanah kekayaan bangsa
yang memberikan nilai-nilai ekonomis bagi
investasi negara. Ini semua bisa dicapai, apabila
ada kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah
yang telah dilaksanakan bisa dijalankan dengan
efektif. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi,
bimbingan dan pengawasan (korbinwas) dari
pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Zuhro,
2018). Korbinwas ini penting supaya tujuan
desentralisasi dan otonomi daerah dapat tercapai
dan dapat menjadi modal bagi pemersatu bangsa
untuk memperkokoh identitas nasional.

PENUTUP : SOLUSI ATAS
PERMASALAHAN BANGSA

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya,
Indonesia memiliki identitas nasional yang tidak
dimiliki bangsa dan negara lain, seperti sembo-
yan, lambang dan dasar dari konstitusi yang
ada di Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika,
Pancasila, dan UUD 1945. Untuk itu, penting
bagi bangsa dan negara untuk menjaga ketiga hal
tersebut dalam bingkai Negara Kesatuan Repub-
lik Indonesia. Hubungannya dengan kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah, jelas terdapat
di dalam UUD 1945 pasal 18A dan 18B, penga-
kuan negara terhadap kekhasan masing-masing
daerah seiring dengan semboyan Bhinneka Tung-
gal Tka, meski berbeda-beda tetapi tetap satu. Di
dalam implementasinya menerapkan dasar negara
Pancasila yang mengacu pada kelima silanya,



mulai dari hubungan dengan Tuhan Yang Maha
Esa dalam keyakinan beragama sampai dengan
pengaturan hubungan dengan manusia dalam
pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah,
memberikan perubahan-perubahan tidak hanya
dalam pengelolaan sistem politik, pemerintahan,
dan administrasi, tetapi juga pada pengelolaan
keuangan daerah dengan tujuan pemerataan
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Meski dalam implementasinya,
banyak kendala dan tantangan yang dihadapi,
namun ini tidaklah menjadikan bangsa ini men-
jadi terpecah belah. Justru dengan adanya kendala
dan tantangan, semakin membuat bangsa ini kuat
dan tangguh untuk bersama mengatasinya. Oleh
karena itu, dalam pelaksanaan desentralisasi
dan otonomi daerah penting adanya korbinwas
berjenjang antarlevel pemerintahan, antara
pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah
daerah dan dewan, dan antara pemerintah daerah
dengan perwakilan masyarakat.

Selain itu dalam implementasinya, desen-
tralisasi dan otonomi daerah memberikan ruang
demokrasi bagi masyarakat lokal untuk turut
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
efektif. Kebijakan-kebijakan pemerintah bisa
meningkatkan dan menumbuhkembangkan
investasi dan ekonomi daerah untuk kese-
jahteraan masyarakat. Nilai-nilai budaya lokal
dapat dikembangkan secara luas yang menjadi
identitas nasional. Masyarakat juga dapat terlibat
dan mengawasi sistem perpolitikan yang ada,
apalagi dengan adanya sistem multi partai saat
ini, sebagai bagian dari bentuk pelibatan dan
pengawasan masyarakat.

Harapan ke depannya, melalui kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah, bangunan
konstruksi kebangsaan dan keindonesian dapat
menjadi lebih baik dalam bingkai NKRI.
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ABSTRACT

This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua
New Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime
in Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is
different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational
crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one
for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information
from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field
observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia
and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due
to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation
allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea
routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.

Keywords: barter, transnational crime, border

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan
RI- PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat
trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang
dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang
dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan
metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan
lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak
pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur-jalur
perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI — PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara
perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang
kurang maksimal ditambah dengan pos-pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan
para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan-jalan sempit atau gang yang tidak dapat
dideteksi oleh petugas kemanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk
melakukan transaksi barter narkoba.

Kata Kunci: barter, kejahatan transnasional, perbatasan

PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan identik sebagai kawasan yang Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
terisolasi dan termarginalkan sehingga perbatasan daerah dan desa-desa dalam kerangka negara
sering dikenal dengan halaman belakang dari kesatuan” (https://nasional.kompas.com). Hal
suatu negara. Salah satu upaya yang dilakukan ini menandakan bahwa pembangunan bukan lagi
oleh Pemerintah Indonesia dalam pengembangan terpusat (sentralisasi) di perkotaan, melainkan
kawasan perbatasan sebagaimana yang dimuat harus dilakukan menyebar di seluruh wilayah
dalam program Nawacita, yaitu “Membangun (desentralisasi), termasuk di kawasan perbatasan.
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Permasalahan atau isu-isu di perbatasan
bukan hanya lagi bersifat ekonomi (kesejahte-
raan) masyarakat sekitarnya, namun juga isu-isu
pengungsi (migrasi) serta isu kejahatan transna-
sional. Kejahatan ini berupa pengedaran narkoba
(narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya
seperti ganja, sabu-sabu, heroin) serta perdagang-
an senjata ilegal yang melewati batas negara dan
ini menjadi salah satu isu yang menarik dan isu
yang fenomenal di wilayah perbatasan di berbagai
negara—negara di seluruh dunia. Pada praktiknya,
fenomena ini merujuk kepada keamanan non
konvensional yang mengacu pada jenis ancaman
yang dapat menganggu individu (Ganewati
Wuryandari: 2009). Perbatasan RI-Papua New
Guinea (PNG) dapat dikategorikan sebagai
wilayah yang memiliki titik-titik perdagangan
narkoba yang sudah melewati batas negara,
yaitu antara masyarakat yang berdomisili di
Papua dengan warga negara asing (PNG). Hal ini
disebabkan pos-pos perbatasan di Skouw maupun
di sekitar kabupaten Keerom yang sangat minim
sehingga pengawasan terhadap transaksi obat-
obat terlarang ini sulit dijangkau. Sebagaimana
diketahui perbatasan RI-PNG masih ada ruang
yang tidak bisa dikontrol oleh aparat keamanan
atau sering disebut sebagai jalan tikus untuk
pengedaran narkoba. Jalur ini sering dikenal
sebagai jalan darat atau jalur sempit atau gang
jalan, di samping itu terdapat juga perbatasan
laut lepas sehingga celah untuk perdagangan
obat-obat terlarang itu semakin mudah.

Penelitian yang terdahulu seperti yang ditulis
oleh Tien Virgina Arisoi (2012) dalam tesisnya
yang berjudul “Analisa Kegagalan MoU Border
Liaison Meeting dalam Mengatasi Ancaman
Keamanan Non Tradisional di Kawasan
Perbatasan RI dan PNG Tahun 2008-2011.
Penelitian ini hanya menganalisa tentang
dibentuknya forum pertemuan tingkat daerah
yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua
(RI) dengan Pemerintah PNG yang dikenal
dengan Border Liasion Meeting (BLM) dengan
tujuan untuk mendukung pembangunan wilayah
perbatasan dan penyelesaian isu-isu keamanan
tradisional di kawasan perbatasan. Temuan dari
penelitian ini menjelaskan tentang gagalnya
kesepakatan antara kedua negara yang dise-
babkan oleh ketidaksiapan dalam pembukaan
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pasar bersama sebagai implementasi dari BLM
serta kurangnya sarana prasarana bagi petugas
pengawas keamanan di perbatasan. Selain itu,
penelitian yang dilakukan oleh Aria Aditya
Setiawan (2010) dalam tulisannya tentang
“Mengelola Perbatasan Indonesia—Papua New
Guinea dengan Pendekatan Keamanan Non
Tradisional” memuat tentang pendekatan yang
dilakukan untuk masalah atau isu dalam per-
batasan tidak cukup hanya menggunakan hard
power (pendekatan kemiliteran), namun dapat
juga menggunakan dengan pendekatan yang
mengacu pada perspektif mengejar kesejahteraan
ekonomi (economic security). Kedua penelitian
di atas belum memuat tentang praktik—praktik
barter drug trafficking dengan hasil curian sepeda
motor yang terjadi di Jayapura sebagai salah satu
kejahatan yang sudah melewati batas negara.

Isu kejahatan transnasional di perbatasan
RI-Papua New Guinea tidak lagi hanya sebatas
perdagangan barter (pertukaran) uang dengan
narkoba, minyak tanah dengan uang, minyak
tanah dengan vanili ataupun sebaliknya. Akan
tetapi adanya peningkatan atau trend yang meru-
juk pada praktik perdagangan narkoba dengan
sepeda motor. Praktek ini menjadi kejahatan
fenomenal yang dapat dikategorikan sebagai
kejahatan baru di Papua akhir-akhir ini. Hal ini
disebabkan maraknya pencurian motor yang
dialami oleh warga masyarakat Papua atau sering
dikenal dengan aksi “curanmor” yang dilakukan
oleh sekelompok orang yang dapat ditukar
dengan ganja lintas negara (PNG). Sebagaimana
yang dituturkan oleh pelaku yang menyebutkan
bahwa hasil curian motor biasanya dijual untuk
menghasilkan uang atau langsung dibarter de-
ngan narkotika jenis ganja di Senggi, Kabupaten
Keerom yang berbatasan langsung dengan PNG
(Anwar Maga: 2017). Kejadian curanmor ini yang
bukan hanya terjadi pada malam hari, namun juga
pada siang hari yang notabene aksinya dilakukan
di tempat parkiran-parkiran di kampus-kampus di
Jayapura maupun di tempat-tempat umum. Hal
ini menunjukkan tingkat keamanan di Jayapura
sudah tanda “waspada” terhadap pencurian
sepeda motor. Adapun tujuan dari penelitian ini
yaitu (1) untuk mengetahui transaksi perdagangan
barter narkoba di perbatasan RI — Papua New
Guinea; (2) untuk mengetahui titik-titik/tempat



atau jalur-jalur terjadinnya transaksi perdagangan
barter narkoba di perbatasan RI — Papua New
Guinea; (3) untuk mengetahui modus/cara praktlk
perdagangan barter narkoba di perbatasan RI —
Papua New Guinea; (4) untuk mengetahui mo-
tivasi pelaku melakukan transaksi perdagangan
barter narkoba di perbatasan RI — Papua New
Guinea; (5) untuk mengetahui tantangan negara
(representasi dari pemerintah) di Jayapura, seperti
aparat keamanan, BNN dalam mengusut pelaku
kejahatan perdagangan barter narkoba dengan
sepeda motor di kawasan perbatasan RI-PNG.

PEMBAHASAN

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perbuatan
atau tindakan yang melanggar hukum yang dapat
dihukum menurut undang-undang. Tindakan ini
dapat dilakukan di bawah yuridiksi suatu negara
maupun sudah melintas ke negara lain (trans).
Menurut Boister (2008), transnational crime
sebagai suatu konsep generik yang mencakup
berbagai bentuk kegiatan kriminal sebagai suatu
konsep kriminologi sosiologis dan bukan kon-
sep yuridis. Boister selanjutnya mendefinisikan
transnational crime sebagai “... certain criminal
phenomena transcending internasional borders,
transgressing the laws of national states or
having an impact on another country...” Boister
kemudian menyimpulkan bahwa secara sederha-
na kejahatan transnasional adalah “conduct that
has actual or potential trans boundary effects or

national and international concern (Mardjono
Reksodiputro, 2008). Oleh sebab itu, kejahatan
transnasional ini dapat diartikan sebagai fenome-
na kejahatan yang terjadi lintas batas negara dan
dalam satu waktu tunduk pada dua atau lebih
yurisdiksi negara yang artinya yurisdiksi negara
mana yang akan diberlakukan terhadap kejahatan
tersebut ditentukan oleh asas teritorial dan per-
luasan asas teritorial (Eddy O.S Hiariej, 2009).
Transnational Crime pada umumnya meliputi
dua aspek, yaitu: (1) tindakan yang dilakukan
oleh pelaku tersebut melanggar aturan-aturan
yang ada atau hukum yang berlaku; (2) lingkup
aksi atau tindakan yang dilakukan telah melewati
batas-batas negara atau lintas negara. Kejahatan
ini mencakup pada perbuatan atau tingkah laku
yang bertentangan dengan moral kemanusiaan.
Kejahatan transnasional dibagi menjadi lebih spe-
sifik berdasarkan tipenya yaitu: 1) penyelundupan
manusia dan perdagangan orang; 2) pencegahan
dan pemberantasan korupsi; 3) pemberantasan
perdangan narkotika dan obat-obatan terlarang; 4)
kejahatan lintas negara baru dan berkembang; 4)
illegal, unreported and unregulated Fishing yang
dapat digambarkan pada Gambar 1.

Dalam teori ini akan dipusatkan pada jenis
kejahatan narkotik (rarcotics trafficking) yang
mengacu pada perbatasan Papua New Guinea-
Indonesia. Transaksi yang dilakukan oleh pelaku
berkewarganegaraan Indonesia maupun kewar-
nageraan yang berbeda terhadap penyeludupan
narkoba.

Trafficking Crimes

Narcotics Trafficking

Human Trafficking

Firearm Trafficking

Transnational . . .

High-Tech Crimes Criminal Financial Crimes
Piracy L. Money laundering
Data Breaches glzcamaion Bulk—Cqsh
Identity Theft Smuggling

Sumber: Direktorat KIPS (2019)

Gambar 1. Tipe-Tipe Kejahatan Transnasional

Melpayanty Sinaga | Kejahatan Transnasional Melalui Perdagangan ... | 63



Konsep Keamanan dalam Perspektif
Copenhagen School

Copenhagen School pertama kali dikenalkan
oleh Buzan pada awal 1990-an. Pendekatan ini
merupakan salah satu pendekatan yang paling
berkembang dalam merespon studi keamanan
(Yani, 2017). Menurut Copenhagen School,
keamanan adalah mengenai bertahan hidup.
Teori ini berpendapat bahwa dalam hubungan
internasional, sesuatu menjadi isu keamanan jika
memiliki kemungkinan untuk menjadi ancaman
bagi objek tertentu sehingga perlu dimusnahkan
sesegara mungkin. Konsep mengenai keamanan
dalam dekade terakhir ini telah mengalami
perubahan yang sangat pesat dan cepat sejalan
dengan perubahan kondisi keamanan internasio-
nal dari masa Perang Dingin ke pasca Perang
Dingin. Perubahan global yang ditandai dengan
berakhirnya Perang Dingin tersebut telah memicu
berkembangnya konsep-konsep baru dalam ber-
bagai literatur mengenai keamanan. Pada awalnya,
pemahaman mengenai keamanan lebih dikaitkan
dengan upaya penggunaan dan pengendalian
kapabilitas militer dalam menghadapi ancaman
penggunaan kekerasan bersenjata dari negara
lain. Dengan kata lain, pengertian keamanan
secara tradisional tersebut lebih didominasi oleh
pemikiran-pemikiran yang berdimensi militer,
di antaranya isu seperti konflik antarnegara dan
perang. Namun, konsep keamanan dewasa ini
berkembang ke arah yang lebih kompleks dan
multidimensi karena mengikuti isu-isu keamanan
baik yang konvensional dan non-konvensional.

Konsep keamanan konvensional ini mengacu
pada keamanan bagi negara, maka yang menjadi
objek rujukan ini adalah negara/bangsa. Oleh se-
bab itu dalam praktiknya, keamanan konvensional
ini mengacu pada jenis segala ancaman yang dapat
menggangu kedaulatan dan identitas negara/bang-
sa, seperti isu militer-strategis. Dalam konteks
ini keamanan konvensional, menurut Michael
Mann (1986: 36), unsur negara-negara yang
harus dilindungi terdiri dari empat hal penting
yaitu (1) ideologi, yaitu bagaimana mengupaya-
kan perlindungan terhadap ideologi negara dari
kemungkinan inflitrasi ideologi negara lain (2)
ekonomi, yaitu bagaimana menjaga kelangsungan
aktivitas ekonomi di dalam wilayah suatu negara
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agar tidak terganggu oleh kekuatan-kekuatan
(eksternal maupun internal) yang sewaktu-waktu
dapat merusak perekonomian nasional, (3) militer,
yaitu bagaimana mempertahankan kedaulatan dan
integritas negara dari berbagai ancaman (terutama
kekuatan-kekuatan eksternal), (4) politik, yaitu
bagaimana mempertahankan identitas politik dan
kesatuan negara-bangsa dari berbagai ancaman
eksternal maupun internal

Banyu Perwita (2005) dalam tulisannya
membedakan antara keamanan konvensional
dan non-konvensional dalam 6 kategori, yaitu
berdasarkan pada “the origin of threats, the na-
ture of threats, the changing response, changing
responsibility of security and core values of
security. Menurut Perwita, bila pada masa perang
dingin, ancaman-ancaman yang dihadapi selalu
dianggap datang dari luar. Maka pada masa kini,
ancaman-ancaman yang dihadapi datang dari
faktor domestik, misalnya yang bersumber pada
isu-isu yang berkaitan dengan primordialisme.
Sedangkan sifat ancaman pada masa kini pun
semakin rumit, karena isu keamanan juga me-
nyangkut aspek-aspek lain, seperti politik, sosial
ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia dan lain-
lain. Akibatnya, isu keamanan yang muncul pun
semakin beragam. Isu-isu baru yang muncul bisa
mengenai masalah keamanan ekonomi, keamanan
sosial, keamanan lingkungan hidup, keamanan
kesehatan dan lain sebagainya (Perwita, 2005).

Pemahaman tentang konsep keamanan se-
bagaimana yang ditawarkan oleh Buzan (1998:
21) sering disebut sebagai keamanan tradisional
atau keamanan konvensional. Sedikit berbeda
dengan Michael Mann, Buzan cenderung mema-
sukkan aspek ideologi ke dalam aspek politik dan
tidak memuat aspek ekonomi sebagai keamaan
konvensional mengingat bahwa isu-isu ekonomi
lebih berkaitan dengan hal-hal yang berkarakter
soft politics, sedangkan keamanan konvensional
lebih berkaitan dengan high politics. Sebagaiman
penuturan dari Buzan, sebagai berikut:

National economies have a greater claim to the
right of survival, but rarely will a threat to that
survival (national bankruptcy or an inability to
provide for the basic needs of the population)
actually arise apart from wider security context
such as war (Weaver Buzan and de Wilde: 1998)



Dengan demikian, Buzan membatasi aspek
keamanan tradisional ke dalam dua aspek, yaitu
aspek militer yang difokuskan pada keamanan
militer atau pertahanan yang berkaitan erat de-
ngan upaya untuk menjaga keamanan perbatasan
negara dengan negara lain. Sebagai contoh,
negara dapat memobilisasi kekuataan militer-
nya untuk mengusir pasukan asing di wilayah
teritorialnya dalam rangka menjaga keamanan
militer. Kedua, aspek politik, yaitu ancaman
eksistensial yang sering dipahami sebagai ben-
tuk ancaman terhadap kedaulatan dan ideologi
negara. Kedaulatan dapat terancam oleh segala
macam kekuatan (internal maupun eksternal)
yang terus menerus mempertanyakan legitimasi
atau otoritas pemerintahan atas suatu wilayah
tertentu. Sementara itu, ideologi negara dapat
terancam oleh rongrongan kekuatan internal
maupun eksternal untuk terus menerus berupaya
mengubah ideologi negara baik melalui agitas
maupun kudeta politik. Oleh sebab itu, keamanan
politik mencakup segala tindakan untuk melin-
dungi negara dari ancaman kekuatan—kekuatan
separatis maupun ideologis yang berupaya untuk
mengganti secara paksa rezim maupun ideologi
yang ada dan dapat menghambat upaya negara
untuk mengembangkan diri. Sedangkan dalam
konsep keamanan nonkonvensional yang menjadi
objek rujukannya adalah individu dan dalam
praktiknya keamanan ini mengacu pada segala
jenis ancaman yang dapat mengganggu individu
seperti misalnya krisis pangan, penyakit pande-
mik, pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan
lingkungan dan lain sebagainya.

Keamanan Perbatasan

Menurut Caballero-Anthony (2000) mengatakan
bahwa konsep keamanan perbatasan adalah
melakukan identifikasi mengenai pendekat-
an-pendekatan yang akan dipakai untuk ke-
amanan, secara sederhana pengelolaan masalah
keamanan di perbatasan dapat dimaknai sebagai
segenap kebijakan dan upaya terkait yang di-
tunjukan untuk mengurangi potensi ancaman,
kondisi ketidakamanan, dan memaksimalkan
keamanan di wilayah perbatasan. Pengelolaan
ini menganut prinsip yang berbeda yang umum-
nya ditentukan oleh tuntutan kondisi setempat,

tingkat urgensi penanganan masalah keamanan,
intensitas ancaman keamanan, serta hubungan
antara kedua negara dan politik regional. Dewasa
ini ada dua macam rezim keamanan perbatasan
yang lazim ditetapkan oleh suatu negara dalam
mengelola wilayah perbatasan yaitu (i) hard-bor-
der regime, rezim keamanan perbatasan yang
menganut sistem perbatasan yang ketat dengan
penempatan pasukan bersenjata yang lengkap di
setiap pos-pos perbatasan (border checkpoints)
dan berupaya menutup rapat-rapat perbatasannya
untuk mencegah keluar masuknya pelintas batas
demi alasan keamanan nasional dan biasanya
pos-pos perbatasan dibatasi pada sejumlah
kecil tempat yang dijaga secara ketat. Sebagai
contoh, AS menerapkah hard-border regime pada
wilayah perbatasan daratnya dengan Mexico dan
perbatasan lautnya dengan Kuba untuk mencegah
masuknya imigran gelap terutama pencari kerja,
korban trafficking dan pengedar narkoba dari
Amerika Selatan dan Tengah ke wilaynya. Sistem
kedua yang dikenal dengan (ii) sofi-border regime
yang pada dasarnya memberlakukan pengamanan
pengawasan tidak terlampau ketat dan umumnya
tidak terlalu membatasi pelintas batas negara kare-
na tidak menggangap hal itu dapat mendatangkan
ancaman bagi keamanan nasional. Di dalam
sistem ini, pos-pos perbatasan tidak dibatasi pada
sejumlah kecil tempat. Penjaga perbatasan pun ti-
dak perlu melibatkan pasukan bersenjata lengkap.
Sistem ini biasanya dianut oleh negara-negara di
kawasan yang mengembangkan prinsip peace-
ful co-existence (hidup berdampingan secara
damai) yang berarti negara-negara di kawasan
tersebut tidak merasa terganggu keamanannya
oleh kehadiran negara tetangga, sehingga tidak
perlu membatasi lalu lintas pergerakan penduduk
antarnegara. Contohnya negara-negara di Uni
Eropa yang tidak melakukan pembatasan terlalu
ketat bagi penduduk sesama anggota Eropa untuk
masuk ke wilayah mereka dan negara Amerika
Serikat yang berbatasan dengan Kanada yang
tidak melakukan penjagaan yang ketat, hal ini
disebakan karena Kanada yang bukan saja negara
sahabat tetapi juga karena ancaman imigran gelap
dan perdagangan narkoba yang relatif tidak ada.

Pada praktiknya perbatasan yang terjadi an-
tara Papua-Papua New Guinea dapat dikategori-
kan pada konsep keamanan non-konvensional.
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Hal ini terlihat jelas dengan adanya perdagangan
narkoba, penyeludupan vanili, minyak tanah, dan
sekarang yang menjadi tren, yaitu pencurian
kapal bermotor atau yang dikenal dengan johson
di samping karena perbatasan wilayah yang
berdekatan dengan laut sehingga memudahkan
pelaku untuk melarikan diri dengan menggu-
nakan jalur laut. Sedangkan pengaturan masalah
perbatsan antara Papua-Papua New Guinea dapat
dikategorikan dengan soft-border regim, peng-
awsan yang tidak terlalu ketat dan tidak semua
pos penjagaan perbatasan dibangun dan hanya
pos lintas batas negara (PLBN) Skouw yang ter-
bangun dan pos ini masih sering menjadi wadah
pelintas batas dari Papua New Guinea khususnya
dari Provinsi Vanimo untuk berbelanja di pasar
tradisional Skouw untuk kebutuhan sehari-hari.

Gambaran Kawasan RI -Papua New
Guinea

Papua merupakan provinsi paling timur Indonesia
yang berbatasan langsung dengan Papua New
Guinea. Berdasarkan sejarah, Papua dan Papua
New Guinea merupakan satu daratan yang dikenal
dengan sebutan “Nueva Guine” yang kemudian
dikenal sebagai New Guinea Land dan pulau yang
terbesar setelah pulau Greenland. Berdasarkan

kondisi sosial budaya menunjukkan bahwa Papua
dan Papua New Guinea memiliki ras dan budaya
yang sama, yaitu ras Melanesia. Akan tetapi, Papua
dan Papua New Guinea dijajah oleh dua negara
yang berbeda, Papua dijajah oleh Belanda yang
kemudian berintegrasi menjadi NKRI (Negara
Kesatuan Republik Indonesia), sedangkan Papua
New Guinea dijajah oleh Inggris dan menjadi
negara independen pada tanggal 16 september
1975. Untuk menunjukkan eksistensi suatu ne-
gara maupun kedaulatan di kedua negara maka
diperlukan garis pembatas di antara kedua negara
atau batas negara. Oleh sebab itu, batas negara
sudah ditentukan pada tanggal 16 Mei tahun 1895
yang didasarkan pada perjanjian antara Belanda
dan Inggris di kota Haque/Den Haag Belanda
yaitu Convention Great Britain and Netherland
Defining Boundaries in New Guinea pada koor-
dinat 141° BT di mana peta perbatasannya dapat
diuraikan pada Gambar 2.

Lingkup administrasi Jayapura yang ber-
batasan dengan Papua New Guinea mencakup
pada satu kota, yaitu Kota Jayapura dengan lima
kabupaten, yaitu kabupaten Keerom beserta
administrasinya yang akan diuraikan pada tabel
berikut ini. Sedangkan kabupaten lainnya adalah
Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Merauke
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Sumber: BPKLN (2018)

Gambar 2. Peta Perbatasan Papua- Papua New Guinea
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dan Supiori. Penelitian ini akan dikhususkan
kepada perbatasan Kota Jayapura, yaitu Skouw
dengan kampung Wutung yang di Papua New
Guinea. Hal ini disebakan karena kedua wilayah
tersebut saat ini merupakan salah satu perbatasan
internasional yang pembangunan perbatasan ini
mengalami perubahan yang signifikan sejak
kepemimpinan Jokowi. Sedangkan kawasan
perbatasan lainnya di kabupaten hanya masih
menggunakan pos-pos perbatasan baik darat
maupun laut yang dijaga oleh TNI Angkatan
Darat. Pada penelitian ini akan difokuskan pada
perbatasan yang ada di Jayapura dengan di Papua
New Guinea.

Tabel 1. Wilayah RI di Perbatasan RI dan PNG di Kota
Jayapura dan Kabupaten Jayapura

No. Distrik Ibukota Kabupaten
1 Jayapura Selatan Jayapura  Jayapura

2 Jayapura Selatan Jayapura  Jayapura

3 Abepura Jayapura  Jayapura

4 Muara Tami Skouw Jayapura

5 Arso Arso Keerom

6 Web Urub Keerom

7 Senggi Senggi Keerom

8 Waris Waris Keerom

9 Skanto Skanto Keerom

Sumber: BPKD Provinsi Papua (2008)

Adapun pos perbatasan RI-PNG yang sudah
disepakati sebagai berikut.

Indonesia PNG
Skouw Wutung
Wembi Bewani
Waris Imonda
Senggi Amanab
Yuruf Green River
Batom Idam
Okyop Yapsiei
Iwur Tabubil
Waroppo Ningerum
Mindiptana Kiunga
Bupul Lake Murray
Bupul Aiambak
Ermabu Nakaku
Sota Morehead
Sota Weam
Kondo Balamuk

Sumber: BPKD Provinsi Papua (2008)

Pos-pos perbatasan ini dibuat berdasarkan
tingginya aktivitas perlintasan batas di titik titik
tersebut dibandingkan dengan titik-titik lainnya.
Sebenarnya dengan jumlah pos perbatasan
yang ada masih jauh dari memadai, mengingat
panjngnya garis batas yang ada. Pos perbatasan
yang paling dekat Jayapura dan masih termasuk
dalam wilayah kota Jayapura, yaitu perbatasan
Skouw yang memiliki sarana dan prasarana
yang sangat minim. Sedangkan aparat yang
permanen di sekitar pos perbataan hanyalah dari
TNI. Pos TNI berada di sekitar pos perbatasan
dan dibangun secara permanen. Pos perbatasan
yang dikelola dengan baik adalah PLBN (Pos
Lintas Batas Negara) yang ada di Skouw yang
bukan hanya dijaga oleh TNI, tetapi juga fasilitas
seperti Badan Karantina dan Badan Kesehatan
yang sudah ada mengingat pelintas batas yang
banyak dan berbelanja ke Indonesia.

Isu-Isu yang berkembang di Perbatasan
Papua —Papua New Guinea

Adapun isu-isu yang berkembang di kawasan per-
batasan Papua-Papua New Guinea, yaitu pertama
legal Fishing. Kawasan perbatasan ini yang dike-
lilingi oleh laut dan umumnya penangkapan ikan
yang ilegal terjadi yang dilakukan melalui jalur
laut. Sebagaimana yang diketahui distrik-distrik
di Jayapura yang umumnya berbatasan dengan
laut seperti Dok 8, Dok 7, Dok 2, Pasir 6, Base
G, dan Hamadi menjadi tempat atau sasaran bagi
pelintas batas atau warga negara PNG untuk
menangkap ikan yang sudah melewati batas
teritorial suatu negara. Alasan yang mendasar
seperti kurangnya patroli maupun fasilitas atau
perlengkapan yang dimiliki oleh aparat keaman-
an menjadi peluang yang besar bagi warga
negara PNG untuk menangkap ikan. Kedua, isu
Pelintas batas ilegal yang masih marak terjadi
hal ini disebabkan selain pulau Papua dan Papua
New Guinea menjadi satu daratan dan hubungan
kekerabatan (brotherhood) yang sama, yaitu dari
ras Melanesia mengakibatkan arus pelintas batas
sering terjadi yang dapat digambarkan pada Tabel 2.

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa
kedatangan warga negara asing (PNG) yang lebih
banyak berkunjung ke Indonesia dibandingkan
dengan warga negara Indonesia. Warga negara
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Tabel 2. Data Pelintas Batas RI - PNG

Kedatangan WNI Keberangkatan WNI Kedatangan WNA  Keberangkatan WNA

No Bulan PLB Passpor PLB Passpor PLB Passpor PLB Passpor

1 Januari 144 211 337 153 556 319 561 376

2 Februari 112 118 116 300 179 330 195 297

3  Maret 118 242 120 246 172 381 180 360

4  April 112 214 114 221 117 293 121 315

5 Mei 196 190 196 227 127 408 128 305

6 Juni 210 184 217 358 112 296 109 282

7 Juli 222 330 424 335 132 247 129 342

8 Agustus 265 295 271 273 120 315 115 275

Sumber: Pos Lintas Batas Negara (2018)

asing ini lebih banyak menggunakan pass lintas
batas di Januari. Pass lintas batas ini merupa-
kan kartu yang digunakan oleh penduduk yang
berdomisili di wilayah perbatasan dan memiliki
masa berlaku tiga tahun. Kartu ini dikeluarkan
oleh petugas yang berwenang kepada penduduk
perbatasan yang berpergian ke luar daerah
perbatasan untuk kunjungan tradisional dan
kebiasaan serta berlaku hanya dalam kawasan
perbatasan sebagai pengganti paspor. Berdasarkan
daya dari Kantor Imigrsai Kelas I Jayapura,
adapun isu/jenis pelanggaran yang sering terjadi
pada pelintas batas warga negara Papua Nugini
akan diuraikan pada Tabel 3.

Berdasarkan informasi dari pihak kantor
imigrasi isu yang paling bermasalah adalah
warga negara PNG yang tinggal di Papua tanpa

dokumen yang lengkap dan juga overstay yang
telah melebihi batas yang ditentukan. Umumnya,
banyak warga negara PNG tinggal melebihi 1
tahun dan 2 tahun lebih tanpa dokumen yang
lengkap bahkan ditemukanya KTP yang menjadi
warga negara Indonesia dengan kependudukan
di Jayapura. Hal ini disebakan masih banyaknya
warga negara Indonesia khususnya Papua yang
menikah dengan warga negara PNG dan memilih
tinggal di Papua dibandingkan PNG. Oleh sebab
itu, warga negara PNG ini memiliki kepemilikan
KTP ganda sebagai identitas WNI. Ketiga, tanah
hak ulayat penduduk PNG yang berada di wilayah
RI begitu juga sebaliknya perjanjian pemerintah
kolonial yang membagi dua wilayah dilakukan
dengan menarik garis lurus secara astronomis tan-
pa melihat kondisi sosial yang akan menimbulkan

Tabel 3. Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Pelintas Batas Warga Negara PNG

No. Bulan/Tahun Jenis Pelanggaran Tindakan Keimigrasian Jumlah
1 Januari2017 Tanpa Dokumen, Pendentensian dan Pendeportasian 5 orang
Overstay Pengenaan biaya beban 3 orang
2 Juli2017 Ex Narapidana (UU Kepabean) Pendentensian, Pendeportasian dan dicekal 3 orang
3 Maret2018 M e m b e r i k a nPendentensian, Pendeportasian dan dicekal 1 orang
Keterangan tidak benar
(WN PNG menga-
jukan permohonan
Paspor RI)
4 Agustus 2018 Ex Narapidana (UU Kepabean) Pendentensian, Pendeportasian dan dicekal 3 orang
Ex Narapidana (UU Narkotika) 1 orang

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura (2018)
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permasalahan. Akibatnya adalah pemilikan harta
benda (tanah, kebun ladang) masyarakat menun-
tut hak ulayatnya terbagi menjadi dua d imana
sebagian berada di wilayah RI dan sebagian lagi
di wilayah PNG. Berdasarkan penuturan dari
administrator PLBN yang mengatakan bahwa:

Pos Lintas Batas Negara yang di Skouw ini masih
menggunakan tanah wilayah PNG sehingga
kekuatan hukum untuh pelanggar hukum dari
PNG masih bersifat tidak mengikat.'

Isu keempat yaitu perdagangan vanili ilegal.
Bentuk kejahatan ini merupakan kejahatan yang
baru, biasanya penjual dan pembeli melakukan
transaksi di tempat yang sunyi atau pos batas
yang kurang ketat atau tidak diawasi oleh aparat
keamanan. Kampung Mosso yang berlokasi di
Kabupaten Keerom menjadi transaksi untuk
perdagangan vanili ini dengan menggunakan
transaksi uang kina. Kelima, penyeludupan BBM,
kejahatan yang sering dilakukan melalui jalur laut
yaitu Pantai Hamadi yang kemudian dibawa ke
Vanimo, West Sepik mengingat lokasi ini juga
adalah laut. Keenam, penyeludupan senjata,
kejahatan ini bukan merupakan kejahatan baru,
tetapi sudah berlangsung lama dimana isu ini ber-
kaitan dengan isu politik dimana penyeludupan
senjata sering diberikan kepada tentara-tentara
Organisasi Papua Merdeka untuk berlawanan
dengan tentara RI. Ketujuh, pencurian speedboat
(Johnson), kejahatan yang baru karena beberapa
nelayan khususnya di Hamadi dan Dok 9 sering
mengalami pencurian Johnson karena berbatasan
dengan jalur laut.

Perdagangan Barter Narkoba di
Perbatasan RI - PNG

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika,
Psikotropika dan bahan adiktif. Termonologi
narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak
hukum seperti polisi, BNN (Badan Narkotika
Nasional), jaksa, hakim dan petugas permas-
yarakatan. Selain narkoba, sebutan lain pada
ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narko-
tika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang umumnya
sebutan ini lebih banyak dipakai oleh para praktisi
kesehatan dan rehabilitasi (Aulia Fadhli:2018).

' Wawancara dengan Administrator PLBN Yan Numberi
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Akan tetapi, pada intinya pemaknaan kedua
istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat
yang sama. Adapun pengertian narkotika dalam
UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1
ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat
atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menim-
bulkan ketergantungan yang dibedakan dalam
golongan-golongan yaitu: (1) Narkotika golongan
I: dilarang digunakan untuk kepentingan pe-
layanan kesehatan, dilarang diproduksi dan/atau
digunakan dalam proses produksi kecuali dalam
jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolo-
gi. Contoh: ganja, morphine, putauw adalah
heroin tidak murni berupa bubuk, (2) Narkotika
golongan II : narkotika yang memiliki daya
adiktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan
dan penelitian. Contoh: petidin dan turunannya
benzetidin, betametadol, (3) Narkotika golongan
III : narkotika yang memiliki daya adiktif ringan
tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan
penelitian. Contoh: codein dan turunannya.

Berdasarkan bahannya narkoba ini dibedakan
menjadi narkoba alami yaitu jenis narkoba yang
belum mengalami pengolahan yang berasal dari
tanaman cannabissativa, cannabis indicadan,
cannabis Americana. Tanaman ini tumbuh pada
daerah yang beriklim sedang dan tumbuh subur
di daerah tropis dan penghasil serat karena
bijinya mengandung tetrahidrokanabinol (THC)
yang membuat pemakainya mengalami eufhoria
(rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).
Penyalahgunaan ganja dengan dosis rendah akan
mengalami Ailaritas (berbuat gaduh), mengalami
oquacous euphoria (terbahak-bahak tanpa henti),
mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu.
Penyalahgunaan dengan dosis tinggi yang ber-
dampak pada ilusi delusi (terlalu menekankan
pada keyakinan yang tidak nyata), depresi,
kebingungan, mengalami alienasi dan hasulinasi
disertai gejala psikotik seperti rasa ketakutan.

Arus globalisasi yang ditandai dengan proses
maraknya pertumbuhan jaringan komunikasi
yang menimbulkan adanya interaksi lintas batas.
Arus ini juga umumnya terjadi pada perbatasan



Tabel 4. Jumlah kasus narkoba yang melibatkan warga negara PNG

No. Tahun Jumlah WNA WNI Ganja Shabu
1 2016 39 kasus 4 orang 45 orang 29 kasus 10 kasus
2 2017 51 kasus 3 orang 57 orang 40 kasus 11 kasus
3 Jans/d Okt 2018 99 kasus 15 orang 105 orang 90 kasus 9 kasus

Sumber: Sat Reskrim Polda Jayapura (2018)

RI-PNG dimana memudahkan terjadinya pere-
daran narkoba ke Jayapura melalui teknologi
komunikasi tersebut. Transaksi narkoba yang dari
PNG ke Jayapura umunya menggunakan jalur
laut dan darat karena letak geografis provinsi
Papua yang dekat dengan kota Vanimo, PNG.
Adapun transaksi ini biasanya dilakukan melalui
komplotan atau kelompok warga yang sudah
berjejaring atau memiliki hubungan kekerabatan
di wilayah tetangga (seberang) di PNG sehingga
memudahkan proses pertukaran barter antarkedua
negara dengan menggunakan speedboat. Adapun
jumlah pengedaran atau kasus narkoba yang beru-
pa ganja dan shabu akan diuraikan pada Tabel 4.

Tabel Tabel 4 menunjukkan pada tahun 2018
menunjukkan kasus paling banyak peredaran nar-
koba yang mencapai 99 kasus yang melibatkan
15 orang WNA. Sedangkan kasus yang paling
sedikit yaitu di tahun 2016 yang mencapai 39
kasus yang melibatkan 4 orang WNA.

Titik Transaksi Perdagangan Barter
Narkoba di Jayapura

Pada umumnyan jenis perdagangan narkoba
di Jayapura yaitu jenis ganja yang berasal dari
negara tetangga PNG. Ganja ini didapatkan den-
gan menggunakan jalur laut melalui speedboat
yang dapat mempermudah para pelaku untuk
menjualnnya karena sangat jauh dari pantauan
aparat keamanan. Titik-titik lokasi yang rawan
adanya transaksi narkoba itu adalah Hamadi, Dok
IX, Dok VIII, Pasir VI, Kayu Pulo dan Kampung
Argapura Laut yang umumnya dikenal dengan
sebutan Kampung Vietnam. Titik-titik transaksi
melalui jalur laut dan darat ini dapat dilihat pada
Gambar 3.

Pada gambar tersebut menunjukkan rute-rute
atau titik lokasi terjadinya transaksi narkoba
yang berlokasi di Jayapura, yaitu Pasir VI, Kayu
Pulo, dan Kampung Vietnam, sedangkan pada
gambar terakhir merupakan lokasi di Pantai
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Dali atau dikenal dengan Dali beach, Vanimo,
East Sepik Proince, Papua New Guinea. Rute
ini menjadi jalur laut yang bisa ditempuh dalam
waktu 1-2 jam menggunakan speedboat untuk
mengangkut motor curian yang bisa langsung tiba
di Vanimo. Tindakan yang sering dilakukan oleh
pihak keamanan yaitu memantau tempat—tempat
tersebut yang kemudian pelaku bisa ditangkap.
Hal ini ditunjukkan dengan adanya keberhasilan
direktorat Pol Air Polda Papua membekuk pelaku
penyeludupan narkotika jenis ganja seberat 7,2
kilogram di perairan perbatasan RI-PNG, tiga di
antaranya warga negara asing. Awalnya sekitar
06.15 WIT, tim patrol Dit Pol Air melakukan
pengejaran speedboat yang berisikan enam orang
penumpang dari arah PNG ke Indonesia yang
berupaya kabur saat melihat petugas. Atas hal
ini tim curiga, dikejar dan didapati serta diperiksa
dan menemukan 6 paket ganja kering dalam
kemasan paket besar (http://news.okezone.com).

Selain itu juga menggunakan jalur darat yang
sering disebut sebagai jalan tikus (jalan setapak)
yang melewati hutan yang belum terjamah oleh
manusia dan juga pos-pos keamanan yang belum
memadai dan kurangnya pengawasan aparat ke-
amanan, sehingga barang tersebut berhasil lolos
masuk ke Indonesia. Titik lokasi itu berada di
Kabupaten Keerom misalnya di distrik Kampung
Mosso, Waris, Senggi. Adapun ganja ini umum-
nya berasal dari beberapa kampung yang ada
di Provinsi Sandaun, yaitu kampung Warapu,
Provinsi Marobe yaitu distrik Lae dan kota
Vanimo. Berdasarkan penuturan dari Junaidi yang
merupakan salah aparat keamanan yang berlokasi
di Perbatasan Lintas Batas Negara menuturkan

“Ganja menjadi salah satu tanaman yang legal di
PNG yang mengakibatkan para pengedar ganja
ini (PNG) menjual bebas di daerah perbatasan
dengan motif ekonomi, sedangkan di Indonesia
Ganja adalah ilegal yang mana kepemilikannya
(WNI) dapat diadili dengan hukum yang berlaku™

2 Wawancara Junaidi di PLBN




Sumber: Dokumentasi pribadi

Gambar 3. Titik Lokasi Transaksi Perdagangan Barter Narkoba dengan Motor

Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri hal Salah satu hal yang menarik dari tren per-
inilah yang menjadi alasan mengapa warga ne- dagangan barter system narkoba ini yang bukan
gara PNG menjual ganja ke perbatasan atau ke hanya menukar dengan alat-alat elektronik seperti
Jayapura karena keuntungan yang sangat tinggi speaker aktif, ponsel, laptop, dan barang-barang
(motif ekonomi) dan kepemilikan ganja yang elektronik lainnya. Setelah para pembeli dan
legal di PNG. pengedar menerima ganja dari proses pembelian

atau barter, akan dijual kemudian kepada para

Melpayanty Sinaga | Kejahatan Transnasional Melalui Perdagangan ... | 71



pengguna di kota dan kabupaten-kabupaten di
Provinsi Papua. Tren yang tidak kalah menarik-
nya ketika barter yang dilakukan dengan motor
dan ganja, di mana motor ini adalah hasil curian
sepeda motor atau yang dikenal dengan sebutan
curanmor. Sebagaimana diketahui peristiwa
curanmor di Jayapura sudah marak terjadi dan
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Jumlah Kasus Curanmor di Jayapura

No. Tahun Jumlah
1 2015 1069
2 2016 1221
3 2017 1630

Sumber: Sat Reskrim Polda Jayapura (2018)

Tabel ini menununjukkan setiap tahun kasus
curanmor mengambil peningkatan dari tahun ke
tahun. Tahun 2015 menunjukkan angka 1069 buah
motor yang hilang dan paling tertinggi di tahun
2017 yang mencapai 1630. Hal ini menandakan
bahwa fakta ini menunjukkan bahwa kondisi
pencurian di jayapura dapa dikategorikan dalam
kondisi “waspada” dan didukung dengan kejadian
barter narkoba jenis ganja di perbatasan RI-PNG.
Beberapa peristiwa kejahatan pencurian motor
ini, pelaku secara terang-terangan mengakui
perbuatannya dengan mencuri motor digantikan
dengan barter ganja. Terbukti dari penuturan dari
kepala unit Reskrim Polsek Abepura Kota, Iptu
Fatah Meilana di Abepura yang menegaskan

“Jadi, pelaku FMY mengaku bahwa telah lakukan
pencurian motor lebih dari tiga kali, rata-rata mo-
tor yang dicuri, uangnya dipakai untuk beli ganja
atau motor hasil curiannya dibarter langsung
dengan warga di perbatasan RI-PNG yang ada
di Senggi, Kabupaten Keerom” (Charles Suebu:
2017)

Modus dan Motivasi Praktek
Perdagangan Narkoba di Perbatasan RI
-PNG

Praktek transaksi perdagangan narkoba ini um-
umnya dilakukan dengan menggunakan strategi
yang dapat menghalau dari pantauan aparat kea-
manan. Berbagai modus yang dilakukan dengan
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memanfaatkan anak-anak sebagai kurir ganja.
Sebagaimana dituturkan oleh Pol Air di Hamadi.

“Anak-anak yang putus sekolah yang umum-
nya berusia 14-16 tahun seringkali dijadikan
sebagai kurir dalam pengantaran ganja kepada
oknum tertentu yang biasanya terjadi di pasar
Hamadi dan pelabuhan di mana ganja dimasukkan
dalam sachet kecil (kotak korek api yang kecil)
yang dijual dengan harga 50.000 — 100.000 per
kotak dimana kurir tersebut mendapat penghasil-
an 300.000-500.000 ribu rupiah™

Selain itu modus yang lainnya dengan
memanfaatkan kegiatan/aktivitas perekonomian
pasar yang umumnya dilakukan 2 kali dalam
seminggu bahkan juga setiap hari. Modus yang
digunakan, yaitu dengan berperan sebagai pe-
lintas batas dan mengadakan pertemuan dengan
pihak pembeli di tempat yang tidak bisa dipantau
oleh pihak keamanan atau bekerjasama dengan
oknum tertentu untuk meluluskan kepentingan-
nya. Di samping itu biasanya tersangka juga
menggunakan jalur darat melalui jalan-jalan tikus
sebagai transaksi yang biasanya di hutan di distrik
Skouw-Wutung. Modus lainnya juga menggu-
nakan jalur laut dengan melakukan transaksi di
laut dengan menggunakan speedboat. Para pelaku
ini melakukan aksinya dengan cara membawa
ganja diselipkan dengan barang bawaan, seperti
bahan makanan, sirih, pinang dan kapur (buah
khas tradisional) setelah dibawa melewati laut-
an dan sampai di darat, umumnya pelaku akan
memberikan kode dan cara tersendiri bagi rekan
bisnis yang berpura-pura menjadi nelayan, dan
umumnya sudah ada komunikasi di awalnya dan
menggunakan komunikasi sebelumnya. Tidak
dapat dipungkiri bahwa jarak tempuh antara
Vanimo ke Jayapura melalui laut hanya 3-4 jam
perjalanan.

Bisnis narkoba di Jayapura ini merupakan
bisnis yang sangat menjanjikan di mana potensi
dan peluang yang kuat membuat para oknum
untuk memanfaatkan keadaan terutama yang di
perbatasan RI-PNG. Motif ekonomi yang tinggi
bagi kedua belah pihak penjual maupun pembeli
di mana penjual yang berasal warga negara PNG,
sedangkan pembeli yakni WNI akan menjual-
nya kepada orang lain. Senada ditegaskan oleh

3 Wawancara dengan staf Polisi Air Hamadi



Reskrim Polresta Jayapura yang menyatakan
sebagai berikut.

“Hasil curian satu motor misalnya mio yang ber-
harga sekitaran 10-15 juta dapat diganti dengan
20 kg dengan harga yang bisa dijual mencapai
25 juta-30 juta. Disamping dengan ganja di PNG
merupakan legal dan ketika diperdagangkan ke

Indonesia dengan harga yang cukup terjangkau™.

Hal ini menandakan bahwa kedua belah
pihak menjadi pihak yang diuntungkan dalam
transaksi perdangan narkoba ini.

Selain itu, pencurian motor ini juga dilakukan
oleh sekelompok orang yang memiliki hubungan/
jaringan di PNG di mana komunikasi atau kontak
melalui orang tersebut. Seperti kronologis yang
dialami oleh Lambert L. Kosay. Sebagaimana
hasil wawancara beliau sebagai berikut.

“Pelaku bersembunyi di Asrama Rusunawa
bersama dengan temannya. menangkap pelaku
dan memukulnya hingga babak belur. Kemudian
saya dan kedua saudaranya menginterogasi dia
dan ia menjelaskan bahwa ia bekerjasama dengan
temannya untuk menukar motor dengan ganja
yang berasal dari PNG. dan motornya sudah di
tukarkan dengan ganja dan sekarang sudah ada
di salah satu desa di PNG™®

Peran Aparat Keamanan dalam
Memberantas Perdagangan Narkoba

Adapun aparat keamanan yang berwenang dalam
perdagangan barter narkoba dengan curanmor
ini adalah Polda bagian reskrim umum Jayapura
dan Abepura dan juga Polisi Air, BNN dan lain
sebagainya. Polda ini bertindak sebagai penyidik
dalam kriminalitas penyalahgunaan narkoba mau-
pun pengedar, penjual akan diserahkan kepada
jaksa penuntut umum untuk hukuman selanjut-
nya. Pada praktiknya, Polisi Air khusunya yang
di Hamadi dan Argapura telah melakukan upaya
mengagalkan penyeludupan ganja sekitar 7 gram
asal PNG yang dibawa oleh tersangka dengan
menggunakan perahu motor. Pelaku ditangkap
di sekitar Tanjung Kayu Batu kota Jayapura.
Pada saat kapal dihentikan oleh Kapal Patroli
Dit Polair serta dilakukan pemeriksaan terhadap

4 Wawancara dengan reskrim umum polresta

> Wawancara dengan Lambert Kosay (korban) pencurian
motor

salah satu tersangka dengan ditemukannya ganja
yang terbungkus plastik di kantong celananya.
Penangkapan ini berhasil dilakukan setelah
pihak kepolisian mendapatkan informasi dari
masyarakat terkait adanya upaya penyeludupan
dari PNG. Atas perbuatannya, tersangka akan
dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsider pasal
111 ayat 2 lebih subside pasal 127 ayat (1) huruf
a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
Untuk mempertanggungjawbkan perbuatannya,
tersangka akan menjalani penahanan di rumah
tahanan Polda Papua sampai kasusnya dilimpah-
kan lebih lankut ke Penuntut Umum (http://
regional. kompas.com)

Di satu sisi Polair berhasil dalam menangkap
pelaku warga negara asing dalam penumpasan
transaksi perdagangan ganja. Namun di sisi lain,
pihak Polisi juga memiliki kelemahan dalam
menumpas perdagangan tersebut. Sebagaimana
yang dituturkan oleh salah satu bagian Kanit
Patroli yang menyatakan sebagai berikut.

“Fasilitas yang dimiliki oleh Polair atau speed-
boat yang kalah cepat dengan yang dimiliki oleh
pelaku dengan kecepatan dua kali yang dimiliki
oleh Polair. Selain itu juga, transaksi yang sering
digunakan di tengah laut dan pembuangan ganja
yang dibungkus dengan batu untuk jatuh ke dasar
laut yang nantinya untuk menghilangkan bukti
jika pelaku ketahuan untuk menghilangkan jejak,
dan kami juga tida bisaa melakukan penembakan
dan biasanya kegiatan ini dilakukan di dok 9,
pantai Hamadi dan pasir 6

Selain Polair dan Polresta Abepura juga
menemukan beberapa transaksi perdagangan
narkoba di sekitaran Abepura/Padang Bulan dan
Rusunawa Asrama Universitas Cenderawasih.
Rusunawa ini juga seringkali ditemukan sebagai
tempat hasil curian motor dari berbagai motor
yang sering hilang di Jayapura.

Berbeda halnya dengan BNN yang berlokasi
di APO-Jayapura, tindakan yang dapat dilakukan
untuk menumpas perdagangan narkoba dengan
menyusuri jalan darat umumnya yang terjadi di
Kampung Mosso atau di lingkungan adminitrasi
Keerom. Selain itu juga, transaksi curanmor juga
ditemukan dengan ganja yang mana disebabkan
oleh ganja merupakan barang yang bebas dan
PNG merupakan salah satu negara yang berada

¢ Wawancara dengan Kanit Patroli Polisi Air
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di bawah garis kemiskinan dan untuk membiayai
kehidupan dapat dilakukan dengan cara terse-
but. Tantangan yang dimiliki oleh BNN dalam
menumpas perdagangan barter sebagaimana yang
dituturkan oleh M. Syafii menjelaskan sebagai
berikut.

“Kesulitan dalam finansial dan juga alat pende-
teksian dalam menumpas kepemilikan ganja dan
juga pelarian pelaku yang cenderung ke hutan
sehingga sulit untuk ditangkap. Selain itu juga
mantan narapidana yang dari Lapas Doyo yang
pengawasannya kurang ketat menjadikan pelaku
berkeliaran di jayapura”’

Dengan demikian, aparat keamanan, BNN
sebagai repersentasi negara dalam penumpasan
penyalahgunaan negara dalam tugasnya sudah
efektif. Berbagai temuan juga ditemukan oleh
BNN bahwa aktor dari pelaku perdagangan nar-
koba ini juga dari komplotan atau geng, keluarga.

PENUTUP

Perdagangan barter narkoba dengan hasil curian
sepeda motor (curanmor) dapat dikategorikan
sebagai salah satu kejahatan transnasional yang
melewati batas negara, yaitu di kawasan per-
batasan RI-PNG. Menurut Copenhagen School,
kejahatan ini dikenal dengan bentuk keamanan
non-konvensional yang dapat mengancam
individu atau masyarakat di Jayapura. Salah
satu penyebabnya karena pengaturan masalah
perbatasan yang masih lemah (soft-border regim)
karena pengawasan perbatasan yang tidak ter-
lalu ketat oleh pemerintah dan pos penjagaan
perbatasan yang masih terbatas. Hal ini tentu
saja memacu para pelaku pencuri dengan mu-
dah untuk melakukan aksinya melalui transaksi
penukaran sepeda motor dan narkoba di tengah
laut dengan memanfaatkan teknologi komunikasi
untuk menghubungi kelompok (warga negara
PNG) untuk bertransaksi WNI menyiapkan
sepeda motor dan warga negara PNG menyiapkan
ganja sebagai gantinya dengan titik lokasi atau
arealnya di Hamadi, Dok IX, Dok VIII, Pasir VI,
Kayu Pulo, dan Kampung Argapura Laut dimana
ke semua lokasi ini berhadapan dengan laut. Asas
mutualisme dengan motif ekonomi menjadi
penunjang bagi kedua belah pihak karena ganja

7 Wawancara dengan Kepala BNN, M. Syafii
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yang dijual merupakan barang haram yang bersi-
fat ilegal di PNG, sedangkan di Jayapura perilaku
konsumtif yang bukan hanya pemuda maupun
masyarakat atau pengedar menjadi keuntungan
sendiri melalui penjualan ganja tersebut. Modus
yang digunakan dengan memperalat anak-anak
menjadi sasaran dan juga hubungan kekerabatan
(keluarga) menjadi umpan dalam transaksi
perdagangan narkoba ini. Aparat pemerintah
dalam hal ini sudah efektif dalam menangkap
pelaku, hanya saja permsalahan jalur laut, dan
jalan tikus (setapak) menjadi sulit ditelurusi untuk
menangkap para pelaku karena kondisi geografis
dan juga sarana-prasarana yang belum memadai.
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ABSTRACT

All this time, border development, particularly Indonesia border area in Papua, is left behind from the
development of other regions. Indeed, border regions have great opportunities to become a driving force for
economic activity when they are supported by adequate infrastructure development. Therefore, this article explores
the development of the land border region between Indonesia and Papua New Guinea. The concept of border
development, specifically infrastructure development, is adopted in this article as a basis for discussing the dynamics
of Indonesia’s border area in Papua. The development of Indonesia’s border areas in Papua in this article will
be analyzed as an attempt to guarantee human security and fight illegal trade. The increase of illegal trade in
Indonesia and Papua New Guinea border region could threaten the human security of the Indonesian people in
the Papua Border regions. Therefore, the government took several development policies to improve the welfare of
people in Papua border through the construction of border infrastructure. Even though human security policies
which have adopted by the government did not explicitly stress the human security terminology, but the policies
show that the government efforts to assure human security in Indonesia-Papua New Guinea border area.

Keywords: human security, infrastructure development, Papua border; illegal trade

ABSTRAK

Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal
dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak
kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu, artikel ini
berupaya mengeksplorasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini. Konsep
pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan
dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam
artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin suman security dan melawan perdagangan ilegal. Maraknya
perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia-Papua Nugini dinilai dapat mengancam human security masyarakat
Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan.
Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan terminologi human security, tetapi
kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin Auman security masyarakat di
perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Kata Kunci: keamanan manusia, pembangunan infrastruktur, perbatasan Papua, perdagangan ilegal

PENDAHULUAN perspektif pertahanan dan keamanan, perbatasan
Perbatasan memiliki nilai penting baik secara dikaitkan dengan kedaulatan suatu negara dan
simbolik maupun fungsional sebagai manifes- kepentingan nasional. Sementara itu, dari aspek
tasi utama dari kedaulatan negara atas wilayah sosial-ckonomi, wilayah perbatasan memiliki
tertentu (Carter & Goemans, 2018). Perbatasan peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan
juga memiliki nilai vital dan strategis, tidak ekonomi dan hubungan sosio-kultural (Arifin,
hanya dalam aspek pertahanan dan keamanan, 2012). Perbatasan dalam hal ini membentuk
tetapi juga dalam aspek sosial-ekonomi. Dalam jaringan perdagangan dan pola aglomerasi yang
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pada gilirannya membentuk struktur kegiatan
ekonomi dan perdagangan (Carter & Goemans,
2018). Seiring globalisasi ekonomi dinamika
perbatasan telah mengarah kepada integrasi lintas
batas (cross-border integrations) (Sohn, 2014)
yang meningkatkan arus perdagangan lintas batas.

Akan tetapi, wilayah perbatasan selama ini
menjadi wilayah pinggiran dengan pertumbuhan
ekonomi yang terbatas, bahkan bagi sejumlah
wilayah perbatasan di negara-negara Uni Eropa.
Kondisi ini mendorong Uni Eropa menge-
luarkan program [nterreg funding semenjak
1990 untuk memajukan pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat di wilayah per-
batasan (European Commission, 2017). Contoh
lainnya adalah pembangunan Second Mekong
International Bridge yang terletak di antara
Provinsi Mukdahan di Thailand dan Provinsi
Savannakhet di Laos. Pembangunan ini telah
membawa manfaat ekonomi, seperti penguran-
gan biaya transportasi dan peningkatan volume
perdagangan lintas batas (Warr, Menon, & Yusuf,
2009).

Indonesia sendiri, semenjak tahun 1983,
telah menandatangani kerja sama pembangun-
an ekonomi di wilayah perbatasan dengan
Malaysia yang dikenal dengan socio-economic
Malaysia-Indonesia (Sosek malindo) (Arifin,
2012). Pembangunan Western Borneo Economic
Corridor dalam kerangka kerja sama Brunei
Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines
East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)
merupakan perkembangan dari sosial ekonomi
Malindo yang diarahkan untuk meningkatkan
pembangunan wilayah perbatasan di keempat
negara tersebut (Raharjo, 2016, 64). Kendatipun
demikian, kajian mengenai pembangunan
wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini
masih sedikit dieksplorasi. Terlebih lagi, ketika
Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo
dan Jusuf Kalla memiliki visi membangun
negara dari pinggiran. Hal ini salah satunya
diimplementasikan melalui pembangunan jalan
di wilayah perbatasan Papua (Simorangkir,
2018), pembangunan infrastruktur listrik, dan
dana tambahan infrastruktur dalam rangka
Otonomi Khusus Provinsi Papua. Oleh sebab
itu, artikel ini berupaya mengeksplorasi pemba-
ngunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat
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Indonesia-Papua Nugini. Konsep pembangunan
perbatasan diadopsi sebagai kerangka untuk
mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan
Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah per-
batasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan
dianalisa sebagai upaya untuk menjamin human
security dan melawan perdagangan ilegal yang
terjadi di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Human security sendiri merupakan konsep
yang berfokus pada kemampuan negara dalam
menjamin keamanan warga negaranya dari
berbagai ancaman yang mengganggu kehidupan
keseharian masyarakat. Ancaman tersebut dapat
berupa keamanan ekonomi (economic security),
keamanan pangan (food security), keamanan
kesehatan (health security), keamanan lingkun-
gan (environemntal security), dan keamanan
komunitas (community security) (UNDP, 1994).
Perdagangan ilegal lintas batas dapat menjadi
salah satu ancaman bagi human security di
perbatasan karena menghambat pembangunan
berkelanjutan, mengganggu upaya penurunan
kemiskinan, menimbulkan masalah lingkungan,
dan masalah sosial ekonomi lainnya (Liddick,
2011).

PEMBAHASAN

Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Perbatasan negara selama ini menjadi garis pe-
misah dan filter yang mewakili akhir dan awal
dari sistem negara dengan berbagai peraturan
perundang-undangan. Kawasan perbatasan dipa-
hami sebagai bagian dari wilayah negara yang
terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah
Indonesia dengan negara lain (Raharjo, 2016, 56).
Wilayah perbatasan Papua merupakan wilayah
Indonesia sebagai hasil Konferensi Meja Bun-
dar pada tahun 1949 ihwal pengakuan Belanda
terhadap kedaulatan Indonesia dan kemudian
diperkuat dengan persetujuan Indonesia dan
Belanda di New York pada 15 Agustus 1962
(CNN Indonesia, 2019). Lebih lanjut, integrasi
Papua ke Indonesia ditegaskan dalam Resolusi
Sidang Umum PBB (UN General Assembly Res-
olution) 2504 tentang persetujuan Indonesia dan
Belanda mengenai Irian Barat yang menegaskan
Papua merupakan bagian integral dan tidak dapat
dipisahkan dari Indonesia pada 19 November



1969. Setelah Papua kembali menjadi wilayah
Indonesia, perbatasan Indonesia dan Papua Nugi-
ni membentang lebih dari 750 km. Perbatasan
ini didasarkan pada konvensi antara Inggris dan
Belanda, sebagai negara kolonial yang menguasi
wilayah tersebut pada 16 Mei 1895 (Van der Veur
P.W.,, 1966).

Setelah Papua resmi menjadi bagian dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah
Indonesia segera melakukan pembangunan di
Papua, salah satunya adalah pembangunan infra-
sruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
(Yambeyapdi, 2018). Pembangunan wilayah
Papua sebagai bagian dari pembangunan nasional
secara umum bertujuan untuk memanfaatkan
potensi daerah bagi pengembangan wilayah
Papua, mengurangi kesenjangan antarwilayah,
dan mempercepat pembangunan wilayah Papua
(Nurhadi, 2012).

Perkembangan selanjutnya, yaitu semenjak
tahun 2001, Pemerintah Indonesia telah berupaya
mengurangi kesenjangan pembangunan di Papua
melalui desentralisasi pemerintahan. Hal ini di-
wujudkan melalui UU No.21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Papua yang kemudian diubah
dengan Perpu No.l Tahun 2008. Pemerintah
Indonesia juga berupaya mempercepat pemba-
ngunan di Papua dengan dikeluarkannya Instruksi
Presiden No.5 Tahun 2007 tentang Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat
(Raafi’i, Hakim, & Putri, 2018, 246). Tidak dapat
dipungkiri bahwa otonomi khusus bagi Papua
ini didorong oleh ancaman gerakan pemisahan
Papua dari Republik Indonesia. Melalui otonomi
khusus ini, Pemerintah Indonesia berkeinginan
untuk mengurangi kemiskinan, mendorong pem-
bangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas
sumber daya manusia di Papua (Mollet, 2011,
233). Akan tetapi, upaya pembangunan Papua
melalui desentralisasi ini menghadapi sejumlah
kritik karena masyarakat dipandang sebagai target
pembangunan dan bukan pendorong pembangun-
an itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan di
Papua membutuhkan pendekatan pembangunan
yang mengakomodasi kearifan lokal masyarakat
Papua (Karim, 2012, 96).

Kearifan lokal ini penting untuk diakomo-
dasi dalam pembangunan wilayah Papua
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mempertimbangkan setidaknya terdapat 250
kelompok etnis asli Papua, masing-masing
dengan bahasa mereka sendiri atau dialek yang
khas dan pengetahuan ekologi mereka sendiri.
Saat ini setidaknya terdapat tujuh wilayah adat
yang diakui di Tanah Papua di antaranya ada lima
di Provinsi Papua (La Pago, Mee Pago, Mamta,
Anim Ha, Saireri) dan dua di Provinsi Papua
Barat (Doberai dan Bomberai) (Indrawan, et al.,
2019, 1). Tantangan pembangunan di Papua saat
ini dikenal dengan paradoks pembangunan Papua
(Papua development paradox) yang menunjuk-
kan masyarakat Papua, khususnya di wilayah
perbatasan Indonesia-Papua Nugini terpinggirkan
dari pembangunan terlepas dari kekayaan alam
yang terdapat di Papua (Indrawan, et al., 2019,
1-2). Sebagaimana diketahui, masyarakat di
wilayah perbatasan Papua merupakan masyarakat
yang dinamis di mana berbagai macam kelompok
masyarakat hidup dan bekerja serta dibarengi
oleh arus perdagangan barang dan jasa (Gerstein,
Atler, Davenport, Grill, Kadlec, & Young, 2018).
Interaksi ini didorong pula oleh ikatan keluarga
dan afiliasi suku, sehingga mobilitas dan per-
dagangan melintasi batas-batas territorial terus
berlangsung.

Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini
mengakomodasi hubungan lintas batas ini
dalam persetujuan tahun 1973 yang dinegosi-
asikan ulang pada tahun 1979 dan 1984 (May,
1987). Persetujuan tahun 1973 ini memberikan
kesempatan kepada masyarakat di perbatasan
Papua untuk melanjutkan kegiatan lintas batas tr-
adisional dalam rangka menjaga hubungan sosial,
mengumpulkan makanan, berburu, menangkap
ikan, dan melakukan pertukaran ekonomi. Selain
itu, semenjak akhir tahun 1980-an, Pemerintah
Indonesia telah membangun jalan Trans Irian
Jaya/Trans Papua untuk menembus isolasi
dan kebuntuan pembangunan di Papua. Salah
satu jalur dari Trans Papua tersebut yaitu Jalur
Jayapura dan Oksibil yang membentang paralel
dengan perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Jalur
ini dibangun agar dapat memperlancar kegiatan
administrasi dan ekonomi masyarakat perbatasan
di Papua (Firdausi, 2018).

Pembangunan perbatasan di Papua juga terus
menjadi perhatian pemerintah Indonesia, seperti



yang tertuang dalam Program Pembangunan
Nasional (Propenas) 2000-2004. Dalam Propenas
dinyatakan bahwa “program pengembangan
daerah perbatasan bertujuan untuk meningkatkan
taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan
memantapkan keamanan daerah yang berbatasan
dengan negara lain” (Bappenas, 2004, 19).
Kendatipun sejumlah upaya telah dilakukan untuk
membangun wilayah perbatasan di Papua, tetapi
kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi
tetap menjadi masalah utama. Hal ini mendorong
sejumlah masyarakat di wilayah perbatasan Papua
yang belum menikmati manfaat pembangunan
selama beberapa dekade terlibat dalam kegiatan
perdagangan ilegal guna memenuhi kebutuhan
hidupnya (Bappenas, 2004, 21).

Perdagangan lIlegal Lintas Batas di
Perbatasan Papua sebagai Ancaman
Terhadap Human Security

Perdagangan ilegal lintas batas di wilayah
perbatasan terjadi di banyak wilayah perbatasan
negara-negara di dunia dan perbatasan Indone-
sia-Papua Nugini merupakan salah satu wilayah
yang cukup rawan terhadap berbagai aksi per-
dagangan ilegal (Hakim, 2016). Perdagangan
ilegal ini tidak hanya menimbulkan ancaman
bagi negara asal pelaku, tetapi juga negara tu-
juan pelaku perdagangan ilegal (Lisakafu, 2018,
567). Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan
Indonesia-Papua Nugini umumnya didorong oleh
mekanisme pasar, seperti perbedaan harga dan
mekanisme pasokan-permintaan (supply-de-
mand). Di samping itu, perbatasan yang panjang
dan ditutupi oleh hutan lebat menjadi faktor lain
yang mendorong terjadinya penyelundupan di
wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.
Kondisi ini semakin buruk karena terbatasnya
pengawasan dan penegakan hukum di sepanjang
wilayah perbatasan tersebut. Selain itu, perda-
gangan ilegal di wilayah perbatasan didorong
pula oleh kesulitan masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan dasar mereka (Garry, 2018), sehingga
mendorong mereka untuk melakukan kegiatan
ilegal (Busilacchi, Butler, Rochester, & Posu,
2018).

Di sisi lain, penyelundupan dan perdagang-
an ilegal ini didorong pula oleh terdapatnya

hubungan sosial-budaya, seperti hubungan keke-
luargaan, yang melewati batas-batas kedaulatan
negara (Bouchard, 2012), di wilayah perbatasan
Indonesia-Papua Nugini. Pemikiran tersebut
menunjukkan bahwa ketidakamanan manusia
(human insecurity) dari kondisi sosial ekonomi,
khususnya kemiskinan, menjadi salah satu pen-
dorong masyarakat perbatasan Indonesia-Papua
Nugini terlibat dalam perdagangan ilegal lintas
batas.

Sampai saat ini, Provinsi Papua merupakan
salah satu provinsi dengan jumlah penduduk
miskin tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2018,
penduduk miskin di Papua mencapai 27,74
persen, angka ini meningkat apabila dibanding-
kan dengan tahun 2017 dimana kemiskinan di
Papua sebesar 27,62 persen (BPS Papua, 2019a).
Gambaran tidak jauh berbeda juga ditemukan di
wilayah perbatasan Papua, seperti Kabupaten
Keerom di mana angka kemiskinan mencapai
16,90 persen, Kabupaten Boven Digul sebesar
20,35 persen, Kota Jayapura sebesar 11,37
persen, Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar
30,75 persen, dan Kabupaten Merauke sebesar
10,54 persen (BPS Papua, 2019a). Salah satu
implikasi dari kemiskinan di kawasan perbatasan
yang cukup tinggi ini mendorong sebagian orang
terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal
guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Bappenas,
2004).

Kemiskinan ini salah satunya disebabkan
oleh terbatasnya infrastruktur transportasi dan
pendidikan. Terbatasnya infrastruktur transpor-
tasi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat
di perbatasan Papua, sedangkan minimnya in-
frastruktur pendidikan membatasi kemampuan
masyarakat di perbatasan Papua untuk mening-
katkan kompetensi diri dalam kegiatan ekonomi
dan akhirnya berpotensi mendorong mereka
terlibat dalam perdagangan ilegal (Bano, 2018).
Oleh karena itu keseriusan pemerintah dalam
membangun infrastruktur perlu juga diarahkan
pada peningkatan akses pendidikan dan layanan
publik lainnya bagi masyarakat di perbatasan
Papua. Salah satu caranya adalah memaksimal-
kan pemanfaatan dana otonomi khusus dan dana
tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi
khusus Papua.
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Sejak tahun 2006 sampai 2016, pemerintah
pusat telah mentransfer 11,2 triliun rupiah dana
tambahan infrastruktur. Sedangkan pada periode
2002 sampai 2016, pemerintah pusat telah
mentransfer 47,9 triliun rupiah dana otonomi
khusus bagi Provinsi Papua (bpkad.papua.go.id,
2016). Melalui dana otonomi khusus ini, tingkat
kemiskinan di Papua berkurang dari 41,08 persen
pada tahun 2002 menjadi 27,74 persen pada tahun
2018 (BPS Papua, 2019a). Selain dana otonomi
khusus dan dana tambahan infrastruktur, masih
terdapat dana desa yang dapat digunakan untuk
membangun infrastruktur di wilayah perbatasan
Papua. Melalui dana tersebut masyarakat dapat
membangun sektor ekonomi, pendidikan, dan
kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan
mereka.

Terlepas dari penurunan persentase kemi-
skinan di Papua, pengelolaan dana otonomi khu-
sus dan dana tambahan infrastruktur bagi Papua
perlu memperhatikan manfaat bagi masyarakat
asli Papua yang berada di perbatasan. Selama ini
terdapat pendapat bahwa manfaat dana otonomi
khusus Papua hanya dinikmati sekelompok
elit yang memicu timbulnya perbedaan sosial
yang besar di tengah-tengah masyarakat Papua
antara kelompok masyarakat kaya dan kelompok
masyarakat miskin (Sugandi, 2008). Kelompok
masyarakat miskin yang berada di pedalaman
dan wilayah perbatasan ini kemudian terdorong
untuk terlibat dalam perdagangan ilegal lintas
batas sebagai salah satu cara agar mereka dapat
hidup layak.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri
bahwa aktivitas semacam ini dapat menjadi salah
satu cara mengurangi kemiskinan dan mening-
katkan keamanan pangan bagi masyarakat di
perbatasan dengan tersedianya pasokan pangan
dengan harga yang terjangkau (Gerstein, Atler,
Davenport, Grill, Kadlec, & Young, 2018, 5).
Pasokan pangan ini tidak hanya dibutuhkan oleh
warga Papua di perbatasan Indonesia, tetapi juga
oleh warga Papua Nugini. Jadi, dapat dikatakan
bahwa perdagangan ilegal ini merupakan kegia-
tan menguntungkan yang dilakukan dua arah
baik dari Indonesia ke Papua Nugini, maupun
sebaliknya, dengan berbagai komoditas.
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Komoditas yang sering diselundupkan dari
wilayah Indonesia ke Papua Nugini adalah bahan
bakar minyak dan satwa dilindungi. Salah satu
kasus penyelundupan bahan bakar minyak yang
digagalkan Polair Polres Jayapura Kota terjadi
pada September 2016. Penyelundupan ini terdiri
dari 1.680 liter bahan bakar minyak jenis bensin
tanpa dokumen yang akan diperdagangkan di
Papua Nugini (beritasatu.com, 2016). Kemudian
pada April 2018, Polresta Jayapura mengagalkan
penyelundupan 910 liter bahan bakar minyak
jenis premium melalui perairan Jayapura (Costa,
2018).

Terkait perburuan, penyelundupan, dan per-
dagangan ilegal satwa dilindungi, pada Februari
2019, satgas TNI AD menangkap pemburu satwa
langka di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.
Satwa dilindungi yang diburu dan diselundupkan
terdiri dari burung kakaktua raja, kakaktua putih,
dan Nuri (Utama, 2019). Selain jenis burung,
satwa yang sering diperdagangkan secara ilegal
adalah kura-kura moncong babi atau yang dikenal
sebagai labi-labi moncong babi (Carettochelys
Insculpta). Satwa ini merupakan satwa endemik
dari wilayah selatan Papua yang telah diman-
faatkan oleh masyarakat lokal secara terbatas,
khususnya telur kura-kura moncong babi. Akan
tetapi, seiring meningkatnya permintaan terh-
adap telur dan induk kura-kura moncong babi,
perburuan terhadap satwa ini juga meningkat
(Sangadji, 2019). Kura-kura moncong babi
merupakan satwa yang terancam punah dalam
daftar IUCN. Sementara itu, menurut CITES,
kura-kura moncong babi masuk dalam kategori
appendix Il yang artinya daftar spesies yang tidak
terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam
punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa
adanya pengaturan (Sangadji, 2019).

Sungguhpun penyelundupan bahan bakar
minyak tidak mengancam hAuman security ma-
syarakat Indonesia di perbatasan Papua secara
langsung. Akan tetapi ketiadaan bahan bakar
minyak akan mengganggu kegiatan ekonomi
masyarakat, khususnya masyarakat yang mata
pencaharian mereka bergantung kepada keterse-
diaan bahan bakar minyak, seperti para nelayan
di perbatasan. Sedangkan, perburuan, penyelun-
dupan, dan perdagangan ilegal satwa dari wilayah



Papua dapat mengancam kehidupan masyarakat
Papua yang sangat bergantung terhadap hutan
sebagai sumber makanan dan kehidupan mereka.

Eksploitasi sumber daya alam Papua dengan
tingkat pemahaman dampak terhadap lingkungan
yang rendah dapat mengancam ekosistem di
mana masyarakat bermukim (Liddick, 2011).
Perdagangan ini juga mengancam keanekara-
gaman hayati, menghancurkan habitat alami,
dan sumber daya terbarukan (Schneider, 2008).
Semakin langka suatu spesies, khususnya yang
terancam punah, maka harga spesies tersebut
akan sangat mahal di pasar. Hal ini mendorong
aktivitas ilegal yang lebih besar dan mengancam
hutan di mana masyarakat Papua sangat bergan-
tung secara sosial dan ekonomi (UNODC, 2012,
2). Selain itu, eksploitasi berlebihan dapat meng-
ancam human security dengan berkurangnya ba-
han makanan dan sumber pengobatan tradisional
serta keperluan kegiatan adat masyarakat Papua.
Terlebih lagi sebagian masyarakat Papua masih
hidup nomaden (berburu dan meramu) sehingga
tingkat ketergantungan masyarakat terhadap
hutan sangat tinggi (Muliyawan, Basuni, &
Kosmaryandi, 2013).

Seperti yang telah diketahui bahwa masya-
rakat Papua memandang hutan sebagai seorang
ibu yang menyediakan segala kebutuhan bagi
anaknya agar dapat bertahan hidup, yaitu ikan,
hewan, dan makanan khususnya sagu (Mollet,
2011, 234). Selama ini, pemanfaatan sumber daya
hutan oleh masyarakat Papua telah dilakukan
dengan kearifan lokal mereka untuk menjaga
keberlangsungan dan kelestarian hutan. Akan
tetapi, ketika mereka terlibat dalam perdagangan
dengan masyarakat Papua Nugini tanpa dileng-
kapi persyaratan kepabeanan maka perdagangan
tersebut tergolong dalam perdagangan ilegal
lintas batas negara. Kondisi ini menunjukkan
bahwa kemiskinan bukanlah faktor utama yang
mendorong keterlibatan masyarakat di perbatasan
Papua dalam perdagangan ilegal. Oleh karena itu,
pembangunan infrastruktur pendidikan sangat
perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat di perbatasan, khususnya terkait per-
dagangan lintas batas yang telah mereka lakukan
selama ini.

Di sisi lain, penyelundupan dari Papua Nugini
ke wilayah Indonesia terdiri dari penyelundupan
yang tidak dilengkapi dokumen dan penyelun-
dupan barang ilegal karena dilarang undang-un-
dang untuk diperdagangkan. Komoditas tanpa
dilengkapi dokumen yang sering diperdagangkan
dapat berupa minuman beralkohol, teripang, va-
nilla, kulit kayu masoi, kulit buaya, sirip hiu, tan-
duk rusa, dan hasil pertanian lainnya (beacukai.
go.id, 2017). Sejumlah kasus penyelundupan yang
berhasil digagalkan aparat keamanan misalnya
pada Juli 2016, Satuan Keamanan Laut Lantamal
X Jayapura mengagalkan penyelundupan kakao
dan pinang yang dibawa oleh warga Papua
Nugini. Komoditas tersebut tidak dilengkapi
dengan surat-surat yang dibutuhkan, meskipun
warga papua Nugini tersebut memiliki surat un-
tuk melakukan kegiatan lintas batas (Siswanto E.,
2016). Pada Maret 2017, sejumlah kulit kayu ma-
soi (Cryptocarya massoia) gagal diperdagangkan
ke Jayapura karena tidak dilengkapi surat-surat
yang dipersyaratkan kepabeanan Indonesia.
Tingginya harga kulit kayu masoi di Jayapura
mendorong terus berlangsungnya pasokan dari
Papua Nugini, baik secara legal maupun ilegal
(Bisnis.com, 2017). Lebih lanjut, pada September
2018 juga ditemukan penyelundupan satu ton
kulit kayu masoi dan vanili. Kedua komoditas
ini dikategorikan menjadi produk ilegal karena
tidak dilengkapi persyaratan kepabeanan.

Selain hasil pertanian dan hasil hutan terse-
but, pada Juli 2018, ditemukan penyelundupan
kulit buaya dan tangkur buaya dari Papua Nugini
ke Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen
karantina di Skouw, Jayapura (kkp.go.id, 2018).
Sedangkan pada tahun 2019, penyelundupan ge-
lembung ikan di wilayah perbatasan Indonesia dan
Papua Nugini mencapai 19 kilogram. Komoditas
ini sering diperdagangkan di wilayah Merauke
dengan harga yang cukup tinggi sehingga men-
dorong terus terjadinya perdagangan ilegal dari
Papua Nugini tanpa dilengkapi dokumen yang
dibutuhkan (Janur, 2019).

Di samping komoditas ilegal karena tidak
dilengkapi dokumen, seperti vanili, kulit kayu
masoi, dan kulit buaya, komoditas ilegal yang
dilarang diperjual-belikan di perbatasan kedua
negara adalah sirip hiu dan ganja. Ganja
merupakan salah satu komoditas yang sering
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diselundupkan dari Papua Nugini ke Indonesia.
Salah satu wilayah perbatasan yang rawan dengan
kegiatan ilegal ini adalah Kabupaten Merauke.
Tingginya perdagangan ilegal ganja dari Papua
Nugini tersebut didorong oleh kualitas ganja yang
tinggi dan permintaan yang terus meningkat di
Papua (Damarjati, 2018). Perdagangan narko-
tika jenis ganja ini sering dipandang sebagai
pendorong tindak kejahatan lainnya, seperti
penyuapan karena perdagangan ini memberikan
keuntungan besar bagi para pelakunya (Hughes,
Chalmers, & Bright, 2019, 1-2).

Tidak hanya ganja, produk yang dilarang un-
tuk diperdagangkan di Indonesia adalah sirip hiu.
Ikan hiu merupakan satwa dilindungi berdasarkan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
No.18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status
Perlindungan Penuh lkan Hiu Paus. Walaupun
demikian, pada Mei 2018, satuan tugas (Satgas)
Yonif Para Raider 501 Kostrad menggagalkan
penyeludupan sirip ikan hiu asal Papua Nugini
seberat 6,5 kg di wilayah perbatasan Wutung
(Siagian, 2018). Selain sirip ikan hiu, pada
Juni 2016, petugas pos pemantau perbatasan di
wilayah Sota mengagalkan penyelundupan lebih
dari 25 kilogram tanduk Rusa, empat pasang kulit
kaki Kasuari, dan empat buah tempurung dada
kura-kura dari Papua Nugini. Barang-barang
tersebut terbukti ilegal karena tidak dilengkapi
dengan surat legalitas dari bea cukai dan karan-
tina hewan untuk masuk ke Indonesia (Siswanto,
2016).

Kegiatan perdagangan ilegal yang telah
diuraikan di atas dilakukan oleh pelintas dari
Papua Nugini dan oleh masyarakat Indonesia
di perbatasan Papua. Kegiatan ini seringkali
dilakukan dalam skala kecil dan dilakukan
oleh individu dari Papua Nugini yang memiliki
hubungan kekerabatan dengan warga Indonesia.
Dari sudut pandang lain, perdagangan ilegal ini
dapat dilihat sebagai cara dari sekelompok orang
atau sebagian populasi yang secara ekonomi
lemah mencari cara untuk bertahan hidup. Hal
ini berarti bahwa tindakan perdagangan ilegal
ini dilakukan sekelompok orang karena negara
belum mampu menyediakan kesejahteraan bagi
rakyatnya secara layak di wilayah perbatasan
(Tripp, 1997).
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Sungguhpun terdapat indikasi keterkaitan
antara kemiskinan di wilayah perbatasan Papua
dengan kegiatan perdagangan ilegal, tetapi kami
melihat bahwa kemiskinan bukan faktor utama
keterlibatan masyarakat dalam perdagangan
ilegal. Hal ini sedikit berbeda dengan sejumlah
literatur yang menyatakan kemiskinan merupakan
faktor utama keterlibatan masyarakat di wilayah
perbatasan dalam perdagangan ilegal (Lindsey,
dkk, 2011; Tagliacozzo, 2001). Sejumlah kasus
perdagangan ilegal (kecuali perdagangan ganja)
yang ditemukan menunjukkan bahwa hubungan
kekerabatan dan perdagangan yang berlangsung
sejak lama ditambah dengan kurangnya pemaha-
man masyarakat terhadap persyaratan kepabeanan
dan aturan perundang-undangan menjadi faktor
perdagangan yang mereka lakukan di perbatasan
menjadi ilegal. Mencermati realitas tersebut,
pembangunan infrastruktur transportasi dan
pendidikan serta pembangunan kualitas masya-
rakat di perbatasan Papua perlu ditingkatkan oleh
pemerintah.

Nilai Penting Pembangunan
Infrastruktur di Perbatasan Papua
dalam rangka Penjaminan Human
Security

Perdagangan ilegal, khususnya sejumlah komodi-
tas dari Papua Nugini ke Indonesia dan sebaliknya,
memiliki dampak bagi masyarakat di perbatasan
Papua berupa eksploitasi sumber daya alam yang
membawa masalah terhadap lingkungan tempat
mereka hidup. Keterlibatan beberapa orang di
perbatasan Papua dalam perdagangan ilegal dan
eksploitasi sumber daya alam ini juga didorong
oleh pembangunan yang belum dinikmati oleh
sebagian masyarakat di perbatasan. Oleh karena
itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di perbatasan Papua. Pembangunan
infrastruktur perbatasan ini diarahkan untuk
meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat
perbatasan sehingga perdagangan ilegal lintas
batas tidak lagi terjadi. Sungguhpun sejumlah ke-
bijakan pemerintah tersebut tidak secara eksplisit
menekankan human security, tetapi kebijakan
yang telah diambil pemerintah menunjukkan upa-
ya untuk menjamin human security masyarakat



di perbatasan Papua. Kebijakan tersebut dapat
dilihat dari alokasi dana tambahan infrastruktur
dalam rangka otonomi khusus untuk Provinsi
Papua dan sejumlah pembangunan infrastruktur
di perbatasan.

Infrastruktur merupakan elemen dasar
untuk menyalurkan energi, transportasi, air dan
sanitasi kepada masyarakat yang secara langsung
atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan
mereka. Elemen dasar ini menjadi faktor kunci
dalam meningkatkan perkembangan ekonomi
dan fasilitator penting dalam perubahan struktur
ekonomi (Galko, 2015, 6). Dalam rangka men-
capai perkembangan ekonomi, infrastruktur yang
memadai sangat dibutuhkan oleh suatu wilayah
untuk berkembang (Sukwika, 2018), khususnya
bagi wilayah perbatasan di Papua. Keberadaan
infrastruktur yang memadai akan mendorong
peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi,
meningkatkan investasi, mendorong penyerapan
tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan
ekonomi (Sukwika, 2018, 116-117). Wilayah
perbatasan Papua selama ini tertinggal dalam
pembangunan infrastruktur, sehingga kombinasi
infrastruktur yang baik, meningkatnya perdagang-
an, dan mobilitas faktor produksi akan men-
dorong peningkatan pendapatan masyarakat, dan
kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua.
Tanpa tersedianya infrastruktur yang memadai
di wilayah perbatasan akan terjadi ketimpangan
pembangunan antarwilayah yang berdampak
terhadap kesenjangan pembangunan ekonomi,
kesenjangan kesejahteraan antarwilayah, dan
kesulitan masyarakat terhadap akses pelayanan
publik (Sukwika, 2018; Surd, Kassai, & Giurgiu,
2011; Warr, Menon, & Rasphone, 2015).

Pemahaman ini mengarahkan artikel ini ber-
fokus kepada infrastruktur lintas batas (cross-bor-
der infrastructure) yang dinilai akan memberi
dampak pada proses integrasi dan perdagangan
lintas batas yang legal (Galko, 2015, 6-7). Salah
satu infrastruktur yang terbukti memiliki nilai
penting dalam meningkatkan perkembangan
ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar-
wilayah adalah transportasi (Enflo, Alvarez-
Palau, & Marti-Henneberg, 2018; Raafi’i, Hakim,
& Putri, 2018, 244-245). Selain itu, infrastruktur
perbatasan tidak dapat dianalisis tanpa evaluasi

atas infrastruktur transportasi dan jalan di wilayah
perbatasan. Infrastruktur transportasi dan jalan
merupakan faktor pendorong terbentuknya pem-
bangunan sosial ekonomi yang pada gilirannya
akan berkontribusi pada peningkatan daya saing
dan menurunkan biaya logistik (Galko, 2015, 10).

Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) menyatakan bahwa
infrastruktur lintas batas dapat meningkatkan
perdagangan, meningkatkan keamanan, meng-
hemat uang, memperkuat manajemen sumber
daya alam, dan memenuhi kebutuhan masyarakat
di perbatasan (OECD, 2006). Terlebih lagi
infrastruktur lintas-batas memiliki efek positif
pada perdagangan dan selanjutnya pada pertum-
buhan ekonomi di wilayah perbatasan. Manfaat
tersebut utamanya didorong oleh pembangunan
jalan lintas batas (Edmonds & Fujimura, 2006).
Sejumlah negara telah melakukan hal tersebut,
seperti pembangunan Jembatan Internasional
Mekong antara Provinsi Mukdahan di Thailand
dan Provinsi Savannakhet di Laos (Warr, Menon,
& Yusuf, 2009). Ketika perdagangan dapat
berjalan lancar maka diharapkan kemiskinan di
Papua dapat menurun, sehingga human security
masyarakat di perbatasan Papua dapat terjamin
dari sisi ekonomi.

Pembangunan infrastruktur perbatasan juga
penting untuk mengimplementasikan regulasi
perdagangan lintas batas yang telah ditetapkan
pemerintah dalam menjamin human security
masyarakat Papua. Melalui sejumlah regulasi,
seperti ketentuan kualitas, mutu, dan keamanan
komoditas yang masuk ke wilayah Papua, ma-
syarakat dapat terhindar dari ancaman penyebaran
penyakit yang terbawa oleh komoditas tersebut.
Pengawasan keluar-masuknya komoditas akan
menjamin bahwa produk yang masuk ke wilayah
Indonesia, melalui perbatasan Papua bebas dari
hama penyakit. Hal ini mempertimbangkan bahwa
komoditas yang masuk ke wilayah Papua secara
ilegal mungkin saja membawa hama penyakit
atau parasit yang dapat mengganggu ekosistem
di Papua dan membawa dampak negatif kepada
masyarakat. Ketika hal ini terjadi maka tidak
hanya ekosistem yang terganggu, namun human
security masyarakat di perbatasan Papua juga
dapat terancam, khususnya dari aspek kesehatan.

Melyana R.P., Yanyan M.Y., dan Wahyu W. | Pembangunan Infrastruktur di Perbatasan Papua: ... | 83



Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur
perbatasan ditujukan pada pengembangan kegiat-
an ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat
mendorong kohesi ekonomi wilayah perbatasan
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
perbatasan Papua tanpa mengorbankan aspek-as-
pek human security. Selain itu, pengembangan
infrastruktur lintas batas secara tidak langsung
mempengaruhi stabilitas hubungan kedua negara
yang bertetangga (Galko, 2015, 7). Ketersediaan
infrastruktur transportasi dan jalan di wilayah
perbatasan juga akan meningkatkan akses ma-
syarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan,
dan energi (Skorobogatova & Kuzmina-Merlino,
2017). Pemikiran ini menjadi dasar pentingnya
pembangunan infrastruktur jalan sehingga dapat
memfasilitasi pertumbuhan pusat-pusat kota,
sektor pertanian dan industri (Skorobogatova
& Kuzmina-Merlino, 2017). Selanjutnya, per-
tumbuhan sektor pertanian dan industri akan
mendorong pertumbuhan perdagangan lintas
batas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
(Hopcraft, Bigurube, Lembeli, & Borner, 2015).

Pemerintah telah membangun jalan Trans
Irian Jaya/Trans Papua sejak penghujung 1980.
Proyek ini bertujuan membuka isolasi, mening-
katkan pembangunan di Papua, dan meningkat-
kan ekonomi masyarakat, sehingga kemakmuran
hasil pembangunan Indonesia juga dapat
dirasakan oleh masyarakat Papua di perbatasan
Indonesia-Papua Nugini. Salah satu jalur jalan
tersebut menghubungkan Jayapura dan Oksibil
melalui daerah Abepura dan Ubup sepanjang 300
km yang paralel dengan perbatasan Indonesia-
Papua Nugini. Lebih lanjut, selama periode
2015 sampai 2018 pemerintah telah membangun
908,72 km dari 1.098 km jalan perbatasan yang
direncanakan (Simorangkir, 2018). Selain untuk
meningkatkan kesejahteran masyarakat Papua di
perbatasan, pembangunan infrastruktur ini dapat
menjadi sarana dalam mengamankan perbatasan
dan mencegah tindak kriminal lintas batas.
Pembangunan infrastruktur jalan ini merupakan
salah satu implementasi misi pemerintah memba-
ngun wilayah Indonesia dari pinggiran. Wilayah
pinggiran, khususnya perbatasan di Papua, yang
dihubungkan oleh infrastruktur jalan diharapkan
dapat mempercepat pembangunan dan pertum-
buhan ekonomi di wilayah perbatasan. Dengan
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demikian, tersedianya infrastruktur jalan dapat
menurunkan biaya logistik, sehingga komoditas
perdagangan dapat dibeli oleh masyarakat di
perbatasan dengan harga yang terjangkau.

Kendatipun demikian, dalam pengemba-
ngan infrastruktur transportasi khususnya jalan
di perbatasan Indonesia-Papua Nugini terdapat
sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kondisi
geografis dari wilayah perbatasan di Papua yang
sebagian terdiri dari tanah gambut dengan lapisan
lahan yang tipis dan curah hujan musiman yang
cukup tinggi. Kondisi ini mengakibatkan pemba-
ngunan infrastruktur jalan cukup sulit dilakukan
dengan biaya yang cukup besar. Infrastruktur
jalan yang sudah dibangun pun terancam oleh
erosi dan tanah longsor. Terlebih lagi, kepadatan
penduduk di wilayah Papua yang rendah meng-
akibatkan pembangunan infrastruktur jalan di
perbatasan Papua cukup sulit dipelihara.

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa
pembangunan infrastruktur jalan tersebut dapat
memberikan dampak negatif bagi lingkungan
(Ghent, 2018). Dampak negatif tersebut dapat
berupa penurunan habitat (Karlson, Mortberg,
& Balfors, 2014) dan dapat mengancam human
security karena menurunnya daya dukung
lingkungan terhadap masyarakat yang berada
disekitar wilayah terdampak (Mandle, Bryant,
Ruckelshaus, Geneletti, Kiesecker, & Pfaff,
2015). Daya dukung lingkungan ini akan semakin
menurun seiring meningkatnya pertumbuhan
pemukiman di sepanjang pembangunan infras-
truktur jalan. Menurut analisis tata ruang yang
dilakukan proyek Conservation International’s
Rapid Assessment for Conservation and Economy
(RACE) di Papua tahun 2002, penambahan
panjang jalan di Papua akan berdampak pada
peningkatan kerusakan lahan (Anggraeni, 2005).
Hampir 25 persen luas hutan lindung dan kawasan
konservasi berada pada jarak kurang dari 20 km
dari jalan yang telah ada (Kartikasari, Marshall, &
Beehler, 2012, 833). Dengan demikian, diperlu-
kan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan
dan meminimalkan dampak terhadap ekosistem
di sekitarnya (Coffin, 2007).

Selain dari sisi ekosistem, pembangunan in-
frastruktur jalan juga dikhawatirkan dapat mening-
katkan perdagangan manusia, penyelundupan



ganja, pembalakan liar, dan deforestasi (Fujimura
& Adhikari, 2010). Pembangunan infrastruktur
jalan lintas batas (cross-border road) juga dapat
mendorong terjadinya peningkatan perdagangan
ilegal dengan skala yang lebih besar karena mu-
dahnya akses transportasi (Das, 2018, 585). Akan
tetapi, pembangunan infrastruktur dan jalan yang
dibarengi sistem pengawasan yang baik dapat
mengurangi tindakan kriminal berupa perdagang-
an ilegal lintas batas. Perdagangan ilegal ini juga
akan berkurang dengan pembangunan infrastruk-
tur karena masyarakat yang terlibat perdagangan
ilegal beralih ke mata pencaharian lain seiring
meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah
perbatasan (UNODC, 2012, 163). Menghadapi
dampak negatif dari pembangunan infrastruktur
di wilayah perbatasan tersebut, Indonesia dan
Papua Nugini dapat menggabungkan pemba-
ngunan wilayah perbatasan dengan peningkatan
keamanan, seperti dengan penguatan pengawasan
dan peningkatan pemeriksaan pelintas batas di
perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Di samping infrastruktur jalan, dalam rangka
mengawasi perbatasan yang begitu panjang, saat
ini Pemerintah Indonesia telah membangun pos
pengawasan setiap sepuluh kilometer di sepanjang
perbatasan Indonesia-Papua Nugini yang menca-
pai 750 km (Bergin & Bateman, 2018). Terlebih
lagi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo
telah diterbitkan Inpres No.6 Tahun 2015 tentang
percepatan pembangunan tujuh Pos Lintas Batas
Negara (PLBN) terpadu dan sarana-prasarana
penunjang di kawasan perbatasan. Salah satu
PLBN tersebut berada di Provinsi Papua, yaitu
Skouw yang berbatasan langsung dengan Papua
Nugini. Pembangunan infrastruktur PLBN ini
menjadi penting mengingat tingginya transaksi
perdagangan di pasar perbatasan wilayah terse-
but. Perdagangan ini dapat dikatakan gerbang
kegiatan ekspor-impor antara Indonesia dan
Papua Nugini karena masyarakat Papua Nugini
juga membawa barang dagangan mereka ke pasar
tersebut (Rachman, 2018).

Pemerintah juga membangun Pusat Logistik
Berikat (PLB) bahan pokok dalam rangka mengu-
rangi penyelundupan dan perdagangan ilegal lintas
batas. Pusat Logistik Berikat (PLB) bahan pokok
ini dirancang memberikan kemudahan bagi para

pelintas batas untuk memenuhi kebutuhan pokok
dengan menggunakan Kartu Identitas Lintas
Batas (KILB). Para pelintas batas yang memiliki
KILB akan mendapat pembebasan bea masuk dan
Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Sementara
itu, peningkatan infrastruktur kepabeanan juga
dilakukan melalui customs-excise information
system and automation (CEISA) untuk meng-
identifikasi pelintas batas dan memverifikasi
masa berlaku KILB mereka (Santoso, 2019).

Selain membangun jalan trans Papua, pem-
bangunan PLBN terpadu di Skouw, dan Pusat
Logistik Berikat, pemerintah juga membangun
Bandara Sentani di Kota Sentani, Kabupaten
Jayapura yang menjadi penghubung utama
menuju wilayah pedalaman Papua (Rofiah, 2019).
Infrastruktur yang telah dibangun tersebut juga
didukung oleh ketersediaan pasokan listrik dan
diharapkan dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi di Papua. Seperti yang diketahui, pada
Oktober 2016 rasio elektrifikasi di Papua hanya
47 persen (Jordan, 2016) dan rasio ini telah
meningkat menjadi 53,62 persen pada Agustus
2018. Peningkatan rasio elektrifasi ini didorong
oleh sejumlah proyek pembangunan infrastruktur
kelistrikan di Papua, yaitu Pembangkit Listrik
Tenaga Air Orya Genyem, Pembangkit Listrik
Tenaga Mini Hidro Prafi, Saluran Udara Tegangan
Tinggi Orya Genyem ke Jayapura sepanjang 174,6
kilometer sirkit, Saluran Udara Tegangan Tinggi
Holtekamp-Jayapura sepanjang 43,4 kilometer
sirkit, Gardu Induk Waena-Sentani, dan Gardu
Induk Jayapura (Jordan, 2016).

Tidak dapat dipungkiri bahwa niat baik
pemerintah dalam pembangunan infrastruktur
tersebut ditujukan untuk mengurangi kesenjangan
pembangunan antarwilayah, mendorong ekonomi
masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan
menurunkan angka kemiskinan. Akan tetapi, in-
frastruktur pada sektor kesehatan dan pendidikan
masih kurang begitu diperhatikan pemerintah.
Hal ini dapat dicermati dari unit pelayanan
kesehatan di sejumlah kabupaten hanya berupa
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Keterbatasan pembangunan infrastruktur kese-
hatan berdampak pada fenomena gizi buruk dan
campak di Papua (Sohuturon, 2018). Berdasarkan
data BPS tahun 2017, persentase balita yang
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memperoleh imunisasi campak di wilayah per-
batasan bervariasi, persentase tertinggi yaitu di
Kabupaten Boven Digoel sebesar 74,04 persen,
Kabupaten Merauke sebanyak 67,24 persen,
Kabupaten Keerom baru mencapai 59,95 persen,
Kabupaten Jayapura sebesar 58,30 persen, dan
yang terkecil di Kabupaten Pegunungan Bintang
yaitu 30,59 persen (BPS Papua, 2018).

Kendatipun telah terdapat infrastruktur jalan,
tetapi akses masyarakat di wilayah perbatasan
terhadap fasilitas kesehatan di Kota Jayapura cuk-
up sulit karena keterbatasan sarana pendukung,
seperti kendaraan (tempo.co, 2019). Hal ini
terjadi karena selama ini dana otonomi khusus
dan dana tambahan infrastruktur bagi Papua
lebih banyak disalurkan untuk pembangunan
fasilitas pemerintah daerah daripada pemban-
gunan fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan
Papua. Kondisi ini menunjukkan bahwa proyek
infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah
di Papua belum bisa dimanfaatkan masyarakat
secara maksimal (tempo.co, 2019).

Selain infrastruktur di bidang kesehatan,
infrastruktur pendidikan di Papua juga masih
dalam keterbatasan. Hal ini dapat dicermati dari
persentase angka melek huruf penduduk usia
15-24 tahun di Provinsi Papua pada tahun 2018
sebesar 88,44 persen. Sedangkan di kabupaten
yang berbatasan dengan Papua Nugini, persentase
angka melek huruf penduduk usia 15-24 tertinggi
berada di Kabupaten Merauke sebesar 99,88
persen, Kabupaten Jayapura sebanyak 98,99
persen, Kabupaten Keerom sebesar 97,17 per-
sen, Kabupaten Boven Digoel berjumlah 96,10
persen, dan Kabupaten Pegunungan Bintang baru
sebanyak 75,91 persen (BPS Papua, 2019b).
Padahal pemerintah telah mengeluarkan Instruksi
Presiden No.9 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua.
Instruksi tersebut menempatkan sektor kesehatan
dan pendidikan sebagai fokus pembangunan di
Papua, di samping pengembangan ekonomi lokal,
infrastruktur dasar, infrastruktur digital, dan
konektivitas (Sohuturon, 2018). Pembangunan
infrastruktur kesehatan dan pendidikan di Papua
yang dilakukan sampai daerah pelosok di per-
batasan perlu percepatan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia (Fathurrahman,
2019). Upaya ini perlu segera dilakukan,
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mengingat tanpa sumber daya manusia yang sehat
dan terdidik maka infrastruktur jalan yang telah
dibangun tidak dapat dimanfaatkan masyarakat
di perbatasan untuk berkontribusi dalam pemba-
ngunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan
mereka.

Pembangunan infrastruktur yang telah
dilakukan pemerintah seiring peningkatan
kualitas sumber daya manusia di perbatasan
Papua dapat menjadi peluang untuk mendorong
aktivitas ekonomi berupa perdagangan dengan
warga Papua Nugini. Seperti yang diketahui
selama ini, sejumlah komoditas pangan di Papua
Nugini dipasok dari Thailand untuk beras dan
buah — buahan, Vietnam untuk ikan laut, dan
Malaysia untuk sayur — sayuran (Lita, 2019).
Kenyataan ini memunculkan perlunya kerja
sama bilateral dalam pengembangan wilayah
perbatasan yang melibatkan kedua negara ber-
tetangga. Pembangunan perbatasan akan sulit
mencapai tujuan yang diharapkan yaitu pening-
katan kesejahteraan masyarakat jika hanya satu
negara yang proaktif, tanpa dukungan dari negara
tetangganya.

Kerja Sama Pembangunan Wilayah
Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini

Perbatasan menentukan hubungan antara negara
yang bertetangga, keamanan perbatasan, mo-
bilitas perdagangan, dan mobilitas masyarakat
(Ullah & Kumpoh, 2018). Hubungan ini juga
penting untuk meminimalkan defisit perdagangan
dan mencegah arus barang ilegal di sepanjang
perbatasan, sehingga kerja sama lintas batas dapat
menjadi jalan untuk menjaga perdamaian dan
mendorong pembangunan di wilayah perbatasan
(Rahman, 2008). Selain itu, kerja sama ini juga
penting dalam menurunkan angka kemiskinan di
perbatasan, mencegah degradasi lingkungan, dan
perdagangan narkotika (Chowdhury, 2013, 100).

Kerja sama lintas batas merupakan proses
terpadu untuk membangun hubungan bertetang-
ga antar pemangku kepentingan di kedua sisi
perbatasan. Tujuan kerja sama lintas batas ini
adalah untuk mendorong pembangunan masya-
rakat perbatasan, mempromosikan pemba-
ngunan sosial-ekonomi daerah perbatasan, dan
mengembangkan ekonomi serta menyediakan



layanan publik yang lebih baik. Layanan yang
lebih baik di perbatasan dapat diupayakan melalui
pembangunan infrastruktur perbatasan (Del-
Bianco & Jackson, 2012, 11-21). Pembangunan
infrastruktur di perbatasan juga dapat mendorong
integrasi ekonomi lintas batas yang menghasilkan
hubungan kooperatif antar negara bertetangga
(Hameiri, Jones, & Yizheng, 2018, 2).

Selama ini, Indonesia dan Papua Nugini
telah bekerja sama dalam manajemen perbatasan
dan berupaya menghindari konflik di perbatasan.
Hal tersebut telah berubah saat ini, seiring desen-
tralisasi yang dilakukan pemerintah kedua negara
terjadi peningkatan kegiatan ekonomi di wilayah
perbatasan. Pembangunan wilayah perbatasan ini
sesungguhnya telah dilakukan sejak era Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono yang berfokus kepa-
da pembangunan fisik dan kerja sama ekonomi
serta perdagangan (Thom, 2012). Upaya ini
kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden
Joko Widodo dalam pembangunan infrastruktur
perbatasan dan mendorong perdagangan lintas
batas dengan Papua Nugini.

Pembangunan infrastruktur di perbatasan
sangat penting bagi kedua negara karena kedua
negara menghadapi isu keamanan perbatasan
yang hampir serupa salah satunya adalah perda-
gangan ilegal (Bergin & Bateman, 2018). Masalah
perdagangan ilegal ini berakar dari perbedaan
kemampuan ekonomi kedua negara di perbatasan
Papua. Faktor ini pun membuat respons kedua
negara dalam menghadapi masalah tersebut juga
berbeda. Saat ini, Indonesia telah meratifikasi
United Nations Convention against Transnational
Organized Crime (konvensi Palermo) dengan
dikeluarkannya Undang-Undang No.5 Tahun
2009. Melalui regulasi tersebut Indonesia dapat
melakukan investigasi kolaboratif dengan Papua
Nugini menghadapi ancaman kejahatan lintas ba-
tas. Peluang lain untuk meningkatkan hubungan
Indonesia-Papua Nugini di perbatasan Papua
dalam menghadapi kejahatan lintas batas adalah
penguatan sistem pertukaran informasi melalui
pertemuan berkala antara kedua belah pihak
(Lisakafu, 2018, 574). Oleh karena itu, kerja sama
perbatasan menjadi penting dilakukan oleh kedua
negara melalui berbagai instansi yang berperan
dalam pengembangan wilayah perbatasan.

Pada banyak kasus kerja sama perbatasan,
sejumlah faktor dapat menghambat kolaborasi
lintas batas, seperti perbedaan kapasitas kelem-
bagaan kedua negara yang cenderung mem-
batasi investasi dalam infrastruktur lintas batas.
Perbedaan struktur kelembagaan di antara kedua
negara ini terjadi lantaran lembaga publik tidak
memiliki korespondensi yang jelas di kedua sisi
perbatasan karena fungsi yang serupa dilakukan
dalam organisasi yang berbeda dan/atau pada
skala spasial yang berbeda. Perbedaan struktur
kelembagaan ini juga dapat dikaitkan dengan
perbedaan dalam prioritas kebijakan nasional
masing-masing negara (Peck & Mulvey, 2016,
4-5). Namun demikian, pada kasus perbatasan
Indonesia-Papua Nugini, persetujuan tahun 1973
artikel 2 memberikan saluran korespendensi yang
komprehensif, seperti melalui liaison arrange-
ments dan liaison meetings on border matters di
mana pejabat Indonesia dan Papua Nugini dapat
bertukar informasi, mulai dari tingkat nasional,
provinsi, kabupaten sampai di tingkat kecamatan.
Korespondensi ini dilakukan melalui sejumlah
pertemuan secara berkala untuk bertukar infor-
masi mengenai permasalahan dan isu terkait
perbatasan kedua negara.

Pada pertemuan menteri luar negeri
Indonesia dan Papua Nugini pada Juli 2018,
kedua negara sepakat untuk bekerja sama dalam
pengembangan perbatasan, menjamin kelancaran
arus barang, manusia, dan pembangunan di per-
batasan. Pembangunan tersebut terkait dengan
pembangunan infrastruktur sekolah, pasar, kese-
hatan, dan integrasi perdagangan di perbatasan
(www.rnz.co.nz, 2018). Selain itu, kerja sama
badan kepabeanan di antara kedua negara terus
ditingkatkan untuk mengawasi, memeriksa, dan
mencegah perdagangan ilegal. Sangat penting
bagi badan kepabeanan kedua negara di wilayah
perbatasan untuk dapat bertukar informasi dan
mencegah penyelundupan komoditas ilegal
(UNODC, 2012, 100). Dalam rangka menjamin
human security masyarakat perbatasan dari
penyelundupan produk ilegal, khususnya satwa
dilindungi dan hasil hutan lainnya, peningkatan
kemampuan petugas perbatasan kedua negara
juga perlu ditingkatkan untuk mengidentifikasi
jenis satwa yang dilindungi (Klemm, 1993).
Dalam hal ini, kedua negara sepakat memperkuat
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kerja sama untuk memastikan bahwa produk yang
keluar masuk perbatasan kedua negara dilengkapi
dokumen resmi dan tidak melanggar aturan di
kedua negara.

Selain kepabeanan, pengawasan obat dan
makanan juga dilakukan kedua negara di wilayah
perbatasan Papua. Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) dan otoritas regulator obat
Papua Nugini telah berupaya meningkatkan
pengamanan produk obat dan makanan serta
menjamin kualitas produk yang diperdagangkan
di wilayah perbatasan (Siregar, 2019). Penjagaan
kawasan perbatasan juga dilakukan Kementerian
Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian.
Kementerian Pertanian dalam hal ini memiliki
tanggung jawab untuk mencegah keluar masuk-
nya hama penyakit dan organisme pengganggu
tumbuhan yang mungkin terbawa oleh komoditas
dan dapat mengancam human security serta eko-
sistem di Papua. Lebih lanjut, pada April 2019,
Kementerian Pertanian mengadakan Technical
Working Group terkait implementasi MoU on
Collaborative Animal Health, Plant Health and
Biosecurity Quarantine Activities dengan mitra
dari Papua Nugini. Melalui kelompok kerja ini,
kedua pihak melakukan pengawasan, inspeksi,
dan analisis resiko bersama terhadap potensi
penyebaran penyakit lintas batas (Tribunnews.
com, 2019). Kerja sama tentang prosedur karanti-
na kedua negara ini diharapkan dapat mendorong
perdagangan lintas batas berlangsung lancar dan
tetap menjaga kualitas serta mutu produk (Lita,
2019). Melalui upaya-upaya kolaboratif tersebut
diharapkan perdagangan lintas batas berlangsung
lancar dengan tetap menjamin hAuman security
masyarakat di perbatasan Indonesia-Papua
Nugini.

PENUTUP

Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya
untuk membangun wilayah perbatasan di Papua.
Sungguhpun upaya tersebut tidak menyebutkan
terminologi Auman security, tetapi kebijakan
pembangunan infrastruktur dapat dilihat sebagai
upaya pemerintah menjamin hAuman security
masyarakat Papua di perbatasan Indonesia-Papua
Nugini. Pembangunan infrastruktur berupa jalan
dapat mendorong kegiatan ekonomi yang pada
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akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan
dan aktivitas ilegal di perbatasan Papua. Selain in-
frastruktur transportasi berupa jalan, pembangun-
an infrastruktur pendidikan dan kesehatan perlu
ditingkatkan melalui pemanfaatan dana tambahan
infrastruktur bagi Provinsi Papua agar kualitas
sumber daya manusia di perbatasan Papua dapat
lebih unggul. Pembangunan infrastruktur juga
dapat meningkatkan hubungan sosial masyarakat
dan menjembatani kerja sama Indonesia-Papua
Nugini di wilayah perbatasan.

Sebagai tambahan, pemerintah Indonesia
dan Papua Nugini perlu memperkuat kerja sama
dalam masalah lintas batas dan memulai program
pembangunan komprehensif untuk meningkatkan
kualitas hidup dan mata pencaharian masyarakat
yang tinggal di kedua sisi perbatasan. Kedua
negara dapat berbagi pengetahuan dan keahlian
untuk mengembangkan kerja sama lintas batas,
khususnya dalam mencegah perdagangan ilegal
yang mengancam human security masyarakat di
kedua negara. Hal ini menjadi penting, mem-
pertimbangkan bahwa perbatasan merupakan
garis pertahanan pertama terhadap ancaman dan
tantangan eksternal. Selain itu, penjaminan ke-
amanan dan kesejahteraan masyarakat di Papua,
sebagai salah satu tugas Pemerintah Indonesia,
bergantung pada perbatasan yang aman dan
terintegrasi dengan baik dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
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ABSTRACT

The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election,
which is between the supporters of Joko Widodo & Ma aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very
relatable to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was
collapsed by mass and students’ demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered
as “a verbal war” and “a political identity war” that use all means such as social media, attitudes, and social
behavior. The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to
the sense of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the
ideology of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology
which is Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian
heroes have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding
of the history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through
the world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.

Keywords: Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism

ABSTRAK

Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden
2019, yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma’aruf Amin yang berhadap-hadapan dengan kubu Prabowo
Subianto & Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian
militerisme tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung
muatan dan berdampak negatif,bahkan cenderung “perang verbal”, “perang politik identitas” yang menggunakan
segala cara melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari
generasi muda (milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara-
Indonesia (NKRI) serta miskinnya pengetahuan dan pemahaman haluan (ideologi) negara sehingga mudah
terinfiltrasi pemahaman lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas
mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan
dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan
ideologi bangsa ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik-baiknya melalui dunia pendidikan, olah-raga,
dan dalam setiap dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.

Kata Kunci: Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimism

PENDAHULUAN: DEMOKRASI Kondisi ini kemudian didukung oleh kemajuan
PASCA REFORMASI 1998 & teknologi informasi dengan dunia internet yang
PEMILU 2019 memunculkan media sosial dalam dunia maya.

Pemerintahan pasca reformasi, selama 20 tahun,
Ada sebuah peristiwa penting ketika membicara- telah memberikan jaminan pada anak-anak bangsa
kan fenomena pasca Pemilu 2019, yaitu kondisi tumbuh dan berkembang secara bebas. Keadaan
objektif pasca reformasi di mana kebebasan sipil seperti inilah yang menjadi latar belakang ter-
dalam berdemokrasi mengalami “kran terbuka” jadinya fenomena bipolarisasi dan penguatan
artinya semua orang mendapatkan kebebasan politik identitas masyarakat yang cukup ramai
berpendapat, berorganisasi, berpolitik, berkarya dalam setiap pergantian pimpinan pemerintahan
dan mengekspresikannya, dan seterusnya. baik di daerah maupun di pusat.
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Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi
pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan
umum presiden 2019, yaitu kubu pendukung Joko
Widodo & Ma’aruf Amin yang berhadap-hadapan
dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno.
Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung
muatan negatif dan bahkan cenderung “perang
verbal”, “perang identitas” yang menggunakan
segala cara melalui media sosial (medsos). Semua
itu tidak terlepas dari kemajuan teknologi dan
media komunikasi, seperti sistem berbasis inter-
net dan media sosial yang berkembang: facebook,
instagram, tweeter, WhatsApp, dan seterusnya.
Semua orang bisa bicara apa saja tanpa hambatan
ruang dan waktu, tanpa sopan santun dalam dunia
nyata yang masih berlaku etika sosial-budaya
dalam interaksinya.

Dalam konteks tulisan ini, fenomena identi-
tas kebangsaan yang disebut ‘nasionalisme’tidak
semata-mata berangkat dari fenomena sosial-bu-
daya yang terjadi pasca Pemilu Presiden 2019,
tetapi juga tidak terlepas dari latar belakang seja-
rah sejak pasca reformasi 1998. Pasca reformasi
tersebut, semua orang di Indonesia mengalami
fase kemerdekaan berdemokrasi yang luar bi-
asa. Semua orang boleh bicara apa saja, bebas
berorganisasi, bebas berekspresi, berbagai karya
buku dan media massa bebas diproduksi, seiring
perkembangan kemajuan teknologi informasi,
berkembang media sosial online, layanan online,
dan seterusnya.

Salah satu dampaknya tentu ada yang
negatif, seperti munculnya aliran-aliran politik
identitas (basis keagamaan, kedaerahan) yang
bebas mengembangkan jaringannya tanpa ada
hambatan dari regulasi hukum positif, sekalipun
bertentangan dengan ideologi negara yang sudah
disepakati sejak berdirinya NKRI. Maraknya
kelompok-kelompok atau organisasi sosial yang
mempunyai kepentingan dengan indentitas
tertentu, yang biasa kita kenal sebagai “ormas”
(organisasi massa), atauLembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), dan perkumpulan serta lem-
baga studi, dan seterusnya. Banyaknya organisai
dan kelembagaan yang dibangun oleh masyarakat
sipil merupakan pertanda bahwa demokratisasi
mulai tumbuh, seiring dengan keterbukaan regu-
lasi pemerintah dalam membawa pembangunan
bangsa dan negara ini.
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Dalam kebebasan ini pula, kebebasan
berpandangan mulai tumbuh sebebas-bebasnya.
Bacaan “kiri” yang identik terkait dengan politik
sosialisme-marxisme sudah tidak dilarang lagi,
begitu juga dengan bacaan “kanan” yang identik
dengan kaum fundamentalisme agama, atau yang
cukup ekstrim adalah pandangan Islam tentang
negara khilafah, ataupun negara berdasarkan
injili. Pemahaman lain dan komunitas-komunitas
pun muncul dengan ekspresinya masing-masing.
Semakin kuat ekspresi antar komunitas itu ternya-
ta mengandung potensi ancaman konflik sosial,
karena adanya perbedaan nilai dan prinsip-prinsip
yang saling menegasikan; atau pun pemaksaan
atas pandangan & nilai-nilai yang dianut sendiri
terhadap orang lain.

Gesekan dan potensi konflik sosial yang
semakin terasa bisa dilihat dari adanya gerakan
pemaksaan dan intimidasi tertentu pada kelompok
yang lemah, dan dianggap bertentangan dengan
dirinya. Intoleransi pun tumbuh subur, hingga se-
karang. Bahkan, misalnya pada Pendidikan Anak-
Anak Usia Dini (PAUD) pun sudah diajarkan
untuk tidak bertoleransi dengan kawan-kawannya
yang berbeda agama/kepercayaan. Padahal mere-
ka masih anak-anak yang masih harus belajar
banyak hal tentang keanekaragaman kehidupan.
Cara mendidik seperti ini akan membuat bangsa
Indonesia semakin terkucilkan dari pergaulan
internasional.

Beragam budayawan dari seantero Nusantara
mempertanyakan mana strategi kebudayaan
Indonesia, mana identitas budaya Indonesia yang
terbentang dari Sabang sampai Merauke ?

METODE PENELITIAN:
ANTRO-JALAN-JALAN

Tulisan ini dibuat berdasarkan data-data kuali-
tatif yang saya kumpulkan selama perjalanan
kehidupan saya pasca tahun reformasi 1998
sampai 2019, ketika berada di Kota Tanjung-
karang-Lampung, Kota Malang dan Surabaya,
Kota Yogyakarta, Surakarta (Solo) dan Semarang,
Pedesaan di Gunungkidul, lembah Merapi, Pono-
rogo, Pacitan, Banyumas, Situbondo, Banda
Aceh, Aceh Besar, Pulau Sabang-We-Rubiah,
Simeulue, Kepulauan Mentawai, Kota Padang,
Padang Pariaman, Bangka-Belitung, Kota



Waikabubak dan Waingapu di Sumba, Kupang,
Kota Jayapura dan Merauke, pedesaan Keerom
dan desa perbatasan RI-Papua New Guinea di
Papua, dan Sulawesi Tengah. Di wilayah-wilayah
itu, saya bertemu juga dengan orang-orang dari
wilayah lain yang belum saya singgahi, seperti
bertemu orang Alor, orang Buton, orang Maluku,
Orang Key, Orang Manado, Orang Toraja, Orang
Kalimantan, dan masih banyak lagi. Orang-orang
dengan beragam peran dan posisi sosial, profesi,
dan keahliannya serta dari kelompok usia yang
beragam; sangat menarik untuk belajar dari
pengalaman mereka dalam menyikapi hidup dan
menjalani kehidupannya.

Melalui perkenalan, pertemanan dan per-
saudaraan, saya mendapatkan banyak cerita dan
kisah pengalaman empirik dari orang-orang yang
saya temui tersebut. Saya mencatat hal-hal yang
menarik bagi saya. Beberapa pertanyaan utama
(tematik) yang selalu saya sampaikan kepada
mereka antara lain adalah:

1. Apakah anda merasa sebagai warga negara
Indonesia?

2. Yang kemudian dilakukan pendalaman
dengan dua pertanyaan di bawah ini:

3. Apakah yang anda ketahui tentang PAN-
CASILA?

4. Adakah yang anda banggakan sebagai warga
negara Indonesia?

Kisah dan penjelasan yang sangat menarik
dari mereka, membuat saya antusias untuk terus
mengumpulkan data-data dari keanekaragaman
orang-orang yang berlatar belakang budaya
berbeda-beda tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif ala jalan-jalan, ada yang menyebut-
nya sebagai “antro-jalan-jalan” dalam tradisi
belajar Antropologi di Universitas Gadja Mada
(UGM) Yogyakarta. Pendekatan kualitatif ini
menggunakan metode kualitatif ala antropologi
: wawancara umum, wawancara—mendalam den-
gan pendekatan “pertemanan-persaudaraan” yang
mana orang bisa saling terbuka menyampaikan
pendapat dan perasaannya, dan dilakukan pada
anggota komunitas yang ditemui sepanjang per-
jalanan di suatu wilayah (Kepulauan Indonesia).

Data kualitatif yang terkumpul saya analisis
berdasarkan data-fakta yang umumnya sudah ter-
jadi, catatan media massa dan catatan riset sejarah
sebagai referensi pembanding. Akhirnya proses
analisis ini juga merupakan bagian dari asumsi
pemikiran subjektif atau interpretasi saya untuk
memahami fenomena identitas kebangsaan dan
nasionalisme yang ada pada komunitas-komu-
nitas tersebut di wilayah Nusantara dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Merasa Indonesia

“Apa komentar bapak terhadap ‘rame-rame’ an-
tara kubu 01 dan kubu 02 dalam Pemilu Presiden
sekarang?” Saya bertanya kepada seorang bapak
setengah baya, usia sekitar 52 tahun, asli orang
suku Amungme di Timika, Papua, dimana per-
usahaan tambang terbesar di Indonesia beroperasi
menghasilkan tembaga, emas,dll.

“Kami di sini sudah jelas menetapkan pilihan
pada Presiden Joko Widodo', ‘rame-rame’ atau
ribut-ribut antar kubu itu ma, saya tidak peduli,
ribut-ribut itu juga hanya di Jakarta, di sebagian
Jawa saja. Papua sini ma jauh dari Jakarta. Santai
aja...” jawab bapak itu dengan santai sambil
menikmati segelas bir bintang produk Indonesia.

“Presiden Jokowi jelas diterima di Papua,
karena pembangunannya jelas terasa bagi orang
di Papua. Bangun jalan antar kota, air minum,
pasar, puskesmas, sekolah, listrik, dan banyak
lagi. Rakyat Papua merasakan sekali manfaatnya,
perubahannya... karena itu Gubernur terpilih
Lukas Enembe, meskipun dari partai demokrat-
SBY yang berkoalisi dengan Gerindra dari kubu
02, memutuskan dan menyatakan kepada publik
untuk memilih Jokowi sebagai presiden berikut-
nya.” Jelas bapak itu lebih jauh.

Apakah anda merasa sebagai warga ne-
gara Indonesia? Pertanyaan yang saya ajukan
kepadanya.

' Calon presiden pada kubu 01, petahana yang sering

disebut “Presiden Jokowi”. Wawancara dengan bpk
AW di Jayapura, Papua, 23 Nov 2018. Bpk AW berlatar
pendidikan tinggi, pengalaman bekerja pada organisasi
dunia dan lembaga-lembaga tingkat nasional, pelatihan
tingkat nasional dari Universitas Cenderawasih, UGM,
BNPB, SAR, dan juga dari organisasi kemanusiaan
international, seperti Unicef.
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“Secara jujur, sebenarnya saya tidak merasa
sebagai bangsa Indonesia sepenuhnya, ada seba-
gian rasa yang tidak terima gitu, ....artinya karena
selama ini banyak kekerasan yang terjadi di tanah
Papua. Pemerintah seperti mendiskriminasikan
kami yang tertinggal dan semakin tertinggal
saja. Tapi harta kekayaan kami dieksplorasi dan
dieksploitasi besar-besaran demi keuntungan
pejabat-pejabat korup di Jakarta di Jawa.”

Ketika pertanyaan itu saya ajukan kepada
beberapa orang di wilayah yang berbeda-beda,
memang ada banyak ragam jawaban yang
menarik:

Saya tidak akan bisa menyatakan berapa
persen kelompok yang ‘merasa sebagai warga
negara Indonesia’ dan yang ‘Tidak Merasa/Merasa
sebagian sebagai Warga Negara Indonesia’ karena
saya tidak melakukan perhitungan kuantitatif
dari semua subjek (informan) yang saya temui.
Yang ingin saya sampaikan di sini adalah pen-
dalaman informasi mengenai latar belakang dan
alasan-alasan serta penjelasan tentang apa yang
menjadi sikap mereka menyatakan demikian.

Tidak semua bisa ditampilkan di sini, tetapi
rangkuman dari fenomena tersebut bisa menjadi
bahan temuan yang menantang untuk dikaji lebih

Merasa sebagai Warga Negara Indonesia

Tidak Merasa/Merasa sebagian sebagai Warga
Negara Indonesia

“Ya, saya warga negara Indonesia, karena saya lahir
dan besar di Negara Republik Indonesia,” (AR, 41
thn, pegawai bank, Yogyakarta, 2019)

“....Saya merasa bersyukur bisa menjadi warga
negara Indonesia, negeri yang kaya dan aman....
bisa dibayangkan bila terlahir di Timur Tengah
seperti di Lebanon, Suriah, Palestina,... atau di
benua Afrika, di Ethiopia, Sudan,.... ” (Mar.46 thn,
pedagang buku, Jakarta, Jan 2011).

“....Saya bersyukur sekali bisa menjadi warga
negara Indonesia. Negeri yang aman dan makmur,
sepanjang tahun bisa menikmati hangatnya sinar
Matahari dan udara yang segar....”(AM, 49 thn.
Dosen, Semarang, Feb.2016).

“....sudah terlahirkan di sini, ya terima saja apa
adanya, menjadi warga negara Indonesia yang
sudah merdeka dari penjajahan zaman Kolonial
Belanda, Jepang dan perang kemerdekaan. Ini su-
dah luar biasa...” (Muh.Z.42 thn. Mahasiswa S-2,
Kalimantan Timur, 2011).

“...ya jelas toh mas, mau jadi warga negara mana ?
Lha wong lahir dan hidup sudah jelas di Indonesia.”
(Sugmn,39 thn, petani muda keturunan Jawa,
Keerom, Jayapura, Maret 2018)

“100 persen saya bukan Indonesia, saya ini orang
mikronesia, kulit hitam dan keriting rambut....”
(WL, 21 thn, mahasiswi, Jayapura, Nov.2018).

“Yaa...Saya merasa sebagai bagian dari bangsa
Indonesia, tetapi tidak mempercayai Pancasila
sebagai ideologi saya, karena saya hanya percaya
pada Al’Quran sebagai satu-satunya ideologi dalam
hidup saya.” (MA, 26 thn, mahasiswa, Solo, Okt
2018)

“....secara KTP, lahir dan besar di sini di Indonesia,
saya adalah warga negara Indonesia, tapi tidak
merasa menjadi warga negara sepenuhnya karena
selalu mendapatkan sikap dan perilaku diskriminatif
oleh aparat negara, terutama pemerintahan.” (TS, 45
thn, pegawai swasta, Bandar Lampung, April 1999,
Keturunan Tionghoa).

“...menjadi warga negara Indonesia ini seperti ket-
erpaksaan, karena kami sebenarnya ingin merdeka
sebagai warga negara Aceh Darussalam.” (M.An.35
thn, Banda Aceh, Nov.2006).

“..Menjadi warga negara Indonesia yang bers-
yariah, boleh....tapi mengikuti Pancasila sebagai
ideologi itu yang saya tidak bisa menerimanya.”
(Tri.30 thn, Guru SD, Kudus, 2016).
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jauh dan lebih spesifik. Rangkuman itu sebagai
berikut ini.

1.

Latar belakang pendidikan, seperti maha-
siswa atau pun dosen yang saya jumpai tidak
menentukan pembedaan atau pasti ‘merasa
sebagai warga negara Indonesia’. Cukup
banyak juga yang berani menyatakan diri
bahwa mereka tidak sepenuhnya merasa se-
bagai warga negara Indonesia yang berideo-
logi Pancasila? (conveyindonesia.com),
atau yang berafiliasi dengan gerakan politik
identitas seperti di Papua yang mana mereka
tidak merasa sebagai bangsa (warga negara)
Indonesia, tetapi sebagai bangsa Mikronesia
yang mengidentikan diri dengan ciri biologis
‘hitam kulit keriting rambut’.

Faktor yang signifikan membedakan kedua
kelompok itu adalah pengalaman berin-
teraksi dengan orang-orang yang beragam
budaya, dengan beragam suku bangsa yang
memberikan banyak pengalaman terhadap
perbedaan pandangan dan nilai-nilai dalam
kehidupan yang sangat beranekaragam ini.
Kelompok yang ‘merasa sebagai warga
negara Indonesia’ yang pada umumnya
menyatakan bersyukur atas keberadaanya
di Indonesia rata-rata memiliki pengalaman
tumbuh kembang di antara orang-orang yang
beragam budaya, memiliki interaksi sosial
yang luas kepada jaringan sosialnya dari
latar belakang budaya dan religiusitas yang
berbeda-beda. Kekayaan interaksi sosial
yang beraneka ragam ini memberikan fon-
dasi pemahaman atas kekuasaan ilahi yang
maha kuasa pada penciptaan manusia yang
beranekaragam. Bahwa perbedaan antar ma-
nusia di muka bumi ini adalah ciptaan-Nya,
oleh karena itu wujud nilai-nilai kehidupan
kemanusiaan menjadi dasar yang baik bagi
perkembangan manusia dengan manusia

2

Lembaga pendidikan tinggi dan setingkat SMA men-
jadi tempat penyebaran paham ekstrimisme agama
atau gerakan radikalisme yang ingin menggantikan
ideology negara Pancasila menjadi Khilafah. Temuan
Badan Intelijen Negara (BIN) tahun 2017, bahwa 39%
mahasiswa terpapar paham radikal, dan 24% mahasiswa
dan 23,3% pelajar setingkat SMA setuju dengan negara
islam. Penelitian Maarif Institute (2017) menemukan
bahwa infiltrasi paham radikal di lembaga pendidikan
masuk melalui alumni, guru, dan kebijakan sekolah
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lainnya. Maka mereka lebih memahami
sesama manusia daripada hanya memahami
umatnya /kelompoknya saja.

3. Berdasarkan pengalaman berinteraksi de-
ngan ragam budaya tersebut membawa kon-
sekuensi bahwa umur seseorang yang lebih
tua cenderung mempunyai pengalaman yang
bermakna dalam berinteraksi dengan ragam
budaya manusia lainnya. Maka, orang-orang
yang sudah cukup berusia tua, di atas 50-an
tahun umumnya cukup banyak memahami
sejarah bangsa Indonesia, dan mempunyai
sikap yang tegas tentang ‘merasa sebagai
Warga Negara Indonesia’, dan memahami
betul ideologi Pancasila yang memegang
teguh prinsip ‘Bhinneka Tunggal Ika” se-
bagai haluan bernegara bangsa yang begitu
kaya suku bangsa dan kebudayaannya.

4. Dan sebaliknya, mereka yang ‘Tidak Merasa/
Merasa sebagian sebagai Warga Negara In-
donesia’ umumnya tidak banyak berinteraksi
dengan banyak suku bangsa yang beragam
budaya. Interaksi antar suku bangsa yang
bermakna terjalin melalui pertemanan, per-
saudaraan, kekerabatan, perkawinan antar
beda-budaya, perkumpulan dan organisasi
masyarakat sipil (yang inklusif) akan mem-
berikan cara pandang dan penilaian yang
lebih humanis bagi setiap manusia, karena
sisi kemanusiaan itu dipahami dalam konteks
keanekaragaman, bukan dalam konteks
kesamaan (eksklusif).

Analisis Ideologi Berdasarkan Kelompok
Usia

Tabel berikut ini adalah hasil pengelompokan
data kualitatif yang terkumpul selama rentang

tahun 1998-2019 terhadap informan berdasarkan
usia dan rentang waktu tertentu.



Usia Analisis data kualitatif periode tahun

(Generasi) 1998-2009

Analisis data kualitatif periode tahun 1910-2019

20 tahunan Generasi muda yang menggelora dengan
(15-20 thn)  semangat reformasi, semangat menyambut
perubahan lebih baik. Semangat untuk bisa
terlibat dalam proses pembangunan bang-
sa yang lebih demokratis, adil dan makmur.

Semangat membangun Indonesia maju da-
lam proses transisi pasca reformasi ternyata
mengalami stagnasi dalam proses pemba-
ngunan yang tidak mengalami perubahan
signifikan. Bedakan saat 5 tahun pertama
sejak 1998, perubahan fundamental ter-
jadi di tingkat regulasi (konstitusi) seperti
dipisahkannya Kepolisian dari ABRI (men-
jadi TNI), pembatasan jabatan kekuasaan

presiden.

Generasi ‘milenial’ yang banyak menikmati kebe-
basan berekspresi dan berinteraksi dengan dunia
internasional, modernisasi, industrialisasi yang
didukung kemajuan teknologi komunikasi, dan
cenderung ‘lepas’ dari sejarah tradisionalnya, jauh
dari nilai sejarah bangsanya, lebih cenderung men-
jadi kaum kosmopolitan. Melihat Pancasila hanya
sebatas simbolis kenegaraan, bahkan banyak yang
tidak tahu rumusan Pancasila dan sejarahnya.
Kebanggaan sebagai warga negara Indonesia
cenderung terbatas dan sementara seperti ketika
ada kompetisi olahraga antar negara, namun
lebih banyak cenderung meng-gilai produk karya
budaya negara bangsa lainnya, lihat budaya K-POP
dan Jepang yang sudah sampai ke pasar-pasar
tradisional di Indonesia.

25 tahunan Generasi muda yang sudah matang dengan
(20-25 thn) peran aktif di berbagai organisasi. Aktif

dalam mengkaji dan mengkritisi kebijak-
tokoh-tokoh
pergerakan demokrasi dari kalangan muda
dengan kelompok-kelompok diskusi dan

an pemerintahan. Muncul

dinamika organisasinya.

Rata-rata hafal dengan rumusan Pancasila
karena memang diajarkan di sekolah dasar
sampai tingkat perguruan tinggi (penataran
P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila).

Umumnya bangga sebagai warga negara

Indonesia karena berada di

Nusantara yang kaya alam dan kebudayaan

yang beraneka-suku bangsa.

Nusantara nampak dalam upaya pergerak-
an demokratisasi NKRI dan pembebasan
dari belenggu pemerintahan yang korup

dan otoritarian.

Generasi ‘milenial’ yang lahir ketika pergolakan
tahun reformasi atau runtuhnya rezim otoriter
Orde Baru pimpinan Soeharto, generasi yang
tidak mendapatkan pengajaran tentang Pancasila
sebagai ideologi negara Republik Indonesia.
Pendidikan Pancasila lebih ditinggalkan seakan
menjadi trauma dari perlakuan Orde Baru sebagai
pelanggeng kekuasaan. Tidak ada pelajaran lagi
tentang Pancasila secara khusus di sekolah-sekolah.

Akibatnya, generasi ini hampir (untuk mengatakan
‘tidak’) kehilangan orientasi kebangsaan, identi-
tasnya sebagai warga negara dengan kesadaran
memiliki Republik Indonesia yang terbentang dari
Sabang sampai Merauke. Dan mulai muncul ber-
bagai pandangan/ideologi tertentu yang diadopsi
dari luar negeri atau negara lain yang diikuti oleh
generasi muda ini, contohnya pandangan tentang
khilafah, yaitu negara Islam menurut penafsiran
atau aliran tertentu tentang tata-negara yang
sah dan halal menurut penafsiran ajaran Islam
tertentu.

30 tahunan Generasi yang berpengalaman
(25-30 thn) pergolakan reformasi, semangat perubah-
an untuk perbaikan keadaan tata kelola
kenegaraan sampai perubahan keadaan
masyarakat untuk berkembang lebih baik.
Berbagai gerakan aktivis generasi ini memu-
nculkan banyak sekali kelompok-kelompok
swadaya masyaraktat (LSM) yang memba-
wa dampak pada penguatan masyarakat
menjadi lebih mandiri dan meningkatkan
daya kritis masyarakat melalui kegiatan-ke-

giatan kelompok itu.

Ideologi politik mereka jelas
Pancasila dengan cara pandang baru oleh

generasi baru pasca reformasi.

Kelompok generasi yang cenderung gagap da-
lam memahami Pancasila, ‘pernah mendengar
tentang Pancasila, namun hampir semua tidak
mampu menyebutkan rumusannya, dan sangat
jarang yang mendiskusikannya untuk pemahaman.
Artinya banyak dalam generasi ini yang mengang-
gap Pancasila memang sudah tidak penting dan
ketinggalan zaman. Tidak jarang juga yang sudah
terpapar ideologi lain sebagai pengganti ideologi
Pancasila yang menjadi haluan negara bangsa RI.
Bahkan yang ikut misi ‘jihad’ yaitu perang sampai
mati atas nama Agama Islam cukup banyak dari
kelompok generasi ini.
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Bangga sebagai warga negara Indonesia,
dengan merah putih, dan pergerakan
demokratisasi.

35 tahunan Generasi muda yang banyak melakukan

(30-35thn) perjuangan demokratisasi di Indonesia
meskipun menghadapi pemerintahan Rl
yang otoriter terhadap masyarakatnya.
Paham sekali tentang Pancasila.

Generasi ini bangga menjadi warga negara
Indonesia yang kritis dan berani terlibat
dalam perubahan kekuasaan pada 1998.

Generasi muda zaman reformasi ini cukup paham
atas peristiwa peralihan zaman pada 1998, cukup
tahu dan paham atas Pancasila sebagai ideologi
negara bangsa RI. Terbatas dengan pemahaman
terhadap sejarah kemerdekaan dan sejarah
nusantara.

Bangga menjadi warga negara Indonesia karena
berada di ruang dan waktu yang kaya atas sumber
daya alam dan kebudayaan suku bangsa.

40 tahunan Generasi dewasa yang memahami Pan-

(35-40 thn) casila dan dinamika perkembangan kene-
garaan yang mulai bergeser menuju negara
demokrasi.

Mereka cenderung mendukung perjuangan
generasi yang lebih muda dalam pergerakan
pasca reformasi.

Mereka membanggakan merah putih se-
bagai identitas warga negara Rl yang sedang
direbutnya dari kekuasaan otoritarian rezim
Orde Baru Soeharto.

Generasi dengan sikap yang masih jelas terha-
dap Pancasila sebagai ideologi negara bangsa
Rl. Namun ada juga yang berbeda haluan atau
ideologi kenegaraan namun kurang terlibat aktif
atau masuk dalam basis kelompok fundamentaslis
agama tertentu.

Kelompok generasi ini bangga dengan perjuangan
gerakan reformasi yang mengikuti seniornya (usia
45 tahunan), paham tentang sejarah perjuangan
kemerdekaan ataupun sejarah nusantara.

45 tahunan Generasi tua (bagi saya) yang lebih cen-
(40-45 thn)  derung memilih aman dari dampak gerakan
reformasi pada 1998. Meski pun demikian,
para pejuang kemanusiaan dan demokrati-
sasi muncul dari generasi ini menjadi tokoh
yang didengar dan diteladani. Mereka inilah
yang memberikan dorongan terhadap
generasi muda untuk terus melakukan
tekanan atas gerakan perubahan reformasi.

Mereka jelas paham dan hafal tentang
Pancasila dari sekolah zaman rezim
Soeharto. Pancasila yang disalahgunakan
untuk melanggengkan kekuasaan rezim
itu. Kebanggaan mereka ini adalah adanya
generasi baru yang mampu menghadapi
situasi sulit dan berani menghadapi per-
ubahan reformasi ataupun revolusi untuk
meraih keadaan yang lebih baik, lebih
demokratis.

Generasi pada usia matang dengan pengalaman
yang berharga pada masa peralihan ke masa
reformasi.

Para tokoh pergerakan reformasi telah menjadi
pejabat pemerintahan dan anggota parlemen
(DPR-RI dan DPRD). Banyak yang terlibat dalam
berbagai kegiatan program lembaga pemerintah-
an maupun non-pemerintahan (NGOs) ataupun
kelompok swasta.

Kelompok generasi ini sangat bangga dengan NKRI
yang kaya akan alam, keanekaragaman budaya dari
suku-suku bangsa yang ada di Nusantara.

Masyarakat Indonesia Terbelah

Pasca Pemilu 2019 masyarakat Indonesia nampak
sekali terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu
pendukung Joko Widodo dan kubu pendukung
Prabowo Subianto. Sebelumnya, masyarakat
sudah terbelah dengan fenomena Ahok yang
disidangkan sebagai “penista agama Islam”.

Masyarakat terbelah dalam dua kubu : Ahok &
Joko Widodo berhadap-hadapan dengan kubu
Anies Baswedan & Prabowo Subianto.

Dalam bentuk sederhana, bipolarisasi sosial
itu sangat terasa sampai di tingkat akar rumput.
Secara umum saya tampilkan dalam tabel berikut
ini.
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No. Citra Kubu 01 (Joko Widodo) Citra Kubu 02 (Prabowo Subianto)
oleh Kubu 02 oleh Kubu 01
1 Disebut “Cebong” Disebut “Kampret”
2 Didukung kelompok PKI Didukung kelompok Islam pro Khilafah
3 Islam Nusantara Islam “garis keras”
4 Dekat dengan “Aseng” atau negeri China Dekat dengan negeri Arab (Wahabiisme)
5 Tidak tepati janji Penyebar hoaks
6 Memanipulasi informasi kepada publik Memaksakan kehendak
7 Menyalahgunakan kekuasaan (petahana) Menghalalkan segala cara
8 Membangun NKRI pro asing-“aseng” Membangun NKRI bersyariah
9 Jika menang, Indonesia akan bubar Jika menang, Indonesia tinggal DKI Jakarta, Jawa
Barat dan Sumatera
10 Pemerintahan “boneka” Pemerintahan “penjagal anak bangsa”

Nasionalisme dan Identitas Indonesia

Saya mencoba mencari tahu tentang hubungan
antara “pengetahuan dan pemahaman tentang
sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa In-
donesia” dengan “rasa kepemilikan sebagai
bangsa Indonesia”. Dan saya mendapati bahwa
semua yang menyatakan diri hanya merasa
sebagian menjadi bangsa Indonesia atau merasa
tidak menjadi bangsa Indonesia, mereka semua
tidak mengetahui dan memahami para pejuang
kemerdekaan Republik Indonesia atau sejarah
berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI).

Pemahaman tentang sejarah bangsa
Indonesia sangat terkait erat dengan sentimen
kepemilikan terhadap negara-bangsa Indonesia.
Semakin banyak pengetahuan dan pemahaman
tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia
dalam meraih kemerdekaannya, dalam memper-
juangkannya dari penjajahan bangsa lain, maka
semakin tinggi pula nasionalisme dan semakin
jelas identitas Indonesia yang mereka pahami.

“Indonesia ini dibangun, didirikan dengan
penuh perjuangan dari segenap rakyat di Nusan-
tara, dari Sabang sampai Merauke itu luar
biasa. Pengorbanan para pejuang dari zaman
kolonialisme Belanda sampai perang dunia,
perang kemerdekaan ... itu sangat luar biasa
heroik, lihat Muhammad Hatta, Ir. Soekarno,
M. Syabhrir, Tan Malaka, Bung Tomo, Pangeran
Diponegoro, Cut Nyak Dien, Malahayati, Cilik
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Riwut, Pattimurabh,....” Kata TNur, 46 thn, seni-
man musik, Kota Malang, Jawa Timur.

Saya selalu bertanya dan bertanya berulang
kali apa yang mereka ketahui tentang peristiwa
kemerdekaan Indonesia sebagai negara, per-
juangan melawan penjajahan kolonial, dan siapa
tokoh perjuangan Indonesia atau pahlawan yang
dikenal—setidaknya mengetahui sedikit sejarah-
nya--ketika saya mencoba meyakinkan diri untuk
mengetahui hal itu pada kelompok yang ‘Tidak
Merasa/Merasa sebagian sebagai Warga Negara
Indonesia”, saya banyak menemui jawaban yang
mengejutkan:

“Saya tidak tahu siapa Pangeran Diponegoro
itu, saya lebih banyak diberikan pelajaran tentang
sejarah Mesir dan peradaban Islam sampai di
sini,” kata WW (23thn), mahasiswa, Cirebon.

“...Tokoh yang saya kenal itu Walisongo,
Mas, sejarahnya saya sering dengar dari kumpu-
lan pengajian di kampung saya,” MSy (26 thn),
tukang kayu, Sragen.

“Kami tidak diajarkan di sekolah tentang se-
jarah kemerdekaan bangsa Indonesia...di kampus
sudah beda lagi mata kuliahnya,” Ch.M (22 thn),
mahasiswa Wonosobo.

“....Ya yang saya tahu,....Indonesia itu
Merdeka, diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta,
presiden dan wakil presiden pertama Republik
Indonesia,” NiS.(25 thn), pedagang warung
makan, Kupang.



Kisah menarik dari anak seorang diplomat di
salah satu negara Eropa, Mdrn (27 thn) ketika be-
rada di Sikakap, Mentawai 2011, bahwa “banyak
anak-anak Indonesia yang kuliah di luar negeri, di
negara-negara Eropa ini yang dikerjain ayahku,
setiap ada urusan administrasi di kantor, mereka
selalu ditanya-tanya tentang Pancasila dan lagu
Indonesia Raya. Ya disuruh nyanyi segala...
Dan hampir semua mahasiswa itu rata-rata tidak
hafal Pancasila dan tidak bisa menyanyikan lagu
Indonesia Raya.”

Fenomena ini rupanya berlanjut sampai
tahun 2019-an ini (Harian online, Kompas.com,
25 Mei 2019), menyajikan “Kisah Dokter Yusuf
Nugraha, Gratiskan Pasien yang Hafal Pancasila
dan lagu Indonesia Raya.” Dokter yang buka
praktik di Klinik Harapan Sehat di Cianjur, Jawa
Barat, ini sangat kreatif dengan mengadakan pro-
gram paket pelayanan kesehatan gratis bagi kaum
miskin. Setelah paket pelayanan kesehatan gratis
dengan menyerahkan 10 botol plastik bekas dan
hafalan 1 juz AlI’Quran bagi yang muslim, kini
dokter lulusan Universitas Jenderal Ahmad Yani
Cimahi itu mengeluarkan program paket berobat
gratis hanya dengan menyanyikan lagu Indonesia
Raya dan hafalan Pancasila.

“Ini adalah wujud komitmen kami untuk
terus memberikan pelayanan kesehatan yang
paripurna kepada mayarakat, khususnya yang
tidak mampu,” kata Yusuf, saat ditemui Kompas.
com, di kliniknya, di Desa Sukasari, Kecamatan
Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat
(24/05/2019) petang. “Mudah-mudahan dengan
menyanyikan lagu Indonesia Raya yang makna-
nya sangat mendalam itu bisa lebih meningkatkan
dan menguatkan rasa nasionalisme kita,” harap-
nya (Kompas.com, 25 Mei 2019).

Menjadi nasionalis Indonesia, bagi bangsa
ini, adalah tuntutan dan tantangan untuk mewu-
judkan Indonesia Raya, karena tanpa tekad satu
bangsa untuk hidup bersama mencapai damai
sejahtera bersama-sama, maka negara-bangsa
itu akan melemah dan akhirnya porak-poranda.
Hal ini sudah diingatkan oleh salah satu founding
fathers kita: Ir.Soekarno.

“Jadi gerombolan manusia, meskipun
agamanya berwarna macam-macam, meskipun
bahasanya bermacam-macam, meskipun asal

turunannya bermacam-macam, asal gerombolan
manusia itu mempunyai kehendak untuk hidup
bersama, itu adalah bangsa,” kata Soekarno
(Kompas.com, 29 November 2018).

Bangsa yang mempunyai kesadaran hidup
bersama itu yang disebut juga nasionalisme, dan
tentunya mempunyai haluan/ideologi bersama
dalam organisasi besar yang disebut negara.
NKRI adalah bentuk organisasi kenegaraan
yang sudah disepakati bersama dengan Pancasila
sebagai ideologinya, karena itu membangun
bangsa ini harus membicarakan perbedaan,
keanekaragaman suku bangsa, keanekaragaman
habitat, keanekaragaman kepercayaan/agama,
keanekaragaman kekayaan alam Nusantara.
Karena keanekaragaman itulah kekayaan sesung-
guhnya Indonesia. Maka untuk menjadi Indonesia
Raya, yang harus dibangun adalah saling percaya
dan toleransi positif yang terbuka sehingga
setiap insan Indonesia merasakan kemerdekaan
sesungguhnya; merdeka menjalankan keyakinan/
kepercayaanya/agamanya tanpa sedikit pun ada
rasa takut, tanpa ada rasa minder, dan tanpa sikap
intoleransi.

Menjelang Pemilu 2019, justru yang kita
hadapi adalah fenomena sosial yang jauh dari
harapan tersebut. Ada kasus palang salib di
kuburan dipaksa dipotong supaya tidak mem-
bentuk salib, karena tuntutan sekelompok orang
tertentu (yang pastinya intoleran), di Yogyakarta
pula yang katanya terkenal sebagai kota toleran.
Ada gereja yang dibom dengan cara bom bunuh
diri yang dilakukan sekeluarga (bapak-ibu-anak-
anak) di Surabaya, dan kasus-kasus ekstrimisme
& terorisme lainnya.

Pasca Pemilukada DKI Jakarta 2017 dan
Pemilu 2019, masyarakat Indonesia seakan ter-
bagi dua (bipolar) yang saling berhadap-hadapan,
yaitu yang berpihak pada ketokohan Ahok & Joko
Widodo, dan yang berpihak pada Anies Baswedan
& Prabowo. Keduanya saling membangun citra
diri dan menggaungkan serangan yang menjatuh-
kan satu sama lain. Melalui medsos, terjadilah
perang informasi dan hoaks. Kita masih sibuk
seperti ini, sibuk rebutan kekuasaan dan sumber-
daya sendiri. Sementara negara-negara yang lebih
maju sudah memikirkan dan mempersiapkan
strategi perdagangan antar negara, antar benua,
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strategi kebudayaan, dan kelangsungan hidup
yang jauh ke depan.

Homo Ludens

Manusia Indonesia, dalam wacana sebagai
homo ludens (Huizinga, J.,1990), telah menjadi
manusia yang begitu serius dan kaku. Kondisi ini
apabila dikaitkan dengan konteks Pemilu 2019
nampak sekali bahwa manusia-manusia Indonesia
terjebak dalam ketegangan kampanye kompetisi
untuk pemenangan calon presiden (capres) dan
wakil presiden (wapres) masing-masing. Karena
hanya ada dua kandidat pasangan capres dan
wapres pada tahun 2019 ini, yaitu pasangan
01: Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dan pasangan
02: Prabowo Subianto-Sandiaga Uno; maka
terjadilah bipolarisasi yang semakin kental antara
pendukung kedua kubu tersebut. Ejek-mengejek,
sindir-menyindir sampai caci-maki yang negatif
terjadi antara kedua belah pihak yang terfasilitasi
oleh media sosial (medsos) berbasis internet.
Dalam kompetisi yang semakin sengit, mereka
yang tertarik dalam sentimen dan pusaran dina-
mika kampanye telah menjadi “prajurit-prajurit”
yang saling berperang, saling menjatuhkan, kalau
perlu saling “membunuh” (mematikan karakter
seseorang melalui hoax dan manipulasi lainnya).
Bahkan ungkapan pembunuhan dengan mudah
diucapkan atau dituliskan dalam medsos dan
diviralkan. Semua terasa tegang, serius yang
kaku, seperti robot yang siap beradu perang di
arena pertarungan.

Orang-orang banyak yang kehilangan canda
dan tawanya. Olahraga saja dikaitkan dengan wa-
cana politik lokal yang sedang hangat. Sentimen
eksklusivitas semakin menguat, apalagi nampak
sekali kebangkitan politik identitas dalam ma-
syarakat Indonesia, khususnya yang terkait dan
berlatar belakang Islam. Sentimen keislaman
pun semakin menunjukkan identitasnya secara
terbuka dengan berkibarnya bendera organisasi
sebagai simbol kekuasaan, dan sampai turun
ke jalan-jalan. Dalam hal ini, pertanyaan yang
perlu mendapatkan perhatian adalah mengapa
negeri dengan mayoritas penduduknya beragama
Islam ini, justru dari kalangan kelompok Islam
yang selalu gelisah dan khawatir terhadap umat
lainnya? Fenomena masjid dibakar massa sangat
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jarang, atau boleh dikatakan hampir tidak ada
dalam kondisi normal di Indonesia, tetapi gereja
dan tempat ibadah umat lain seperti Budha/
Hindu/Konghucu mempunyai catatan panjang
yang sampai sekarang terus terjadi. Negara dan
aparatnya masih kurang berdaya; dan hukum
cenderung mengikuti kekuasaan mayoritas.

Ketegangan antar kedua kubu pilihan politik
itu mencapai puncaknya pada hari 21-22 Mei
2019 dimana terjadi protes dari kubu pasangan
02 yang menolak hasil pemilihan umum pada
17 April 2019 yang menyatakan kemenangan
pada kubu 01 dengan suara 55,50%, karena
proses pemilu ini dianggap penuh kecurangan,
mereka menyebutnya sebagai kecurangan yang
Terstruktur, Sistematis dan Masif. Demonstrasi
atas kecurangan pemilu ditujukan kepada KPU
sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Menjelang pengumuman hasil pemilu,
suasana sudah semakin memanas, ada ancaman
“people power”, gerakan kedaulatan rakyat,
sampai polisi menangkap beberapa kelompok
yang akan melakukan pengeboman (teroris)
dan penangkapan sekelompok orang yang akan
menggunakan senjata api untuk melakukan
penembakan kepada aparat dan massa demon-
stran pada 22 Mei 2019. Dan sehari sebelumnya,
KPU sudah berhasil menyelesaikan penghitungan
suara yang masuk ke kantor pusat. Dan mele-
daklah amarah dan kekecewaan dari kubu 02.
Hal yang wajar terjadi bagi pihak yang kalah
dalam suatu kompetisi. Kekecewaan dan ama-
rah yang tidak bisa terbendung memperlihatkan
bahwa kedewasaan manusia Indonesia (sebagai
negarawan, bukan sekedar politisi) masih perlu
ditingkatkan dan dilatih lagi. Tidak bisa meneri-
ma kekalahan dalam suatu kompetisi, barangkali
harus banyak belajar dalam arena pertandingan
olahraga. Dalam dunia olahraga, sportivitas dan
persaudaraan antar ras-bangsa-bangsa manusia
terjalin dengan indahnya.

Demikianlah manusia Indonesia, moderni-
sasi telah membuat manusia-manusianya lupa
bahwa kehidupan ini adalah suatu “permainan
dan senda-gurau”, bahwa suatu permainan dalam
setiap fase kehidupan mempunyai batasan waktu,
aturan main, pemenang dan pengalah, kemudian
fase itu berakhir untuk memulai kehidupan pada



fase yang baru. Namun demikian, kerinduan
semua manusia adalah kehidupan yang damai,
sejahtera dan bahagia; karenanya setiap permain-
an dalam kehidupan semestinya bisa memberikan
hal tersebut, tanpa dikuasai amarah & angkara
murka karena kekecewaan atau kerugian yang
diakibatkannya. Angkara murka karena keka-
lahan dalam suatu permainan (kompetisi) itu
petanda bahwa manusia-manusianya masih dalam
taraf ego-kanak-kanak, yang masih fokus pada
pengakuan dan pemenuhan diri sendiri.

Sebagai homo ludens, manusia itu senang
bermain, sekalipun dalam dunia yang serius;
prinsip permainan selalu hadir dalam aktivitas
kehidupan, misalnya ‘aturan’ dalam permainan
mewujud menjadi ‘undang-undang/peraturan
(law)’ dalam kehidupan; dalam setiap permainan
selalu ada yang kalah dan yang menang; ada
waktunya untuk berakhir dan memulai kembali;
ada juri (atau bersama) yang menjaga aturan tetap
ditegakkan; ada kesepakatan bersama yang diakui
oleh semua peserta atau kontestan; dan tentunya
ada pengakuan suatu capaian/prestasi yang
dirayakan sebagai kemenangan. Kemenangan
sebagai yang paling terampil dan berbakat
dalam bidangnya. Semangat dan prinsip-prinsip
dalam permainan inilah yang terwujud dalam
bidang olahraga secara utuh, dan bisa dijadikan
pembelajaran dalam dunia politik praktis, menja-
dikan peristiwa politik sebagai olahraga-politik,
sehingga diharapkan bisa menghasilkan para
politikus yang sehat-sehat dan sportif. Atau
karena politikus kita sekarang kurang olahraga?

KESIMPULAN

1. Kebebasan berdemokrasi pasca reformasi
1998 telah memberikan ruang ekspresi setiap
insan manusia Indonesia untuk bersuara,
berkarya, berorganisasi, dan berpolitik yang
sangat bertolak belakang dari keadaan sebe-
lumnya, zaman rezim otoritarian Soeharto.

2. Sejak reformasi itulah muncul beragam
aliran politik dan kepartaian. Organisasi
massa juga tumbuh subur, dan ranah politik
praktis mulai marak, perdebatan dan perebut-
an kekuasaan tidak lagi malu-malu (bahkan
yang “memalukan” sekalipun) dan etika
sopan-santun pun dilibas tanpa batas-batas

lagi. Eforia kebebasan berdemokrasi ternyata
menunjukkan keaslian manusia-manusia
Indonesia yang beranekaragam budaya
tampil dengan kecerdasan dan kebodohan
masing-masing.

3. Generasi milenial, angkatan muda yang
berusia 17-30 tahun, merupakan generasi
yang “kehilangan sejarah bangsanya” kare-
na selain tidak memahami historis negara
bangsanya sendiri, juga tidak/kurang peduli
terhadap haluan (ideologi) negara yang diba-
ngun di atas tanah Nusantara dari Sabang
sampai Merauke.

4. Dunia pendidikan di Indonesia tidak
mempersiapkan generasi penerus (angkatan
muda milenial) bangsa dengan pemahaman
kebangsaan dan kenegaraan yang memadai.
Mereka cenderung “cuek”, lebih meniru dan
bangga dengan hasil budaya bangsa lain,
seperti dari Eropa, Amerika, Jepang dan
Korea.

5. Dunia Politik Indonesia tidak memper-
siapkan anak-anak dan generasi muda
untuk menghadapi tantangan global, atau
persaingan antar negara-bangsa, karena itu
sibuk dengan hiruk-pikuk kompetisi antar
kelompok politik lokal. Dan ternyata sangat
mudah sekali dipengaruhi politik aliran atau
politik identitas yang sangat sempit melihat
kehidupan yang beragam tanpa batas. Dalam
konteks seperti inilah banyak yang memper-
tanyakan “Mana tokoh negarawan kita?”

6. Bangsa yang kurang perhatian dengan sport-
ivitas dan kompetisi positif akan cenderung
menjadi bangsa yang ‘keras kepala’, mau
menangnya sendiri, dan tidak siap kalah
karena itu menggunakan segala cara adalah
hal biasa, karena menang akan mendapatkan
posisi sosial tertinggi (meskipun dengan ke-
curangan) di tengah masyarakat bangsanya.
Apakah negara bangsa seperti ini yang akan
kita bangun?

Catatan akhir: Rekomendasi dan Aksi

1. Menjaga Indonesia sebagai NKRI tetap ada
(eksis) harus dilakukan dengan kesadaran
berwarga negara, dan menjadi warga
negara yang memahami dan mencintai
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negara bangsanya tidak bisa tidak harus,
salah satunya, melalui pemahaman sejarah
perjuangan bangsa, sejarah kemerdekaan,
sejarah budaya daerah, melalui pemahaman
asal-usulnya. Untuk ini, pendidikan sejarah
memang sebaiknya menjadi pelajaran wajib
di lembaga-lembaga pendidikan di negeri ini.

Pertemuan antar suku-bangsa yang berane-
karagam budaya adalah pengkayaan dan
menjadikan orang-orang muda Indonesia
mengenal apa arti sesungguhnya sebagai
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
ber-Pancasila dengan Bhinneka Tunggal
Ika-nya. Oleh karena itu, menjadikan warga
negara Indonesia yang mencintai kekayaan-
nya itu akan bisa dibangun dengan interaksi
orang-orang muda dari seluruh penjuru tanah
air sehingga rasa memiliki Indonesia be-
nar-benar berwarna nusantara: “Saya orang
Lampung, tetapi saya bangga mempunyai
Papua karena saya Indonesia.” “Saya orang
Aceh, tetapi saya bangga dengan warga
negara Indonesia keturunan Tionghoa yang
berjuang dalam kemerdekaan NKRI, karena
saya Indonesia.” “Saya orang Jawa, tetapi
saya cinta budaya Sumba yang eksotis kare-
na saya Indonesia,” dan seterusnya. Program
pertukaran pemuda antar suku bangsa dan
antar pulau adalah salah satu upaya yang bisa
dilakukan dalam mempertemukan kekayaan
budaya itu. Dan pelajaran antropologi bu-
daya, atau pun program studi antropologi
budaya perlu mendapatkan perhatian serius
karena dari sanalah banyak dihasilkan orang-
orang yang mumpuni dalam pengembangan
kebudayaan dan mempertahankan identitas
budaya dalam kehidupan harmoni nan damai.
Pertemuan atau pun pengenalan antar suku
bangsa dan budaya sudah sangat memung-
kinkan dipraktikkan dalam dunia pendidikan
sejak dini, sejak dalam Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan
seterusnya.

Aksi-aksi kemanusiaan bisa menjadi ruang
belajar bagi generasi muda untuk tumbuh
dalam nilai-nilai kemanusiaan universal dan
mengenal beragam kebudayaan dari seluruh
manusia di muka bumi, sehingga pandang-
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an-pandangan eksklusif tidak tumbuh subur
untuk saling memperebutkan pengaruh,
kekuasaan, dan kebenaran masing-masing
secara sosial maupun ideologi.

4. Dukungan penuh untuk pengembangan akti-
vitas kesenian dan olahraga. Dunia kesenian
dan olahraga mengajarkan kita semua ten-
tang perdamaian dan persaudaraan sekalipun
harus ada yang ‘kalah’dan yang ‘menang’.
Karena di sana dijunjung tinggi pencapaian
manusia berprestasi, dan yang kalah belajar
untuk meningkatkan lagi, sementara yang
menang akan memberi semangat lagi ke-
pada saudaranya dalam sebidang olahraga
itu. Pemerintah seharusnya menyediakan
semua sarana olahraga (lapangan volley,
basket, stadium atletik, dst) dan kesenian
(peralatan musik, panggung, ruang pentas
publik, dst.) di sekolah-sekolah, maupun di
kampung-kampung atau desa-desa dan kelu-
rahan supaya anak-anak dan generasi muda
tumbuh dalam meraih prestasi dengan bakat-
bakat yang terlatih sejak dini. Membangun
sportivitas sejak dini (Parenting.co). Ya,
setidaknya anak-anak kampung juga familiar
dengan biola ataupun piano, selain mengenal
dengan baik alat musik tradisionalnya seperti
angklung ataupun gamelan, misalnya. Hal
seperti ini sangat jarang sekali ditemui di
sekolah-sekolah pada umumnya, kecuali
sekolah-sekolah yang dikenal mahal dan
hanya ‘untuk orang kaya’.
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PENGANTAR

Kajian mengenai diaspora terus berkembang dan
mendapatkan banyak perhatian dari kalangan aka-
demisi dan peneliti. Diaspora memiliki definisi
yang semakin beragam terlebih dengan fenomena
globalisasi yang menjadi salah satu faktor paling
berpengaruh dalam perkembangan konsep dias-
pora. Ruang dan batas yang semakin melebur
karena kemajuan teknologi dan sistem transporta-
si mempengaruhi perkembangan konsep diaspora
dan menggeser motif perpindahan penduduk ke
luar negeri dari yang semula berbentuk paksaan
menjadi sukarela. Transformasi pola interaksi
dan motif perpindahan penduduk ini tidak dapat
dipungkiri disebabkan oleh globalisasi yang
berkembang di tahun 1980-an. Cardoso (2018)
juga menjelaskan bahwa transformasi yang ter-
jadi di dunia didorong oleh adanya globalisasi.
Terlebih, pemerintahan dari negara-negara asal
kini mulai memiliki perhatian lebih untuk para
diaspora mereka yang berada di luar negeri.
Pemerintah semakin menyadari bahwa peran
diaspora adalah penting untuk pembangunan
tanah air, sehingga segala potensi dan keahlian
yang dimiliki oleh para diaspora diharapkan dapat
dimaksimalkan dan dikontribusikan untuk negara
asal.

Buku berjudul Routledge Handbook of
Diaspora Studies menjadi salah satu buku
pedoman untuk mempelajari diaspora dan
perkembanganya secara komprehensif. Menurut
Cohen dan Fisher (2019), gagasan diaspora telah
mendapatkan perhatian di banyak bidang ilmu
pengetahuan, terutama ilmu sosial. Buku berjenis
bunga rampai ini merupakan kumpulan tulisan
dari para peneliti dan akademisi yang memiliki
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fokus dalam perkembangan studi diaspora dari
berbagai bidang keilmuan. Cohen dan Fisher
sebagai editor berhasil memadupadankan kajian
diaspora yang bersifat multidisiplin, yakni men-
cangkup kajian dari sudut pandang antropologi,
etnografi, sejarah, hubungan internasional, politik
geografi, dan sosiologi. Tulisan di dalam buku ini
saling melengkapi satu sama lain dan membantu
para pembaca untuk memetakan perkembangan
studi diaspora di dunia.

Buku ini terbagi menjadi lima bagian. Bagian
pertama terdiri dari tulisan-tulisan mengenai seja-
rah dan perkembangan konsep diaspora. Bagian
kedua membahas tentang kompleksitas internal
yang perlu diperhatikan dalam studi diaspora,
yakni terkait keberagaman etnis, keyakinan, dan
bahasa ketika para diaspora bermukim di negara
baru bagi mereka serta alasan-alasan mengapa
orang bermigrasi ke negara lain. Bagian ketiga
membahas tentang bagaimana mendefinisikan
rumah dan tanah air atau seringkali disebut
dalam buku ini ‘home and homeland’ dalam
studi diaspora serta bagaimana para diaspora
memelihara hubungan dengan negara asal.
Bagian keempat secara garis besar membahas
tentang hubungan. Memelihara hubungan de-
ngan negara asal menjadi bagian paling penting
untuk para diaspora. Hubungan dalam bentuk
remitansi ekonomi, sosial, dan politik menjadi
bagian utama dalam diskusi ini. Pada bagian ini,
juga diperkenalkan istilah remitansi kolektif yang
diartikulasikan dalam organisasi yang dibentuk
oleh diaspora untuk berkontribusi ke tanah air
mereka. Remitansi ini dilakukan secara kolektif
dengan perwujudan rasa cinta pada tanah air dan
kegiatan-kegiatan yang pada umumnya bersifat



terlihat. Bagian terakhir menjadi bagian penutup
dalam buku ini dengan inti pembahasan terkait
kritik terhadap studi diaspora yang menekankan
pada pentingnya untuk mengikat diaspora guna
pembangunan negara asal.

Perkembangan konsep dan teori dari berbagai
bidang keilmuan yang tentunya saling melengka-
pi, seperti dalam melihat konflik sebagai salah
satu alasan menarik berkumpulnya diaspora,
remitansi yang tidak lagi hanya dikaitkan dengan
pengiriman uang dan pembentukan sebuah or-
ganisasi atau ‘hometown transnationalism untuk
berkontribusi ke negara asal di era globalisasi ini
adalah beberapa pembahasan yang menarik untuk
didiskusikan.

PERKEMBANGAN KONSEP DAN
TEORI PADA STUDI DIASPORA

Perkembangan konsep diaspora tidak dapat terle-
pas dari sejarah yang cukup panjang. Perpindahan
paksa yang dialami orang-orang Yahudi, Yunani,
dan Armenia akibat konflik yang terjadi pada abad
ketiga sebelum masehi menjadi awal mula istilah
diaspora mulai disebutkan dalam artian sempit.
Pada tahun 1930-an, istilah diaspora berkembang
tidak lagi tentang orang-orang Yahudi, Yunani,
dan Armenia yang berpindah, tetapi meluas
menjadi jaringan yang tersebar secara paksa dari
tanah air mereka. Alasan perpindahan diaspora
hingga saat itu masih tentang perpindahan secara
tidak sukarela, meskipun aktor yang berpindah
tidak hanya tentang bangsa Yahudi, Yunani, dan
Armenia. Berdasarkan perjalanan sejarah, Dufoix
(2008) menjelaskan bahwa pada paruh kedua
abad kedua puluh, penggunaan istilah diaspora
mulai sering kali dikaitkan dengan “Diaspora
Yahudi” atau seringkali disebut the Jewish
Diaspora dan “Diaspora Berkulit Hitam™ atau
the Black Diaspora. Diaspora berkulit hitam
banyak diperbincangkan karena adanya migrasi
masif yang terjadi di kalangan bangsa Afrika
pada pertengahan tahun 1960-an. Istilah diaspora
terus berkembang dari berbagai bidang keilmuan
yang kemudian menjadi sebuah konsep di tahun
1970-an (Dufoix, 2019) dan bergerak menjadi
konsep yang modern di tahun 1980-an seiring
dengan adanya fenomena globalisasi (Dufoix,
2008). Bahkan sampai dengan pertengahan

1980-an, diaspora masih digunakan dalam dua
hal terpisah dan cara yang berbeda, yakni sebagai
terma untuk menjelaskan populasi yang tinggal
di luar wilayah teritori negara asal dan sebuah
konsep spesial yang menjelaskan tentang jaringan
perdagangan orang-orang Afrika (Dufoix, 2008).

Globalisasi membawa pengaruh besar terha-
dap perpindahan orang, barang, dan jasa, sehingga
konsep diaspora pun terus berkembang dan terus
beradaptasi dengan adanya modernisasi. Seiring
perkembangan konsep diaspora dalam kerangka
modern tersebut, di tahun 1990-an, Safran (1991)
menjelaskan bahwa diaspora, lebih spesifiknya,
komunitas diaspora, seringkali digunakan sebagai
istilah metaforis untuk beberapa kategori orang,
yakni ekspatriat, pengusiran, pengungsi politik,
penduduk asing, imigran, dan etnis serta ras mi-
noritas. Pengertian ini dapat dikatakan membawa
pengaruh signifikan dalam perluasan makna dari
diaspora itu sendiri. Meskipun diskursus mengenai
konsep diaspora masih terus berjalan, pandangan
ini ternyata juga didukung oleh T6l6lyan (2019)
dengan pemahaman serupa bahwa diaspora
telah berbagi dengan istilah-istilah lain seperti
migran, ekspatriat, pengungsi, pekerja tamu,
orang-orang yang diasingkan, komunitas yang
ada di luar negeri, dan komunitas etnis. Cohen
(1997, 2008) juga memberikan tipologi baru yang
menjelaskan ‘tipe ideal’ diaspora, yakni korban,
tenaga kerja, pedagangan, kekaisaran, dan budaya
dengan memasukan elemen-elemen lain seperti
alasan perpindahan yang tidak hanya dilakukan
secara paksa, tetapi juga sukarela. Perkembangan
ini tidak luput dengan segala kemudahan yang
ada dalam sistem transportasi yang memudahkan
perpindahan dan keinginan besar untuk mencari
peruntungan guna kehidupan yang lebih baik di
masa mendatang.

Menggunakan pendekatan transnasionalisme
sebagai pendekatan baru, diaspora dianggap
sebagai bentuk spesifik dari komunitas trans-
nasional yang secara konsep sebelumnya lebih
menekankan pada pembentukan dan mobilisasi,
kemudian berkembang pada ikatan dan praktik
yang dilakukan (Faist, 2010). Diaspora dalam
pendekatan transnasional sangat erat hubung-
annya depan apa yang terjadi pada interaksi
diaspora dan negara asalnya sekarang ini, yaitu
dengan mengedapankan ikatan dalam bentuk
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organisasi atau perkumpulan dan praktik yang
dapat dilakukan untuk pembangunan negara.
Dapat dikatakan pula bahwa konsep ini juga
mencerminkan atas apa yang sedang diusahakan
oleh pemerintah-pemerintah negara asal para
diaspora, termasuk Indonesia. Berlandaskan atas
keinginan untuk meningkatkan daya saing bangsa
dengan sumber daya manusia yang unggul dan
berkualitas, peran diaspora adalah penting. Untuk
itu, dukungan dan respon positif pemerintah terh-
adap upaya yang dilakukan oleh diaspora dalam
ikatan dan praktik untuk tanah air dikatakan dapat
mempererat hubungan diaspora dengan negara
asalnya, termasuk mendorong implementasi
ilmu pengetahuan dalam proyek-proyek nyata
dan transfer pengetahuan untuk mendukung
peningkatan sumber daya manusia.

Konsep diaspora juga dilengkapi dengan
berkembangnya pendekatan dan teori yang dapat
digunakan dalam melakukan kajian diaspora,
sehingga studi ini tidak melulu tentang men-
definisikan aktor yang disebut sebagai diaspora,
tetapi juga menekankan pada proses dan pola
interaksi para diaspora membentuk identitasnya.
Hal-hal tersebut banyak dipelajari menggunakan
kerangka-kerangka teoritis, seperti transnasiona-
lisme, konstruksi sosial, dan perpindahan sosial.
Dalam teori-teori ini, aspek mobilitas, komunitas,
proses dan pembentukan identitas menjadi ele-
men utama dalam menjelaskan apa yang disebut
sebagai diaspora. Misalnya, pendekatan konstruk-
si sosial menekankan bahwa diaspora bukanlah
sesuatu yang bersifat bayangan atau ‘imagined’,
tetapi diaspora dibangun secara sosial yang dalam
prosesnya nilai-nilai identitas kolektif dibentuk
(Turner, 2019). Interaksi dan identitas kolektif
yang dibangun oleh para diaspora menjadi ele-
men penting dalam teori konstruksi sosial. Teori
ini memperjelas bahwa sesuatu yang dibangun
secara sosial memerlukan sebuah interaksi.
Pendekatan ini berkesinambungan dengan apa
yang didiskusikan dalam teori perpindahan sosial
yang tidak terlepas dengan teori konstruksi sosial.
Quinsaat (2019) menjelaskan teori perpindahan
sosial terkait analisis mengenai diaspora yang
perlu melihat hal-hal terkait mobilisasi sosial di
mana mencangkup interaksi politik yang dinamis
antara negara pengirim dan penerima, relokasi
dan reproduksi sumber daya sosial, politik,
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dan budaya dari negara asal atau ‘homeland’
ke negara penerima, dan proses loyalitas yang
dibangun oleh para diaspora sebagai pondasi
pembentukan identitas kolektif. Miiller-Funk
(2019) menambahkan dalam teori perpindahan
sosial baru atau new social movement theory,
yakni dua hal yang perlu dilihat dalam teori ini
adalah tindakan dalam proses perpindahan sosial
dan proses para diaspora membangun identitas
kolektifnya. Proses perpindahannya menjadi hal
yang penting dalam mengkaji diaspora lebih
dalam.

DIASPORA AKIBAT KONFLIK

Secara keseluruhan, buku ini banyak menjelaskan
perkembangan konsep diaspora dengan penaf-
siran positif, sehingga menjadi hal yang berbeda
ketika membahas diaspora dari sudut pandang
lain. Pada bab dua puluh tiga, kajian terkait ko-
munitas diaspora yang terbentuk akibat konflik
menjadi bagian yang menarik. Missbach (2019)
membahas diaspora yang terbentuk karena ada-
nya konflik yang didasari oleh adanya perasaan
teraniaya dan menderita yang sama. Salah satu
studi kasus yang dapat menjelaskan terbentuknya
diaspora akibat konflik ini adalah orang-orang
Maluku yang tergabung dalam kelompok tentara
militer Belanda atau KNIL (Koninklijk Neder-
lands Indische Leger). Mereka diterbangkan
ke Belanda untuk dilepaskan status tentaranya
dan dijanjikan untuk dipulangkan kembali ke
Indonesia. Namun, janjinya untuk dipulangkan
ke Indonesia tidak kunjung dipenuhi. Konflik
kepentingan politik antarnegara dapat dikatakan
menjadi salah satu alasan mengapa kepulangan
diaspora Maluku menjadi masalah, sehingga para
diaspora berkumpul untuk menunjukan sikap
resistensi kepada Belanda yang dilatarbelakangi
kesamaan nasib dan perasaan untuk pulang.

Dalam sejarah perpindahan orang-orang
Maluku ke Belanda, bermula dari Indonesia
yang semakin kuat untuk memperjuangkan
kemerdekaan dan memaksa Belanda untuk
membebaskan daerah kekuasaannya pada 28
Desember 1949 (van Amersfoort, 2007). Pro-
kontra kemerdekaan terjadi di berbagai wilayah
Indonesia termasuk di Maluku, yakni pada
sebagian orang-orang Maluku, khususnya yang



tergabung dalam KNIL. Orang-orang Maluku
yang tergabung dalam KNIL dan keluarganya
ini menolak untuk mengakui identitas orang
Indonesia dan hanya mengakui diri mereka
sebagai orang Maluku (Gusnelly, 2014). Di sam-
ping itu, kondisi lain yang terjadi adalah Belanda
perlu melepaskan tentara KNIL yang tersisa di
Indonesia, tetapi Kejaksaan Belanda melarang
pemerintah untuk melepaskan status para tentara
di luar negeri padahal Jawa sudah menjadi bagian
dari Indonesia saat itu. Oleh karena itu, sebanyak
12,500 orang Ambon/Maluku berstatus tentara
KNIL dan keluarganya dibawa ke Belanda dan
diasingkan di sebuah perkemahan militer (van
Amersfoort, 2007).

Alih-alih orang-orang Maluku dijanjikan
untuk dipulangkan kembali oleh Pemerintah
Belanda, sampai tahun 1970-an, nasib mereka
belum jelas dan konflik sebagai bentuk resistensi
orang-orang Maluku pun terjadi dalam bentuk
terorisme dan pembunuhan. Konflik antara orang
Maluku kepada Pemerintah Belanda saat itu cuk-
up merisaukan masyarakat setempat dan menjadi
sorot perhatian. Ini merupakan contoh studi kasus
yang menarik pada diaspora Indonesia dalam
pengertian diaspora berkumpul karena kesamaan
latar belakang mereka sebagai orang-orang
Maluku, mantan tentara KNIL yang berpindah
ke Belanda karena adanya rasa ketidaksetujuan
atas kemerdekaan dan perlunya pelepasan status
dilakukan di Belanda menurut hukum Belanda,
kemudian berkumpul dan berkelompok serta
merasakan perasaan yang sama dalam memper-
juangkan nasib dan status mereka di Belanda.
Pembahasan mengenai diaspora yang terbentuk
karena adanya konflik menjadi bagian yang
sangat menarik. Hal ini juga mengingat sejarah
diaspora dunia yang berawal dari perpindahan
orang-orang Yunani akibat konflik, meskipun
dengan cerita yang berbeda.

DIASPORA DAN GLOBALISASI

Pembahasan terkait diaspora dan globalisasi
menjadi bagian yang juga sangat menarik dan
menjadikan kajian dalam buku ini beragam.
Sebagian besar kajian yang dibahas pada buku
tidak terlepas dari konsekuensi fenomena glo-
balisasi, sehingga perpindahan orang menjadi

semakin cepat dan motif perpindahan pun ber-
macam-macam. Hal ini tidak dapat dipungkiri
karena teknologi informasi dan transportasi
yang semakin canggih, sehingga memudahkan
manusia berpindah dan terkoneksi satu sama lain.
Dalam perkembangannya, jumlah penduduk yang
bermigrasi ke luar negeri semakin banyak karena
globalisasi. Akibatnya, fenomena brain drain atau
semakin sedikitnya generasi muda yang potensial
dan berpendidikan yang tetap tinggal di tanah
air terjadi, akan tetapi beberapa tahun terakhir
berkembang istilah brain gain di mana urgensi
dalam mengoptimalkan kemampuan dan tenaga
profesional para diaspora sebagai pendukung
dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
daya saing bangsa, dan produktivitas di negara
asalnya semakin meningkat. Hal ini disadari oleh
pemerintah-pemerintah negara asal para diaspora,
termasuk pemerintah Indonesia tentang perlunya
mempererat hubungan dengan para diaspora dan
menggali potensi yang ada untuk pembangunan
negara dan bangsa. Menurut Muhidin dan
Utomo (2015), terdapat lima potensi yang dapat
diberikan oleh diaspora kepada negara asalnya,
yakni remitansi, investasi asing langsung, dias-
pora dapat menjadi jembatan dalam perluasan
hubungan ekonomi negara asal, jejaring diaspora
untuk layanan jasa profesional tanpa biaya, dan
kepulangan diaspora untuk pembangunan negara
asal. Kelima hal ini perlu dimaksimalkan tidak
hanya untuk peningkatan aspek ekonomi negara,
tetapi juga membantu peningkatan daya saing
bangsa serta kualitas sumber daya manusia di
negara asal.

Aspek remitansi dapat dikatakan menjadi
hal yang paling identik dengan kontribusi yang
diberikan oleh diaspora untuk negara asalnya.
Remitansi yang semula hanya dikaitkan dengan
ekonomi atau pengiriman uang ke negara asal,
kini berkembang ke berbagai bentuk pengiriman
lainnya. Levitt (1998) menjelaskan perkembangan
konsep remitansi ekonomi ke remitansi sosial.
Dalam hal ini, migran tidak hanya mengirimkan
uang tetapi juga ide, perilaku, identitas, dan
modal sosial yang mengalir dari negara pengi-
rim ke negara asal. Sementara itu, Miiller-Funk
(2019) melengkapi dengan pengertian remitansi
politik yang berarti para migran kini memiliki
tujuan untuk memperoleh kekuatan politik atau
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memberikan pengaruh politik terhadap tanah
airnya ketika berada di luar negeri. Buku ini
juga menawarkan konsep baru dalam remitansi,
di samping ekonomi, sosial, dan politik, yakni
remitansi kolektif. Remitansi kolektif dapat
diartikan sebagai bentuk ekspresi dari kontribusi
berganda yang diberikan oleh para diaspora di
mana melalui proyek pembangunan, mereka
memperlihatkan kesetiaan pada negara, dan
mentransfer kemampuan mereka untuk membuat
suatu kebaruan di negara asalnya (Lacroix, 2019).
Dalam remitansi kolektif, proyek pembangunan
adalah bentuk kontribusi paling nyata, seperti
pada pembangunan gedung sekolah, pemukiman,
dan pusat kesehatan. Dalam hal ini, diaspora tidak
hanya menunjukkan kesetiaannya, tetapi juga
kapasitas mereka untuk mentransfer ilmu dan
tenaga profesional kepada negara asal. Dengan
kata lain, remitansi kolektif merupakan hasil
dari penempatan ganda yang dilakukan oleh para
diaspora terhadap negara asal dan negara tempat
mereka tinggal (Lacroix, 2014).

Mengkaji Indonesia, menurut Romdiati
(2015), kontribusi diaspora Indonesia masih ter-
batas pada aspek remitansi dalam hal ini ekonomi,
belum sampai pada sumbangan kapital dan sum-
ber daya finansial, teknis, dan profesionalisme.
Namun, melihat perkembangannya, Pemerintah
Indonesia belakangan ini menaruh perhatian
besar pada diaspora Indonesia dan mengupayakan
berbagai upaya perekatan hubungan atau dalam
buku ini disebut sebagai diaspora engagement
untuk menanamkan bentuk-bentuk remintasi lain-
nya, terutama dalam remitansi sosial berbentuk
ide-ide kreatif dan transfer pengetahuan, serta
apa yang kini berkembang sebagai remitansi
kolektif dimana bentuk kontribusi dapat dilaku-
kan secara kolektif dalam organisasi tertentu
sekaligus mewujudkan perasaan cinta tanah air
dan membangun kegiatan-kegiatan dengan hasil
yang terlihat nyata dan berguna bagi negara asal.

Konsep hometown transnationalism juga
menjadi pembahasan menarik dan berkaitan erat
dengan apa yang sedang dilakukan oleh dias-
pora Indonesia, yakni membentuk wadah yang
bernaung dalam memaksimalkan kontribusnyai
kepada tanah air. Remitansi kolektif menjadi pa-
sangan paling sesuai dengan konsep ini jika mem-
bicarakan hasil nyata yang diharapkan dengan
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adanya perkumpulan diaspora yang terorganisir.
Dalam buku ini, Lacroix (2019) mengartikan
hometown transnationalism sebagai ikatan dan
praktik yang dipelihara oleh organisasi ekspatriat
dengan negara asalnya. Namun, sebelumnya
Lacroix (2016) dalam bukunya yang berjudul
“Hometown transnationalism: long distance
villageness among Indian Punjabi and North
African Berbers” telah mendefinisikan hiometown
transnationalism sebagai institusi-institusi sosial
tempat para migran berusaha secara kolektif
untuk mengartikulasikan kembali koherensi
diri dengan tempat asalnya sejak berpisah dan
mengupayakan untuk tetap menjadi penduduk
tempat tersebut ketika bahkan tempat itu sudah
berubah secara radikal. Dalam konteks ini, tempat
yang dimaksud adalah negara asal. Menambahi
kedua definisi tersebut, Lacroix (2016) dalam
bukunya juga menyatakan bahwa jaringan kam-
pung halaman dapat menjadi instrumen potensial
dalam pembangunan. Oleh karena itu, tidak heran
bahwa organisasi diaspora seringkali diharapkan
dan dipercaya sebagai salah satu motor penggerak
pembangunan di negara asal.

Dalam konteks Indonesia, organisasi diaspora
yang kini sedang berkembang adalah Indonesian
Diaspora Network (IDN). Organisasi ini me-
rupakan salah satu perwujudan dari hometown
transnationalism. IDN terbentuk dan berkembang
dengan motivasi mengoneksikan diaspora-dias-
pora Indonesia di luar negeri untuk sama-sama
berkontribusi pada tanah air. Perkumpulan ini
diprakarsai oleh Dino Patti Djalal selaku Duta
Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat
pada masa kepemimpinan Marty Natalegawa se-
bagai Menteri Luar Negeri dengan mengundang
seluruh diaspora Indonesia di luar negeri dalam
Kongres Diaspora Indonesia yang pertama pada
tahun 2012 di Los Angeles, Amerika Serikat.
Pertemuan besar ini menghasilkan kesepakatan
pembentukan IDN yang mengumpulkan para
diaspora dan memprakarsai ide-ide untuk pem-
bangunan negara. Pada kongres yang kedua di
tahun 2013, pertemuan menghasilkan beberapa
gugus kerja sebagai bentuk komitmen dengan
pemerintah, diaspora Indonesia, dan badan-badan
lain yang nantinya terlibat. Gugus kerja tersebut
bergerak di bidang energi, ketenagarkerjaan,
imigrasi, kewarganegaraan, pendidikan, sains



dan teknologi, perkotaan layak huni, ekonomi
hijau, kesehatan publik, bisnis, investasi, industri
dirgantara, pemuda, dan masakan khas Indonesia
(Narottama & Sudarmawan, 2017). Dengan
adanya wadah yang terorganisasi ini, diharapkan
semangat diaspora Indonesia untuk berkontribusi
juga semakin besar.

IDN terus berkembang dan memiliki cabang-
cabang di berbagai belahan dunia di mana para
diaspora Indonesia tinggal, salah satunya adalah
IDN Belanda yang di dalamnya terdapat beberapa
gugus kerja yang berfungsi untuk merumuskan
visi misi yang perlu diwujudkan sebagai bentuk
kontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara
Indonesia. Meskipun demikian, dapat dikatakan
bahwa terkadang terjadi bias antara kontribusi
sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan
adanya kepentingan tertentu dari proyek-proyek
yang ingin diwujudkan di negara asal. Salah satu
kelompok kerja yang kini berkontribusi aktif
dalam pembagunan Indonesia adalah kelompok
kerja Liveable Cities atau yang dikenal dengan
Taskforce Liveable Cities. Kelompok kerja ini
cukup aktif dalam membangun koneksi dan
proyek-proyek pembangunan kota dengan pe-
merintah daerah. Sejauh ini sudah cukup banyak
proyek pembangunan di Jakarta dan Bandung
yang dihasilkan berdasarkan kerja sama dengan
IDN Belanda Taskforce Liveable Cities. Di sini,
bentuk remitansi sosial dan remitansi kolektif
terlihat pada kontribusi diaspora Indonesia dalam
bentuk proyek-proyek pembangunan dengan
kerja sama dengan pemerintah daerah. Para dias-
pora Indonesia tidak hanya kembali menunjukan
kesetiaan pada bangsa, tetapi juga memberikan
inovasi-inovasi baru dan mengimplementasikan
ilmunya ke dalam bentuk proyek nyata untuk
pembangunan Indonesia di bidang tata kota.

IDN merupakan contoh menarik dalam
perkembangan studi diaspora dengan konsep
hometown transnationalism. Terlebih, di era
globalisasi, penting untuk menggali poten-
si-potensi anak bangsa yang sudah mengenyam
pendidikan dan bekerja di luar negeri untuk
mengimplementasikan ilmunya untuk negara.
Penguatan sumber daya manusia tidak dapat
dipungkiri menjadi salah satu tujuan Pemerintah
Indonesia, sehingga perlu adanya dukungan dari
para diaspora untuk mentransfer pengetahuan

untuk anak-anak bangsa di Indonesia. Selain
itu, pembangunan juga merupakan fokus negara
di mana para diaspora dapat menjadi salah satu
aktor dalam membangun negara dari aspek yang
berbeda dengan inovasi-inovasi yang diberikan,
seperti contohnya apa yang telah dilakukan oleh
gugus kerja Liveable Cities dalam tata kelola di
beberapa kota di Indonesia. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa globalisasi benar adan-
ya membawa pengaruh dalam pola interaksi
yang dilakukan oleh para diaspora dan juga
pola tingkah laku negara asal yang menyadari
pentingnya diaspora untuk tanah air. Tidak
heran bahwa dalam buku ini, globalisasi banyak
sekali diperbincangkan dan dihubungkan dengan
perkembangan studi diaspora.

PENUTUP

Melihat perkembangannya, buku ini berhasil
menyajikan sebuah kumpulan tulisan yang
bersifat multidisiplin dan menunjukkan bahwa
konsep diaspora terus berkembang serta memi-
liki penafsiran yang berbeda-beda, tetapi saling
melengkapi. Meskipun konsep diaspora masih
terus diperbincangkan dan dikembangkan, tetapi
dalam merespon fenomena globalisasi, diaspora
menjadi sebuah konsep positif yang menggam-
barkan hubungan antara diaspora dan negara asal
penting untuk terus dibangun agar kepentingan
pembangunan dapat direalisasikan dengan baik.

Selain itu, buku ini terbilang sebagai buku
terbitan terbaru di tahun 2019, sehingga berhasil
menggambarkan fenomena-fenomena yang terja-
di pada pola interaksi diaspora dengan ilustrasi
menggunakan studi kasus kontemporer. Salah
satu contohnya adalah diskusi terkait diaspora dan
agama pada salah satu bab dalam buku. Diaspora
Muslim yang dijelaskan di sini dicontohkan den-
gan menggunakan studi kasus kebijakan terkini
Donald J. Trump terkait pelarangan masuknya
imigran dari negara-nagara Islam (the Muslim
ban) yang secara jelas telah melanggar the USA
Immigration and Nationality Act tahun 1965 yang
menyatakan tidak ada satupun orang yang dapat
didiskriminasi dalam pemerolehan visa haya
karena suku, jenis kelamin, kewarganegaraan,
tempat lahir, dan tempat tinggal. Keterkinian ide
dan contoh yang diambil pada buku ini menjadi
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nilai tambah ketika membaca dan mempelajari
konsep diaspora.

Namun, kelengkapan pada buku berbentuk
bunga rampai ini sebenarnya menimbulkan
tumpang tindih dalam konsep dan pembahasan.
Kadang kala terdapat pembahasan yang berulang
walaupun tidak menjadikan buku ini mem-
bosankan untuk dibaca karena pada akhirnya,
pendalaman konsep atau tujuan penelitian yang
ditawarkan berbeda satu sama lain pada setiap
babnya. Buku ini sangat direckomendasikan untuk
para akademisi dan peneliti yang akan memulai
penelitian terkait diaspora. Berbagai penafsiran
diaspora, sejarah perkembangan, dan studi
kasus pendukung dapat membantu pemahaman
para pembaca dalam mengenal diaspora sebagai
sebuah studi yang terus berkembang. Buku-buku
terdahulu yang berjudul “Diasporas” karya
Stephane Dufoix dan “ Global Diasporas: an
introduction” karya Robert Cohen juga dire-
komendasikan untuk dapat menjadi pengantar
dalam memahami konsep diaspora dan sejarah
perkembangannya.
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PENGANTAR

Buku karya Richard Moon ini merupakan kajian
ilmiah yang berupaya untuk mendasari peng-
aturan ujaran secara hukum. Moon membangun
konsep umum mengenai peran agama dalam
fenomena ujaran kebencian yang belakangan
ini menjadi fenomena global karena berkelindan
dengan fenomena kekerasan rasial atau terorisme.
Buku karya Richard Moon dipilih untuk dibahas
di artikel ini terutama karena ihwal peran agama
dalam ujaran kebencian. Bahasan mengenai
peran agama ini dapat menjadi bahan referensi
dan refleksi untuk melihat konteks keindonesiaan
yang belakangan marak oleh pelintiran kebencian
berbasis agama di antara masyarakatnya semen-
jak kontestasi politik 2014 sampai sekarang.
Moon membangun konsep umum tersebut dari
kasus-kasus ujaran kebencian di negara-negara
yang secara sosiologis dapat dikatakan homogen,
yaitu negara demokrasi liberal, seperti Uni Eropa,
Kanada, dan Amerika Serikat. Oleh karena itu,
Moon mendasari bangunan proposisi dalam kon-
sep umumnya pada nilai kebebasan berekspresi
yang merupakan salah satu aspek fundamental
dalam dunia demokrasi.

Buku ini dapat dibandingkan dengan buku
karya Katherine Gelber (2002) yang memiliki
semangat yang sama dengan Moon dalam
menjaga marwah kehidupan demokratis, namun
tetap menganjurkan pengaturan ujaran keben-
cian secara hukum. Gelber meneliti kebijakan
ujaran di negara bagian South Wales, Australia.
Gelber mengelaborasi teori wacana, teori kapa-
bilitas dari Nussbaum, teori klaim validitas dari
Habermas, serta teori tindak tutur dari Austin
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untuk membangun simpulan bahwa kebijakan
ujaran bukan untuk menghukum pelaku akan
tetapi lebih ditujukan untuk mendukung secara
institusional, material, dan edukasional korban
ujaran kebencian untuk merespon. Kebijakan
ini didasari argumen bahwa ujaran bukan untuk
dilarang tetapi dijawab. Kebijakan tersebut
mengupayakan dialog antara pengujar dan mitra
ujar, utamanya mengenai klaim validitas dari
masing-masing pihak, karenanya kebijakan ini
dapat dipandang sebagai institusionalisasi wacana
argumentatif (the institutionalisation of argumen-
tative discourse). Menurut Gelber, kebijakan ini
mampu menjadi jalan rekonsiliasi pemahaman
pentingnya ujaran untuk perkembangan indivi-
dual, pentingnya ujaran untuk praktik diskursif,
kolektif, dan kontruksi debat, tujuan prinsip
kebebasan berbicara, dan reduksi kerusakan
akibat ujaran kebencian. Perbedaan mendasar
dari kedua buku hanya pada fokus rekomendasi
kebijakan pengaturan ujaran yang diajukan oleh
Gelber lebih berorientasi kepada korban, se-
dangkan Moon berorientasi kepada pelaku (akan
lebih diuraikan di bagian selanjutnya). Namun
demikian, keduanya berdiri di halaman yang
sama. Karakteristik sosiologis masyarakat negara
yang dikaji pun masih bercirikan liberal. Nilai
yang mendasari pengaturan kebijakan ujaran pun
sama, yakni penghormatan terhadap kebebasan
bereksprisi. Tentu akan lebih kaya jika kajian
terhadap fenomena ujaran kebencian dilakukan
pula di negara-negara yang memiliki karakteristik
sosiologis beragam, seperti Asia, Afrika, maupun
negara-negara Amerika Latin. Tulisan ini ber-
maksud menyandingkan konsep-konsep yang ada



dalam buku karya Moon dengan konsep ujaran
kebencian yang berlaku dalam kebijakan ujaran
atau data empiris di Indonesia yang memiliki
karakteristik sosiologis berbeda. Namun sebelum
masuk ke bagian itu, tulisan ini memulai untuk
melihat buku karya Moon dengan kacamata yang
dibentuk dari elaborasi berbagai teori.

Epistemologi Regulasi Ujaran Kebencian
di Dunia Demokratis

Teori kebencian Duplex yang diajukan Sternberg
(2003 dalam Sternberg dan Sternberg, 2008:18-
19) dapat menjadi pilihan untuk dikontekstualisa-
si dengan peran agama dalam ujaran kebencian
yang dibahas oleh Richard Moon. Menurut teori
ini kebencian terdiri dari tiga komponen, yakni
negation of intimacy, passion, and commitmen
(Sternberg dan Sternberg, 2008:18-19). Unsur
negasi keintiman adalah pengambilan jarak oleh
subjek terhadap objek yang dibenci karena objek
tersebut dianggap sebagai sub-human atau tidak
manusiawi, passion atau dapat diterjemahkan
sebagai emosi yang kuat terhadap suatu hal di
dunia yang akhirnya membuat subjek mengalami
kemarahan dan ketakutan tatkala suatu hal terse-
but menghadapi ancaman, sedangkan komitmen
merupakan bentuk devaluasi terhadap objek yang
dibenci sebagai pihak yang berbahaya (Sternberg
dan Sternberg, 2008:173-178). Unsur-unsur ke-
bencian tersebut yang dapat menentukan derajat
sikap kebencian seseorang terhadap seseorang
atau kelompok masyarakat tertentu bahkan
transformasinya menjadi tindak kekerasan. Se-
bagai misal, passion atau keterikatan emosional
yang kuat kepada suatu hal dapat menimbulkan
kebencian tatkala suatu hal tersebut dirusak.

Lantas bagaimana penerapan teori kebencian
Duplex dalam menjelaskan peran agama baik
sebagai sumber dan atau target ujaran kebencian
dalam buku Richard Moon? Untuk menjawab
pertanyaan diperlukan elaborasi teoritik yang
cukup komplek mengingat bahwa bentang per-
spektif teoritik yang digunakan Richard Moon
mulai dari linguistik, hukum, antropologi, sampai
sosiologis bermuara untuk menjawab tantangan
pengaturan ujaran kebencian secara hukum tidak
menciderai kebebasan ekspresi yang merupakan
hal fundamental bagi negara-negara demokratis.
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Perspektif-perspektif teoretik tersebut diela-
borasikan dengan teori kebencian Duplex sebagai
pijakan untuk membahas buku Putting Faith in
Hate: When Religion is The Source or Target of
Hate. Teori kebencian Duplex menjadi sentral
karena teori ini dirasa mampu menjelaskan
proses psikologis munculnya kebencian sampai
manifestasinya dalam ujaran yang menyebabkan
kerusakan. Proses psikologis dan manifestasi
kebencian tersebut berjalan dalam proses komu-
nikatif mulai dari konseptualisasi ujaran, pengu-
jaran, sampai proyeksi intepretasi ujaran karena
penutur ujaran kebencian harus membungkus
pesan sesuai dengan apa yang diketahui oleh
mitra tutur atau yang tidak diketahui mitra tutur,
dan juga segala hal ihwal kontekstual agar tujuan
ujarannya tercapai.

Moon menyebutkan bahwa ujaran keben-
cian dapat secara langsung mengintimidasi atau
mengusik anggota atau kelompok masyarakat
tertentu dan secara tidak langsung menghasut
kebencian masyarakat yang lebih luas terhadap
kelompok rasial tertentu (hal. 19). Konsepsi
ujaran kebencian yang digunakan oleh Moon
tersebut patut menjadi bahasan utama dan per-
tama dalam tulisan ini karena konsepsi tersebut
yang akhirnya menentukan peran agama dalam
ujaran kebencian, serta keabsahan regulasi ujaran
kebencian ditinjau dari perspektif penghormatan
kepada kebebasan berpendapat dalam masyarakat
demokratis.

Konsepsi Moon di atas jauh berbeda
dengan yang diajukan oleh Rosenfeld (2003),
menurutnya, ujaran kebencian adalah ujaran
yang dimaksudkan untuk menyebarkan keben-
cian berdasarkan ras, agama, etnisitas atau asal
negara. Rosenfeld membatasi pengertian ujaran
kebencian pada ujaran yang ditujukan untuk
menyebarkan kebencian. Konsepsi Moon hampir
serupa dengan Waldorn yang memberikan dua
arah potensial arah kebencian, namun konsep dua
ahli tersebut memiliki signifikansinya masing-
masing. Waldorn (2012: 36) memberikan batasan
kebencian sebagai tujuan dan dampak dari ujaran.
Dengan batasan tersebut, terdapat kemungkinan
sebuah ujaran yang tidak memiliki tujuan keben-
cian, tetapi dapat berdampak kebencian karena
hal-ihwal tertentu yang berada di luar kendali
penutur. Sementara Moon selalu memiliki batasan



tujuan sehingga memberikan dasar kesadaran
manifestasi kebencian baik berupa penghinaan
atau intimidasi langsung ke pihak yang dibenci
atau menyebarkan kebencian terhadap pihak yang
dibenci kepada orang atau kelompok lebih luas.
Terlebih secara eksplisit Moon menyebutkan bah-
wa jika ujaran yang bertujuan untuk memper-
daya (dalam rangka menghasut kebencian) atau
mengintimidasi mitra ujarnya, tidak lagi dilihat
sebagai sebuah tindak komunikatif mengem-
bangkan pengetahuan, wawasan, maupun wacana
publik, tetapi sudah menjadi satu wacana yang
diatur dalam perlindungan konstitusional (hal.
32-33). Teori kebencian Duplex yang memerikan
tiga komponen kebencian: negation of intimacy;
passion; dan commitmen justru secara implisit
memperlihatkan bahwa kebencian yang diidap
seseorang telah menciptakan rasionalismenya
sendiri yang artinya penutur ujaran kebencian
memiliki kendali atas tujuan ujaran kebencian.
Batasan tujuan ini cukup komplek jika ditinjau
dari proses produksi ujaran untuk menjadi sebuah
batas yuridiksi.

Tindak komunikatif sendiri terdiri atas tiga
tahap, yaitu encoding, coding, dan encoding.
Encoding adalah dimensi pengujar, sebuah tahap
pengujar memformulasikan ujaran dalam dunia
mental. Coding adalah pengujaran sebuah pesan
melalui medium komunikasi, sedangkan decod-
ing adalah tahap mitra tutur mengintepretasi
ujaran yang disampaikan untuk mencapai pesan
yang diformulasikan di dunia mental penutur.
Intepretasi ujaran adalah upaya mencapai pesan
yang ada dalam ujaran. Tujuan memperdaya
(dalam rangka menghasut kebencian) atau
mengintimidasi sebuah ujaran kebencian berada
di tahap encoding atau dengan kata lain tujuan
masih berada dalam kendali penutur, sedangkan
dampak berada pada tahap decoding. Tidak sela-
manya, transfer pesan di antara dua pihak yang
berinteraksi dapat berjalan secara lancar dan te-
pat. Beragam dan banyak faktor kontekstual yang
mempengaruhi kesejajaran pesan yang dimaksud
penutur dengan pesan yang dipahami oleh mitra
tutur. Misinterpretasi sangat mungkin terjadi di
dalam proses komunikasi.

Penetapan tujuan sebagai kriteria yuridiksi
pelarangan ujaran kebencian ini berkaitan dengan

posisi atau preferensi Moon dalam debat menge-
nai regulasi ujaran kebencian yang mendukung
adanya regulasi (hal. 59). Tujuan yang masih
kendali penutur menunjukkan bahwa penutur
berada dalam kondisi independen dan rasional
ketika memutuskan mengujarkan sebuah ujaran
kebencian sehingga pelarangan tersebut tidak
menciderai hak kebebasan berpendapat.

Tidak hanya rasionalitas penutur yang men-
jadi pertimbangan pelarangan ujaran kebencian
menurut Moon. Mitra tutur, terutama mitra tutur
yang merupakan pihak yang dibenci penutur,
dianggap sebagai individu rasional yang mampu
mengevaluasi dan mengonfrotasi klaim-klaim
kebencian yang diarahkan kepadanya lagipula
pelarangan pada jenis ujaran kebencian ini akan
mengundang intervensi negara terlalu besar ter-
hadap wacana publik-suatu praktik yang dapat
merusak kehidupan demokrasi-(hal, 36 dan
40). Oleh karena itu, regulasi pelarangan ujaran
kebencian menyempit pada ujaran kebencian
jenis kedua, yakni ujaran yang bertujuan secara
eksplisit maupun implisit mendorong atau
membenarkan aksi kekerasan terhadap kelompok
tertentu yang diistilahkan oleh Moon sebagai
extreme speech (hal. 58).

Ujaran jenis kedua di atas merupakan bagian
dari praktik sistemik yang dapat membuat pihak
yang dibenci tidak memiliki akses atau kesem-
patan yang cukup untuk meresponnya (hal. 41).
Praktik sistemik ini dapat dibagi ke dalam dunia
berdasarkan sumber sistem yang mendasari prak-
tik ujaran kebencian, yaitu sistem formal-praktik
diskriminasi yang dilakukan oleh organisasi ad-
ministratif melalui kebijakannya, seperti negara,
sedangan sistem informal-praktik diskriminasi
yang ditopang oleh aspek sosiokultural, seperti
agama atau dominasi ras. Ada dua cendekiawan
lain yang hampir serupa Moon yang menganggap
skala kerusakan yang ditimbulkan ujaran keben-
cian bisa massif dan massal jika ditopang oleh
suatu otoritas atau dominasi, yakni Rae Langton
(2018) yang secara eksplisit menyebutkan bahwa
‘apa yang bisa dilakukan oleh ujaran kebencian
bergantung pola otoritas’ (yang menopangnya),
serta Katharine Gelber (2019) yang menjelaskan
bahwa ujaran kebencian tidak berdiri di lahan
yang kosong, tetapi berpijak di atas diskriminasi
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sistemik yang ditopang oleh agen otoritatif dan
norma sosial mayoritas. Sering kali pun, korban
atau sasaran agresi ujaran kebencian adalah
kelompok yang sudah terstigmatisasi dan ter-
marginalisasi (Perry, 2001:10 dalam Awan dan
Zempi, 2016: 3).

Agama Sebagai Target Ujaran
Kebencian

Kerangka sosiologis dominasi dan otoritas
itu berlaku dalam melihat peran agama dalam
fenomena ujaran kebencian, baik sebagai target
maupun sumber ujaran kebencian. Bagian
selanjutnya akan berfokus untuk memerikan
peran agama tersebut. Moon menggunakan
contoh Islamphobia dan arus migrasi umat
Muslim kawasan Arab. Salah satu fenomena yang
dicontohkan oleh Moon adalah kekhawatiran
masyarakat Eropa terhadap orang Islam akan
mengambil alih Eropa menjadi Eurabia serta
menginginkan penerapan hukum syariah dan
untuk tujuan itu, umat Islam dapat menggunakan
berbagai cara sampai menggunakan kekerasan
(hal. 68-69). Berikut adalah contoh ujaran yang
menggambarkan kaitan Islamphobia dengan arus
migrasi umat Islam ke negara-negara mayoritas
kulit putih.

1. “Since there is no completely reliable way
to tell if any given Muslim believer takes
the Koran’s dictates about warfare against
Infidels literally, immigration of Muslims
into the United States should be halted”
(hal. 70)

2. “.. that Muslims are detestable people,
deserving our contempt” (hal. 73)

3. “... the re-establishment of a Muslim ca-
liphate, living under sharia, that extends to
Europe” (hal. 74)

4. “[T]he Koran plainly sanctions violence in
the name of Allah” (hal. 79)

Ketakutan akan Eurabia ini tidak terlepas
dari dua prasangka yang melekat pada umat
Islam, yaitu ajaran Islam tidak sesuai dengan
nilai-nilai sekulerisme/demokrasi yang dijunjung
oleh masyarakat Eropa (masyarakat kulit putih
secara umum) dan ajaran kekerasan ada dalam
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ajaran Islam. Reproduksi dan distribusi ujaran
serupa yang disebutkan di atas tidak terlepas dari
topangan yuridis formal ujaran yang melindungi
kebebasan berpendapat dan secara sosiologis
pun ditopang oleh norma sosial dominan yang
bersumber dari kelompok masyarakat kulit putih.

Meski agama sebagai target ujaran keben-
cian tergambar dalam konstruksi lingual ujaran
kebencian, tetapi ujaran (1) cukup problematik
untuk dikelompokkan menjadi ujaran kebencian
karena aturan ujaran kebencian diberlakukan
untuk melindungi manusia, bukan agama. Agama
dianggap tidak memiliki hak konstitusional,
sebagaimana manusia yang memiliki hak-hak
tertentu yang dijamin konstitusi. Distingsi ini
apabila dibandingkan dengan aturan hukum
Indonesia yang memiliki pasal pidana untuk
pelindungan agama sebagai subjek dalam hidup
bernegara, yaitu pasal penodaan agama.

Keunggulan buku Moon ini salah satunya
adalah Moon peka terhadap hal-hal subtil. Salah
satu kepekaanya adalah memproblematika
distingsi manusia beragama dan agama dalam
aturan hukum ujaran kebencian. Moon memper-
soalkan bahwa agresi terhadap suatu agama akan
mempengaruhi dan berakibat terhadap manusia
penganut agama tersebut. Implikasi agresi terse-
but terjadi karena agama selain sebagai komitmen
individu terhadap suatu sistem ide yang menawar-
kan kebenaran mengenai dunia yang terbuka akan
kritik, tetapi agama juga merupakan identitas
kultural yang bersifat komunal yang menjadi
subjek hukum dan perlu dilindungi oleh aturan
hukum karena melekat dalam diri manusia (hal.
64-65). Dengan mengatakan Islam mengajarkan
kekerasan dengan sendirinya mengimplikasikan
bahwa orang-orang yang menganut agama [slam
pun mempercayai kekerasan adalah cara yang
diperbolehkan. Representasi demikian dapat
menyulut kebencian terhadap umat Islam.

Menghadapi kepelikan konseptual menge-
nai distingsi agama dan manusia beragama
dalam pengaturan ujaran kebencian ini, Moon
menawarkan jalan tengah bahwa yang patut
dibenci adalah kepercayaannya bukan orang yang
percaya terhadap kepercayaan tersebut. Namun,
solusi tersebut agaknya menunjukkan Moon pun
masih gamang menentukan batas objek kebencian



dalam ujaran dalam pengaturan hukum dan
lebih memilih solusi yang bersifat sosiologis.
Moon pun belum memberikan deskripsi kohesif
yang menggambarkan tautan antara konsepsi
epistemologis ujaran kebencian yang berpusat
pada adanya tujuan untuk membenarkan aksi
kekerasan terhadap kelompok tertentu dengan
agama sebagai sasaran ujaran kebencian yang
dapat berimplikasi secara langsung dalam pe-
nalaran ujaran yang merepresentasikan agama
dengan sifat-sifat desktruktif tertentu. Padahal
menyasar agama sebagai target ujaran kebencian
adalah jalan terpendek untuk merepresentasikan
umat agama tersebut sehingga potensi ujaran
tersebut memang ditujukan untuk membenarkan
kekerasan kepada agama tersebut, seperti agama
Yahudi ditampilkan begitu rupa dalam propa-
ganda, hingga mereka disetujui dianggap pantas
masuk kamp konsentrasi.

Agama Sebagai Sumber Ujaran
Kebencian

Tidak hanya untuk melihat agama sebagai target
ujaran kebencian, kerangka sosiologis dominasi
dan otoritas berlaku juga untuk meninjau agama
sebagai sumber ujaran kebencian. Ujaran keben-
cian dapat terjadi terutama karena penuturnya
berada dalam keadaan mental yang menganggap
orang lain dianggap lebih rendah dari dirinya
karena identitas-identitas fundamental orang
tersebut, dapat berupa agama, ras, orientasi sek-
sual, dan sebagainya (Ubaidillah, 2018). Dalam
terminologi Sternberg dan Sternberg (2008:180),
orang dengan keadaan mental demikian disebut
mengidap authoritarian personality. Di antara
identitas fundamental tersebut, agama dapat dika-
takan memegang peran penting dan menentukan
dalam menciptakan keadaan mental demikian
karena berakar kuat dalam diri seseorang.

Sebagaimana dalam pembahasan agama
sebagai sasaran ujaran kebencian, pada bagian
ini pun terdapat kompleksitas dalam menarik
batas agama sebagai komitmen individu terhadap
suatu sistem ide dan agama sebagai identitas
kultural (hal. 115-116). Jika keadaan mental
sebagaimana dijabarkan di atas diidap oleh satu
individu mungkin potensi kekerasan yang diaki-
batkan ujaran kebencian tidak besar dan massal.

Namun, keadaan mental tersebut bersumber
pada doktrin agama yang besar kemungkinan
dipercayai oleh orang yang mengidentifikasikan
dirinya sebagai pemeluk agama tersebut. Agama
sebagai sumber kebencian dapat sangat membuat
kebencian terhadap suatu kelompok tersebar dan
bereskalasi menjadi kekerasan massal karena
individu-individu diikat oleh keyakinan bahwa
melakukan tindakan kekerasan tersebut adalah
perintah Tuhan yang disampaikan melalui kitab
suci.

Dalam batas pengaturan ujaran kebencian
yang berpusat pada adanya tujuan menghasut
kebencian atau mendiskriminasi, masalah pem-
buktian tujuan atau maksud seseorang ketika
mengutip kitab suci dalam mengkritik kelompok
tertentu menjadi hal yang cukup rumit dilakukan
(hal. 115). Tujuan pengutipan tersebut penting
dibuktikan agar pelarangan ujaran kebencian
tidak menciderai kebebasan berpendapat sese-
orang. Moon mencontohkan saat seseorang
mengutip Injil surat Leviticus 20:13 yang berisi
penentangan terhadap pernikahan sesama lelaki
dengan disertai hukuman mati terhadap mereka.
Apakah pengutipan tersebut adalah hasutan
yang dilakukan pembuat iklan untuk membunuh
pelaku pernikahan sesama lelaki atau memang
pesan dalam iklan tersebut adalah pesan yang
disampaikan surat dalam Injil tersebut? Bila
pembuktian mengarah pada pilihan yang pertama
maka ujaran dalam iklan tersebut masuk dalam
ranah ujaran kebencian yang dilarang. Namun,
jika hal tersebut adalah pesan dari agama itu
sendiri maka tidak menjadi bagian yang dila-
rang karena dapat dikonfrontasi atau dikritisi.
Pengutipan tersebut pun dapat dimaknai dengan
berbagai cara, misalnya seorang penafsir objektif
akan mengintepretasi kekejaman dalam surat Injil
tersebut memiliki lebih dari satu pesan sehingga
pengutipan tersebut tidak dianggap sebagai ujaran
yang menghasut kebencian dan fitnah terhadap
kaum homoseksual (hal. 131).

‘Pembiaran’ kutipan sebagai pesan agama
itu sendiri masih berkaitan erat dengan doktrin
yang melandasi kebebasan berpendapat, yakni
manusia dianggap sebagai manusia yang rasional,
otonom, dan independen dalam menilai fakta dan
klaim. Kualifikasi manusia yang demikian dalam
tindak komunikasi di kehidupan demokratis tidak
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hanya melekat pada penutur, tetapi juga mitra
tutur, sehingga mitra tutur dianggap bertanggung
jawab atas hasil interpretasinya terhadap suatu
ujaran jika terwujud dalam tindak kekerasan (hal.
33). Interpretasi mitra tutur tersebut dapat bernilai
berbeda jika ditinjau dari konsepsi Waldorn yang
juga menyertakan kriteria dampak dalam pela-
rangan ujaran kebencian. Meski dampak suatu
ujaran terjadi di luar kendali penutur karena
begitu ujaran disampaikan kepada mitra tutur
hasil interpretasi atas ujaran tersebut dipengaruhi
juga oleh faktor kontekstual yang melingkungi
mitra tutur, tetapi ujaran tersebut tetap dianggap
sebagai sebab timbulnya dampak kekerasan.

PENUTUP

Moon menyajikan proposisi dalam bukunya
secara deduktif. Konsep-konsep umum yang
merupakan abstraksi dari berbagai kasus ujaran
kebencian bernuansa agama disampaikan di
bagian awal setiap bab. Bagian selanjutnya dari
bab-bab tersebut berisi tentang ilustrasi kasus
ujaran-ujaran kebencian yang menjadi bahan
abstraksi Moon. Tipe penyajian ini cukup memu-
dahkan pembaca untuk menangkap konsep umum
yang ditawarkan Moon. Buku ini pun tergolong
kaya akan contoh kasus ujaran kebencian yang
terjadi di beberapa negara, misalnya, Amerika
Serikat, Eropa, dan Kanada. Namun, kasus
hukum ujaran kebencian dan aturan pelarangan
ujaran kebencian di Kanada yang menjadi sumber
inspirasi utama Moon.

Ada dua faktor utama yang dapat menjadi
alasan buku Putting Faith in Hate ini patut
menjadi perbincangan di Indonesia. Pertama,
Moon menghadirkan secara khusus peran agama
dalam fenomena ujaran kebencian. Masyarakat
Indonesia tergolong masyarakat yang mene-
mpatkan agama sebagai pertimbangan utama
dalam menjalani kehidupan sehingga potensi
digunakannya legitimasi agama untuk menghasut
kebencian atau mendiskriminasi cukup besar.
Wahid Institute (2017: 28-30, dan 40) pun men-
catat bahwa telah terjadi politisasi agama oleh
berbagai aktor di Indonesia untuk kepentingan
sempit, seperti kepentingan elektoral. Dalam
konteks ujaran kebencian, politisasi tersebut
dipraktikkan dengan merepresentasikan sebagai
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musuh suatu agama tertentu dan bukan lagi pe-
saing dalam kontestasi politik. Argumentasi Moon
perihal peran agama dalam buku ini setidaknya
memberi rambu-rambu dalam pengaturan secara
ujaran kebencian termasuk yang berbasis agama
dapat dilakukan, tetapi perlu kehati-hatian dalam
membedakan agama sebagai komitmen individu
terhadap klaim kebenaran yang pengekspresian-
nya menjadi bagian dari kebebasan individu, serta
agama sebagai identitas kultural yang terbentuk
atas dasar solidaritas Illahiah sehingga mampu
mengekskalasi kebencian yang semula indivi-
dual (sebagaimana yang tercermin dalam ujaran)
menjadi komunal. Kedua, secara eksplisit Moon
membatasi pelarangan ujaran kebencian pada
aspek adanya tujuan penutur untuk menghasut
kebencian atau mendiskriminasi. Pembatasan
ini cukup berbeda dengan yang diterapkan di
Indonesia, yang menerapkan batas tujuan dan
atau dampak kekerasan dalam ujaran kebencian
sebagaimana yang disebutkan dalam surat edaran
Kapolri tahun 2016 tentang penanganan ujaran
kebencian. Kedua batasan tersebut patut disan-
dingkan dan dibandingkan untuk dapat ditinjau
lebih jauh dampak pelarangan ujaran terhadap
penghormatan kebebasan berpendapat warga
negara yang mesti dilakukan oleh negara.
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